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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.J05/2016 bahwa
seluruh satuan kerja wajib menyusun Laporan Keuangan Semester/Tahunan dari
Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA, serta dalam rangka persiapan
penyusunan Laporan Keuangan Semester II/Tahunan Tahun 2021, maka perlu
memperhatikan hal-hal sebagaimana terlampir dalam surat ini dan berpedoman
pada:

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang
Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan
Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada Di Bawahnya (dapat diunduh pada aplikasi Komdanas)

2. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-167/PB.6/2021 tanggal 7
Desember 2021 tentang Rilis Menu Telaah Laporan Keuangan pada Aplikasi e-
Rekon&LK dalam rangka Penyusunan LKKL

3. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-180 /PB.6/2021 tanggal 30
Desember 2021 tentang Penyampaian Modul Aplikasi e-Rekon&LK (Volume II)

4. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-27/PB.6/2021 tanggal 31
Desember 2021 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan K/L LKKL Tahun 2021 (Unaudited) serta Perlakuan
Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun

S. Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerin-ah Pusat Edisi
31 Tahun 2021

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami harap Saudara mengikuti
langkah-langkah yang dibutuhkan sesuai dalam surat ini agar Laporan Keuangan
Mahkamah Agung Semester II Tahun 2021 dapat disampaikan secara tepat waktu,
andal dan berkualitas.



Demikian untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan “erima kasih.

EKRETARIS

Tembusan:

Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
Panitera Mahkamah Agung RI

Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI
Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI

Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

ok [PVEE o 03 13 s



Lampiran I

Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 22 /SEK/KU.00/01/2022

Hal : Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Mahkamah Agung RI Semester II TA
2021

PEDOMAN, PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
MAHKAMAH AGUNG RI SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021

. Tingkat UAKPA (Satker) membandingkan Saldo Awal Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Neraca, Neraca Percobaan, Laporan Operasional (LO), dan Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE) per tanggal 31 Desember 2020 Audited secara manual
pada aplikasi SAIBA dan aplikasi e-Rekon&LK G2 dengan login Tahun 2020
dan/atau membandingkan dengan Laporan serupa per tanggal 31 Desember 2021
pada sisi perbandingan tahun lalu yang dihasilkan pada aplikasi SAIBA dan
aplikasi e-Rekon&LK G2.
. Tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA membandingkan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Neraca, Neraca Percobaan, Laporan Operasional (LO), dan
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per tanggal 31 Desember 2020 Audited secara
manual dengan Laporan serupa per tanggal 31 Desember 2021 pada sisi
perbandingan tahun lalu yang dihasilkan pada aplikasi e-Rekon&LK G2.
- Memastikan akun-akun akrual tahun 2020 telah dilakukan jurnal balik pada
awal tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016
antara lain: Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya Di Bendahara
Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas/Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran,
Belanja Dibayar di Muka (Prepaid), Piutang PNBP, Belanja yang Masih Harus
Dibayar (Utang kepada Pihak Ketiga), Pendapatan Diterima di Muka dan Utang
Jangka Pendek Lainnya serta reklasifikasi Bagian Lancar Piutang TP/TGR ke
Piutang Tagihan TP/TGR.
. Bagi satuan kerja yang tidak menyajikan saldo akrual Belanja yang Masih Harus
Dibayar (Utang kepada Pihak Ketiga) pada tahun 2020 atau terdapat selisih nilai
realisasi belanja tahun 2021 dengan saldo akrual Belanja yang Masih Harus
Dibayar (Utang kepada Pihak Ketiga) tahun 2020 yang telah disajikan, agar
melakukan Koreksi Beban pada Laporan Operasional tahun 2021.
. Lakukan Rekonsiliasi Internal Data Persediaan, SIMAKBMN dan SAIBA terlebih
dahulu dengaen akurat dan valid sebelum mengunggah ADK ke aplikasi e-
Rekon&LK G2 Kementerian Keuangan RI dan memastikan telah meng-update
aplikasi Persediaan, SIMAKBMN, dan SAIBA versi terbaru/terakhir serta Satker
telah melakukan langkah sebagai berikut:
a. Pada aplikasi Persediaan, lakukan batal terima dan pengiriman ulang ke
aplikasi SIMAKBMN mulai bulan Januari sampai dengan Desember;
b. Pada aplikasi SIMAKBMN, lakukan batal terima dari aplikasi Persediaan mulai
bulan Januari sampai dengan Desember namun hanya terima ulang untuk
bulan Desember;
Pada aplikasi SAIBA, lakukan Pengosongan Transaksi = Pengosongan GL
Aset. kemudian lakukan Pack Data dan hanya terima ulang serta Posting
untuk bulan Desember.
. Satuan Kerja wajib menyusun Laporan Keuangan Semester II/ Tahunan Tahun
2021 dan cetakan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, Neraca Percobaan, LO dan
LPE) dan cetakan Laporan Barang Milik Negara (BMN) men-download dari aplikasi
e-Rekon&LK G2.
. Satuan kerja wajib membuat Tabel Rincian Nilai Perolehan, Beban
Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset
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Tetap/Aset Lainnya, Tabel Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Tabel
Daftar Hibah Langsung pada Laporan Keuangan Utama sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.05/2016.

8. Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK)
terdiri dari TDK Pagu Anggaran, TDK Estimasi PNBP, TDK Belanja Netto dan TDK
Pendapatan Netto pada aplikasi e-Rekon&LK G2.

9. Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Rekonsiliasi Internal Sawal dan
Berjalan pada aplikasi e-Rekon&LK G?2.

10.Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Transfer Keluar dan Transfer Masuk
pada aplikasi e-Rekon&LK G2 kecuali bila ada Transfer Keluar dan Transfer
Masuk dari K/L lain atau Satker melakukan likuidasi.

11.Tidak diperbolehkan terdapat Persediaan /Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum
Diregister pada Semester II/Tahunan pada Neraca per 31 Desember 2021. Apabila
terdapat akun Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister pada
akhir tahun dikarenakan ketidaksesuaian akun belanja atau akibat perubahan
nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka dapat dilakukan jurnal
koreksi akuntansi secara manual pada aplikasi SAIBA sesuai dengan Surat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 5-27/PB.6/2021 (lampiran II) dan
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 (dapat
diunduh pada Komdanas).

12.Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Tidak Normal pada aplikasi e-
Rekon&LK G2. Apabila terdapat saldo Tidak Normal, mohon diperbaiki dan/atau
diberikan penjelasan dan pengungkapan pada CaLK Laporan Keuangan jika tidak
bisa diperbaiki.

13.Tidak diperbolehkan terdapat saldo minus pada realisasi belanja minus (pagu
minus) dan saldo minus pada pengembalian belanja melebihi realisasi belanja
pada aplikasi e-Rekon&LK G2. Apabila terdapat saldo minus, mohon diperbaiki
dan/atau diberikan penjelasan dan pengungkapan pada CaLK Laporan Keuangan
jika tidak bisa diperbaiki.

14.Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Jurnal Tidak Lazim pada aplikasi e-
Rekon&LK G2. Apabila terdapat Jurnal Tidak Lazim, mohon diperbaiki dan/atau
diberikan penjelasan dan pengungkapan pada CalLK Laporan Keuangan jika tidak
bisa diperbaiki. Sebagai contoh jurnal terkait Hibah diperbolehkan dengan
penjelasan di CalLK.

15.Satuan kerja wajib menyajikan saldo akrual terkait tagihan pembayaran yang
belum terbayarkan dan setoran Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang belum
disetorkan ke Negara karena melewati Tahun Anggaran 2021, agar
membuat/menyusun  Kartu Rincian dan Daftar Perhitungan  serta
mendokumentasi seluruh dokumen sumber transaksi akrual dan dituangkan
dalam Formulir Memo Penyesuaian yang wajib diketahui oleh Kuasa Pengguna
Anggaran selaku penanggung jawab atas Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum
yang dibuat serta diungkapkan pada CaLK. Transaksi akrual dimaksud di
antaranya:

a. Kas di Bendahara Pengeluaran (lampiran III)
Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian dan Bukti
Penerimaan Negara (BPN) atas sisa UP/TUP

b. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (lampiran IV)
Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, BPN dan
dokumen lainnya atas pengembalian sisa belanja pegawai, belanja barang
atau belanja modal yang disetorkan di atas tanggal 31 Desember 2021, serta
tanda terima penyerahan kas kepada pegawai yang diserahkan di atas tanggal
31 Desember 2021

c. Kas di Bendahara Penerimaan (lampiran V)



h.

Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, BPN atas
penyetoran ke Kas Negara yang ada di Bendahara Penerimaan yang
disetorkar: di atas tanggal 31 Desember 2021

Xas Lainnya di Bendahara Penerimaan (lampiran VI)

Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, BPN dan
dokumen lainnya atas penyetoran ke Kas Negara yang belum diterima di
Sendahara Penerimaan yang disetorkan di atas tanggal 31 Desember 2021
Piutang PNBP dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBP (lampiran
VII)

Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, BPN, Potongan

SPM dan dokumen lainnya atas penyetoran ke Kas Negara yang belum

diterima cleh Bendahara Pengeluaran (masih berada dipihak ketiga) yang

disetorkan di atas tanggal 31 Desember 2021

Reklasifikasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dan Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dan Piutang Tagihan TP/TGR dan
Penyisihan Piutang Tidek Tertagih-TP/TGR (lampiran VIII)

Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, BPN, Potongan

SPM dan dokumen lainnya atas penyetoran ke Kas Negara melalui proses

Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Pendapatan Diterima di Muka (lampiran IX)

Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, BPN, Perjanjian
Kontrak dan dokumen lainnya atas penyetoran ke Kas Negara melalui proses
Perjanjian Sewa. Adapun perhitungan saldo Pendapatan Diterima Dimuka
capat diihat pada Aplikasi e-BIMA menu Realisasi PNBP = Transaksi Sewa
BMN dan ditambahkan tanggal awal dan akhir kontrak sewa BMN serta di-
upload kelengkapan dokumen sumbernya

Belanja Barang Dibayar di Muka (lampiran X)

Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, SPM, bukti
pembayaran dan dokumen lainnya atas pembayaran kepaca pihak ketiga.
Adapun perhitungan saldo Belanja Barang Dibayar di Muka dapat diinput
pada Aplikasi e-BIMA menu Pelaporan > Prepaid dan di-upload kelengkapan
dokumen sumbernya

Eelanja yarg Masih Harus Dibayar/ Utang Kepada Pihak Ketiga (lampiran XI)

Dokumen sumber berupa:

1) SK Kenaikan Gaji Pokok, SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji
Berkala, SK Kenaikan Menduduki Jabatan, Kekurangan Belanja Uang
Makan dan lain-lain serta perhitungannya berdasarkan GPP Gaji, untuk
menjelaskan penyajian saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
(Utang Xepada Pihak Ketiga) pada Neraca Satker per 31 Desember 2021;

2) SPM/SP2D, SPP, DRPP, SPBy, dan Kuitansi tagihan speedy, listrik,
telepon. air, tagihan sewa atau tagihan lainnya, untuk menjelaskan
penyajian saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar (Utang Kepada
Pihak Ketiga) pada Neraca Satker per 31 Desember 2021

2) Kuitansi tagihan Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar (Utang kepada
Pihak Ketiga) pada Neraca Satker per 31 Desember 2021.



Contoh Jurnal Penyesuaian den

gan Formulir Memo Penyesuaian adalah sebagai

berikut:
FORMULIR MEMO PENYESUAIAN
Kementerian Negara/Lembaga Mahkamah Agung RI
Eselor I Badan Urusan Administrasi
Wilayzh Instansi Pusat
Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi
No. Dokumen Kartu Piutang Tuntutan
Perbendaharaan /Perbendaharaan Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)
Tanggal 31 Desember 2021
Tahun Anggaran Tahun 2021
Keterangan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih —Tuntutan
Perbendaharaan/Perbendaharaan Tuntutan Ganti
Rugi per 31 Desember 2021
Kategori Jurnal Penyesuaian:
‘V
. Penyisiban Piutang
No. | D/K Kode Uraian Nama Akun Rupiah Rupiah
Akun Debet Kredit
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - =
L. D 594931 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi XX
5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan .
K 156311 Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi xxx
Dibuat Kasubbag Keuangan Disetujui Kuasa Pengguna Anggaran Diinput Operator SAIBA
AAAAA, SE BBBB. SH CCCC, SE
Tanggal 31 Desember 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tangga 31 Desember 2021

16.Menyusun kartu piutang serta melakukan penyisihan atas piutang tak tertagih
per 31 Desember 2021 dengan perhitungan sebagai berikut:
a. Kondisi Lancar : 5/1000 x Jumlah Piutang TP/TGR;
b. Kondisi Macet : 100% x Jumlah Piutang TP/TGR;
c. Iustrasi Jurnal atas penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2021
di bawah ini melalui Jurnal Penyesuaian kategori 05 pada aplikasi SAIBA
(Penyisihan Piutang Jangka Panjang)

Akun Uraian Akun Debit Kredit
594931 | Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka XXXX
Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan
Ganti Rugi
156311 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - XXX
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi

17.Setelah membuat Bedban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang -
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, kemudian lakukan Reklasifikasi
Bagian Lancar TP/TCGR dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Bagian lancar
TP/TGR pada akhir tahun 2021 sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-10274/PB/2016 tentang Petunjuk Penggunaan Jurnal
Piutang Tagihan TP/TGR dalam aplikasi SAIBA.

18.Melakukan Inventarisasi Fisik (Opname Fisik) atas persediaan per 31 Desember
2021 dan menginput hasil opname fisik pada aplikasi Persediaan pada Menu -
Transaksi = Hasil Opname Fisik.

19.Satuan kerja wajib melakukan penyusutan dan amortisasi reguler semester I dan
II tahun 2021 pada eplikasi SIMAKBMN Menu > Utility > Penyusutan Reguler
Semesteran.

20.Untuk menjaga keandalan dan kualitas Laporan Keuangan Semester II /Tahunan
Tahun 2021, Satker agar membuat dan melakukan verifikasi serta validasi dengan
menggunakan Kertas Kerja Telaah dari Aplikasi e-Rekon&LK dan
ditandatangani/diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dan Kepala
Sub Bagian Keuangan pada Tingkat Satker (UAKPA), Kepala Sub Bagian



Keuangan Tingkat Koordinator Wilayah (UAPPA-W), Kepala Sub Bagian Akuntansi
Unit Eselon I (UAPPA-E1) dan Kepala Bagian Akuntansi Lembaga (UAPA).

21.Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2021 yang belum
sempat disetorkan ke Kas Negara, wajib disajikan akrual tahun 2021. Teknis
penyetoran PNBP tahun 2021 agar dipisahkan dengan PNBP awal tahun 2022,
dengan tujuan memudahkan setoran PNBP Tahun 2021 yang disajikan secara
akrual.

22.Rekening koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021, untuk
menjelaskan penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya dan
Setara Kas pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

23.Rekening koran Biaya Perkara dan Titipan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021,
untuk menjelaskan penyajian saldo Laporan Biaya Perkara dan Uang Titipan
Pihak Ketiga.

24.Menatausahakan dan mendigitalisasi seuruh dokumen sumber transaksi
keuangan termasuk Memo Penyesuaian dan Kertas Kerja Telaah Laporan
Keuangan.

25.Back-up Persediaan, SIMAKBMN dan SAIBA per 31 Desember 2021 setelah
dikeluarkan BAR e-Rekon&LK G2 oleh KPPN agar dikirimkar ke Koordinator
Wilayah dan mengunggah Back-up ke aplikasi Komdanas. Bila terdapat
perubahan/perbaikan data keuangan dan aset agar mengirimkan kembali Back-
up terbaru.

26.Pencatatan Aset yang diperoleh dari Bank yang belum tercatat mengacu kepada
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 tentang
Petunjuk Penvusunan Perjenjian Kerjasama antara Pengadilan dan Pihak Lain.

27.Pengungkapan atas pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta dampak pandemi COVID19 dalam
CaLK berpedoman pada surat S-27/PB.6/2021.

28.Penginputan barang persediaan meliputi barang persediaan atau perlengkapan
vang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, antara lain: Barang
Habis Pakai dan Bahan Untuk Pemeliharaan dengan pencataan kode barang
persediaan sebagai berikut:
|_1|101||03||X.||mx||'~cxu |

I I I

l i I
| | | | | Kode Barang (sesuai urutan barang)

| | | | Sub-sub Kelompok Persediaan (pilih sesuai jenis barangnya)
| | | Sub Kelompok Persediaan (pilih sesuai jenis barangnya)

| | Kelompok Persediaan (03)

| Bidanz Persediaan (01)

Golongan Persediaan (1)

29.Satuan kerja tidak diperkenankan mencatat kode barang persediaan selain Akun
Barang Konsumsi (117111) dan Akun Bahan untuk Pemelinaraan (117113)
dengan pencatatan kode barang persediaan (1.01.03.xx.xxx.xxxx), yang dapat
menimbulkan akun persediaan dan beban persediaan yang tidak diperbolehkan
timbul dalam neraca antara lain:
a) Akun Bahan Baku dan Beban Bahan Baku;
b) Akun Suku Cadang dan Beban Suku Cadang;
¢) Akun Pita Cukai, Materai dan Leges dan Beban Pita Cukai, Mzaterai dan Leges;
d) Akun Persediaan Lainnya dan Beban Persediaan Lainnya;
e¢) Dan Lainnya.
30.Satuan kerja berkewajiban mengungkapkan barang persediaan kondisi rusak atau
usang dalam CaLK dan melampirkan daftar barang persediaan rusak atau usang.
31.Bagi satuan kerja yang melakukan transfer keluar barang persediaan wajib untuk
memantau pencatatan transfer masuk dari satuan kerja penerima dan



memastikan seluruh barang persediaan telah tercatat dalam aplikasi Persediaan
dengan nama, kode barang dan nilai barang yang sesuai, sehingga tidak terdapat
selisih pada aplikasi e-Rekon&LK.

32.5atuan kerja berkewajiban melaksanakan opname fisik barang persediaan dan

menginput hasil opname fisik tersebut dalam aplikasi persediaan dengan prosedur
dan tata cara sebagaimana dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
1330/SEK/SK/XII/2021.

33.3atuan kerja berkewajiban memastikan seluruh dokumen pengelolaan BMN yang

telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta telah dilakukan peaginputan dalam

aplikasi SIMAKBMN, antara lain:

a) Pemindahtanganan BMN berupa Hibah, dengan memastikan dokumen hibah
telah dilaksanakan tahapan sampai mendapatkan persetujuan MPHL-BJS dan
melakukan pencatatan hibah pada aplikasi SIMAKBMN;

b) Penghapusan BMN, dengan memastikan rangkaian proses penghapusan telah
dilaksanakan sampai dengan mendapatkan Surat Keputusan Penghapusan
dari Sekretaris Mahkamah Agung dan melakukan transaksi penghapusan BMN
pada aplikasi SIMAKBMN;

c) Pemanfaatan BMN, dengan memastikan proses pemanfaatan BMN telah
mendapatkan mendapatkan persetujuan sewa dari Pengelola Barang (KPKNL),
telah diterbitkan Surat Keputusan penetapan sewa dari Sekretaris Mahkamah
Agung selaku Pengguna Barang, telah dibuatkan surat perjanjian sewa dan
telah dilakukan penyetoran pendapatan sewa, sesuai dengan Surat Edaran
Sekretaris Mahkamah Agung No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.
2347 /SEK/KU.00/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penatausahaan
Pemanfaatan BMN Dalam Bentuk Sewa BMN.

34.Bagi satuan kerja yang melakukan transfer keluar BMN wajib untuk memantau
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pencatatan transfer masuk dari satuan kerja penerima dan memastikan seluruh
EMN telah tercatat dalam aplikasi SIMAKBMN sehingga tidak terdapat selisih
pada aplikasi e-Rekon&LK.

Satuan kerja berkewajiban mengirimkan dokumen pendukung berupa Surat
Pernyataan dan/atau Surat Keterangan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna
Barang, Register Transaksi Harian (RTH) dan dokumen pendukung lainnya atas
transaksi yang dilakukan pada aplikasi SIMAKBMN, antara lain:

No. Transaksi Kode Dokumen Pendukung
. Transaksi Yang Dikirimkan
1 Saldo Awal 100 Surat Keterangan/Surat
24 Perolehan Lainnva 112 Pernyataan Sekretaris selaku
3 | Koreksi  Pencatatan  Nilai/ 204 KPB dan Register Transaksi
Kuantitas Harian (RTH)
4 | Reklasifikasi Masuk 107
5 | Reklasifikasi Keluar 304
6 | Koreksi Pencatatan 305
7 | Hibah Masuk 103 Berita Acara Serzh Terima
(BAST), Persetujuan MPHL
8 | Hibah Keluar 303 BJS, Register Transaksi Harian
(RTH) Hibah
9 | Transfer Masuk 102 Berita Acara Sereh Terima
(BAST) dan Register Transaksi
10 | Transfer Keluar 302 Harian (RTH)
11 | Penghapusan 301 SK. Penghapusan dan
12 | Penghapusan BMN yang 391 Register Transaksi Harian
Dihentikan (RTH)
13 | Usulan Barang Hilang ke 308 SK. Penghapusar: dan/atau
Pengelola ljin Penjualan daa
14 | Usulan Barang Rusak Berat ke 306 Register Transaksi Harian
. Pengelola (RTH)




36. Dalam rangka menuju SAKTI maka satuan kerja diwajibkan untuk memastikan
kewajaran nilai dalam laporan BMN serta melakukan perbaikan terhadap nilai
tidak wajar dalam aplikasi SIMAKBMN, yang antara lain disebabkan:

- Nilai Perolehan Minus, dengan melihat daftar barang dalam aplikasi e-
Rekon&LK dan memastikan kembali nilai perolehan dalam menu List BMN dan
Daftar BMN s.d. TAYL yang memiliki nilai perolehan minus dan /atau nilai yang
berwarna merah dalam Daftar BMN s.d. TAYL untuk dilakukan perbaikan
dengan normalisasi BMN:

- Nilai Buku Minus, dengan melihat daftar barang dalam aplikasi e-Rekon&LK
dan memastikan kembali nilai buku dalam menu History BMN yang memiliki
nilai aset setelah penyusutan bernilai minus untuk dilakukan perbaikan
dengan normalisasi BMN;

- Tanggal Buku Mendahului Tanggal Perolehan, dengan melihat daftar barang
dalam aplikasi e-Rekon&LK dan memastikan dalam laporan BMN dari menu
History BEMN apakah ada ketidakwajaran dengan tanggal buku yang
mendahului tanggal perolehan untuk dilakukan perbaikan dengan normalisasi
BMN.

37. Penginputan normalisasi BMN sesuai dengan petunjuk teknis ncrmalisasi dengan
melakukan inventarisasi EMN setelah dilakukan penginputan normalisasi BMN
untuk menelusuri keberadaan BMN, apabila masih ada dan ditemukan data dan
nilai tidak wajar sebagaimana nomor 36 di atas, maka ditindaklanjuti dengan
input normalisasi, tetapi apabila secara fisik tidak ada dan tidak ditemukan, maka
dibuatkan surat pernyataan oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk
selanjutnya ditindaklanjuti dengan penghapusan normalisasi pada aplikasi
SIMAKBMN.

38. Pengiriman dokumen pendukung BMN sebagaimana tersebut dalam nomor 35
serta data dukung dari aplikasi berupa backup SIMAKBMN, backup Persediaan
dan backup SAIBA dikirimkan pada tautan link: https://bit.ly/dakung-lk-
Ibmn2021, dengan dihimpun dan kompilasi terlebih dahulu pada Koordinator
Wilayah masing-masing untuk memastikan kelengkapan dokumen dan data
dukung dari setiap satuan kerja dibawahnya.

39. Waktu /Periode dilakukan penyesuaian sesuai Peraturan Menteri Xeuangan Nomor
225/PMK.05/2016 sebagai berikut:

WAKTU /PERIODE DILAKUKAN PENYESUAIAN

Periode Penyesuaian | Jurnal Balik
No Pos/Akun-Akun Di Awal Tahun
1 | Pendapatan Diterima di Muka Tahunan Perlu
2 | Beban Dibayar di Muka Tahunan Perlu
3 | Beban yang Masih Harus Dibayar Tahunan Perlu
4 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semesteran/Tahunan Tidak
5 | Penyusutan dan Amortisasi Semesteran/Tahunan Tidak
6 | Kas Lainnva di Bendahara Tahunan Jurnal balik dilakukan
Penageluaran saat
penyetoran/pembayaran
7 | Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan Jurnal balik dilakukan
saat
penyetoran /pembayaran
8 | Reklasifikasi Piutang Tahunan Perlu
9 | Kas Lainnya di Bendahara Tahunan Jurnal balik dilakukan
Penerimaan saat
penyetoran / pembayaran
10 | Persediaan Semesteran/Tahunan Tidak
| 11 | Kelebihan Pembayaran Pajzk/PNBP Tahunan Tidak
12 | Uang Muka Belanja Tahunan Tidak
13 | Piutang PNBP/Piutang Lainnya Tahunan Jurnal balik dilakukan
saat
i penyetoran /pembayaran
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Sifat . Segera

Lampiran . 1 berkas

Hal . Rilis Menu Telaah Laporan Keuangan pada Aplikasi e-Rekon&LK Dalam

Rangka Penyusunan LKKL

Yth. 1. Para Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan/Kepala Pusat/Direktur Keuangan
2. Para Kepala Biro Umum/Perlengkapan/BMN/Kepala Pusat BMN/Direktur Umum/Aslog
3. Para Inspektur/SPI/APIP Pereviu LKKL
(Sesuai Lampiran [)

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

(LKKL), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pengembangan otomatisasi telaah laporan
keuangan yang dapat digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

2. Menu Telaah Laporan Keuangan telah ditambahkan sebagai fitur baru pada Aplikasi e-
Rekon&LK, dengan berpedoman pada Lampiran Il surat ini.

3. Output dari Menu Telaah Laporan Keuangan adalah Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan,
yang mana saat ini telah tersedia untuk tingkat satker/UAKPA. Output Kertas Kerja Telaah
Laporan Keuangan untuk jenjang tingkat wilayah/lUAPPA-W, Eselon I/UAPPA-E1, dan
K/L/UAPA masih terus dikembangkan.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohon bantuan Saudara/i untuk menyampaikan
kepada seluruh satuan kerja lingkup masing-masing Kementerian Negara/Lembaga terkait

fitur baru tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan

Fahma Sari Fatma
Tembusan:
1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara



LAMPIRAN |

Surat Direktur APK

Nomor : S - 167/PB.6/2021
Tanggal: 7 Desember 2021

No. Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga
1. | Kepala Biro Keuangan Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Dewan Perwakilan Rakyat
3. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah
4. | Kepala Biro Keuangan Setjen Badan Pemeriksa Keuangan
5. | Kepala Biro Keuangan Setjen Mahkamah Agung
6. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi
7. | Kepala Biro Umum Komisi Yudisial
8. | Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung
9. | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
10. | Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Setjen Kementerian Dalam Negeri
11. | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Luar Negeri
12. | Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kementerian Pertahanan
13. | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Keuangan
15. | Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian
16. | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perindustrian
17. | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18. | Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Perhubungan
19. | Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20. | Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan
21. | Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama
22. | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Ketenagakerjaan
23. | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Sosial
24. | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25. | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
26. | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27. | Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
28. | Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
29. | Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
30. | Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

o
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No. Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga

31. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kemenparekraf/Sekretariat Utama Baparekraf

32. | Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

33. | Kepala Biro Keuangan dan Umum Setjen Kemenristek/BRIN

34. | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah

35. | Kepala Biro Umum dan SDM Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

36. Kgpala Biro SDM dan Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi

37. | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara

38. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Siber dan Sandi Negara

39. | Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Keuangan Setjen Dewan Ketahanan Nasional

40. | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik

41. | Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

42. | Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

43. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional

44. | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Komunikasi dan Informatika

45, | Kepala Pusat Keuangan Polri

46. | Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

47. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan Nasional

48. | Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal

49. | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional

50. | Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Desa PDTT

51. | Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN Sekretaris Utama BKKBN

52. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

53. | Kepala Biro Umum dan SDM Sekretariat Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

54. | Kepala Biro Keuangan Setjen Komisi Pemilihan Umum

55. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

56. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga limu Pengetahuan Indonesia

57. | Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional

58. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama BPPT

59. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama LAPAN

60. | Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial

61. | Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan TU Sekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional

62. | Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Informasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir

63. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Administrasi Negara

64. | Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Arsip Nasional RI




No. Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga

65. | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara

66. | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

67. | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perdagangan

68. | Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga

69. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi

70. | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana

71. | Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama BNP2TKI

72. | Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama LKPP

73. | Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

74. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha

75. | Kepala Biro Keuangan Umum Sekretariat Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

76. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Ombudsman RI

77. | Kepala Biro Keuangan Umum dan Humas Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan

78, Kepala Biro Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam

79. | Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

80. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretarat Kabinet

81. | Kepala Biro Administrasi Setjen Badan Pengawas Pemilu

82. | Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

83. | Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

84, Kepala Biro Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang

85. | Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Keamanan Laut

86. | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

87. | Kepala Biro Administrasi Setjen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
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PEDOMAN
MENU TELAAH LAPORAN KEUANGAN PADA APLIKASI e-REKON&LK

A. PENDAHULUAN
1. Pengertian
Menu Telaah LK pada Aplikasi e-Rekon&LK adalah menu yang digunakan untuk
melakukan telaah laporan keuangan secara otomatis dan sistematis dalam rangka
memperoleh keyakinan atas kualitas penyajian Laporan Keuangan. Menu Telaah LK
berfungsi untuk mengetahui validitas dari tiap pos yang disajikan dalam laporan
keuangan, menguji kesesuaian pos-pos dalam laporan keuangan yang memiliki
keterkaitan satu sama lain, dan memastikan penyajian laporan keuangan telah sesuai
dengan pedoman penyusunan Laporan Keuangan. Ruang lingkup Menu Telaah LK
pada Aplikasi e-Rekon&KL vyaitu penelaahan atas kesesuaian penyajian Laporan
Keuangan yang meliputi analisis kesesuaian penyajian dalam satu laporan keuangan
(analisis vertikal) dan analisis kesesuaian penyajian antara satu laporan keuangan

dengan laporan keuangan lainnya (analisis horizontal).

2. Tujuan

a. Memudahkan dan mempercepat proses telaah Laporan Keuangan;

b. Melengkapi fungsi dan fitur Aplikasi e-Rekon&LK dalam menghasilkan Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang berkualitas dan meminimalisasi
adanya salah saji;

c. Mendukung proses telaah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP).

3. Output
Output utama dari Menu Telaah Laporan Keuangan adalah Kertas Kerja Telaah
Laporan Keuangan terintegrasi yang dapat diunduh dalam format pdf ataupun excel.
Untuk saat ini, kertas kerja telaah yang dapat diunduh adalah Kertas Kerja Telaah pada
level UAKPA/satker.

4. Pengguna
Menu Telaah Laporan Keuangan ini dapat diakses pada level pengguna berikut:
a. User aplikasi e-Rekon&LK pada tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA,;
b. User aplikasi e-Rekon&LK pada KPPN, Kanwil DJPb, dan Direktorat teknis di Kantor
Pusat DJPb.



5.

Kebijakan Proses Data
Pemrosesan data pada Menu Telaah Laporan Keuangan mengikuti proses OLAP data
SAIl dan BMN. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan dapat diunduh minimal 15 menit

setelah dilakukan proses OLAP data oleh sistem e-rekon&LK.

B. KOMPONEN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

Pada Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan yang dihasilkan dari Menu Telaah Laporan

Keuangan terdapat komponen-komponen penelaahan sebagai berikut:

1.
2.

N o o A~ ow

Kelengkapan komponen face Laporan Keuangan;

Kesesuaian laporan hardcopy face Laporan Keuangan dengan face Laporan Keuangan

sistem Aplikasi e-Rekon&LK;

Kesesuaian Neraca Percobaan Kas Laporan Keuangan;
Kesesuaian Neraca Percobaan Akrual Laporan Keuangan;
Analisis vertikal Laporan Keuangan;

Analisis kesesuaian antar Laporan Keuangan;

Kesesuaian antara CalLK dan face LKKL.

C. PETUNJUK PENGGUNAAN

1.

Mengakses Menu Telaah Laporan Keuangan
Pengguna masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK dengan menggunakan user dan password

masing-masing. Telaah Laporan Keuangan pada Aplikasi e-Rekon&LK dapat diakses

melalui menu Telaah LK sebagaimana gambar berikut ini.
(B ehsknslk,

@

Telaah

& Dashboard
laporan Telaah

Ll Profil Kualitas LK

& Telaah LK Periode Januari

Tipe File ® POF O Excel

KL all
ES1 all

UAPPAW all

SATKER ' H




Setelah masuk ke dalam menu, pengguna waijib memasukkan beberapa parameter/filter
seperti Periode Telaah (Bulan), Tipe File yang diinginkan (saat ini tersedia dalam bentuk
PDF dan Excel), Kode BA Kementerian/Lembaga, Kode Eselon |, Kode UAPPAW,
dan/atau Kode Satker. Setelah isian parameter/filter lengkap, selanjutnya pengguna

dapat melakukan unduh dengan cara klik pada tombol disamping kanan kolom satker.

2. Penggunaan Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan yang diunduh dapat digunakan untuk

melakukan penelaahan/analisis pada masing-masing komponen kertas Kkerja.

Pengujian/analisis sebagai berikut:

a. Kelengkapan Laporan Keuangan, Neraca Percobaan, dan Kertas Kerja
Komponen Kertas Kerja Telaah Kelengkapan Laporan Keuangan, Neraca
Percobaan, dan Kertas Kerja ini digunakan untuk melakukan penelaahan
kelengkapan komponen face Laporan Keuangan, komponen neraca percobaan
ataupun komponen kertas kerja laporan keuangan jika ada. Penelaahan pada
komponen Kertas Kerja ini diisikan secara manual sesuai checklist pada kertas kerja
sebagaimana gambar di bawah sesuai dengan kondisi kelengkapan setiap

komponen Laporan Keuangan yang disajikan.

Kondisi
Obyek Penelaahan Nifai

Sesuai/ Tidak

1 2 3

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN, NERACA PERCOBAAN, DAN KERTAS KERJA LK

Kelen

gkapan Komponen Face Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Neraca

Laporan Operasional (LO)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK)

gkapan Komponen Neraca Percobaan Keuangan

Neraca Percobaan Kas

Neraca Percobaan Akrual

Kelen

gkapan Komponen Kertas Kerja Keuangan

1.

KK Laporan Realisasi Anggaran

KK Neraca

KK Laporan Operasional

2
3
4,

KK Laporan Perubahan Ekuitas

b. Kesesuaian Hardcopy dengan Laporan Face e-Rekon&LK
Komponen Kertas Kerja Telaah Kesesuaian Hardcopy dengan Laporan Face e-
Rekon&LK ini digunakan untuk memastikan bahwa penyajian seluruh cetakan face
Komponen Laporan Keuangan telah sama dengan cetakan pada e-Rekon&LK.
Penelaahan pada komponen Kertas Kerja ini diisikan secara manual sesuai checklist

dengan membandingkan face laporan yang disajikan dalam LK dengan face laporan

3



pada e-Rekon&LK. Penelaahan pada komponen Kertas Kerja ini dapat digunakan
sebagai kontrol untuk memastikan database aplikasi pelaporan satker telah sama

dengan database e-Rekon&LK.

Kondisi
Obyek Penelaahan Nilai

Sesuai/ Tidak

1 2 3

KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY FACE LK DENGAN FACE LK SISTEM e-RekondLK

Apakah semua cetakan (hardcopy) face laporan pada LK (LRA, Neraca, LO, dan LPE) telah menunjukkan hasil yang sama
" |dengan face LK hasil cetakan dari Sistem e-Rekon&LK?

c. Kesesuaian Neraca Percobaan Kas

Komponen Kertas Kerja Telaah Kesesuaian Neraca Percobaan Kas ini digunakan

untuk memastikan bahwa penyajian saldo-saldo pada neraca percobaan kas telah

sesuai dan benar. Penelaahan pada komponen kertas kerja ini dilakukan secara

otomatis oleh sistem. Penelaahan meliputi:

1) Perhitungan total saldo awal, mutasi, dan saldo akhir pada neraca percobaan Kas
sudah balance.

2) Perhitungan realisasi pendapatan pada neraca percobaan kas sama dengan
realisasi pendapatan pada LRA.

3) Perhitungan realisasi belanja pada neraca percobaan kas sama dengan realisasi
belanja pada LRA.

4) Perhitungan jumlah realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja sama

dengan Surplus/Defisit Anggaran pada LRA.

Kondisi
Obyek Penelaahan Nilai

Sesuai [ Tidak

KESESUAIAN NERACA PERCOBAAN KAS

PENGECEKAN SALDO PADA NERACA PERCOBAAN KAS

1. |Apakah tofal akhir Saldo Awal Neraca Percobaan Kas (otal akun 15.d. akun 8) telah bersaldo NHIL? 0

2. (Apakah total akhir Mutasi Neraca Percobaan Kas (fotal akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL? 0

3. |Apakah total akhir Saldo Akhir Neraca Percobaan Kas (totel akun 1.d. akun 8) telah berseldo NIHIL? 0,

4. |Apakah Neraca Percobaan Kas telah menyaiikan data untuk seluruh akun yang seharusnya ada?
TELAAH PER KELOMPOK AKUN PADA NERACA PERCOBAAN KAS

1. |AKUN PENDAPATAN (dxooex) 0
Apakah total seluruh akun Pendapatan (4xxxx, 42xxxx) pada Neraca Percobaan Kas telah sesuai dengan fofal nilai Realsasi pada )
bagian Jurmiah Pendapatan Negara dan Hibah pada Face Laporan Realisasi Anggaran? ‘
Total Jumiah akun Pendapatan {41xxx, 42xxxx) pada Neraca Percobaan Kas (1) 17.464.335,
Jumiah Pendapatan Negara dan Hhah" pada Face Laporan Realisasi Anggaran (2) 17.464.335,
Selsih (1) - (2) 0 v




2. |AKUN BELANJA (5x00)

0,

Apakah total seluruh akun Belanja (Sxxxxx selain akun 59xxxx), pada Neraca Percobaan Kas telah sesual dengan folal niiai Realisasi
pada bagian pada Face Laporan Realisasi Anggaran?

0,

Total Jumlah akun Befanja (5xxxxx selain akun 59xxxx) pada Neraca Percobaan Kas (1)

124.277.594.402,

Jumiah Belanja pada Face Laporan Realisasi Anggaran (2)

124.217.594.402,

Selisi (1)-(2)

0,

3. |SURPLUSI(DEFLSIT)ANGGARAN

0,

Apakah total seluruh akun Pendapatan (41xxxx, 42xxxx, 498xxx), Belanja (Sxxxxx selain akun S4xo0, 58xxxx, S8xoony, S8xxxy,
59xxxx) pada Neraca Percobaan Kas felah sesual dengan total nifai Surplus (Defisi) Anggaran pada Face Laporan Realisasi
Anggaran?

0

Total Jumlah akun Pendapatan (41xxxx, 42xxx¥, 498xxx), Belanja (5xxxxx sefain akun 59¢xxx) pada Neraca Percobaan Kas (1)

124.355.058.737,

Jumiah Surplus (Defisit) Anggaran pada Face Laporan Realisasi Anggaran (2)

124.355.068.737,

Selisih (1) - (2)

0,

Vv

Pengujian Kesesuaian Neraca Percobaan Kas dalam kertas kerja diatas
berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Neraca Percobaan
Kas telah sesuai bilamana baris Selisih (untuk telaah Akun Pendapatan, Akun
Belanja, dan Surplus/Defisit Anggaran) menghasilkan nilai O (tidak terdapat selisih)
dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah
sesuaillengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan
identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK
BMN/Persediaan/SAKTI.

. Kesesuaian Neraca Percobaan Akrual

Komponen Kertas Kerja Telaah Kesesuaian Neraca Percobaan Akrual ini digunakan

untuk memastikan bahwa penyajian saldo-saldo pada neraca percobaan akrual telah

sesuai dan benar. Penelaahan pada komponen kertas kerja ini dilakukan secara

otomatis oleh sistem. Penelaahan meliputi:

1) Perhitungan total saldo awal, mutasi, dan saldo akhir pada neraca percobaan
sudah balance.

2) Perhitungan nilai akun pembentuk aset pada neraca percobaan akrual sama
dengan aset yang disajikan pada pos aset di face Neraca.

3) Perhitungan nilai akun pembentuk kewajiban pada neraca percobaan akrual sama
dengan aset yang disajikan pada pos kewajiban di face Neraca.

4) Perhitungan nilai akun pembentuk Ekuitas pada neraca percobaan akrual sama

dengan aset yang disajikan pada pos Ekuitas di face Neraca.

Kondisi
Obyek Penelaahan Nilai

Sesuai Tidak

KESESUAIAN NERACA PERCOBAAN AKRUAL

PENGECEKAN SALDO PADA NERACA PERCOBAAN AKRUAL

1. {Apakah total aknir Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL? 0,
2. |Apakah total aknhir Mutasi Neraca Percobaan Akrual (total akun 15.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL? 0,
3. |Apakah total akhir Saldo Akhir Neraca Percobaan Akrual (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL? 0,
4. |Apakah Neraca Percobaan Akrual telah menyajikan data untuk seluruh akun yang seharusnya ada?




TELAAH PER KELOMPOK AKUN PADA NERACA PERCOBAAN AKRUAL

i [AKUN ASET (1000x) 0
Apakah total seluruh akun Aset (1xxxxx) pada Neraca Percobaan Akrual (Saldo Akhir) telah sesuai dengan total nilai pada bagian 0
JUMLAH ASET pada Face Neraca? 3
Total Jumiah akun Aset (1xxxxx) pada Neraca Percobaan Akrual (Saldo Akhir) (1) T1.232.140.829,
Total JUMLAH ASET pada Face Neraca (2) 71.232.140.829,
Sefisih (1) - (2) 0,

2 |AKUN KEWAJIBAN (2xx0cx) 0
Apakah total seluruh akun Kewajiban (2xxxxx) pada Neraca Percobaan Akrual (Saldo Akhir) tefah sesuai dengan total nilai pada bagian 0
JUMLAH KEWAJIBAN pada Face Neraca? i
Total Jumiah akun Kewajiban (2xxxxx) pada Neraca Percobaan Akrual (Salkdo Akhir) (1) 2.053.923.300,
Total JUMLAH KEWAJIBAN pada Face Neraca (2) 2.053.923.300,
Selisih (1) - (2) 0,

3. [AKUN EKUITAS (3000 0
Apakah tolal seluruh akun Ekuitas (3xxxxx) diambah dengan akun Pendapatan (4xxxxx), Beban (Sxxxxx), pada Neraca Percobaan 0
Akrual (Saldo Akhir) telah sesuai dengan fofal niai pada bagian JUMLAH EKUITAS pada Face Neraca? :
Total Jumiah akun Ekuttas (3xxxxx) pada Neraca Percobaan Akrual (Sallo Akhir) (187.181.116.812))
Total Jumlah akun Pendapatan (4xxxxx) pada Neraca Percobaan Akrual (Saldo Akhir) (77464.335,)
Total Jumlah akun Beban (5xxxxx) pada Neraca Percobaan Akrual (Saldo Akhir) 118.080.363.618,
Total Pengujian Jumlah Ekuitas, Pendapatan, Beban (1) (69.178.217.529,)
Total JUMLAH EKUITAS pada Face Neraca (2) 69.178.217.529,
Sefisih (1) - (2) 0,

4, ISURPLUSI(DEFIS\T) LO 0
Apakah seluruh akun pada Neraca Percobaan Akrual (Salde Mutasi) pembentuk saido Surplus/{Defisit) LO yakni Pendapatan (4xxxxx), 0
dan Beban (Sxxxxx) telah sesuai dengan saldo SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LO? 4
Total Jumiah akun Ekuitas (3xxxxx) pada Neraca Percobaan Akrual (Saldo Mutasi) 0,
Total Jumiah akun Pendapatan (4xxxxx) pada Neraca Percobaan Akrual (Saldo Mutasi) (77.464.335,)
Total Jumiah akun Beban (5xxxxx) pada Neraca Percobaan Akrual {Saido Mutasi) 118,080.363.618,
Total Pengujian Jumlah Mufasi Akun Ekuitas, Pendapatan, dan Beban (1) 118.002.899.283,
Total SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LO (2) 118.002.899.283,
Selisih (1) - (2) 0, v

Pengujian Kesesuaian Neraca Percobaan Akrual dalam kertas kerja berikut
berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Neraca Percobaan
Akrual telah sesuai bilamana baris Selisih (untuk telaah Akun Aset, Akun Kewajiban,
Akun Ekuitas, dan Surplus/Defisit LO) menghasilkan nilai O (tidak terdapat selisih)
dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah
sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan
identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK
BMN/Persediaan/SAKTI.

. Analisis Vertikal Laporan Keuangan

Analisis Vertikal Laporan Keuangan digunakan untuk meyakini bahwa pos-pos dalam
suatu Laporan Keuangan laporan telah sesuai dan memadai. Penelaahan/analisis
dalam komponen kertas kerja telaah ini dilakukan secara otomatis oleh sistem.
Analisis Vertikal Laporan Keuangan untuk setiap komponen laporan keuangan

dilakukan sebagai berikut:




1)

Analisis Vertikal Dalam Neraca
Analisis vertikal dalam neraca dilakukan untuk mengetahui apakah neraca telah
disajikan secara seimbang sesuai dengan kaidah persamaan dasar akuntansi

yaitu Jumlah Aset sama dengan Jumlah Kewajiban ditambahkan Ekuitas.

ANALISIS VERTIKAL DALAM NERACA

Saldo Awal Neraca pada data Neraca Percobaan Akrual (Saldo Awal) teleh sesuai dengan Data Neraca Audited per 31 Desember
1 5.906.618.916,
fahun sebelumnya
2. |Neraca telah seimbang, JUMLAH ASET = JUMLAH KEWAJIBAN + JUMLAH EKUITAS 0
Total JUMLAH ASET (1) 71292.140829,
Total JUMLAH KEWAJIBAN tambah JUMLAH EKUITAS (2 71.232.140.829,
3. [selish(1)- (2 0,
Pengujian Analisis Vertikal Dalam Neraca dalam kertas kerja diatas berdasarkan
rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Analisis Vertikal Dalam
Neraca telah sesuai bilamana baris Selisih menghasilkan nilai O (tidak terdapat
selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah
sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan
identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi
SAIBA/SIMAK BMN/Persediaan/SAKTI.
2) Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional
Analisis vertikal dalam laporan operasional dilakukan untuk mengetahui apakah
penyajian surplus/defisit LO sudah sama dengan jumlah pendapatan operasional
dikurangi dengan jumlah beban operasional.
ANALISIS VERTIKAL DALAM LO
1 Surplus/Defisit LO harus sama dengan total Pendapatan (LO) dikurangi total Beban (LO) ditambah (dikurangi) total Surplus (Defisit) 0 v
" |Kegiatan Non Operasional (LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar Biasa (LO)
2. |Pengujian Perhitungan: 0
Jumiah Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional (1) 118.067.803.618,
Jumlah Pendapatan Operasional (4.188.000,)
Jumlah Beban Operasional 118.071.991.618,
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional (2) (64.904,335,) V
Jumlah Pendapatan Non Operasional (73.276.335,) Vv
Jumiah Beban Non Operasional 8.372.000,
Jumlah Surplus (Defistt) Pos Luar Biasa (3) 0,
3. [Total Perhitungan (1) + (2) + (3) 118.002.899.283,
4. |Nilai Surplus / (Defisit) LO pada Face LO 118.002.899.283,
5. |Selisih 0, Vv

Pengujian Analisis Vertikal Dalam LO dalam kertas kerja diatas berdasarkan
rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Analisis Vertikal Dalam LO
telah sesuai bilamana baris Selisih menghasilkan nilai O (tidak terdapat selisih)
dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah
sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan
identifikasi lebih
SAIBA/SIMAK BMN/Persediaan/SAKTI.

dan analisis lanjut atas input transaksi pada aplikasi




3) Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Analisis vertikal dalam LPE dilakukan untuk mengetahui apakah nilai ekuitas akhir
sudah sesuai dengan ekuitas awal ditambah dengen surplus/defisit LO

dijumlahkan dengan koreksi ekuitas serta transaksi antar entitas.

ANALISIS VERTIKAL DALAM LPE

1. |Saldo EKUITAS AWAL pada Face LPE telah sesuai dengan saldo akhir Ekuitas per 31 Desember tahun sebelumnya

-2866618916

Nilai EKUITAS AKHIR harus sama dengan total Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit) LO, Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung

z Menambah/Mengurang Ekuitas, Transaksi Antar Entitas, dan Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas

0

3. |Pengujian Perhitungan:

0

Total perhitungan penyusun nitai Ekuitas Akhir (1) s.d. (4) 69.178.217.529,
Ekuitas Awal (1) 63.242.160.106,
(118.002.899.283,)

Surplus/(Defisit) LO (2)

Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurang Ekuitas (3)

0

Transaksi Antar Entitas (4)

124.200.130.067,

Nilai EKUITAS AKHIR pada Face LPE

69.178.217.529,

Selisih

0, Vv

Pengujian Analisis Vertikal Dalam LPE dalam kertas kerja diatas berdasarkan
rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Analisis Vertikal Dalam LPE
telah sesuai bilamana baris Selisih menghasilkan nilai O (tidak terdapat selisih)
dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah
sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan
identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi
SAIBA/SIMAK BMN/Persediaan/SAKTI.

f. Analisis Horizontal Laporan Keuangan

Analisis Horizontal Laporan Keuangan digunakan untuk meyakini bahwa pos-pos
antar Laporan Keuangan telah disajikan memadai dan saling berkesinambungan.
Penelaahan/analisis dalam komponen kertas kerja telaah ini dilakukan secara

otomatis oleh sistem. Analisis Horizontal Laporan Keuangan antar komponen

laporan keuangan dilakukan sebagai berikut:
1) Kesesuaian LO dan LPE

Penelaahan ini menguji apakah nilai surplus/defisit yang disajikan pada LO telah

sesuai dengan surplus/defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas.

ANALISIS KESESUAIAN LO DAN LPE

1 |SALDO SURPLUSH{DEFISIT)LO 0
Nilai SURPLUSHDEFISIT) LO pada Face LO telah sama dengan SURPLUS/DEFISIT) LO pada Face LPE 0,
Total SURPLUS/DEFISIT) LO pada Face LO (1) 118.002.899.283,
Total SURPLUS/(DEFISIT) LO pada Face LPE (2) 118.002.899.263,
Selisi (1) - (2) 0, v

Pengujian Kesesuaian LO dan LPE dalam kertas kerja diatas berdasarkan rowset
Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian LO dan LPE telah sesuai bilamana

baris selisih menghasilkan nilai O (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V”



2)

pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat
selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih
lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/Persediaan/SAKTI.

Kesesuaian LPE dan Neraca
Penelaahan ini menguji apakah nilai ekuitas akhir yang disajikan pada LPE telah

sesuai dengan nilai Ekuitas pada Neraca.

ANALISIS KESESUAIAN LPE DAN NERACA

1. |SALDO EKUITAS 0
Saldo EKUITAS AKHIR pada Face LPE telah sama dengan nilai EKUITAS pada Face Neraca 0,
Total EKUITAS AKHIR pada Face LPE (1) 69.178.217 529,
Tolal EKUITAS pada Face Neraca (2) 69.178.217 528,
Selisih (1) -(2) 0, Vv

ANALISIS KESESUAIAN NERACA DAN LRA

Pengujian Kesesuaian LPE dan Neraca dalam kertas kerja diatas berdasarkan
rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian LPE dan Neraca telah sesuai
bilamana baris selisih menghasilkan nilai O (tidak terdapat selisih) dan terdapat
tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap.
Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan

analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK

BMN/Persediaan/SAKTI.

3) Kesesuaian Neraca dan LRA

a) Pengujian Saldo Aset Tetap Tanah

Penelaahan ini menguji kesesuaian saldo akhir aset tetap berupa tanah apakah

sama dengan saldo awal tanah ditambahkan dengan Mutasi Belanja Modal

tanah berupa realisasi belanja modal tanah, penjualan, hibah, transfer,

revaluasi, ataupun koreksi dan penyebab lainnya yang menyebabkan kenaikan

ataupun penurunan nilai aset tanah.

ANALISIS KESESUAIAN NERACA DAN LRA

1. |Pengujian Saldo Aset Tetap (Tanah) Akhir Tahun = Saldo Asef Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap

0

Saldo Akhir Tanah

50.791.241.000,

Saldo Awal Tanah

50.791.241.000,

Mutasi Saldo Tanah (1)

0,

Penjelasan Mutasi Saldo:

Realisasi Belanja Modal Tanah

Koreksi Pembukuan Tanah / Penyebab Lainnya

Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)

Selisih (1) - (2)

=l E=2E=0K=3 k=]

Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Tanah dalam kertas kerja diatas

berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Aset

Tetap Tanah telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai O (tidak

terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan




hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka
satker melakukan analisa lebih lanjut atas transaksi dan identifikasi atas jurnal
dan penyesuaian pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/SAKTI.

b) Pengujian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Penelaahan ini menguji kesesuaian saldo akhir aset tetap berupa Peralatan
dan Mesin apakah sama dengan saldo awal Peralatan dan Mesin ditambahkan
dengan Mutasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa realisasi belanja
modal Peralatan dan Mesin, penjualan, hibah, transfer, reklasifikasi, ataupun
koreksi dan penyebab lainnya yang menyebabkan kenaikan ataupun

penurunan nilai aset Peralatan dan Mesin.

2. |Pengujian Saldo Aset Tetap (Peralatan dan Mesin) Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap 0

Salclo Akhir Peralatan dan Mesin

45.788.978.232, V

Saldo Awal Peralatan dan Mesin

44.355.098.672, V

Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin (1)

1.433.879.360, v

Penjelasan Mutasi Saldo:

0,

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1.497.217.560,

Koreksi Pembukuan Peralatan dan Mesin / Penyebab Lainnya

(63.338.200,)

Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)

1.433.879.360,

Saiisih (1) (2)

0, v

Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin dalam kertas
kerja diatas berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin telah sesuai bilamana baris selisih
menghasilkan nilai O (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom
kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih
atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut
atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/SAKTI.

Pengujian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Penelaahan ini menguiji kesesuaian saldo akhir aset tetap berupa Gedung dan
Bangunan apakah sama dengan saldo awal Gedung dan Bangunan
ditambahkan dengan Mutasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa
realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan, penjualan, hibah, transfer,
revaluasi, reklasifikasi, ataupun koreksi

dan penyebab lainnya yang

menyebabkan kenaikan ataupun penurunan nilai aset Gedung dan Bangunan.
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3. |Pengujian Saldo Aset Tetap (Gedung dan Bangunan) Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap 0
Saldo Akhir Gedlung dan Bangunan 776.475.489,
Saldo Awal Gedung dan Bangunan 730.174.500,
Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan (1) 46,300,989,
Penjelasan Mutasi Saldo: 0,
Realisasi Beianja Modal Gedung dan Bangunan 0,
Koreksi Pembukuan Gedung dan Bangunan / Penyebab Lainnya 46.300.989,
Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2) 46.300 989,
Selisih (1) - (2) 0, v

Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam kertas
kerja diatas berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan telah sesuai bilamana baris selisih
menghasilkan nilai O (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom
kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih
atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut
atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/SAKTI.

Penguijian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penelaahan ini menguji kesesuaian saldo akhir aset tetap berupa Jalan, Irigasi
dan Jaringan apakah sama dengan saldo awal Jalan, Irigasi dan Jaringan
ditambahkan dengan Mutasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa
realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, penjualan, hibah, transfer,
revaluasi, reklasifikasi, ataupun koreksi dan penyebab lainnya yang

menyebabkan kenaikan ataupun penurunan nilai aset Jalan, Irigasi dan

Jaringan.
4. |Pengujian Saldo Aset Tetap (Jalan, Irigasi, dan Jaringan) Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap 0
Saldo Akhir Jalan, Irigas, dan Jaringan 28.551.000,
Saldo Awal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 28.551.000,

Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan (1)

Penjelasan Mutasi Saldo:

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Koreksi Pembukuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan / Penyebab Lainnya

Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)

Selisih (1) - (2)

olo|lo|le|o|e

)

Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam
kertas kerja diatas berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian
Kesesuaian Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan telah sesuai bilamana
baris selisih menghasilkan nilai O (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V”
pada kolom kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila
terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifkasi dan
analisis lebih lanjut atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK
BMN/SAKTI.
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e) Pengujian Saldo Aset Tetap Lainnya

Penelaahan ini menguji kesesuaian saldo akhir berupa Aset Tetap Lainnya
apakah sama dengan saldo awal Jalan, Irigasi dan Jaringan ditambahkan
dengan Mutasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa realisasi belanja
modal Aset Tetap Lainnya, penjualan, hibah, transfer, revaluasi, reklasifikasi,
ataupun koreksi dan penyebab lainnya yang menyebabkan kenaikan ataupun

penurunan nilai Aset Tetap Lainnya.

5. |Pengujian Saldo Aset Tetap Lainnya Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap 0
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya 5.281.298.618,
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya 5.216.468.618,
Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya (1) 64.830.000, Vv
Penjelasan Mutasi Saldo; 0,
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 55.480.000,
Koreksi Pembukuan Aset Tetap Lainnya / Penyebab Lainnya 0,
Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2) 0,
Selisih (1) - (2) 55.480.000, v

Pengujian Kesesuaian Saldo Aset Tetap Lainnya dalam kertas kerja diatas
berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Aset
Tetap Lainnya telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai O (tidak
terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan
hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka
satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada
aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/SAKTI.

4) Kesesuaian LO, LRA, dan Neraca

a) Pengujian Pendapatan Pajak

Penelaahan ini menguiji saldo Pendapatan pajak pada LO apakah telah sesuai
dengan Pendapatan Pajak pada LRA ditambah dengan mutasi Piutang Pajak
dan mutasi Pendapatan Pajak Diterima di Muka. Penelaahan ini juga dapat
digunakan untuk menguiji apakah terdapat pendapatan perpajakan pada satker

non Kementerian Keuangan.

ANALISIS KESESUAIAN LO, LRA, NERACA

1.

Pengujian nilai Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) - Saldo Piutang Pajak Awal Tahun + Saldo Piutang Pajak Akhir 0
Tahun + Saldo Awal Pendapatan Pajak Diterima di Muka - Saldo Akhir Pendapatan Pajak Diterima di Muka

Pendapatan Pajak LO (1)

Pengujian Perhitungan:

Realisasi Pendapatan Pajak (LRA)

Mutasi Saldo Piutang Pajak (Neraca) (Saldo Akhir - Saldo Awal)

Mutasi Saldo Pendapatan Pajak di Terima di Muka (Neraca) (Saldo Akhir - Saldo Awal)

Mutasi Pendapatan Diterima di Muka (Saldo Akhir - Saido Awal)

Lainnya

Total Pengujian Perhitungan (2)

olo|lo|lo|lo|lolo|lo|o

Selisih (1) - (2)
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b)

Pengujian Kesesuaian Nilai Pendapatan Pajak dalam kertas kerja diatas
berdasarkan rowset Aplikasi e-Rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Nilai
Pendapatan Pajak telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0
(tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang
menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan
nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input
transaksi pada aplikasi SAIBA/SAKTI.

Pengujian Pendapatan PNBP
Penelaahan ini menguiji saldo Pendapatan PNBP pada LO apakah telah sesuai
dengan Pendapatan PNBP pada LRA ditambah dengan Mutasi Piutang PNBP

dan mutasi Pendapatan PNBP diterima di muka.

2.

Pengujian nilai Pendapatan PNBP (LO) = Pendapatan PNBP (LRA) - Saldo Piutang PNBP Awal Tahun + Saldo Piutang PNBP
Akhir Tahun + Saldo Awal Pendapatan PNBP Diterima di Muka - Salde Akhir Pendapatan PNBP Diterima di Muka

0

PNBP Kegiatan Operasional (L) (4.188.000,) v

PNBP Kegiatan Non Operasional (LO) (73.276.335,)

=

Total PNPBLO (1)

(77.464.335,) v

Pengujian Perhitungan:

0

Realisasi PNBP (LRA)

(77.464.335)

Kas di Bendahara Penerimaan (Neraca)

Mutasi Piutang PNBP (Saldo Akhir - Saldo Awal)

Mutasi Pendapatan Diferima di Muka (Saido Akhir - Saido Awal)

Lainnya

Total Pengujian Perhitungan (2) (77.464.335,)

Selisih (1) - (2)

0, v

Pengujian Kesesuaian Nilai Pendapatan PNBP dalam kertas kerja diatas
berdasarkan rowset aplikasi e-rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Nilai
Pendapatan PNBP telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0
(tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang
menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan
nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input
transaksi pada aplikasi SAIBA/SAKTI.

Pengujian Beban Penyisihan Piutang

Penelaahan ini menguji saldo Beban Penyisihan Piutang pada LO apakah telah
sesuai dengan Penyisihan Piutang Akhir dikurangi dengan Saldo Awal
Penyisihan Piutang serta memperhitungkan koreksi lainnya seperti jurnal

manual.
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3. |Pengujian nilai Beban Penyisihan Piutang (LC) = Penyisihan Piutang Akhir Tahun - Penyisihan Pittang Awal Tahun

[=]

Beban Penyishan Piutang Tak Tertagih (LO) (1)

Pengujian Perhitungan:

Mutasi Saido Penyisinan Piutang (Saldo Akhir - Saldo Awal)

Lainnya

Total Pengujian Perhiungan (2)

Selisih (1) - (2)

v

Pengujian Kesesuaian Nilai Beban Penyisihan Piutang dalam kertas kerja
diatas berdasarkan rowset aplikasi e-rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo
Nilai Beban Penyisihan Piutang telah sesuai bilamana baris selisih
menghasilkan nilai O (tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom
kondisi yang menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih
atau bukan nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut

atas input transaksi pada aplikasi SAIBA/SAKTI.

d) Pengujian Nilai Beban Penyusutan

Penelaahan ini menguiji saldo Penyisihan Beban Penyusutan pada LO apakah
telah sesuai dengan Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi
dikurangi dengan Saldo Awal Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi serta

dengan memperhitungkan koreksi lainnya seperti reklasifikasi, Normalisasi dan

sebagainya.

4. |Pengujian nilai Beban Penyusutan (LO) = Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Awal Tahun 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO) (1) 2.059.719.294,
Pengujian Perhitungan: 0,
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Saldo Akhir - Saido Awal) (2.134.279.230)
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Saldo Akhir - Saldo Awal) (106.479.425,)
Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya (Saldo Akhi - Sakdlo Awal) (61.080.000,)
Lainnya 0,
Total Penqujian Perhitungan (2) (2.301.838.655,)
Sefisih (1) - (2) (4.361.557.949 )

Pengujian Kesesuaian Nilai Beban Penyusutan dalam kertas kerja diatas
berdasarkan rowset aplikasi e-rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Nilai
Beban Penyusutan telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai 0
(tidak terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang
menyatakan hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan
nilai 0 maka satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input
transaksi pada aplikasi SAIBA/SIMAK BMN/SAKTI.
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e) Pengujian Nilai Beban Pegawai

Penelaahan ini menguji saldo Beban Pegawai pada LO apakah telah sesuai

dengan Nilai Belanja Pegawai pada LRA ditambah dengan Mutasi Saldo

Belanja Pegawai yang masih harus dibayar.

5

Pengujian nilai Beban Pegawai (LO) = Belanja Pegawai (LRA) + Saldo Akhir Belanja Pegawai yang Masih Harus dibayar - Saldo
Awal Belanja Pegawai yang Masin Harus Dibayar

0

Beban Pegawai (LO) (1) 59.821.810.609,
Pengujian Perhifungan: 0,
Belanja Pegawai (LRA) 59.821.810.609,
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (Saldo Akhir - Saldo Awal) 0,
Belanja Pegawai di Bayar di Muka (Saldo Awal - Saldo Akhir) 0,
Lainnya 0,
Total Pengujian Perhitungan (2) 59.821.810.609

Selisih (1) - (2)- (3)

0,

Pengujian Kesesuaian Saldo Nilai Beban Pegawai dalam kertas kerja diatas

berdasarkan rowset aplikasi e-rekon&LK. Pengujian Kesesuaian Saldo Nilai

Beban Pegawai telah sesuai bilamana baris selisih menghasilkan nilai O (tidak

terdapat selisih) dan terdapat tanda “V” pada kolom kondisi yang menyatakan

hasil telah sesuai/lengkap. Apabila terdapat selisih atau bukan nilai 0 maka

satker melakukan identifikasi dan analisis lebih lanjut atas input transaksi pada

aplikasi SAIBA/SAKTI.

g. CaLK
Komponen Kertas Kerja Telaah CaLK ini digunakan untuk digunakan untuk

memastikan kesesuaian rincian perhitungan, penyajian dan penjelasan CalLK yang

ada pada masing masing face laporan yaitu LRA, Neraca, LO, dan LPE. Penelaahan

pada komponen Kertas Kerja ini diisikan secara manual sesuai checklist pada kertas

kerja sebagaimana gambar di bawah.

Obyek Penelaahan

Kondisi

Sesuai/

Tidak

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara CaLK Laperan dan Face LK

1. |Rincian, perhitungan, dan penyajian nilai-nilai yang ada di CALK LRA sama dengan Face LRA

. |Rincian, perhitungan, dan penyajian nilai-nilai yang ada di CALK Neraca sama dengan Face Neraca

2
3. |Rincian, perhitungan, dan penyajian nilai-nilai yang ada di CALK LO sama dengan Face LO
4. |Rincian, perhitungan, dan penyajian nilai-nilai yang ada di CALK LPE sama dengan Face LPE
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LAMPIRAN KERTAS KERJA
TELAAH LAPORAN KEUANGAN
PADA APLIKASI E-REKON&LK
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO IIl LANTAI 1-2, JALAN BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710; TELEPON: 021-
3847068, 3449230 PSW. 5500; FAKSIMILE (021) 3864776; LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor . S$-180/PB.6/2021 30 Desember 2021
Sifat . Sangat Segera

Lampiran :  Satu Berkas

Hal . Penyampaian Modul Aplikasi e-Rekon&LK (Volume II)

Yth.

Kepala Biro Keuangan/Umum/Kepala Pusat/Direktur Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (sesuai daftar terlampir)

Sehubungan dengan persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1.

Aplikasi e-Rekon&LK merupakan aplikasi yang saat ini digunakan dalam pelaksanaan
rekonsiliasi eksternal serta penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA, UAPPA-W,
UAPPA-E1, dan UAPA. Selain itu, Aplikasi e-Rekon&LK juga digunakan dalam penyusunan
laporan Barang Milik Negara (BMN) tingkat UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB.
Fitur-fitur Aplikasi e-Rekon&LK terus mengalami pemutakhiran seiring dengan perkembangan
proses bisnis dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, saat ini masih belum banyak
referensi yang tersedia pagi para pengguna aplikasi untuk memahami fitur-fitur serta
penggunaan Aplikasi e-Rekon&LK, terutama bagi pengguna baru.

Berkenaan dengan hal di atas, serta dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman
terhadap penggunaan Aplikasi e-Rekon&LK, pada tahun 2020 kami telah menyusun Modul e-
Rekon&LK (Volume |) yang digunakan secara internal di lingkup Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan.

Saat ini, kami telah menyempurnakan modul tersebut sehingga telah tersedia Modul e-
Rekon&LK (Volume II) sebagaimana terlampir yang ditujukan kepada seluruh pengguna pada
Kementerian Negara/Lembaga dan pihak terkait lainnya.

Berdasarkan hal di atas, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada seluruh
satker lingkup K/L Saudara untuk dapat memanfaatkan Modul e-Rekon&LK (Volume II)

dimaksud sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan

Fahma Sari Fatma


[@KopSurat]
[@KopSurat]
%5b@AlamatOrganisasi%5d
%5b@AlamatOrganisasi%5d
%5b@AlamatOrganisasi%5d
%5b@NomorND%5d
%5b@TanggalND%5d
%5b@SifatNd%5d
%5b@Lampiran%5d
%5b@Perihal%5d
%5b@Tujuan%5d
%5b@Tujuan%5d
%5b@penandatangan%5d
%5b@penandatangan%5d
%5b@NamaPejabat%5d

Tembusan:
1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara


[@Tembusan]
[@Tembusan]

LAMPIRAN

Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Nomor : S-180/PB.6/2021

Tanggal :30 Desember 2021

No. | Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga

1 | Kepala Biro Keuangan Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat

2 | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Dewan Perwakilan Rakyat

3 | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah

4 | Kepala Biro Keuangan Setjen Badan Pemeriksa Keuangan

5 | Kepala Biro Keuangan Setjen Mahkamah Agung

6 | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi

7 | Kepala Biro Umum Komisi Yudisial

8 | Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung

9 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

10 Kepalg Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Setjen Kementerian Dalam
Negeri

11 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Luar Negeri

12 | Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kementerian Pertahanan

13 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

14 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Keuangan

15 | Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian

16 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perindustrian

17 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

18 | Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Perhubungan

19 | Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

20 | Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan

21 | Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama

22 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Ketenagakerjaan

23 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Sosial

24 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

25 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan

26 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

27 Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan
Keamanan

28 | Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

29 Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

@,



file:///C:\\Users\\Cahyo\\Downloads\\%5b@NomorND%5d
file:///C:\\Users\\Cahyo\\Downloads\\%5b@TanggalND%5d

No.

Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga

30

Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

31

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kemenparekraf/Sekretariat Utama
Baparekraf

32

Kepala Biro Umum dan Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

33

Kepala Biro Keuangan dan Umum Setjen Kemenristek/BRIN

34

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah

35

Kepala Biro Umum dan SDM Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

36

Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi
Birokrasi

37

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara

38

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Siber dan Sandi
Negara

39

Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Keuangan Setjen Dewan Ketahanan Nasional

40 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik

a1 Kepala Biro Umum  Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas

42 | Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

43 | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional

44 | Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Komunikasi dan Informatika

45 | Kepala Pusat Keuangan Polri

46 Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan
Makanan

47 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan
Nasional

48 | Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal

49 | Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasiona

50 | Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Desa PDTT

51 | Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN Sekretaris Utama BKKBN

52 | Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

53 Kepala Biro Umum dan SDM Sekretariat Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika

54 | Kepala Biro Keuangan Setjen Komisi Pemilihan Umum

55 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan

56 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga limu Pengetahuan
Indonesia

57 | Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional




No.

Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga

58

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama BPPT

59

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama LAPAN

60

Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial

61

Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan TU Sekretariat Utama Badan Standardisasi
Nasional

62

Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Informasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir

63

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Administrasi
Negara

64

Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Arsip Nasional RI

65

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara

66

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan

67

Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perdagangan

68

Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Sekretariat Kementerian Pemuda dan
Olahraga

69

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi

70

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana

71

Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama BNP2TKI

72

Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama LKPP
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga
penyusunan Modul e-Rekon&LK (Volume Il) ini dapat diselesaikan. Perkembangan proses bisnis
dan peraturan terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dan Laporan Barang Milik
Negara (BMN) dari tahun ke tahun berdampak pada proses pelaksanaan rekonsiliasi eksternal
antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN).
Salah satu dampaknya adalah pengembangan fitur-fitur yang ada pada Aplikasi e-Rekon&LK.
Sebagaimana telah kita ketahui bersama, e-Rekon&LK saat ini tidak hanya digunakan dalam
proses rekonsiliasi eksternal dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, data-data BMN
telah diintegrasikan dan digunakan dalam penyusunan Laporan BMN. Fitur-fitur seperti Profil
Kualitas Laporan Keuangan dan Telaah Laporan Keuangan terus dikembangkan dengan
harapan e-Rekon&LK dapat digunakan sebagai alat bantu pengawasan dan monitoring yang
selanjutnya dapat digunakan sebagai alat dalam rangka meningkatkan validitas dan keandalan

Laporan Keuangan Pemerintah dan Laporan BMN.

Saat ini masih belum banyak referensi yang tersedia pagi para pengguna Aplikasi e-Rekon&LK
untuk memahami fitur-fitur serta penggunaannya terutama bagi pengguna baru. Dalam rangka
memberikan pemahaman terhadap fungsionalitas Aplikasi e-Rekon&LK, kami telah
menyelesaikan Modul e-Rekon&LK (Volume Il) yang diharapkan dapat membantu penyusun
Laporan Keuangan Pemerintah dan Laporan BMN dalam memahami menu-menu yang terdapat
pada Aplikasi e-Rekon&LK serta sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan yang

ditemui dalam penggunaan aplikasi.

Modul ini tentu masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan
dan saran dalam pengembangan modul ini. Akhirnya semoga modul ini dapat memberikan

manfaat pagi pembaca khususnya pengguna Aplikasi e-Rekon&LK.

Jakarta, Desember 2021
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,

Ttd.

Fahma Sari Fatma
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016, Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) meliputi Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Instansi (SAl) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bendahara Umum Negara (SABUN). SAl dilaksanakan oleh Kementerian Negara/
Lembaga (K/L) sementara SABUN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara (BUN). BUN memiliki dua fungsi yaitu selaku Pengelola Kas
dan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran (BA) BUN/Transaksi BUN Lainnya.
Salah satu subsistem SABUN adalah Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh BUN selaku Pengelola Kas (Kuasa BUN). Dalam
rangka pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara, terdapat
hubungan transaksi antara Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) pada K/L dan BA BUN dengan Kuasa BUN sehingga memungkinkan dokumen
sumber yang sama dibukukan oleh PA/KPA maupun Kuasa BUN (KPPN merupakan
Kuasa BUN Daerah).

Dalam rangka memenuhi kualitas keandalan (reability) laporan keuangan sesuai
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, dilakukan rekonsiliasi antara
KPA pada K/L dan BA BUN dengan Kuasa BUN dalam penyusunan laporan keuangan.
Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 46 PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah
dengan PMK 215/PMK.05/2016.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses
dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang
sama. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya



perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi

data yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman
Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum
Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, proses rekonsiliasi dilakukan
menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK. Dalam perkembangannya, e-Rekon&LK saat ini
tidak hanya digunakan dalam proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan,
namun telah diintegrasikan pula data BMN yang digunakan dalam penyusunan
Laporan BMN. Seiring dengan perkembangan tersebut, fitur-fitur e-Rekon&LK makin
berkembang sehingga diperlukan panduan bagi para pengguna untuk memahami fitur-
fitur yang ada pada e-Rekon&LK. Untuk itu, disusun “Modul e-Rekon&LK” yang
diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pengguna agar dapat lebih
memaksimalkan fitur-fitur pada e-Rekon&LK. Modul ini sebagian besar membahas
terkait rekonsiliasi antara KPA pada K/L dengan Kuasa BUN, yaitu antara SiAP dan
SAl, meskipun rekonsilasi antara KPA pada BA BUN (SABUN) dan SiAP pada

dasarnya sama.

Pengaturan User e-Rekon&LK

Aplikasi e-Rekon&LK dapat diakses melalui alamat https://e-rekon-lk.kemenkeu.go.id/

dengan menggunakan user yang didaftarkan. Ketentuan pengajuan user e-Rekon&LK
adalah sebagai berikut:

a. User UAKPA/B diajukan kepada KPPN mitra kerja.

b. User UAPPA-W/UAPPB-W diajukan kepada Kanwil DJPb mitra kerja\.

c. User UAPPA-E1 dan UAPA serta APIP diajukan kepada Direktorat APK DJPb.

d. User UAPPB-E1 dan UAPB diajukan kepada Direktorat BMN DJKN.

Masing-masing user akan memiliki role atau kewenangan yang berbeda sehingga
dimungkinkan menu-menu yang ditampilkan akan disesuaikan dengan role yang
terdapat pada user. Satu user dapat pula memiliki beberapa role sekaligus sesuai
pendaftaran yang telah dilakukan. Role yang terdapat pada user dapat dilihat melalui

menu “My Role” yang berada pada pojok kanan atas.
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@ User e-Rekon&lK Profile
199012432013101001 INFORMATION - update at: 22 July 2020, 14

Change Pazsword

Selamat Datang Di Aplikasi e-Rekon&LK.
My Role

Pengumuman:

« Kebijakan Schedul Pelaporan [OLAP) 2019, unii=ell

Username Aplikasi e-Rekon&LK menggunakan NIP atau NRP (untuk PNS) atau NIK
(khusus non PNS) dan disertai alamat email yang valid untuk keperluan reset
password. User dan password yang diberikan berupa NIP atau NRP atau NIK. Demi
keamanan, selanjutnya, user agar melakukan perubahan password. User e-Rekon&LK
melekat pada pemilik user sesuai identitas pribadi yang telah didaftarkan, oleh

karenanya setiap user bertanggung jawab atas user yang dimilikinya.

Dalam hal user lupa password, user

e-rekon & LK 4
O SeRp e ceestok E,ﬁﬂfﬁ'."aéoﬁm dapat menggunakan fitur “Lupa

T e = | Password” dan selanjutnya sistem

S

akan mengirimkan link  untuk

melakukan reset password melalui

email yang telah didaftarkan. Email
dan data detail dapat diubah melalui menu “Profile” yang terdapat pada pojok kanan
atas e-Rekon&LK.
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PEMBAHASAN MENU

Profil Kualitas LK

Menu Profil Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan
kualitas laporan keuangan tingkat UAKPA, UAPPA-W,
UAPPA-E1, sampai dengan UAPA vyang disajikan

berdasarkan fitur monitoring dan analisis laporan keuangan dan laporan BMN yang

bl Profil Kualitaz LK

disediakan oleh e-Rekon&LK. Profil kualitas LK yang disajikan meliputi kepatuhan
terhadap pelaksanaan rekonsiliasi eksternal, kelengkapan yang berupa monitoring
Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK), dan validitas data terkait laporan keuangan dan
laporan BMN.

Untuk menampilkan profil kualitas LK, pengguna dapat memilih pada menu utama
“Profil Kualitas LK”, selanjutnya memilih periode laporan dan entitas yang akan
ditampikan profilnya kemudian klik tombol pencarian pada sebelah kanan unit
akuntansi yang dipilih. Aplikasi e-Rekon&LK akan menampilkan profil kualitas LK
sesuai entitas yang dipilih dalam beberapa kategori yaitu kepatuhan, kelengkapan,

validitas 1, dan validitas 2.

Profil Kualitas Laporan Keuangan

Periode Oktober

Kanwil DIPb

KPPN

Kepatuhan Kelenghkapan

pilih Entitas kemudian klik tombol L0

Data yang disajikan pada Profil Kualitas LK mengikuti Kebijakan Schedule Pelaporan
(OLAP) sehingga data akan di-update secara periodik. Periode OLAP dapat dilihat
pada halaman muka e-Rekon&LK.

—@
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Kepatuhan

Pada kategori kepatuhan akan ditampilkan tingkat kepatuhan suatu entitas akuntansi

atau seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah entitas pelaporan dalam

memenuhi kewajiban rekonsiliasi eksternal, baik rekonsiliasi laporan keuangan

maupun rekonsiliasi BMN. Kepatuhan rekonsiliasi laporan keuangan terdiri dari

beberapa status rekonsiliasi sebagai berikut:

A. Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Excel

Show|[10 ¥ |entries

No Periode Kode Uraian Status Jumlah
1 099 KEMENTERIAN PERDAGANGAN BAR Siap Download 218
8 030 KEMENTERIAN PERDAGANGAN Menunggu TTD Kasi Vera
3 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN Menunggu TTD KPA 40
4 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN Analisa Hasil Rekon 0
090 KEMENTERIAN PERDAGAMGAN Menunggu SATKER Upload Ulang
6 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAM ADK Tidak Standar o

030 KEMENTERIAN PERDAGANGAR

030 KEMENTERIAN PERDAGANGAN Belum Upload I

Proses Sistem o

Belum Upload

Satker belum melakukan upload ADK dari Aplikasi SAIBA ke e-Rekon&LK atau
satker belum melakukan tutup buku pada Modul Akuntansi dan Pelaporan pada
SAKTI sehingga data rekonsiliasi belum terkirim ke e-Rekon&LK.

Proses Sistem

Satker telah melakukan upload ADK rekonsiliasi atau telah melakukan tutup buku
SAKTI dan sedang dalam proses rekonsiliasi oleh sistem.

ADK Tidak Standar

ADK rekonsiliasi tidak terbentuk secara sempurna, di mana hal ini dapat terjadi
karena kesalahan penggunaan aplikasi khususnya SAIBA. Pada kondisi ini satker
harus melakukan pembentukan dan pengiriman ADK ulang dari Aplikasi SAIBA ke
e-Rekon&LK.

Analisa Hasil Rekon

Rekonsiliasi oleh sistem telah selesai dan menunggu proses atau sedang dalam
proses analisa oleh KPPN mitra.

Menunggu SATKER Upload Ulang



Proses analisa oleh KPPN mitra telah selesai dan masih terdapat selisih data
rekonsiliasi. Pada kondisi ini satker harus memperbaiki penyebab selisih data
rekonsiliasi dan melakukan rekonsiliasi ulang.

f.  Menunggu TTD KPA
Analisa oleh KPPN mitra telah selesai dan hasil rekonsiliasi telah disetujui.
Selanjutnya KPA satker perlu melakukan tanda tangan secara elektronik.

g. Menunggu TTD Kasi Vera
KPA satker telah melakukan tanda tangan elektronik dan selanjutnya menunggu
Kepala Seksi Vera KPPN mitra untuk tanda tangan elektronik.

h. BAR Siap Download
Kepala Seksi Vera KPPN mitra telah melakukan tanda tangan elektronik dan

Berita Acara Rekonsiliasi dapat di-download oleh satker.

Kepatuhan rekonsiliasi BMN sangat berkaitan erat dengan rekonsiliasi laporan
keuangan karena data BMN dikirimkan bersama data laporan keuangan. Kepatuhan
rekonsiliasi BMN terdiri dari beberapa status data BMN sebagai berikut:

B. Rekonsiliasi BMN
£xesl | Show[10 +|entries

No < Periode Kode Uraian Status Jumlah

5 a 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN Upload Data SIMAK BMN Berhasil 158

090 KEMENTERIAN PERDy Upload Data SIMAK BMN i}

3 9 090 KEMENTERIAN PERDy Upload Data SIMAK BMN Gagal 103
4 9 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN Proses Sistem o

5 9 020 KEMENTERIAN PERDAGANGAN Belum Upload | =]

a. Belum Upload
Satker belum melakukan ADK rekonsiliasi Aplikasi SAIBA ke e-Rekon&LK atau
satker belum melakukan tutup buku pada Modul Akuntansi dan Pelaporan pada
SAKTI sehingga data BMN belum terkirim ke e-Rekon&LK.

b. Upload Data SIMAK BMN
Satker telah melakukan upload ADK SAIBA yang membawa serta data BMN atau
telah melakukan tutup buku pada Modul Akuntansi dan Pelaporan pada SAKTI
dan data BMN sedang dalam proses upload.

c. Proses Sistem
Satker telah melakukan upload ADK SAIBA yang membawa serta data BMN atau
telah melakukan tutup buku SAKTI dan data BMN sedang dalam proses oleh

sistem.

—@
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d. Upload Data SIMAK BMN Gagal
Status ini terjadi apabila ADK SAIBA yang di-upload tidak terdapat data BMN atau
data BMN tidak terbentuk secara sempurna yang dapat terjadi karena kesalahan
penggunaan aplikasi khususnya SIMAK BMN dan/atau SAIBA. Untuk itu, perlu
dipastikan terlebih dahulu apakah satker berkenaan melakukan penatausahaan
BMN. Dalam hal satker tidak melakukan penatausahaan BMN, status ini dapat
diabaikan.

e. Upload Data SIMAK BMN Berhasil
Data BMN telah berhasil di-upload ke e-Rekon&LK.

Detail satker serta statusnya dalam rekonsiliasi keuangan dan rekonsiliasi BMN dapat
dilihat melalui menu Proses Rekon >> Rekon Bulanan.

Kelengkapan

Kategori Kelengkapan menyajikan hasil monitoring rekonsiliasi keuangan dan
rekonsiliasi BMN dengan status Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK). TDK menunjukkan
adanya selisih data keuangan antara SiAP dan SAI untuk rekonsiliasi keuangan dan
selisih data BMN antara SAIBA/Modul Akuntansi dan Pelaporan pada SAKTI dan
SIMAK BMN atau Modul Persediaan dan Aset Tetap pada SAKTI untuk rekonsiliasi
internal BMN. Atas TDK dimaksud, satker wajib melakukan penelusuran untuk
selanjutnya melakukan perbaikan pada aplikasi terkait dan melakukan upload ulang ke
e-Rekon&LK. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang
Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara
Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, apabila masih terdapat TDK
Rekonsiliasi Keuangan maka Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) tidak dapat diterbitkan
oleh KPPN mitra. Namun demikian, dalam kondisi tertentu BAR dapat diterbitkan
dengan penjelasan, antara lain ketika terdapat selisih data yang diakibatkan oleh
sistem aplikasi atau karena terdapat kesalahan pada data SiAP. Selain TDK
rekonsiliasi eksternal, satker juga didorong untuk menyelesaikan TDK Rekonsiliasi
Internal BMN untuk memastikan validitas data antara laporan keuangan dan laporan
BMN.

TDK rekonsiliasi keuangan disajikan berdasarkan jenis TDK antara lain Pagu Belanja,
Belanja, Pengembalian Belanja, Estimasi Pendapatan Bukan Pajak, Pendapatan
Bukan Pajak, Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak, Estimasi Pendapatan Pajak,

—@



Pendapatan Pajak, Pengembalian Pendapatan Pajak, Pengesahan MPHL-BJS, Kas di

Bendahara Pengeluaran, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung. Informasi yang disajikan

pada TDK Rekonsiliasi Keuangan adalah sebagai berikut:

A. TDK Rekonsiliasi Keuangan

| Excel, ‘Shnw| v |entries

Periode *  Kode Uraian JenisTDK TDK Netto {Per Sathker) TDK Absolut (Per Satker) Satker TOK TDKCOA

-24,500,000,000)

660,750,000)

5 030 KEMENT

£} 030 KEMENTERIAN PERDAGANGAN ~ Penda -1,165,527,727

ra Pengeluzran -20,345,000)

rJHIQQL,GOIQQII
I
g
i
B

o B EEREENEEABER
H
H

TDK Netto (Per Satker)

Pada tingkat satker apabila terdapat selisih rekonsiliasi dengan nilai plus dan
minus pada data detail TDK maka nilai yang disajikan adalah penjumlahan dari
nilai plus dan minus tersebut. Misalnya untuk rekonsiliasi belanja terdapat selisih
akun 521111 sebesar -Rp120.000.000 dan akun 521811 sebesar Rp20.000.000
maka nilai yang disajikan pada TDK netto adalah sebesar -Rp120.000.000 +
Rp20.000.000 = -Rp100.000.000. TDK netto tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan
UAPA merupakan penjumlahan TDK netto tingkat satker.

TDK Absolut (Per Satker)

Pada tingkat satker, apabila terdapat selisih rekonsiliasi dengan nilai plus dan
minus pada data detail TDK maka nilai yang disajikan adalah penjumlahan dari
nilai absolut atau nilai mutlak masing-masing nilai plus dan minus tersebut.
Misalnya untuk rekonsiliasi belanja terdapat selisih akun 521111 sebesar -
Rp120.000.000 dan akun 521811 sebesar Rp20.000.000 maka nilai yang
disajikan pada TDK absolut adalah sebesar Rp120.000.000 + Rp20.000.000 =
Rp140.000.000. TDK absolut tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA

merupakan penjumlahan TDK absolut tingkat satker.

Satker TDK
Menunjukkan jumlah satker yang terdapat TDK

—@
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d. TDK COA
Menunjukkan jumlah transaksi yang mengalami selisih pada segmen Chart of
Account (COA) atau Bagan Akun Standar (BAS). Segmen COA terdiri atas 12 (dua
belas) segmen, yaitu Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Bank,

Kewenangan, Lokasi, Anggaran, Antar Entitas, dan Cadangan.

Detail TDK rekonsiliasi keuangan dapat dilihat pada menu Monitoring Keuangan >>
Rekap TDK Semua/ Rekap TDK Rupiah/ Rekap TDK Satker/ Transaksi Dalam
Konfirmasi/ TDK Segmen COA.

TDK rekonsiliasi internal BMN disajikan berdasarkan jenis TDK antara lain TDK
Persediaan, TDK Aset Tetap, dan TDK Aset Lainnya. Sama halnya dengan rekonsiliasi
keuangan, TDK rekonsiliasi internal BMN juga disajikan dengan nilai netto dan nilai
absolut per satker serta jumlah satker yang terdapat TDK. Selain itu, disajikan pula

TDK Akun yang menunjukkan jumlah akun-akun BMN yang terdapat selisih.

B. TDK Rekonsiliasi Internal BMN
tyeel | Show[10 | entries

No Periode *  Kode Uraian Jenis TDK TDK Hetto [Per Sather) TDK Absolut (Per Satker) Satker TDK TOK Akun
KEMENTERIAN PERDAGANGAN TOK Persadiasn
00 KEMENTERIAN PERDAGANGAN TOK Aset Lainnya [ = |

Detail TDK rekonsiliasi internal BMN dapat dilihat melalui menu Monitoring BMN >>

Rekap Rekon Internal/ Rekonsiliasi Internal/ Rekonsiliasi Internal Saldo Awal.
Validitas 1

Kategori Validitas 1 menyajikan hasil validasi/pengecekan sistem atas adanya saldo
atau transaksi yang terindikasi tidak normal pada laporan keuangan dan laporan BMN.
Validitas 1 sering digunakan sebagai alat telaah dalam penyusunan laporan keuangan
dan laporan BMN untuk memberikan keyakinan atas validitas data yang terdiri atas
Validitas SAl dan Validitas BMN.

Pada Validitas SAI disajikan saldo atau transaksi laporan keuangan yang terindikasi

tidak normal sebagai berikut:

—@
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a. Neraca Tidak Balance

C.

Sebagaimana persamaan akuntansi secara umum bahwa aset = kewajiban +
ekuitas, laporan keuangan instansi pemerintah juga mengharuskan dipenuhinya
persamaan akuntansi tersebut. Neraca Tidak Balance terjadi apabila persamaan
akuntansi tersebut tidak terpenuhi. Atas kondisi ini harus dipastikan apakah
kesalahan terjadi pada sistem aplikasi pelaporan sehingga berdampak pada

semua satker atau terjadi karena kesalahan penggunaan aplikasi.

Saldo Tidak Normal

Umumnya, saldo akun aset dan beban disajikan pada sisi debet sedangkan saldo
akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan disajikan pada kredit pada Neraca
Percobaan. Khusus untuk akun Beban Penyisihan Piutang serta Kas dan Bank
BLU Belum Disahkan, dalam kondisi tertentu dapat disajikan di sisi kredit. Namun
demikian, pada LK Tahunan tidak diperkenankan adanya saldo Kas dan Bank BLU
Belum Disahkan. Saldo Tidak Normal terjadi apabila saldo akun yang seharusnya
disajikan pada sisi debet namun disajikan pada sisi kredit pada Neraca
Percobaan, begitu juga sebaliknya. Atas kondisi ini satker harus memastikan
kembali penyebab adanya Saldo Tidak Normal dan melakukan perbaikan yang
diperlukan.

Akun Non Referensi

Akun Non Referensi terjadi apabila terdapat akun yang tidak dikenali atau tidak
terdapat referensinya pada e-Rekon&LK berdasarkan peraturan terkait Kodefikasi
Bagan Akun Standar (BAS). Akun Non Referensi juga dapat terjadi dalam hal
terdapat akun yang sudah dinonaktifkan berdasarkan ketentuan namun masih

digunakan oleh satker.

d. Aset Belum Diregister



f.

Aset Belum Diregister terjadi apabila terjadi realisasi belanja yang menghasilkan
aset namun asetnya belum dicatat atau sebaliknya, realisasi belanjanya belum
dicatat. Normalnya, Aset Belum Diregister akan tereliminasi apabila belanja dan
asetnya telah dicatat meskipun terdapat perbedaan waktu pencatatan, misalnya
pembelian aset dengan menggunakan Uang Persediaan (UP), asetnya dicatat
terlebih dahulu berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
kemudian belanjanya baru dicatat saat terbit SP2D GUP/ GUP-Nihil. Selain itu,
Aset Belum Diregister dapat muncul pada satker pengguna Aplikasi SAIBA,
SIMAK BMN, dan Persediaan apabila terjadi ketidaktepatan penggunaan akun
belanja, di mana pembelian aset dilakukan menggunakan akun belanja yang tidak
menghasilkan aset atau sebaliknya. Pada satker pengguna SAKTI, Aset Belum
Diregister muncul apabila satker sudah merekam BAST pada Modul Komitmen
namun belum melakukan pendetailan aset pada Modul Persediaan atau Aset
Tetap. Aset Belum Diregister tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.
Dalam hal Aset Belum Diregister muncul karena adanya kesalahan akun belanja,
maka satker harus melakukan koreksi dokumen sumber penganggaran dan/atau
belanja. Apabila koreksi dokumen sumber penganggaran dan/atau belanja tidak
dapat dilakukan, atau apabila satker memutuskan untuk tidak melakukan koreksi
dokumen tersebut karena satu dan lain hal, koreksi pencatatan melalui jurnal

penyesuaian dapat dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pagu Minus

Pagu minus terjadi apabila nilai realisasi belanja melebihi pagu belanja pada tahun
berjalan. Terjadinya pagu minus tidak hanya terjadi pada segmen satker dan akun
BAS namun dapat terjadi pula pada segmen program, kegiatan, dan output.
Umumnya, pagu minus disebabkan satker belum melakukan pemuktahiran data
ke Kanwil DJPb atas revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang menjadi
kewenangan KPA, namun tidak jarang pula terjadi karena memang ada kesalahan
dalam realisasi belanja. Pagu minus dapat juga terjadi pada akun 51xxxx (Belanja
Pegawai) yang memang diperbolehkan untuk sementara waktu sebelum
berakhirnya tahun anggaran. Pagu minus wajib diselesaikan sebelum akhir tahun

anggaran.

Pengembalian Belanja Melebihi Belanja



Transaksi tidak normal ini terjadi apabila terdapat pengembalian belanja di tahun
berjalan yang nilainya melebihi realisasi belanjanya. Atas kondisi ini satker harus
memastikan penyebabnya apakah terjadi kesalahan akun dalam pengembalian
belanja atau terdapat realisasi akun belanja yang salah atau terjadi kesalahan
kode satker dalam pengembalian belanja.

g. Validasi Tanggal Buku SAl
Validasi ini menunjukkan adanya perbedaan tanggal buku yaitu tanggal posting
suatu transaksi dengan periode dan tahun anggaran General Ledger (GL) pada
e-Rekon&LK. Kondisi ini dapat disebabkan karena ada kesalahan dalam
penggunaan aplikasi.

Jumlah Baris menunjukkan banyaknya saldo atau transaksi yang terindikasi tidak
normal sedangkan Nilai Absolut Rupiah menunjukkan penjumlahan nilai rupiah dari
nilai absolut saldo atau transaksi tidak normal. Detail Validitas SAl dapat dilihat melalui

menu Daftar.

Validitas BMN menyajikan adanya indikasi data atau saldo tidak normal BMN sebagai
berikut:

B. Validitas BMN
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a. Nilai Perolehan Minus — Intrakomptabel
Pada dasarnya nilai perolehan BMN Intrakomptabel selalu bernilai posisif. Apabila
terdapat nilai perolehan yang bernilai negative, hal ini merupakan indikasi adanya
ketidaknormalan data. Satker harus melakukan penelusuran atas
ketidaknormalan tersebut melalui history BMN pada Aplikasi SIMAK BMN atau
Modul Aset Tetap SAKTI. Dalam hal diketahui terdapat data tidak normal maka

dilakukan normalisasi.

b. Nilai Perolehan Minus — Ekstrakomptabel
Sama halnya dengan BMN Intrakomptabel, apabila ditemukan nilai perolehan
minus pada BMN Ekstrakomptabel satker harus melakukan penelusuran dan

melakukan perbaikan yang diperlukan.
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c. Nilai Buku Minus — Intrakomptabel
Kebijakan penyusutan aset tetap yang digunakan oleh pemerintah adalah metode
garis lurus (straight line method) tanpa nilai residu. Dengan demikian, nilai buku
suatu aset tetap yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, di mana
nilai buku paling rendah adalah 0 (nol). Dalam hal terdapat akumulasi penyusutan
yang melebihi nilai perolehan atau nilai perolehan yang bernilai minus pada BMN
Intrakomptabel akan menyebabkan saldo tidak normal berupa Nilai Buku Minus —
Intrakomptabel. Satker harus melakukan penelusuran atas ketidaknormalan
tersebut melalui history BMN pada Aplikasi SIMAK BMN atau Modul Aset Tetap
SAKTI. Dalam hal diketahui terdapat data tidak normal maka dilakukan

normalisasi.

d. Nilai Buku Minus — Ekstrakomptabel
Sama halnya dengan BMN Intrakomptabel, apabila ditemukan nilai buku minus
pada BMN Ekstrakomptabel satker harus melakukan penelusuran dan melakukan

perbaikan yang diperlukan.

e. Kode Barang Non Referensi
Kode Barang Non Referensi menunjukkan adanya data tidak normal BMN berupa
kode barang yang referensinya tidak standar atau tidak ada dalam tabel referensi
BMN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai
penggolongan dan kodefikasi BMN. Kondisi ini dapat disebabkan adanya
kesalahan dalam penggunaan aplikasi. Satker harus melakukan penelusuran atas
ketidaknormalan tersebut pada Aplikasi SIMAK BMN atau Modul Aset Tetap
SAKTI. Dalam hal diketahui terdapat data tidak normal maka dilakukan
normalisasi atau dilakukan koreksi pencatatan apabila diketahui telah terjadi

kesalahan pencatatan.

Jumlah Baris menunjukkan banyaknya data atau saldo BMN yang terindikasi tidak
normal sedangkan Nilai Absolut Rupiah menunjukkan penjumlahan nilai rupiah dari
nilai absolut data atau saldo tidak normal. Detail Validitas BMN dapat dilihat melalui
menu Daftar BMN.

Validitas 2

Sebagaimana halnya Validitas 1, pada Validitas 2 disajikan indikasi lain adanya data
tidak normal dalam rangka meningkatkan validitas data laporan keuangan dan laporan
BMN. Jenis validitas yang disajikan antara lain:
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a. Transfer Keluar/Masuk

Transfer Keluar/Masuk (TK/TM) merupakan transaksi pengalihan aset atau
kewajiban dari satu satker ke satu atau beberapa satker yang lain dalam lingkup
Pemerintah Pusat. Pada dasarnya nilai TK pada satker pengirim dan nilai TM pada
satker penerima haruslah sama. Nilai TK yang lebih kecil dari nilai TM atau ada
transaksi TM tanpa TK mengindikasikan adanya salah saji atau lebih catat
(overstated) pada laporan keuangan dan laporan BMN. Sebaliknya apabila nilai
TK lebih besar dari nilai TM atau ada transaksi TK tanpa TM mengindikasikan
adanya salah saji atau kurang catat (understated) pada laporan keuangan dan
laporan BMN. Oleh karenanya, apabila terdapat selisih atas transaksi TK/TM
satker harus melakukan penelusuran dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
Namun demikian, saat ini masih terdapat selisih TK/TM yang diperbolehkan dan
tidak dapat dihindari terkait BMN sebagai berikut:

1) Selisih TK/TM Aset Tetap Renovasi
Selisih ini dimungkinkan terjadi karena satker yang menyerahkan BMN
mencatat transaksi TK sebagai ATR, sementara satker penerima mencatatnya
sebagai penambah nilai aset induknya sehingga terjadi selisih pada kode akun
6 (enam) digit. Selain itu, dimungkinkan pula terjadi selisih nilai penyusutan

dalam hal ATR dimaksud menambah masa manfaat aset induknya.

2) Selisih TK/TM BMN yang Telah Dihentikan dari Penggunaan
Selisih ini dimungkinkan terjadi karena saat ini Aplikasi SIMAK BMN
memperlakukan TM atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan dengan
cara mencatat TM BMN aktif terlebih dahulu, selanjutnya secara otomatis
terbentuk transaksi penghentian BMN dimaksud. Dengan demikian, hasil
akhirnya BMN tersebut akan tetap tercatat sebagai BMN yang dihentikan dari
penggunaan pada satker tujuan transfer. Namun sebagai konsekuensinya, hal

ini akan mengakibatkan selisih TK/TM. Meskipun terdapat selisih kode akun 6



(enam) digit pada transaksi TK/TM, nilai TK/TM tersebut seharusnya bernilai

sama.

Atas selisih dimaksud satker harus memberikan penjelasan secara memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

Pengecekan lebih lanjut terkait selisih TK/TM ini dapat dilakukan melalui menu
Monitoring Lainnya dan memilih submenu TK/TM Persediaan, TK/TM Piutang
Pajak, TK/TM Non Persediaan, Transfer Keluar/Masuk, serta Rekap TK/TM per
Satker.

Resiprokal BLU

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang
Penyajian Laporan Keuangan BLU, bahwa dalam rangka konsolidasian LK-BLU
ke dalam LK entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi akun-akun
timbal balik (resiprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban
yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan
kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA. Saat ini pencatatan
transaksi resiprokal dilakukan dengan cara mencatat detail transaksi resiprokal
yaitu belanja pada satker Non BLU atau BLU pemberi kerja dan pendapatan pada
satker BLU penerima kerja melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI. Selanjutnya
berdasarkan data resiprokal dimaksud, Satker Konsolidasi tingkat K/L atau entitas
pelaporan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) melakukan
eliminasi. Dalam hal salah satu pihak pemberi kerja atau penerima kerja tidak
melakukan pencatatan transaksi resiprokal maka akan terdapat selisih dan akan
muncul sebagai selisih Resiprokal BLU. Atas kondisi ini satker pemberi kerja dan
penerima kerja harus melakukan kordinasi untuk melengkapi pencatatan transaksi
resiprokal. Informasi lebih detail mengenai selisih resiprokal BLU dapat dilakukan
pengecekan melalui menu Monitoring Lainnya, khususnya pada submenu
Resiprokal dan Rekap Resiprokal.

Saldo Satker Inaktif

Satker yang mengalami likuidasi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hak dan
kewajibannya sampai dengan saldo pada Neraca dan laporan BMN bernilai nihil.
Dalam hal satker inaktif (satker yang dilikuidasi) masih memiliki saldo pada Neraca
dan laporan BMN maka satker yang dilikuidasi atau entitas akuntansi/pelaporan

yang membawahi berkewajiban untuk menyelesaikannya. Data mengenai satker



inaktif juga dapat dimonitor melalui menu Monitoring Lainnya, khususnya pada
submenu Saldo Satker Inactive.

Reklasifikasi Keluar/Masuk

Transaksi Reklasifikasi Keluar/Masuk (RK/RM) akan menghasilkan akun Koreksi
atas Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya (kode akun 391151). Nilai
RK/RM yang disajikan merupakan RK/RM BMN berupa Aset Tetap dan Aset
Lainnya, sedangkan RK/RM persediaan tidak disajikan. Nilai RK dan RM
umumnya akan sama besar kecuali RK/RM untuk BMN yang memiliki perbedaan
masa manfaat. Untuk itu satker harus memastikan atas selisih RK/RM dan
melakukan perbaikan yang diperlukan. Untuk memperoleh data yang lebih detail
mengenai selisih RK/RM, satker dapat menggunakan menu Monitoring Lainnya

khususnya submenu Reklasifikasi Aset.

Rekon SP2D Belanja Modal

Rekon SP2D Belanja Modal menyandingkan detail SP2D dengan akun 53 (belanja
modal) yang direkam pada Aplikasi SIMAK BMN atau Modul Aset Tetap SAKTI
dengan detail SP2D akun 53 yang direkam pada Aplikasi SAIBA atau Modul
Akuntansi dan Pelaporan SAKTI. Data yang dibandingkan di antaranya Nomor
SP2D, Tanggal SP2D, Akun 4 (empat) digit, dan nilai rupiah. Hal ini diperlukan
untuk memastikan setiap belanja yang menghasilkan aset tetap atau aset lainnya
telah dicatat asetnya berdasarkan dokumen sumber yang sama. Satker juga dapat
melakukan monitoring melalui menu Monitoring BMN khususnya menu Rekon
SP2D BMN Akun 53 untuk mengecek penyandingan data SP2D dengan akun 53
ini.

Rekon GL vs BMN

Rekon GL vs BMN menyandingkan akun-akun aset berupa BMN yang di-mapping
dari akun-akun belanja yang menghasilkan BMN yang direkam pada Aplikasi
SAIBA atau Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI dibandingkan dengan akun-
akun aset berupa BMN hasil perekaman pada Aplikasi Persediaan/ SIMAK BMN/
Modul Persediaan SAKTI/ Modul Aset Tetap SAKTI. Hal ini diperlukan untuk
memastikan kesesuaian antara akun belanja yang menghasilkan BMN dengan
pencatatan BMN-nya. Dalam hal terdapat selisih, dimungkinkan terdapat
ketidaktepatan penggunaan akun belanja atau kesalahan dalam pencatatan BMN.

Selisih Rekon GL vs BMN yang diperkenankan adalah selisih pengadaan BMN
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berupa barang ekstrakomptabel, karena pada sisi keuangan penggunaan akun
belanja 521111 (Beban Keperluan Perkantoran) tidak menghasilkan BMN
sementara pada sisi BMN ditampilkan nilai barang ekstrakomptabelnya. Untuk itu,
satker perlu memastikan apakah memang terjadi kesalahan penggunaan akun
dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Selisih data ini juga dapat dilakukan

pengecekan melalui menu Monitoring BMN, khususnya submenu Rekon GL BMN.

g. Kas BP vs Uang Muka KPPN

Validitas ini menyandingkan antara saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sisi aset
pada Neraca dengan saldo Uang Muka KPPN sisi kewajiban pada Neraca. Pada
dasarnya nilai Kas BP dan Uang Muka KPPN harus sama karena dalam
pengajuan dan pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang
Persediaan selalu melibatkan kedua akun tersebut dalam pencatatannya,
termasuk apabila terdapat penyesuaian karena adanya selisih kurs pada tanggal
pelaporan untuk Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan dalam mata
uang asing. Dalam hal terdapat selisih, satker perlu memastikan penyebab selisih
dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Jumlah Baris Beda menunjukkan banyaknya data yang terindikasi tidak normal
sedangkan Nilai Netto Beda menunjukkan penjumlahan nilai rupiah dari data tidak
normal dan Nilai Absolut Beda menunjukkan penjumlahan nilai rupiah dari nilai

absolut data tidak normal.

Selisih saldo antara akun Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Uang Muka dari
KPPN dapat dilakukan pengecekan juga melalui menu Monitoring Keuangan

submenu Rekap UP.

Dashboard

@ Dashbosrd M Menu Dashboard menampilkan data-data monitoring utama
yang merupakan informasi penting dalam pelaksanaan
rekonsiliasi. Penyajiannya dalam bentuk diagram atau
infografis akan memudahkan manajemen atau pimpinan untuk memperoleh informasi
penting yang berguna dalam pengambilan kebijakan. Dashboard e-Rekon&LK
disajikan menjadi dua bagian utama, yaitu SIMAK-BMN dan Keuangan.

SIMAK - BMN

Monitoring yang ditampilkan pada Dashboard SIMAK-BMN adalah sebagai berikut:



a. Monitoring Status SIMAK
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Monitoring ini menunjukkan jumlah satker berdasarkan status pengiriman data
BMN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) dan saldo awal BMN. Data BMN TAB
dikirimkan bersamaan dengan ADK rekonsiliasi keuangan secara bulanan.
Dengan demikian, status data BMN TAB yang ditampilkan adalah sesuai periode
pelaksanaan rekonsiliasi eksternal. Sementara status pengiriman data saldo awal
BMN yang ditampilkan saat ini merupakan monitoring pengiriman saldo awal BMN
tahun 2018.

b. Monitoring SIMAK Rekon

&3 Monitoring Simak Rekon Periode Cotober tahun 2020
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Monitoring ini menunjukkan nilai selisih netto rekonsiliasi internal BMN per jenis
aset, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Rekonsiliasi internal BMN
membandingkan antara data BMN yang ada pada Laporan BMN (Posisi BMN di
Neraca) dengan data BMN yang ada pada Laporan Keuangan (Neraca Percobaan
Akrual). Selisih rekonsiliasi internal BMN mengindikasikan adanya data atau saldo
tidak normal BMN sehingga perlu dilakukan penelusuran dan perbaikan yang

diperlukan.

c. Monitoring Validasi SIMAK
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Monitoring ini menunjukkan jumlah data atau saldo BMN yang terindikasi tidak
normal yang merupakan validitas BMN. Berdasarkan informasi ini satker atau
entitas pelaporan yang membawahi satker dapat menentukan langkah-langkah

perbaikan yang perlu dilakukan.

Keuangan
Monitoring yang ditampilkan pada Dashboard Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Monitoring Rekon

& Monitasing Rekon Periade Getober tahun 202
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Monitoring ini menunjukkan jumlah satker berdasarkan status pelaksanaan
rekonsiliasi eksternal sesuai periode pelaksanaan rekonsiliasi. Melalui monitoring
ini terlihat kepatuhan satker dalam pelaksanaan rekonsiliasi sekaligus sebagai alat
bagi pimpinan untuk mendorong pelaksanaan kewajiban rekonsiliasi eksternal.

b. Monitoring TDK

& Maonitoring TEK Periote Dctobar tabin 2020
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Monitoring ini menunjukkan besarnya nilai TDK netto, yaitu total selisih data antara
SIAP (KPPN) dan SAl (satker). Penyelesaian TDK menjadi prasyarat terbitnya

BAR sehingga satker harus menyelesaikan setiap TDK yang muncul.

c. Monitoring Validasi
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Monitoring ini menunjukkan jumlah transaksi atau saldo yang terindikasi tidak
normal. Meskipun tidak menjadi prayarat penerbitan BAR, satker didorong untuk
melakukan perbaikan untuk meningkatkan validitas laporan keuangan.

Proses Rekon

£3 Proses Hekon Menu ini digunakan untuk memantau dan menganalisis setiap
& Jadwal Upload tahapan proses rekonsiliasi eksternal. Menu Proses Rekon
terdiri atas beberapa submenu antara lain Jadwal Upload,
Rekon Bulanan, Rekon Bulanan Non Ref, Sawal BMN, Sawal
BMN Non Ref, dan Persediaan. Satker dapat melakukan
pemantauan status rekonsiliasi dan analisa hasil rekonsiliasi

secara mandiri sebelum dianalisis oleh KPPN mitra.

Jadwal Upload

Jadwal Upload menunjukkan periode di mana satker dapat melakukan rekonsiliasi
eksternal. Periode ini disebut juga open period. Apabila satker melakukan upload ADK
rekonsiliasi di luar jadwal open period maka ADK tersebut akan ditolak oleh e-
Rekon&LK.

Jadwal Upload

005: MAHKAMAH AGUNG

006. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Tanggal dengan warna hijau menunjukkan dimulainya periode upload sementara
tanggal dengan warna merah menunjukkan tanggal ditutupnya periode upload. Pada
baris pertama untuk jadwal bulan Oktober 2020 contohnya, satker dapat mulai
melakukan upload pada tanggal 12 November 2020 pukul 00.00 WIB dan tidak dapat
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lagi melakukan upload pada tanggal 21 November 2020 pukul 00.00 WIB. Artinya,
satker dapat melakukan upload terakhir kali pada tanggal 20 November 2020 pukul
23.59 WIB.

Baris pertama, “DEFAULT” merupakan jadwal yang berlaku untuk semua K/L kecuali
terdapat permintaan dari K/L berkenaan untuk membuka atau menutup jadwal
rekonsiliasi di luar jadwal yang telah ditentukan. Pada baris kedua dan ketiga, bulan
September 2020 contohnya, terdapat permintaan dari K/L berkenaan untuk
mempercepat proses penutupan periode rekonsiliasi karena K/L berkenaan akan
segera menyusun laporan keuangan dan laporan BMN sehingga jadwalnya berbeda
dengan baris “DEFAULT”. Permintaan pembukaan atau penutupan jadwal rekonsiliasi
di luar jadwal yang telah ditentukan disampaikan oleh K/L kepada Direktorat APK
DJPb.

Rekon Bulanan

Melalui menu Rekon Bulanan, satker atau entitas pelaporan yang membawahi satker
dapat memantau status pelaksanaan rekonsiliasi eksternal yang dilakukan setiap
bulan. Selain itu, melalui ini menu ini dapat dipantau pula status SAl dan status
pengiriman data SIMAK BMN. Untuk status capaian output tidak aktif karena saat ini
proses pengiriman data capaian output dilakukan melalui Aplikasi OM SPAN. Pada
menu ini, parameter pencarian yang dapat dipilih adalah status satker dan periode
rekonsiliasi. Status satker terdiri atas:

a. Aktif

Satker memiliki pagu anggaran atau DIPA pada TAB. Satker aktif merupakan
satker yang diwajibkan untuk melaksanakan rekonsilasi eksternal.

b. Tidak Aktif, Tidak Bersaldo
Satker tidak memiliki pagu anggaran/DIPA atau memiliki DIPA pada TAB namun
sudah direvisi menjadi nihil dan Neraca telah bersaldo nihil. Satker ini tidak
memiliki kewajiban rekonsilasi eksternal karena likuidasinya sudah selesai.

c. Tidak Aktif, Bersaldo
Satker tidak memiliki pagu anggaran/DIPA atau memiliki DIPA pada TAB namun
sudah direvisi menjadi nihil dan masih memiliki saldo Neraca. Sesuai Peraturan
Menteri Keuangan Nomor Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada K/L, satker yang mengalami



likuidasi dan masih memiliki saldo aset dan kewajiban pada neraca tetap

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Monitoring Rekonsiliasi Qduanceter

A . Oktober - = sat maSat n

| Excel | Show[10 ~ | entries

STATUS
- STATUS STATUS Capaian upload first last tanggal no
No BAES1 KDSATKER NMSATKER SAl BMN Output ke upload upload bar bar Action

1 202111 202111 B

1 1

00101 000017 SEKRETARIAT
JENDERAL
09:54:51 09:54:51

1 2021-11- 2021-11; 2021-11-11 106798 u
1 11 19:59:09

00201 001012 SEKRETARIAT
JENDERAL

Selain parameter di atas, parameter pencarian dapat diperluas dengan memilih tombol
“Advance Filter”. Parameter tambahan yang akan muncul antara lain status rekonsiliasi
SAl dan status pengiriman data BMN, level entitas akuntansi dan/atau pelaporan dari
K/L sampai dengan satker, dan level instansi DJPb yaitu Kanwil dan KPPN.

Monitoring Rekonsiliasi Qi e

STATUS

DJPEN

it . Oxtober - y - n

Setelah memilih parameter pencarian, selanjutnya pilih icon pencarian o untuk

menampilkan monitoring rekonsiliasi.

Monitoring rekonsiliasi akan menampilkan detail identitas per satker disertai dengan
atribut monitoring rekonsiliasi yang berada pada sisi kanannya. Atribut pertama adalah
status SAI. Status SAl menunjukkan status pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dari
Belum Rekon sampai dengan terbitnya BAR. Jenis-jenis Status SAIl adalah sebagai
berikut:



Belum Rekon

Satker belum melakukan upload ADK rekonsiliasi Aplikasi SAIBA ke e-Rekon&LK
atau satker belum melakukan tutup buku pada Modul Akuntansi dan Pelaporan
SAKTI sehingga data rekonsiliasi belum terkirim ke e-Rekon&LK. Pada status ini
satker sama sekali belum melaksanakan kewajiban rekonsiliasi sehingga perlu

didorong untuk segera upload ADK rekonsiliasi.

Menunggu TTD KPA

Hasil rekonsiliasi telah dianalisa dan disetujui oleh KPPN mitra. Pada status ini
satker perlu memeriksa konsep BAR dengan cara download melalui pilih icon a
yang terdapat pada kolom “Action”. Selanjutnya satker melakukan tanda tangan
KPA secara elektronik untuk menyetujui BAR. Setelah satker melakukan tanda
tangan KPA pada BAR, satker tidak dapat lagi melakukan upload ulang ADK
rekonsiliasi. Dalam hal terdapat perbaikan ADK rekonsiliasi sehingga satker perlu
melakukan upload ulang, satker mengajukan permohonan reset BAR pada e-
Rekon&LK melalui user KPA dengan cara memilih icon reset bar B! yang terdapat

pada kolom “Action”.

Menunggu TTD Kasi Vera
Status ini muncul apabila KPA telah melakukan tanda tangan elektronik
sementara Kepala Seksi Vera pada KPPN belum melakukan tanda tangan.

BAR Siap Download

Status ini muncul apabila Kepala Seksi Vera telah melakukan tanda tangan
elektronik. BAR final telah selesai dan dapat di-download oleh satker. Pada status
ini satker telah dianggap selesai melaksanakan kewajiban rekonsilasi eksternal,
namun demikian satker tetap perlu memastikan bahwa monitoring validitas yang

ditampilkan oleh e-Rekon&LK telah diselesaikan.

. Analisa Hasil Rekon

Pada status ini rekonsiliasi oleh sistem telah selesai dan selanjutnya menunggu
proses analisa oleh KPPN mitra. Sebelum diproses oleh KPPN mitra, satker dapat
juga melakukan analisa mandiri dengan cara men-download file excel hasil

rekonsiliasi melalui pilih icon E yang terdapat pada kolom “Action”.



A B C D E E G

1 |JNSREKON KDBAES1 KDSATKER SIAP SAl SELISIH |SUM_RECORD
2 |BU 02317 677513 4,07939e+11  4,07939E+11 o 3613
3 |BUCOA 02317 677513 4,07939E+11  4,07939E+11) o 91
4 DIPA 02317 677513 53,98179E+11  5,98179E+11) o 89
5 |DIPACOA 02317 677513 5,98179E+11  5,98179E+11) o 17
6 |EST 02317 677513 2,5725E+11 2,5725E+11) o 27
7 |ESTCOA 02317 677513 2,5725E+11 2,5725e+11 o 13
8 |KASBLK 02317 677513 40527680439 40527680439 o 2
S |KASBLM 02317 677513 1,43575E+11  1,43575E+11) o 306
10 |[KASBPM 02317 677513 140000000 140000000, o 2
11 |PBU 02317 677513 -17628383 -17628383 o 51
12 |PBUCOA 02317 677513 -17628383 -17628383 o 3
13 |PND 02317 677513 3,11653E+11  3,11653E+11) o 174
14 |PNDCOA 02317 677513 3,11653E+11  3,11653E+11) o 13
15 |PPND 02317 677513 -733271831 -733271831) o 1
16 |PPNDCOA 02317 677513 -733271831 -733271831) o 1
4 Rekap SEMUA Pagu Belanja COA BEDA Belanja COA BEDA Per

Data pada kolom “SIAP” merupakan data pada Aplikasi SPAN yang tercatat pada
Kuasa BUN (KPPN), sementara data SAI merupakan data pada Aplikasi SAIBA
atau Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI yang tercatat pada satker. Data pada
kedua subsistem tersebut pada dasarnya dicatat berdasarkan dokumen sumber
yang sama sehingga seharusnya tidak terdapat selisih. Satker hanya perlu
memastikan kolom “selisih” pada sheet “Rekap SEMUA” telah bernilai 0 (nol).
Dalam hal terdapat selisih, detail selisihnya akan disajikan pada sheet selanjutnya
untuk masing-masing elemen rekonsiliasi. Selisih rekonsiliasi akan disajikan
sebagai hasil rekonsiliasi dengan status TDK. Satker perlu melakukan perbaikan
atas selisih tersebut dan melakukan upload ulang ADK rekonsiliasi. Adapun
penjelasan jenis rekonsiliasi pada kolom A file excel di atas adalah sebagai
berikut:

BLJ . Belanja dalam jumlah rupiah

BLJCOA . Belanja sampai dengan tingkat COA

DIPA . Pagu belanja dalam jumlah rupiah

DIPACOA . Pagu belanja sampai dengan tingkat COA

EST . Estimasi pendapatan dalam jumlah rupiah

ESTCOA . Estimasi pendapatan sampai dengan tingkat COA
KASBLK . Koreksi Kas dan Bank BLU

KASBLM : Mutasi Kas dan Bank BLU

KASBLS :  Saldo awal Kas dan Bank BLU

KASBPK . Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (UP dan TUP)
KASBPM . Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran (UP dan TUP)
KASBPS . Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran (UP dan TUP)



g.

KASHBK . Koreksi Kas di K/L dari Hibah

KASHBM : Mutasi Kas di K/L dari Hibah

KASHBS :  Saldo awal Kas di K/L dari Hibah

PBLJ . Pengembalian belanja dalam jumlah rupiah

PBLJCOA . Pengembalian belanja sampai dengan tingkat COA
PND . Pendapatan dalam jumlah rupiah

PNDCOA . Pendapatan sampai dengan tingkat COA

PPND . Pengembalian pendapatan dalam jumlah rupiah
PPNDCOA . Pengembalian pendapatan sampai dengan tingkat COA
PNDMPH . Pengesahan hibah barang/jasa/surat berharga

Menunggu SATKER Upload Ulang

Proses analisa oleh KPPN mitra telah selesai dan masih terdapat selisih data
rekonsiliasi. Pada kondisi ini satker harus memperbaiki penyebab selisih data
rekonsiliasi dan melakukan rekonsiliasi ulang. KPPN mitra biasanya akan
menyampaikan penyebab selisih melalui fitur pesan pada menu ini, satker dapat
melihatnya dengan cara memilih icon pesan 2 yang akan muncul pada kolom

“Action” atau melalui sarana komunikasi tercepat.

ADK Tidak Standar

Terdapat kesalahan ADK rekonsiliasi sehingga tidak dapat diproses oleh sistem.
Hal ini dapat terjadi karena kesalahan penggunaan aplikasi khususnya SAIBA
yang menyebabkan ADK rekonsiliasi tidak terbentuk secara sempurna. Pada
kondisi ini satker harus melakukan pembentukan ADK rekonsiliasi dan melakukan
upload ulang.

Lain-lain

Status ini terjadi apabila terdapat status rekonsiliasi selain yang telah dijelaskan di

atas, misalnya masih terdapat ADK rekonsilasi yang masih dalam proses upload.

Atribut kedua dalam monitoring rekonsiliasi adalah Status BMN. Status BMN

a.

menunjukkan status pengiriman data SIMAK BMN atau Modul Persediaan dan Aset
Tetap SAKTI yang dikirimkan bersamaan dengan ADK rekonsiliasi. Jenis-jenis Status
BMN adalah sebagai berikut:

Belum Rekon



Satker belum melakukan upload ADK rekonsiliasi dari Aplikasi SAIBA ke e-
Rekon&LK atau satker belum melakukan tutup buku pada Modul Akuntansi dan
Pelaporan SAKTI sehingga data BMN belum terkirim ke e-Rekon&LK.

b. Upload Data SIMAK BMN
Satker telah melakukan upload ADK rekonsiliasi atau telah melakukan tutup buku
pada Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI dan data BMN sedang dalam proses
upload.

c. Upload Data SIMAK BMN Gagal
Status ini dapat terjadi karena kesalahan penggunaan aplikasi khususnya SIMAK
BMN dan/atau SAIBA sehingga ADK rekonsiliasi tidak terbentuk secara sempurna
termasuk di dalamnya data BMN. Satker agar melakukan pembentukan ADK
rekonsiliasi kembali termasuk proses pengiriman ADK dari SIMAK BMN ke SAIBA.

d. Upload Data SIMAK BMN Berhasil
Data BMN telah berhasil di-upload ke e-Rekon&LK.

e. Data SIMAK Belum Dapat Diproses
Status ini terjadi apabila terdapat permasalahan sistem sehingga data BMN belum
dapat diproses oleh e-Rekon&LK. Atas kondisi ini, satker dapat meminta KPPN
mitra untuk melakukan proses ulang rekonsiliasi atau satker melakukan upload
ulang ADK rekonsiliasi.

f. Upload Data SIMAK BMN Gagal (ADK Tidak Ada)
Status ini terjadi apabila ADK rekonsiliasi tidak terdapat data BMN. Untuk itu, perlu
dipastikan terlebih dahulu apakah satker berkenaan melakukan penatausahaan
BMN. Dalam hal satker tidak melakukan penatausahaan BMN, status ini dapat
diabaikan.

g. Lain-lain
Status ini terjadi apabila terdapat status BMN selain yang telah dijelaskan di atas,
misalnya data BMN masih dalam proses upload.

Selain beberapa atribut yang telah dijelaskan di atas, monitoring rekonsiliasi dilengkapi
dengan beberapa atribut informasi lain sebagai berikut:

a. upload ke
Menunjukkan jumlah upload ADK rekonsiliasi yang dilakukan oleh satker pada
suatu periode rekonsiliasi eksternal. Satker hendaknya tidak sering melakukan
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upload karena data monitoring atau laporan yang disajikan pada e-Rekon&LK
mengikuti Kebijakan Schedule Pelaporan (OLAP) yang ditampilkan pada halaman
muka e-Rekon&LK. Dalam hal masih ditemukan selisih pada data excel hasil
rekonsiliasi atau masih ditemukan laporan keuangan atau BMN yang belum tepat
setelah jadwal OLAP, satker dapat melakukan upload ulang ADK rekonsiliasi

selama KPA belum melakukan tanda tangan elektronik pada BAR.

first upload
Menunjukkan tanggal dan waktu pertama kali satker melakukan upload ADK

rekonsiliasi pada suatu periode rekonsiliasi eksternal.

last upload

Menunjukkan tanggal dan waktu terakhir kali satker melakukan upload ADK
rekonsiliasi pada suatu periode rekonsiliasi eksternal.

tanggal bar

Tanggal yang akan tercantum pada Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

no bar

Nomor yang akan tercantum pada Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).

Rekon Bulanan Non Ref

Menu ini memiliki kesamaan dengan menu Rekon Bulanan, namun menu Rekon

Bulanan Non Ref hanya digunakan untuk monitoring rekonsiliasi satker yang

referensinya tidak terdapat pada e-Rekon&LK. Kewenangan upload ADK rekonsiliasi

untuk satker non referensi hanya ada pada user K/L. Upload ADK rekonsiliasi satker

non referensi hanya dilakukan untuk kebutuhan tertentu, misalnya satker yang telah

dilikuidasi yang referensinya tidak ada lagi pada e-Rekon&LK namun datanya

diperlukan dalam konsolidasi laporan keuangan.

Excal

No

Monitoring Rekonsiliasi Satker Non Referensi

Show[10 ~ | entries

DEPT “ uNm SATKER KEWENANGAN STATUS SAI STATUS BMN upload ke firstupload Iast upload

010 06 100520
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Sawal BMN

Menu Sawal BMN digunakan untuk monitoring pengiriman saldo awal BMN. Monitoring
pengiriman saldo awal BMN yang ditampilkan saat ini merupakan monitoring
pengiriman saldo awal BMN tahun 2018 karena fitur upload sawal BMN hanya dibuka
apabila terdapat kebijakan khusus. Pengiriman saldo awal BMN diperlukan dalam
rangka integrasi data BMN ke dalam e-Rekon&LK sehingga saldo awal mencakup
seluruh data SIMAK BMN sebelum tahun anggaran berkenaan. Berbeda dengan
pengiriman data BMN TAB, saldo awal BMN tidak dikirimkan bersamaan dengan ADK
rekonsilasi bulanan. Sado awal BMN memiliki fitur upload tersendiri dan dilakukan oleh
operator BMN. Pada menu ini terdapat pula fitur “Advance Filter” untuk memperluas

parameter pencairan.

Monitoring Saldo Awal BMN Sisitbied

first upload last upload

Sawal BMN Non Ref

Menu ini memiliki kesamaan dengan menu Sawal BMN namun diperuntukkan untuk
satker yang referensinya tidak terdapat pada e-Rekon&LK. Kewenangan upload sawal
BMN untuk satker non referensi hanya ada pada user K/L. Meskipun satker sudah tidak
terdapat lagi referensinya pada e-Rekon&LK, upload sawal BMN satker non referensi
diperlukan dalam rangka konsolidasi laporan BMN. Monitoring pengiriman saldo awal
BMN non referensi yang ditampilkan saat ini merupakan monitoring pengiriman saldo
awal BMN tahun 2018 karena fitur upload sawal BMN hanya dibuka apabila terdapat

kebijakan khusus.
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Monitoring Saldo Awal BMN Non Referensi

* . ’ ’ n

HNo DEPT unIT SATKER KEWENANGAN STATUS BMN “  uploadke

™ Uplosd Dats SIMAK B

5 026 13 140531 T* Uplosd Dats SIMAK BMN Berhasil

Persediaan

Menu ini digunakan untuk monitoring upload saldo akhir persediaan pada Aplikasi
Persediaan dalam rangka migrasi saldo awal ke Aplikasi SAKTI di tahun anggaran
berikutnya. Upload saldo akhir persediaan hanya dilakukan oleh satker yang akan
melakukan migrasi saldo awal ke Aplikasi SAKTI dan hanya digunakan pada
kesempatan tersebut. Saldo akhir yang di upload oleh satker merupakan saldo akhir
audited. Dengan demikian, saldo awal persediaan pada Aplikasi SAKTI sama dengan

saldo akhir audited TAYL pada Aplikasi Persediaan.

Persediaan Satker
Bxcels || csv || PoF || Print ‘5"“’3;7“!?“"“?5 ” n S T T
No Kode Satker *  Nama Satker Updated Data Jumlah Data Updated Ref Jumlah Ref Action
1 653910 MAHKAMAH KONSTITUSE RI a5 7409 [ =ocuil |
Upload
Rekonsiliasi
£ upload . Menu Upload - Rekonsiliasi hanya terdapat pada user e-

Rekon&LK dengan kewenangan atau role sebagai operator
satker, Es1, atau K/L. Menu ini digunakan untuk melakukan upload ADK rekonsiliasi
yang dihasilkan dari Aplikasi SAIBA di mana datanya bersifat kumulatif, yang berarti
apabila ADK rekonsiliasi merupakan periode rekonsiliasi bulan Juni maka data yang

dikirim merupakan data kumulatif dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni.
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Upload ADK SAIBA

SATKER

nnnnnnn

Apksaiga  |Pilih File | Tidak ada file yang cipilih

Proses upload ADK rekonsiliasi hanya dapat dilakukan sesuai jadwal open period
rekonsiliasi eksternal, untuk itu sebelum melakukan upload agar dipastikan kembali
jadwal rekonsiliasi yang terdapat pada menu Proses Rekon >> Jadwal Upload
merupakan periode yang dibuka dan pastikan periode rekonsiliasi yang dipiih pada
menu upload telah sesuai. Pada user satker dengan role operator satker, upload ADK
rekonsiliasi hanya dapat dilakukan terbatas untuk satker berkenaan yang referensinya
telah terdaftar pada e-Rekon&LK. Untuk itu, satker agar memastikan juga bahwa
referensi satker pada Aplikasi SAIBA telah sama dengan referensi yang terdapat pada
e-Rekon&LK. Sedangkan untuk upload satker non referensi hanya dapat dilakukan
melalui user Es1 dan/atau K/L sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terkait
upload sawal BMN pada e-Rekon&LK hanya dibuka apabila terdapat kebijakan khusus
sehingga submenu tersebut saat ini tidak dapat diakses.

Bagi satker yang telah mengimplementasikan SAKTI secara penuh untuk semua modul
tidak perlu melakukan upload ADK rekonsiliasi melalui menu ini. Setelah melakukan
tutup buku pada Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI maka ADK rekonsiliasi secara

otomatis akan dikirimkan dari SAKTI ke e-Rekon&LK secara periodik.

Persediaan
& Upload " Menu Upload - Persediaan hanya terdapat pada user e-
Persediaan Rekon&LK dengan kewenangan atau role sebagai operator

BMN. Menu ini digunakan untuk melakukan upload ADK saldo akhir persediaan
(audited) pada Aplikasi Persediaan dalam rangka migrasi saldo awal ke Aplikasi SAKTI
di tahun anggaran berikutnya. Penggunaan menu ini terbatas bagi satker yang akan
melakukan migrasi saldo awal ke Aplikasi SAKTI dan hanya digunakan pada

kesempatan tersebut.

ADK yang di-upload merupakan ADK yang dihasilkan Aplikasi Persediaan berupa data

persediaan dan referensi persediaan.
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Upload Persediaan

SATKER 001012 SEKRETARIAT JENDERAL

senis | Da

ADK PERSEDIAAN | Pilih File | Tidak ada file yang dipilin

Laporan

Seluruh laporan yang dihasilkan dari e-Rekon&LK dapat dicetak
atau di-download melalui menu Laporan. Submenu yang terdapat
di menu ini adalah Laporan Keuangan, Laporan BMN, Laporan
Keuangan Konsolidasi, dan Telaah. Laporan-laporan yang
dicetak pada e-Rekon&LK mengikuti Kebijakan Schedule Pelaporan (OLAP) yang
ditampilkan pada halaman muka e-Rekon&LK sehingga satker tidak perlu melakukan
upload ulang ADK rekonsiliasi berulang kali karena data pada laporan tidak seketika
berubah setelah upload ADK rekonsiliasi dilakukan. Satker hanya perlu memastikan
jadwal OLAP telah terlewati untuk mengetahui posisi laporan-laporan yang sudah

update.
Laporan Keuangan

Laporan yang dapat dicetak melalui submenu ini adalah laporan keuangan mulai
tingkat satker sampai dengan K/L dengan parameter bulan. Untuk laporan keuangan
semesteran parameter yang dipilih adalah periode Juni sedangkan untuk laporan
keuangan tahunan parameter yang dipilih adalah periode Desember. Laporan dicetak

dalam format pdf.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan utama yang dapat dipilih pada submenu Laporan Keuangan adalah

sebagai berikut:
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Neraca Percobaan Kas

Neraca Percobaan Akrual

Neraca (Face)

Laporan Realisasi Anggaran (Face)
Laporan Operasional

-~ 0 a0 T

Laporan Perubahan Ekuitas

Sementara laporan keuangan tambahan yang dapat pilih saat ini adalah sebagai
berikut:
a. Neraca Percobaan Akrual (Saldo Awal)
LRA Belanja Menurut Akun
LRA Belanja Menurut Organisasi
LRA Belanja Menurut Organisasi Akun
LRA Belanja Menurut Sumber Dana Program Kegiatan
LRA Belanja Dalam Rangka Covid
LRA Belanja Menurut Fungsi Sub Fungsi
LRA Pendapatan Menurut Akun

LRA Pendapatan Menurut Organisasi

- o oo T

7 @

j-  LRA Pendapatan Menurut Organisasi Akun

k. LRA Menurut Sumber Dana Kegiatan Output

I. LRA Belanja Menurut Sumber Dana Jenis Belanja Akun
m. Laporan Capaian Kinerja

Laporan BMN

Laporan yang dapat dicetak melalui submenu ini adalah laporan BMN mulai tingkat
satker sampai dengan K/L dengan parameter bulan. Untuk laporan BMN semesteran
parameter yang dipilih adalah periode Juni sedangkan untuk laporan BMN tahunan
parameter yang dipilih adalah periode Desember. Laporan dapat dicetak dalam format

pdf atau excel.
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Laporan Barang Milik Negara (BMN)

Laporan BMN utama yang dapat dipilih pada submenu Laporan BMN adalah sebagai
berikut:

a.

@ ™o oo T

Laporan Posisi BMN di Neraca

Laporan Barang Intrakomptable

Laporan Barang Gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptabel
Laporan Penyusutan Intrakomptabel

Laporan Aset Tak Berwujud (ATB)

Laporan Amortisasi ATB

Laporan Persediaan Per Kelompok

Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)

Sementara laporan BMN pendukung yang dapat pilih saat ini adalah sebagai berikut:

T @ ™o oo o

CRBMN Intrakomptabel

Laporan Barang Bersejarah

Laporan BPYBDS

Laporan Barang Ekstrakomptabel
Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel
CRBMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
CRBMN Ekstrakomptabel

LRA Belanja Kapitalisasi

Laporan Persediaan

LRA Pendapatan Pengelolaan BMN
Laporan Barang Hilang

Laporan Barang Rusak Berat
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6.

m. Laporan Barang Hibah DK/TP
Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan Keuangan Konsolidasi hanya terdapat pada user dengan role Direktorat APK
yang merupakan gabungan atau konsolidasi dari laporan K/L dan digunakan sebagai
bahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan

dapat dicetak dalam format pdf atau excel dengan parameter bulan.

Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan utama yang dapat dipilih pada submenu ini adalah sebagai berikut:
a. Neraca Percobaan Kas Konsolidasi

Neraca Percobaan Akrual Konsolidasi

Neraca Face Konsolidasi

LRA Face Konsolidasi

Laporan Operasional Konsolidasi

LPE Konsolidasi

- ® oo T

Sementara laporan keuangan tambahan yang dapat dipilih adalah sebagai berikut:
a. Rincian LRA Belanja Akun

Rincian LRA Belanja Akun Per BAEs1

Laporan LRA Belanja Dalam Rangka Covid

Rincian LRA Belanja Fungsi Sub Fungsi

Rincian LRA Belanja Jenis Belanja

Rincian LRA Belanja Sumber Dana

Rincian LO Per K/L

Rincian LRA Belanja Per Kementerian Lembaga

T @ ™o a0 T

Rincian LRA Pendapatan Per Kementerian Lembaga

j. Rincian LRA Pendapatan Per Akun
Telaah LK

Menu Telaah LK merupakan menu yang digunakan untuk melakukan telaah laporan
keuangan secara otomatis dan sistematis dalam rangka memperoleh keyakinan atas



kualitas penyajian Laporan Keuangan. Telaah LK digunakan untuk mengetahui
validitas dari tiap pos yang disajikan dalam laporan keuangan, menguji kesesuaian
pos-pos dalam laporan keuangan yang memiliki keterkaitan satu sama lain, dan
memastikan penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan pedoman penyusunan
Laporan Keuangan. Telaah dilakukan atas kesesuaian penyajian laporan keuangan
dalam satu laporan keuangan meliputi analisis kesesuaian penyajian dalam satu
laporan keuangan (analisis vertikal) dan analisis kesesuaian penyajian antara satu
laporan keuangan dengan laporan keuangan lainnya (analisis horizontal).

Menu telaah laporan keuangan menghasilkan Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan
terintegrasi yang dapat diunduh dalam format pdf ataupun excel. Untuk saat ini, kertas
kerja telaah yang dapat diunduh adalah Kertas Kerja Telaah pada level UAKPA/satker.
Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan dapat diunduh minimal 15 menit setelah
dilakukan proses OLAP oleh data sistem e-rekon&LK.

Kertas Kerja Telaah laporan Keuangan yang diunduh dari Aplikasi e-Rekon&LK
mencakup informasi mengenai objek penelahaan sebagai berikut:
a. Kelengkapan komponen laporan keuangan, neraca percobaan, dan kertas kerja.

b. Kesesuaian laporan hardcopy face laporan keuangan dengan face laporan

keuangan pada Aplikasi e-Rekon&LK.

c. Kesesuaian neraca percobaan kas laporan keuangan.

d. Kesesuaian neraca percobaan akrual laporan keuangan.

e. Analisis vertikal laporan keuangan.

f. Analisis kesesuaian antar laporan keuangan

g. Analisis antara Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) dan face laporan
keuangan.

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan yang diunduh dari Aplikasi e-Rekon&LK masih
memerlukan pengisian manual oleh satker (dengan melakukan checklist), khususnya
untuk pengecekan yang melibatkan dokumen hardcopy, antara lain: telaah atas
kelengkapan komponen laporan keuangan, neraca percobaan, dan kerta kerja (poin
a); kesesuaian laporan hardcopy face laporan keuangan dengan face laporan
keuangan pada Aplikasi e-Rekon&LK (poin b); serta analisis antar CaLK dan face
laporan keuangan (poin g). Sedangkan untuk pengisian hasil telaah atas hal-hal selain

poin a, poin b, dan poin g, dihasilkan secara otomatis oleh sistem aplikasi.



71

Menu Telaah Laporan Keuangan dapat diakses pada level pengguna UAKPA, UAPPA-
W, UAPPA-E1, UAPA, KPPN, Kanwil DJPb, dan Direktorat teknis di Kantor Pusat
DJPb.

Telaah

UAPPAW

SATKER i v n
Monitoring Keuangan

o D A 'l Menu ini menyajikan hasil monitoring rekonsiliasi keuangan, di
antaranya hasil rekonsiliasi dengan status Transaksi Dalam
Konfirmasi (TDK). TDK menunjukkan adanya selisih data
keuangan antara SiAP yang merupakan data Aplikasi SPAN
yang tercatat pada Kuasa BUN (KPPN) dan data SAIl yang
merupakan data Aplikasi SAIBA atau Modul Akuntansi dan
Pelaporan SAKTI yang tercatat pada satker. Atas TDK
dimaksud, satker wajib melakukan penelusuran dan perbaikan
karena menjadi syarat terbitnya BAR. Submenu yang terdapat pada Monitoring
Keuangan antara lain Rekap TDK Semua, Rekap TDK Rupiah, Rekap TDK Satker,
Transaksi Dalam Konfirmasi, TDK Segmen COA, Rekap Per Jenis Rekon, Rekonsiliasi
Semua, Rekap UP, dan Rekap UP Per KL. Submenu yang ada pada Monitoring
Keuangan akan disesuaikan berdasarkan role dari user e-Rekon&LK sehingga tidak
semua submenu muncul pada semua user. Monitoring Keuangan yang disajikan akan
mengikuti Kebijakan Schedule Pelaporan (OLAP) yang ditampilkan pada halaman
muka e-Rekon&LK, sehingga satker perlu memastikan jadwal OLAP telah terlewati
untuk mengetahui posisi monitoring yang sudah update.

Rekap TDK Semua



7.2

7.3

Rekap TDK Semua menunjukkan seluruh hasil rekonsiliasi dengan status TDK sesuai
dengan kewenangan. Melalui monitoring ini pengguna mendapat informasi nilai total
TDK pada setiap elemen data rekonsiliasi. Informasi ini sangat diperluan untuk
memantau perkembangan proses penyelesaian TDK khususnya dari segi materialitas

terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

Rekap Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK] Al

Rekap TDK Rupiah

Rekap TDK Rupiah merupakan pendetailan dari submenu Rekap TDK Semua, di mana
pada submenu ini TDK akan disajikan per elemen data rekonsiliasi beserta persebaran

datanya pada K/L sesuai dengan level kewenangan yang dipilih.

Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Rupiah TR

.....

Rekap TDK Satker

Pada dua submenu sebelumnya, TDK disajikan sebesar nilainya dalam rupiah. Pada
submenu Rekap TDK Satker, TDK disajikan berdasarkan banyaknya jumlah satker
yang memiliki hasil rekonsilasi dengan status TDK. Informasi TDK berdasarkan jumlah
satker diperlukan untuk memastikan berapa jumlah satker yang masih perlu

memperbaiki data atau menyelesaikan TDK.
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Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) Satker j |

Transaksi Dalam Konfirmasi

Submenu Transaksi Dalam Konfirmasi menyajikan TDK untuk setiap elemen
rekonsiliasi dengan disertai data detail per satker. Melalui submenu ini informasi detail
per satker dapat diperoleh untuk selanjutnya dapat ditelusuri dokumen yang
menyebabkan selisih melalui excel hasil rekonsiliasi yang dapat didownload melalui
menu Proses Rekon >> Rekon Bulanan.

Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) QAderceFer

Kolom TDK menunjukkan besarnya nilai TDK dalam rupiah yang merupakan selisih
jumlah rupiah antara SiAP dan SAl. Sementara kolom status COA menunjukkan
adanya transaksi atau saldo yang selisih pada segmen Chart of Account (COA) atau
Bagan Akun Standar (BAS). Segmen COA terdiri atas 12 (dua belas) segmen, yaitu
Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Bank, Kewenangan, Lokasi, Anggaran,
Antar Entitas, dan Cadangan. Dengan demikian, meskipun TDK Belanja bernilai 0 (nol)
misalnya yang berarti nilai rupiah Belanja pada SiAP dan SAl sama besarnya, status

COA dapat berbeda apabila terdapat detail kegiatan, output, atau akun yang berbeda.

Jenis-jenis elemen rekonsiliasi adalah sebagai berikut:
a. Pagu/DIPA

—@
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Data pagu belanja yang dibandingkan berupa kode BA, Es1, Kode Satker,
Program, Kegiatan, Output, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber
Dana, dan Cara Penarikan antara data SiAP dengan SAl.

Estimasi PNBP

Data Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode BA, Es1,
satker, KPPN, akun, dan jumlah rupiah antara data SiAP dengan SAl.

Estimasi Pendapatan Pajak

Data Estimasi Pendapatan Pajak yang dibandingkan berupa kode BA, Es1, satker,
KPPN, akun, dan jumlah rupiah antara data SiAP dengan SAl.

Belanja

Data belanja yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, Program,
Output, Dana, Jenis Kewenangan, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SiAP
dengan SAl.

Pengembalian Belanja

Data pengembalian belanja yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun,
Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara
data SiAP dengan SAl.

Pendapatan

Data Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode KPPN, Akun, BA,
Es1, dan jumlah rupiah antara data SAl dan SiAP.

Pengembalian Pendapatan

Data Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode
Satker, KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SAI dan SiAP.
Pendapatan Pajak

Data Pendapatan Pajak yang dibandingkan berupa kode KPPN, Akun, BA, Es1,
dan jumlah rupiah antara data SAl dan SiAP.

Pengembalian Pendapatan Pajak

Data Pengembalian Pendapatan Pajak yang dibandingkan berupa kode Satker,
KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SAl dan SiAP.

Kas BLU

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum dibandingkan antara saldo yang terdapat
pada Neraca SAl dengan Neraca SiAP. Apabila terdapat perbedaan karena Satker
BLU telah melakukan reklasifikasi Kas pada BLU menjadi aset yang lain (misalnya
menjadi investasi jangka pendek atau dana yang dibatasi penggunaannya) maka
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pada saat pelaksanaan rekonsiliasi, satker BLU harus menjelaskan selisih
tersebut.

k. Kas Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dibandingkan antara saldo yang terdapat
pada Neraca SAl dengan Neraca SiAP.

I.  Kas Bendahara Hibah
Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah dibandingkan
antara saldo yang terdapat pada Neraca SAl dengan Neraca SiAP.

m. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga
Data Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang
dibandingkan paling sedikit berupa Kode BA, ES1, Satker, KPPN, Akun, dan
Jumlah Rupiah. L,

-~

KTroubleshooting @

Apabila terdapat selisih antara data SiAP dengan data SAI, maka dapat

dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Satker dan KPPN menelusuri dokumen sumber transaksi terkait serta
memastikan perekaman data telah sesuai.

- Dalam hal selisih disebabkan kesalahan yang terjadi pada data SAI satker
melakukan perbaikan pencatatan dan meng-up/oad ulang data SAIBA ke e-
Rekon&LK. Untuk satker pengguna SAKTI perbaikan akan ter-push ke e-
Rekon&LK setelah melakukan tutup periode pada Modul Akuntansi dan
Pelaporan.

- Dalam hal selisih disebabkan kesalahan yang terjadi pada data SAI tidak
diakui oleh satker, Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat pernyataan
tidak mengakui transaksi tersebut, BAR dapat diterbitkan dengan
penjelasan yang memadai, dan KPPN melakukan langkah-langkah
perbaikan pada data SiAP sesuai ketentuan.

- Dalam hal kesalahan terjadi pada data SiAP dan/atau diakibatkan oleh
permasalahan pada SPAN, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dapat diterbitkan

dengan penjelasan yang memadai. KPPN melakukan perbaikan data atau
\ melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. J

TDK Segmen COA

) 40



Detail perbedaaan data rekonsiliasi dengan status COA beda dapat dilihat melalui
submenu ini. Sebagaimana penjelasan sebelumnya meskipun secara jumlah rupiah
tidak terdapat selisih atau tidak menimbulkan TDK, namun apabila terdapat perbedaan
detail segmen COA maka akan muncul TDK Segmen COA.

TDK Segmen COA [ Qs

<<<<<

narEN

Pada ilustrasi di atas apabila diperhatikan sebenarnya jumlah rupiah antara SiAP dan
SAl sama, namun terdapat perbedaan detail output dan akun sehingga menimbulkan
TDK Segmen COA. b

( Troubleshooting 2 @~

Apabila terdapat selisih antara data SiAP dengan data SAI, maka dapat
dilakukan hal-hal sebagai berikut :

Lakukan pengecekan pada menu Proses Rekon >> Rekon Bulanan >>

a’own/oaa’ﬂ >> kemudian pilih data mana yang terdapat status BEDA.

- Satker dan KPPN menelusuri dokumen sumber transaksi terkait, serta
memastikan perekaman data telah sesuai.

- Dalam hal selisih disebabkan kesalahan yang terjadi pada data SAI, satker
melakukan perbaikan pencatatan dan meng-upload ulang data SAIBA ke e-
Rekon&LK. Untuk satker pengguna SAKTI perbaikan akan ter-push ke e-
Rekon&LK setelah melakukan tutup periode pada Modul Akuntansi dan
Pelaporan.

- Dalam hal selisih disebabkan kesalahan yang terjadi pada data SAI tidak

diakui oleh satker, Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat pernyataan

\ tidak mengakui transaksi tersebut, BAR dapat diterbitkan denganj




penjelasan yang memadai, dan KPPN melakukan langkah-langkah
perbaikan pada data SiAP sesuai ketentuan.

- Dalam hal kesalahan terjadi pada data SiAP dan/atau diakibatkan oleh
permasalahan pada SPAN, Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dapat diterbitkan

dengan penjelasan yang memadai. KPPN melakukan perbaikan data atau

\ melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. J

7.6 Rekap Per Jenis Rekon

Rekap Per Jenis Rekon menyajikan selisih rupiah antara SiAP dan SAl untuk masing-

masing elemen rekonsiliasi per satker dalam satu daftar.

Monitoring Rekap Per Jenis Rekon [ Eserae

2 | @i |
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7.7 Rekonsiliasi Semua
Rekonsiliasi Semua menyajikan monitoring tahapan rekonsiliasi per bulan untuk
masing-masing satker dengan menggunakan pembedaan warna untuk tiap
tahapannya.

Monitoring Rekonsiliasi Semua i
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7.8 Rekap UP

Rekap UP menyajikan perbandingan antara Kas di Bendahara Pengeluaran (Kas BP)
berupa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan Uang
Muka dari KPPN untuk masing-masing satker. Saldo Kas BP dan Uang Muka dari
KPPN seharusnya sama karena dalam pengajuan dan pertanggungjawaban UP atau
TUP selalu melibatkan kedua akun tersebut dalam pencatatannya, termasuk apabila
terdapat penyesuaian karena adanya selisih kurs pada tanggal pelaporan untuk UP

dan TUP dalam mata uang asing.

Q e s

Rekap Kas di Bendahara Pengeluaran / Uang Muka dari KPPN

Oiaoba . Semus . . . n

| Show(EE ¥ entries . 5w
3 Nes

No KodeDept *  Kode Unit Kode Satker Nama Satker Kas di Bendah: uep Kas di Bendah TUp Uang Muka dari KPPH Selisih

/ Troubleshooting : C\%\:'

Apabila ada selisih antara data Kas di Bendahara Pengeluaran UP maupun TUP
dengan data Uang Muka dari KPPN, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- Memastikan bahwa seluruh transaksi UP dan.atau TUP telah dilakukan
pencatatan pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI berdasarkan dokumen sumber.
- Melakukan pengecekan adanya jurnal penyesuaian yang hanya melibatkan
salah satu akun Kas di Bendahara Pengeluaran atau Uang Muka dari KPPN,
atau adanya jurnal penyesuaian yang melibatkan akun Kas di Bendahara
Pengeluaran dan Uang Muka KPPN dengan nilai yang berbeda. Hal ini dapat
dilakukan melalui Aplikasi e-Rekon&LK menu Daftar >> Jurnal Umum

Penyesuaian. Pengecekan jurnal penyesuaian juga dapat dilakukan melalui

\__ Aplikasi SAIBA atau SAKTL -

7.9 Rekap UP Per KL

Rekap UP Per KL juga menyajikan perbandingan antara Kas BP berupa UP dan TUP
dengan Uang Muka dari KPPN, namun disajikan jumlah rupiahnya per K/L. Menu ini
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digunakan oleh konsolidator laporan keuangan untuk mengetahui agregat selisih Kas
BP dan Uang Muka dari KPPN.

Kas di Bendahara Pengeluaran UP Kas di Bendahara Pengeluaran TUP Uang Muka dari KPPN Selisih

5,760,000,000 43,145,208,963

18,000,000,000

Monitoring BMN menyajikan monitoring terhadap Rekonsilasi
Internal  BMN dan beberapa validitas BMN yang
mengindikasikan adanya data atau saldo tidak normal BMN.
Monitoring BMN terdiri dari submenu Rekap Rekon Internal,
Rekonsiliasi Internal, Rekonsiliasi Internal Saldo Awal, Rekon
SP2D BMN Akun 53, Rekap Rekon GL BMN, dan Rekon GL
BMN. Monitoring BMN menyajikan detail data yang sebelumnya telah ditampilkan pada
menu Profil Kualitas Laporan Keuangan dan juga Dashboard SIMAK - BMN.

Rekap Rekon Internal

Rekonsiliasi internal BMN membandingkan antara data BMN yang ada pada Laporan

BMN (Posisi BMN di Neraca) dengan data BMN yang ada pada Laporan Keuangan

(Neraca Percobaan Akrual). Selisih rekonsiliasi internal BMN dimungkinkan terjadi

karena beberapa hal berikut, antara lain:

1. Terdapat data BMN yang gagal dikirim dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA.

2. Terdapat data BMN yang gagal diunggah dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-
Rekon&LK.

3. Terdapat perbedaan data antara saldo awal SIMAK BMN yang diunggah ke
Aplikasi e-Rekon&LK dengan data SIMAK BMN yang dikelola dan digunakan oleh

satker dalam menyusun laporan BMN dan laporan keuangan.

Pada submenu Rekap Rekon Internal, disajikan nilai rupiah selisih rekonsiliasi internal

BMN beserta status pengiriman data BMN yang dikirimkan bersamaan dengan ADK
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rekonsiliasi keuangan untuk masing-masing satker. Selisih rekap rekonsiliasi Internal
BMN vyang disajikan merupakan selisih rekonsiliasi internal sesuai periode
pelaksanaan rekonsiliasi eksternal pada TAB.

Rekap Manitoring Rekonsiliasi Internal ==

8.2 Rekonsiliasi Internal

Rekonsiliasi Internal merupakan pendetailan dari submenu Rekap Rekon Internal, di
mana pada submenu ini selisih rekonsiliasi internal BMN disajikan per akun Neraca
aset. Pada submenu ini disediakan parameter pilihan Persediaan, Aset Tetap, dan Aset
Lainnya sehingga dapat diketahui adanya selisih rekonsiliasi internal BMN untuk tiap-
tiap jenis BMN. Rekonsiliasi Internal disajikan sesuai periode pelaksanaan rekonsiliasi
eksternal pada TAB.

Manitoring Rekonsiliasi Internal T

..............

4 Troubleshooting . \‘ : )

1. Jika ditemukan selisih rekonsiliasi internal BMN pada Aplikasi e-Rekon&LK,
pastikan terlebih dahulu bahwa tidak terdapat selisih pada submenu
Rekonsiliasi Internal Saldo Awal.

2. Bandingkan kesesuaian akun-akun BMN di neraca yang disajikan pada
Laporan BMN Aplikasi SIMAK BMN/ Modul Aset Tetap SAKTI, Neraca
Percobaan SAIBA/ Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI, serta Neraca

\_ Percobaan dan Laporan BMN pada e-Rekon&LK. )

—@
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3. Pastikan tidak terdapat selisih pada posisi saldo awal untuk ketiga aplikasi

tersebut. Jika terdapat selisih, pastikan aplikasi telah menggunakan

database yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan audited

tahun anggaran sebelumnya khususnya untk Aplikasi SIMAK BMN dan
SAIBA.

4. Selanjutnya cek posisi pada tanggal atau periode laporan yang selisih:

a.

Jika terdapat selisih antara Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA, lakukan
pengiriman ulang ADK SIMAK BMN ke SAIBA dan lakukan posting
ulang. Jika masih terdapat selisih, sebelum melakukan pengiriman ulang
ADK SIMAK BMN ke SAIBA lakukan Pengosongan GL Aset pada SAIBA
melalui menu Utility >> Pengosongan Transaksi. Selanjutnya lakukan
pengiriman ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.

Jika terdapat selisih antara Modul Aset Tetap dan Modul Akuntansi dan
Pelaporan SAKTI, pastikan telah dilakukan summary database pada
Modul Aset Tetap dan pastikan setiap jurnal transaksi telah terbentuk
pada Modul Akuntansi dan Pelaporan serta telah dilakukan validasi dan
posting jurnal. Selanjutnya lakukan tutup buku ulang Modul Akuntansi
dan Pelaporan SAKTI mengirimkan data rekonsiliasi termasuk data BMN
ke e-Rekon&LK

Jika terdapat selisih antara Aplikasi SAIBA dan e-Rekon&LK, lakukan
pengiriman ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK dan pastikan status
upload data BMN pada Rekon Bulanan berhasil. Ada atau tidaknya data
BMN pada ADK SAIBA dapat diidentifikasi dengan cara meng-esktrak
ADK SAIBA yang ditandai dengan adanya fi/e dalam format *.zip dengan

nama file TB_xxx sebagai berikut.

Name - Size Packed Type Modified CRC32
. File folder

|ﬂAPPVERKDGIZUllllllllZZUK.Z\p 194 129 WinRARZIP archive 11/02/202110:04 FJADCIID
[E® 78 012010800111111000KD1220 zip 5.249 2104 WinRARZIP archive 10/02/202118:06 1236DDA3
| |BLU_KDO0120111111112.020K 0 2 D20K File 11/02/202110:04 00000000
|| OUT_KD0120111111112.020K 0 2 D20K File 11/02/202110:04 00000000
|| RES_KD0120111111112.020K 0 2 D20K File 11/02/2021 10:04 00000000
| SPAMN_KD0120111111112,020K 3833 235 020K File 11/02/202110:04 (CC2EEEB4

ADK SAIBA yang tidak terdapat data BMN tidak memiliki fie

sebagaimana dimaksud di atas: J

—@
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8.3

| Name = Size Packed Type Modified CRC32
{8 £PPVERDKD22164176820520K zip 202 143 WinRARZIP archive  30/06/2020 16:17 5F8BGESD
|| BLU_DK0231641768205.020K 0 2 020K File 30/06/202016:17 00000000
|| OUT_DK0231641768205.020K 0 2 020K File 30/06/202016:17 00000000
|| RES_DK0231641768205.020K 0 2 020KFile 30/06/2020 16:17 00000000
| SPAN_DK0231641768205.020K 0 2 020K File 30/06/202016:17 00000000

d. Jika terdapat selisih antara Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI dan

e-Rekon&LK, lakukan tutup buku ulang Modul Akuntansi dan Pelaporan

SAKTI untuk memastikan data rekonsiliasi termasuk data BMN telah
dikirimkan ke e-Rekon&LK.

5. Jika masih terdapat selisih setelah periode OLAP terlewati, satker dapat

menyampaikan permasalahan tersebut melalui layanan

https://hai.kemenkeu.go.id/.
9 ps.//hai u.go.id/ )

Rekonsiliasi Internal Saldo Awal

Sama halnya dengan submenu Rekonsiliasi Internal, pada submenu ini juga
menyajikan selisih rekonsiliasi internal BMN, namun untuk posisi awal tahun di mana
selisih tersebut disebabkan adanya selisih rekonsiliasi internal BMN akhir tahun
anggaran sebelumnya. Dalam hal terdapat selisih rekonsiliasi internal BMN saldo awal,
perlu diidentifikasi lebih lanjut penyebab selisih karena perbaikannya saat ini tidak
dapat dilakukan melalui perbaikan ADK rekonsiliasi TAB namun memerlukan kebijakan

khusus terkait penyelesaian selisih data antar aplikasi.

Monitoring Rekonsiliasi Internal Saldo Awal ===

R Satiar Wpbala  SphSmek

4 Troubleshooting ,@ i

Jika ditemukan selisih rekonsiliasi internal saldo awal pada Aplikasi e-Rekon&LK
satker agar melakukan pencatatan atas permasalahan tersebut dan
penyelesaiannya agar menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan e-Rekon&LK

yang telah dikembangkan terkait penyelesaian selisih data antar aplikasi.
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8.4

Penyelesaian selisih data antara Modul Aset Tetap SAKTI dan e-Rekon&LK

menunggu kebijakan lebih lanjut.

Rekon SP2D BMN Akun 53

Rekon SP2D Akun 53 (Belanja Modal) menyandingkan data detail SP2D dengan akun
53 yang direkam pada Aplikasi SIMAK BMN dengan detail SP2D akun 53 yang direkam
pada Aplikasi SAIBA. Data yang dibandingkan di antaranya Nomor SP2D, Tanggal

SP2D, Akun 4 (empat) digit, dan nilai rupiah. Hal ini diperlukan untuk memastikan

setiap belanja yang menghasilkan aset tetap atau aset lainnya telah dicatat asetnya

berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Monitoring Rekonsiliasi SP2D EMN Akun 53 D

|
~

/7' roubleshooting

\ lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.

1

Jika ditemukan selisih Rekonsiliasi SP2D BMN Akun 53 pada Aplikasi e-
Rekon&LK, satker agar melakukan identifikasi melalui menu tersebut pada
elemen data mana terdapat ketidaksesuaian perekaman berdasarkan
dokumen sumber SP2D.

Kesalahan perekaman pada Aplikasi SAIBA dapat terjadi karena SAIBA belum
melakukan copy data SP2D dari SAS sehingga SP2D pada sisi SAIBA tidak
tersaji atau terjadi kesalahan perekaman detail SP2D pada SAS.

Kesalahan pada Aplikasi SIMAK BMN dapat terjadi karena adanya salah
rekam detail SP2D saat melakukan perekaman perolehan BMN.

Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA. Pada
Aplikasi SAIBA, monitoring Rekonsiliasi SP2D BMN Akun 53 dapat dilihat

pula melalui menu Rekonsiliasi BMN >> Rekonsiliasi SPM BMN. Selanjutnya

—@
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8.5

8.6

5. Pada satker pengguna Aplikasi SAKTI fu// modul seharusnya tidak terjadi

selisih karena telah menggunakan sing/e database.

Rekap Rekon GL BMN

Rekon GL vs BMN menyandingkan akun-akun aset berupa BMN yang di-mapping dari
akun-akun belanja yang menghasilkan BMN yang direkam pada Aplikasi SAIBA atau
Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI dibandingkan dengan akun-akun aset berupa
BMN hasil perekaman pada Aplikasi Persediaan/ SIMAK BMN/ Modul Persediaan
SAKTI/ Modul Aset Tetap SAKTI. Hal ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian
antara akun belanja yang menghasilkan BMN dengan pencatatan BMN-nya. Dengan
demikian, selisih pada menu ini mengindikasikan adanya kesalahan penggunaan akun
belanja atau kesalahan dalam pencatatan BMN. Namun demikian, terdapat selisih
yang diperkenankan, vyaitu selisih dari pengadaan BMN berupa barang
ekstrakomptabel, karena pada sisi keuangan penggunaan akun belanja 521111
(Beban Keperluan Perkantoran) tidak menghasilkan BMN sementara pada sisi BMN
ditampilkan nilai barang ekstrakomptabelnya. Pada submenu Rekap Rekon GL BMN
disajikan perbandingan tersebut, di mana untuk BMN dibedakan menjadi BMN
Intrakomptabel, BMN Ekstrakomptabel, dan BMN berupa KDP.

Rekap Rekonsiliasi GL BMN Qs

teet | Show[10 v ] entries
Previous

Rph KDP Rph Ekstra Rph Selisih

Rekon GL BMN

Submenu Rekon GL BMN menyajikan hal yang sama dengan submenu Rekap Rekon

GL BMN namun dengan data yang lebih detail.



Monitoring Rekonsiliasi GL BMN

el | Show[10 W [entries

No

Kode Satker

Nama Satker Akun Uraian Rph Saiba Rphintra Rph KDP Rph Ekstra Rph Selisih

030,01 457362 8IRO UMUM FEESELE Sarang 1,821 636,870 1,821,696, 570 0 o ]

Konsumsi

080.01 447262 8IRQ UMUM 132131 Peralatan dan 4,785,855,340 4,745,458,765 0 64,175,300 5,021,875
Mesin

Gedungdan

K Troubleshooting

1. Jika ditemukan selisih Rekonsiliasi GL BMN pada Aplikasi e-Rekon&LK,

satker agar melakukan identifikasi selisih tersebut berdasarkan kode akun
neraca yang terdapat selisih. Nilai belanja yang menghasilkan aset yang
disajikan pada kolom Rph SAIBA seharusnya sama dengan penjumlahan
perekaman perolehan BMN yang disajikan pada kolom Rph Intra, Rph KDP,
dan Rph Ekstra.

Kesalahan yang paling umum terjadi adalah adanya kesalahan dalam
penggunaan akun belanja, misalnya perolehan BMN menggunakan akun
belanja yang tidak menghasilkan aset. Kesalahan penggunaan akun belanja
diperbaiki dengan melakukan koreksi dokumen anggaran dan/atau
dokumen pelaksanaan anggaran.

Kesalahan dapat pula terjadi pada perekaman perolehan BMN pada Aplikasi
Persediaan/ SIMAK BMN/ Modul Persediaan SAKTI/ Modul Aset Tetap SAKTI
pada saat memilih kode barang. Kesalahan pada Aplikasi Persediaan dan
SIMAK BMN dapat diperbaiki dengan cara melakukan perubahan transaksi
perolehan, selanjutnya melakukan pengiriman ADK antar Aplikasi
Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA kemudian melakukan up/oadulang ADK
SAIBA ke e-Rekon&LK. Kesalahan pada Modul Persediaan dan Modul Aset
Tetap SAKTI diperbaiki dengan melakukan reklasifikasi masuk dan

reklasifikasi keluar menjadi kode barang yang seharusnya. Namun demikian,

selisih ini akan tetap muncul sehingga diperlukan penjelasan. J

—@
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9.1

Monitoring Lainnya

Pada menu Monitoring Lainnya, disajikan beberapa indikasi lain
adanya data atau saldo tidak normal yang berkaitan dengan
validitas data laporan keuangan dan laporan BMN. Melalui menu
ini, diharapkan monitoring data dapat diperluas sehingga dapat
meningkatkan validitas laporan keuangan dan laporan BMN yang
disajikan. Menu Monitoring Lainnya terdiri dari submenu Rekap
_ TK/TM Per Satker, Transfer Keluar/Masuk, TK/TM Non Persediaan,
TK/TM Piutang Pajak, TK/TM Persediaan, Saldo Satker Inactive, Reklasifikasi Aset,
Resiprokal, dan Rekap Resiprokal. Untuk submenu Kinerja Satuan Kerja tidak aktif
karena saat ini proses pengiriman data capaian output dilakukan melalui Aplikasi OM
SPAN.

Rekap TK/TM Per Satker

Transfer Keluar/Masuk (TK/TM) merupakan transaksi pengalihan aset atau kewajiban
dari satu satker ke satu atau beberapa satker yang lain dalam lingkup Pemerintah
Pusat sehingga pada dasarnya nilai TK pada satker pengirim dan nilai TM pada satker
penerima harus sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Profil Kualitas
LK. Selisih TK/TM akan mengakibatkan overstated atau understated dalam penyaijian
laporan keuangan dan laporan BMN. Adapun selisih TK/TM yang saat ini
diperbolehkan dan tidak dapat dihindari adalah selisih TK/TM Aset Tetap Renovasi dan
selisin TK/TM BMN yang Telah Dihentikan dari Penggunaan. Pada submenu Rekap
TK/TM Per Satker disajikan selisih rupiah TK/TM untuk masing-masing satker secara

total.

Rekap Transfer Keluar /[ Transfer Masuk Per Satker PSS




9.2

Transfer Keluar/Masuk

Submenu Transfer Keluar/Masuk menyajikan detail selisih TK/TM hingga ke akun 6

(enam) digit baik aset maupun kewajiban. Submenu ini mempermudah identifikasi

penyebab selisih TK/TM pada aplikasi pelaporan.

Ckiober

Transfer Keluar / Transfer Masuk e He

. _ @ )
/ Troubleshooting ,\_3‘_&

1

-

Selisih TK/TM setidaknya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok:
a. Terdapat transaksi TK, namun tidak ada transaksi TM;
Terdapat transaksi TM, namun tidak ada transaksi TK;
c. Terdapat transaksi TK dan TM namun terdapat selisih karena kesalahan
perekaman.
Tidak adanya transaksi TM dapat diidentifikasi dengan kolom Transfer
Masuk yang bernilai 0. Untuk itu, satker yang melakukan transaksi TK perlu
berkoordinasi dengan satker penerima untuk merekam transaksi TM.
Tidak adanya transaksi TK dapat diidentifikasi dengan kolom Transfer Keluar
yang bernilai 0. Untuk itu, satker yang melakukan transaksi TM perlu
berkoordinasi dengan satker pengirim untuk merekam transaksi TK.
Kesalahan perekaman transaksi TK maupun TM dapat berupa kesalahan
referensi satker tujuan atau penerima, kesalahan pemilihan kode akun,
kesalahan pemilihan kode barang, dan kesalahan nilai transfer pada aplikasi
pelaporan.
Kesalahan perekaman pada Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA
dilakukan dengan melakukan perbaikan transaksi transfer berkenaan
selanjutnya melakukan pengiriman ADK antar Aplikasi Persediaan, SIMAK
BMN, dan SAIBA kemudian melakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-

Rekon&LK. /

—@
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9.3

9.4

9.5

6. Kesalahan pada Aplikasi SAKTI dilakukan dengan koreksi kode barang
melalui reklasifikasi atau koreksi nilai BMN pada Modul Persediaan atau
Modul Aset Tetap SAKTI atau jurnal manual pada Modul Akuntansi dan
Pelaporan SAKTI. Namun demikian, selisih akan tetap muncul sehingga
diperlukan penjelasan.

7. Selisih TK/TM Aset Tetap Renovasi dan selisih TK/TM BMN yang Telah

TK/TM Non Persediaan

Submenu TK/TM Non Persediaan menyajikan TK/TM BMN per kode barang kecua

\_ Dihentikan dari Penggunaan dapat diabaikan dan diberikan penjelasan. Y,

persediaan. Monitoring ini mempermudah penelusuran transaksi transfer berupa BMN

pada Aplikasi SIMAK-BMN/Modul Aset Tetap SAKTI.

Transfer Keluar / Transfer Masuk Non Persediaan bt o}

£xcat | Show[AlL_+ | entries

VETERA
JAKARTA

TK/TM Piutang Pajak

Submenu ini disediakan untuk mengakomodasi dalam hal terdapat TK/TM berupa

Piutang Pajak.

Transfer Keluar / Transfer Masuk Piutang Pajak =

i | Show 10 v | entries

Kede *  Ursian Kade fhun Uratan Ak Transhar Hiluar Kada Musik Uraian Masuh Transhes Masuk Selisih

TK/TM Persediaan

Submenu TK/TM Persediaan menyajikan TK/TM BMN berupa persediaan per kode

barang. Monitoring ini mempermudah penelusuran transaksi transfer berupa BMN

pada Aplikasi Persediaan/Modul Persediaan SAKTI.

—@
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9.6

9.7

Transfer Keluar / Transfer Masuk Persediaan E=s

Saldo Satker Inaktif

Satker yang mengalami likuidasi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hak dan
kewajibannya sampai dengan saldo pada Neraca bernilai nihil. Dalam hal satker inaktif
(satker yang dilikuidasi) masih memiliki saldo pada Neraca maka satker yang dilikuidasi
atau entitas akuntansi/pelaporan yang membawahi berkewajiban untuk
menyelesaikannya. Submenu Saldo Satker Inactive menyajikan saldo akun-akun

Neraca 6 (enam) digit pada satker yang dilikuidasi.

Monitoring Satker Inactive [Ssianey

Reklasifikasi Aset

Transaksi Reklasifikasi Keluar/Masuk (RK/RM) akan menghasilkan akun Koreksi Atas
Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya (kode akun 391151). Nilai RK/RM
yang disajikan merupakan RK/RM BMN berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya
sedangkan RK/RM persediaan tidak disajikan. Nilai RK dan RM umumnya akan sama
besar kecuali RK/RM untuk BMN yang memiliki perbedaan masa manfaat. Untuk itu
satker harus memastikan terlebih dahulu penyebab selisih RK/RM. Submenu
Reklasifikasi Aset menyajikan nilai rupiah selisih reklasifikasi masuk dan reklasifikasi

keluar untuk masing-masing satker.



9.8

Monitoring Reklasifikasi Aset =0

( Troubleshooting . K )3_

1. Jika ditemukan selisih Reklasifikasi Aset satker pada Aplikasi e-Rekon&LK
satker dapat melakukan penelusuran melalui Buku Besar Akrual Aplikasi
SAIBA atau Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI untuk akun Koreksi Atas
Reklasifikasi Persedian/Aset Tetap/Aset Lainnya (kode akun 391151).

2. Berdasarkan mutasi akun 391151 dapat diketahui penyebab selisih apakah
berasal dari Aplikasi SIMAK BMN/ Modul Aset Tetap SAKTI.

3. Kesalahan perekaman pada Aplikasi SIMAK BMN dilakukan dengan
melakukan perbaikan pada transaksi reklasifikasi berkenaan selanjutnya
melakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA kemudian
melakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.

4. Transaksi reklasifikasi keluar pada Aplikasi SAKTI harus berpasangan dengan
transaksi reklasifikasi masuk dengan nilai yang sama besar sehingga
seharusnya tidak terdapat selisih reklasifikasi aset.

5. Selisih reklasifikasi aset karena adanya perbedaan masa manfaat dapat

diabaikan dan berikan penjelasan.

- /

Resiprokal

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di bagian Profil Kualitas Laporan Keuangan
bahwa dalam rangka konsolidasian LK-BLU ke dalam LK entitas yang membawahinya,
perlu dilakukan eliminasi akun-akun timbal balik (resiprocal accounts) seperti
pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan
dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada
LRA. Submenu Resiprokal menyajikan pencatatan transaksi resiprokal, yaitu belanja
pada satker Non BLU atau BLU pemberi kerja dan pendapatan pada satker BLU
penerima kerja melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI. Dengan demikian, pada submenu

ini dapat dipastikan muncul sebagai selisih karena akun belanja dan pendapatan akun



6 (enam) digitnya berbeda. Namun demikian, perlu dipastikan setiap pencatatan
transaksi resiprokal belanja harus terdapat pencatatan transaksi resiprokal
pendapatannya berikut identitas satker pemberi kerja dan penerima kerja.

Transaksi Resiprokal Qidvane Fiter

Gktober . Semua . i Sathe n

ce | Show[10 W |entries

No KodeSatker *  Nama Satker Kode aAkun Uraian Akun Belanja Kode Sathker Mama Satker Pendapatan Selisih

012223445120 PUSPENERBAD 000.00.0000.000.424422 12288137 KP  POLITEKNIK PENERBANGAN 173,750,000 -173,750,000

NDONESIA CURUE

,750,000  022.12.288127.KP  POLITEKNIK PENERBANGAN 0 173,750,000
NDONESIA CURUG

3 D1224.344785.KD  DISDIKAY 010.22.1537.031.521219 D DISDIKAU 0 2,080,000,000

/Troubleshooting P @ —

Apabila ditemukan selisih transaksi resiprokal di mana perbedaan data bukan
terletak pada akun belanja dan akun pendapatannya, satker BLU selaku
penerima kerja dan satker BLU atau non BLU selaku pemberi kerja agar
melakukan pengecekan kembali, untuk memastikan bahwa transaksi antar

entitas tersebut telah direkam secara lengkap dan akurat sesuai dokumen

\sumber, disertai data satker pemberi dan penerima kerjanya. J

9.9 Rekap Resiprokal

Jika pada submenu Resiprokal disajikan detail pencatatan resiprokal akun belanja dan
pendapatan, maka pada submenu Rekap Resiprokal disajikan total nilai belanja dan
pendapatan transaksi resiprokal berserta identitas satker pemberi kerja dan penerima
kerja. Pada monitoring ini seharusnya tidak terdapat selisih karna nilai total belanja dan
pendapatan seharusnya sama. Dalam hal terdapat selisih, maka salah satu dari satker
pemberi atau penerima kerja belum melakukan perekaman atau salah merekam
transaksi resiprokal.

—@
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Q Advanc Fiter

Rekap Transaksi Resiprokal

65,000,000

10.

Menu ini merupakan monitoring atas dampak Kebijakan
__ » Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN atau Revaluasi BMN
!R;valns.et.;e.:!(.t.:deﬂarang terhadap laporan keuangan dan laporan BMN. Transaksi
- Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN akan menimbulkan

perubahan khususnya pada akun-akun Neraca, yang selanjutnya

akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan dan laporan
BMN. Monitoring Reval terdiri dari submenu Reval Aset, Rekap Reval Aset, Reval Aset
per Kode Barang, Rekap BMN Berlebih, BMN Berlebih per Barang, Reval GL vs BMN,
dan Reval Per NUP.

10.1 Reval Aset

Submenu Reval Aset menyajikan jurnal-jurnal yang terbentuk dari transaksi revaluasi
dan mengandung akun Revaluasi Aset Tetap (kode akun 391114), di mana yang
disajikan dalam submenu ini adalah akun pasangan atau lawan dari akun 391114.

Pada submenu ini, data reval aset disajikan per satker.

Monitoring Revaluasi Aset Tetap o=

10.2 Rekap Reval Aset

Submenu Rekap Reval Aset merupakan rekapitulasi dari submenu Reval Aset, di mana

akun-akun yang merupakan pasangan atau lawan dari akun 391114 disajikan per K/L.



10.3

10.4

Rekapituiasi Reval Aset

Reval Aset per Kode Barang

Reval Aset per Kode Barang menyajikan secara detail kenaikan atau penurunan nilai
aset per kode barang sebagai dampak dilakukannya Inventarisasi dan Penilaian
Kembali BMN (revaluasi BMN). Dampak revaluasi untuk masing-masing kode barang
tersebut dirinci sesuai jenis transaksi revaluasi BMN (transaksi 205, 224, 225, 229, 237,

238, dan seterusnya).

Monitoring Revaluasi Aset Tetap Per Kode Barang ==

Suthn A Harang

Rekap BMN Berlebih

Barang Berlebih adalah barang yang secara hak merupakan aset suatu satker namun
karena satu dan lain hal belum dicatat dan disajikan pada laporan BMN dan merupakan
objek dari Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN. Barang Berlebih ditemukan
karena adanya pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN, yang
ditindaklanjuti dengan pencatatan barang tersebut menggunakan nilai wajar hasil
Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN. Submenu Rekap BMN Berlebih menyajikan

rekapitulasi pencatatan Barang Berlebih per akun Neraca untuk masing-masing K/L.



Rekapitulasi Barang Berlebih

10.5 BMN Berlebih per Barang

Submenu BMN Berlebih per Barang menyajikan data sebagaimana pada submenu

Rekap BMN Berlebih untuk masing-masing satker.

Monitoring EMN Berlebih Per Kode Barang [ Sckrsave

Uraian Hode
Akun Ak Rarwng Ursian Barsng IRt Tatsl 1 . Teml

10.6 Reval GL vs BMN

Submenu ini disediakan untuk membandingkan dampak Revaluasi BMN yang dicatat
pada Aplikasi SAIBA/Modul Akuntansi dan Pelaporan SAKTI dengan Laporan BMN.
Submenu ini menyajikan akun-akun aset pada Neraca yang merupakan pasangan atau
lawan dari akun 391114 pada masing-masing satker, di mana data tersebut
dibandingkan antara yang tercatat pada Aplikasi SAIBA atau Modul Akuntansi dan
Pelaporan SAKTI (laporan keuangan) dengan Laporan BMN.

Monitoring Data Reval GL vs BMN Qe rer

017 2018 2019 Total




10.7 Reval Per NUP

Submenu ini disediakan untuk menyajikan detail Revaluasi BMN sampai dengan NUP

barang objek Revaluasi BMN yang diunduh dalam format excel.

Data Revaluasi Per NUP ( dalam Excel )

001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

1. Rincian

Menu ini merupakan fitur untuk memperoleh data rincian akun

yang disajikan pada laporan keuangan tingkat satker sampai
dengan tingkat konsolidasi (gabungan laporan keuangan K/L).
Menu Rincian dapat digunakan dalam rangka analisis rincian saldo akun khususnya
bagi konsolidator laporan keuangan. Menu Rincian terdiri dari submenu Rincian LK
Konsolidasi dan Rincian LK.

1.1 Rincian LK Konsolidasi

Submenu Rincian LK Konsolidasi menyediakan fitur unduh data rincian akun pada
konsolidator LKKL sesuai jenis laporan yang dipilih.

Rincian Laporan Keuangan Kensolidasi

taparms

......

Jenis-jenis laporan konsolidasi yang dapat dipilih pada submenu ini antara lain:
a. Daftar Saldo Kas Konsolidasi

b. Daftar Saldo Akrual Konsolidasi

c. Rincian LRA Jenis Belanja

d. Rincian LRA Fungsi Sub Fungsi

e. Rincian LRA Akun

—@
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11.2

> @ -

K.
l.

m.

Rincian LRA Akun Per BA Es1

Rincian LRA Sumber Dana

Rincian LO Konsolidasi (Per Akun)
Rincian LO Konsolidasi (Per KL)
Rincian LPE Konsolidasi (Per Akun)
Rincian LPE Konsolidasi (Per KL)
Rincian Neraca Konsolidasi (Per Akun)
Rincian Neraca Konsolidasi (Per KL).

Rincian LK

Submenu Rincian LK menyediakan fitur unduh data rincian akun sesuai jenis laporan

yang dipilih dari tingkat satker sampai dengan tingkat K/L.

Rincian Laporan Keuangan

Jenis-jenis laporan yang dapat dipilih pada submenu ini antara lain:

T @ ™o oo T

Daftar Saldo (Akrual)

Daftar Saldo (Kas)

List Saldo Awal (Akrual)

Rincian Neraca (Organisasi)

Rincian Neraca (Akun)

Rincian Laporan Operasional (Akun)
Rincian Laporan Operasional (Organisasi)
Rincian LPE (Akun)

Rincian LPE (Organisasi)

Rincian/CaLK BMN

Rincian Belanja Menurut Segment COA
Rincian Pendapatan Menurut Segment COA.
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Daftar
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&
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Menu Daftar menyajikan data detail hasil validasi/pengecekan
sistem atas adanya saldo atau transaksi yang terindikasi tidak
normal pada laporan keuangan. Menu ini merupakan penjabaran
dari Validitas SAI yang ditampilkan pada menu Profil Kualitas
Laporan Keuangan. Menu Daftar sering kali digunakan sebagai
alat telaah dalam penyusunan laporan keuangan untuk
memberikan keyakinan atas validitas data SAIl. Meskipun saldo

atau transaksi tidak normal yang muncul dalam menu Daftar tidak

(]
[
[
B Ak
(]
(]
[
[
B
(]
(]
[

menjadi syarat dalam penerbitan BAR, namun apabila tidak
diselesaikan maka tingkat validitas laporan keuangan akan
menurun. Menu Daftar terdiri dari submenu Neraca Tidak Balance, Saldo Tidak
Normal, Aset Belum Diregister, Akun Non Ref, Pagu Minus, Pengembalian Belanja,
Tanggal BUku SAl, Jurnal Tidak Lazim, Jurnal Umum Penyesuaian, Saldo Akrual,
Saldo Kas, Pajak Non BA 015.

Neraca Tidak Balance

Neraca Tidak Balance terjadi apabila persamaan akuntansi, yaitu aset = kewajiban +
ekuitas tidak terpenuhi. Atas kondisi ini harus dipastikan apakah kesalahan terjadi pada
sistem aplikasi pelaporan sehingga berdampak pada semua satker atau terjadi karena

kesalahan penggunaan aplikasi, sehingga hanya terjadi pada satker tertentu.

]

| Advance Fitter

Neraca Tidak Balance

ficel | Show[10 W [entries

No Kode 4 SstuanKerja Periode Jumlah

No data avsilsble in tsble

Saldo Tidak Normal

Saldo Tidak Normal terjadi apabila saldo akun yang seharusnya disajikan pada sisi
debet namun disajikan pada sisi kredit pada Neraca Percobaan atau sebaliknya.
Umumnya, saldo akun aset dan beban disajikan pada di sisi debet sedangkan saldo
akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan disajikan pada di kredit pada Neraca
Percobaan. Dalam kondisi tertentu, Beban Penyisihan Piutang serta Kas dan Bank

BLU Belum Disahkan yang saldo normalnya berada di sisi debet dapat disajikan di
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posisi kredit. Namun demikian, pada LK Tahunan tidak diperkenankan adanya saldo
Kas dan Bank BLU Belum Disahkan. Apabila terdapat Saldo Tidak Normal, satker
harus memastikan kembali penyebab adanya Saldo Tidak Normal dan melakukan
perbaikan yang diperlukan, misalnya saldo tidak normal terjadi karena adanya
kesalahan jurnal manual yang dilakukan sehingga diperlukan perbaikan atas jurnal

manual tersebut.

Saldo Tidak Normal Qs it

Oieaer - = u

el | Show[10 v | entries

saldo

No Kode Satuan Kerja T Debet Kredit Hormal Keterangan

054.01.689142 3PS KABUPATEN BENGKULU TENGAH 00 1,017,000 0 K TDK NORMAL

05401637063 BADAN PUSAT STATISTIK KAZ. MERANGIN 241,708 il K TOK NORMAL

69,830,000 0 ® TOK NORMAL

05401668760  BADAN PUSAT STATISTIK KAZ. MAPPI 00,000 a [S TOK NORMAL

0 190,852,000 [ TDK NORMAL

Aset Belum Diregister

Aset Belum Diregister terjadi apabila terjadi realisasi belanja yang menghasilkan aset
namun asetnya belum dicatat atau sebaliknya. Normalnya Aset Belum Diregister akan
tereliminasi apabila belanja dan asetnya telah dicatat meskipun terdapat perbedaan
waktu pencatatan, misalnya pembelian aset dengan menggunakan Uang Persediaan
(UP), asetnya dicatat terlebih dahulu berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima
(BAST) kemudian belanjanya baru dicatat saat terbit SP2D GUP/ GUP-Nihil. Aset
Belum Diregister tidak boleh muncul pada penyusunan laporan keuangan tahunan.
Dalam hal Aset Belum Diregister muncul karena adanya kesalahan akun belanja maka

satker harus melakukan koreksi dokumen sumber penganggaran dan/atau belanja.

ASET BELUM DIREGISTER

0. Oitaber - ;
e [ T | T (2, 1 Josties

No Kode satker 4 Nama satker akun

‘SEKRETARIAT JENDERAL 132211
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Akun Non Ref

Akun Non Referensi terjadi apabila terdapat akun baik kas maupun akrual yang tidak
dikenali atau tidak terdapat referensinya pada e-Rekon&LK berdasarkan peraturan
terkait Kodefikasi Bagan Akun Standar (BAS). Akun Non Referensi juga dapat terjadi
dalam hal terdapat akun yang sudah dinonaktifkan berdasarkan ketentuan tetapi masih
digunakan oleh satker. Namun apabila Akun Non Referensi muncul dikarenakan
adanya referensi akun yang belum tersedia pada e-Rekon&LK sementara pada
peraturan terkait BAS seharusnya ada, permasalahan dimaksud agar disampaikan
melalui HAI DJPb.

Akun Yang Tidak Mempunyai Referensi B

Pagu Minus

Pagu minus terjadi apabila nilai realisasi belanja melebihi pagu belanja pada tahun
berjalan. Terjadinya pagu minus tidak hanya terjadi pada segmen satker dan akun BAS
namun terjadi pula pada segmen program, kegiatan, dan output. Umumnya pagu minus
disebabkan satker belum melakukan pemuktahiran data ke Kanwil DJPb atas revisi
Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang menjadi kewenangan KPA. Pagu minus
dapat juga terjadi pada akun 51xxxx (Belanja Pegawai) yang memang diperbolehkan
untuk sementara waktu sebelum berakhirnya tahun anggaran. Pada prinsipnya pagu

minus wajib diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.

Pagu Minus (Realisasi Tanpa Pagu) [

Mode  * SatsanMaii o T g Rewlsl Pagu

Pengembalian Belanja
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Pengembalian belanja di tahun berjalan akan dianggap sebagai transaksi tidak normal
apabila nilainya melebihi realisasi belanjanya. Atas kondisi ini satker harus memastikan
penyebabnya apakah terjadi kesalahan akun dalam pengembalian belanja atau
terdapat realisasi akun belanja yang salah atau terjadi kesalahan kode satker dalam
pengembalian belanja.

Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Belanja =0

Tanggal Buku SAI

Validasi ini menunjukkan adanya perbedaan tanggal buku yaitu tanggal posting suatu
transaksi dengan periode dan tahun anggaran GL pada e-Rekon&LK. Kondisi ini dapat
disebabkan karena terdapat kesalahan dalam penggunaan aplikasi. Atas kondisi ini,
satker dapat melakukan perbaikan atas transaksi yang terindikasi tidak normal pada
aplikasi pelaporan.

Perbedaan Tanggal Buku =

Jurnal Tidak Lazim

Jurnal Tidak Lazim umumnya muncul apabila terdapat jurnal manual yang melibatkan
akun-akun BMN karena akun-akun BMN lazimnya merupakan kiriman jurnal yang
dihasilkan dari pencatatan pada Aplikasi Persediaan/ SIMAK-BMN/ Modul Persediaan/
Modul Aset Tetap SAKTI. Pada banyak kasus, satker sering kali melakukan jurnal
manual sebagai jalan pintas dalam penyelesaian munculnya saldo aset yang belum
diregister yang disebabkan adanya kesalahan penggunaan akun belanja. Atas
kesalahan penggunaan akun belanja, seharusnya satker melakukan perbaikan
dokumen anggaran dan/atau realisasinya. Meski demikian, terdapat kondisi tertentu di
mana satker tidak dapat melakukan perbaikan dokumen anggaran dan/atau

realisasinya. Misalnya, satker tidak memiliki sisa pagu anggaran yang cukup untuk
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direalokasi. Contoh lain adalah perbaikan akun pada dokumen realisasi anggaran yang
memerlukan pemisahan jenis belanja yang berbeda sehingga akan berdampak pada
nilai SPM/SP2D. Oleh karena itu, atas jurnal tidak lazim yang muncul harus ditelusuri
kembali apakah jurnal manual yang dilakukan telah benar dan sesuai ketentuan.
Adapun jurnal tidak lazim yang diperbolehkan antara lain adanya transaksi
pengembalian belanja yang berdampak pada koreksi nilai aset, yang terjadi pada
satker pengguna Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA. Transaksi
pengembalian belanja yang berdampak pada koreksi nilai aset memerlukan
pencatatan realisasi pengembalian belanja pada Aplikasi SAIBA serta pencatatan
transaksi koreksi nilai pada Aplikasi SIMAK BMN atau Persediaan. Setelah dilakukan
pengiriman data dari Aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA,
dimungkinkan muncul akun Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister
sehingga diperlukan jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi
akun tersebut. Jurnal ini akan terdeteksi sebagai jurnal tidak lazim pada e-Rekon&LK.
Contoh lain adalah jurnal penyesuaian yang melibatkan akun BMN terkait perolehan
hibah langsung bentuk barang dan belanja yang masih harus dibayar yang
menghasilkan BMN.

Jurnal Tidak Lazim jBia ]

Jurnal Umum Penyesuaian

Submenu ini menyajikan jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari pencatatan BMN
dan jurnal manual, baik jurnal penyesuaian maupun jurnal umum. Fitur ini dapat
dimanfaatkan oleh konsolidator laporan keuangan untuk melihat detail jurnal yang
dilakukan oleh entitas akuntansi di bawahnya, termasuk menelusuri adanya jurnal tidak
lazim atau kesalahan penjurnalan yang dilakukan oleh satker.



Jurnal Umum Penyesuaian ot |

KDBAESL *  WESATWER KODERON INSBORL TGLDOKS WODOKL s _BM URRIAN

s & R 0303821230008 s3I 2usmnt

12.10 Saldo Akrual

Submenu ini menyajikan daftar saldo akun pada buku besar akrual per satker dengan
parameter akun yang dapat dipilih.

Advance Fitter
Daftar Saldo Buku Besar Akrual Qa2
‘ &:H-..Shww 10~ entries ’ 2 o "

No Kode » Urai: KdTr Debet Kredit

o401 018578 T 13387555

PUSAT STATISTIK
55401018575 s1a 348 o
2 054010 20 o 155

054.01018578

12.11 Saldo Kas

Submenu ini menyajikan daftar saldo akun pada buku besar kas per satker dengan

parameter akun yang dapat dipilih.

prem—
Daftar Saldo Buku Besar Kas ol
e Show| -lD | entries
Exel o] 2 3 met
Ho Kode - Uraian KdTrm Akun Nama Akun Debet Kredit
PDN KAMPUS JAKARTA 30 511153 6,953,300 o
SN KAPUS Sk = s o
s 01001 382553 SN kAP JakksTa 20 samss s557
SON KAMPUS JAKATA 30 st 19885 o
PDN KAMPUS JAKARTA 20 521112 3,352,078,000

12.12 Pajak Non BA 015

Pendapatan pajak seharusnya hanya dibukukan oleh satker lingkup Direktorat
Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apabila terdapat pendapatan

pajak di luar satker tersebut maka dapat dipastikan terdapat transaksi yang salah yang

o 67
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umumnya bersumber dari potongan SPM yang salah akun. Apabila ditemukan
kesalahan akun potongan SPM pada SPM satker, satker menindaklanjuti dengan
melakukan perbaikan atau koreksi SPM dengan berpedoman pada ketentuan yang
berlaku. Namun, apabila satker mencantumkan data potongan SPM menggunakan
identitas satker lain dan kesalahan terjadi atas data ptotongan tersebut, tersebut,
satker dapat meminta bantuan KPPN mitra untuk menyampaikan kepada satker terkait

untuk melakukan koreksi SPM.

Pendapatan Pajak Non BA015

| 2xcat | Show[10 v |entries

MAHKAMAH SYAR

Daftar BMN

Menu Daftar BMN menyajikan data detail hasil validasi/
pengecekan sistem atas adanya data atau saldo yang terindikasi
tidak normal pada laporan BMN. Menu ini merupakan penjabaran
dari Validitas BMN yang ditampilkan pada menu Profil Kualitas
Laporan Keuangan. Menu Daftar BMN dapat digunakan sebagai
alat telaah dalam penyusunan laporan BMN untuk memberikan
keyakinan atas validitas data BMN. Meskipun data atau saldo tidak

normal yang muncul dalam menu Daftar BMN tidak menjadi syarat

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
G R

dalam penerbitan BAR, satker tetap didorong untuk
menyelesaikan permasalahan demi menjaga validitas laporan BMN. Menu Daftar BMN
terdiri dari submenu Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus, Flag SAP Kosong, Kode
Barang Non Ref, Perolehan Ganda, Tanggal Buku, Tanggal Perolehan < 1945,
Kuantitas Kosong, SP2D Transaksi BMN, Daftar SP2D BMN Non 53, Daftar Transaksi
BMN, Rekap Transaksi BMN per KL.

Nilai Perolehan Minus

Pada dasarnya nilai perolehan BMN selalu bernilai positif. Apabila terdapat nilai

perolehan BMN yang bernilai negatif/minus hal ini merupakan indikasi adanya
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ketidaknormalan data BMN. llustrasi validasi nilai perolehan minus adalah sebagai
berikut:

QAdvance Fiter

Validasi Nilai Perolehan

S ; a8 B

el | Show[10 v |entries

Hama Barang NoAset

Nilai Buku Minus

Kebijakan penyusutan aset tetap yang digunakan oleh pemerintah adalah metode garis
lurus (straight line method) tanpa nilai residu. Dengan demikian nilai buku suatu aset
tetap yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan paling rendah adalah 0
(nol). Dalam hal terdapat akumulasi penyusutan yang melebihi nilai perolehan atau nilai
perolehan yang bernilai minus pada BMN akan menyebabkan saldo tidak normal

berupa Nilai Buku Minus. llustrasi validasi nilai buku minus adalah sebagai berikut:

Validasi Nilai Buku

el | Show[10 | entries

Rupiah Susut

Intrskomptabel  025.04.5815822.000

( Troubleshooting

1. Jika ditemukan validasi Nilai Perolehan Minus dan Nilai Buku Minus pada
Aplikasi e-Rekon&LK catat kode barang dan NUP yang minus.

2. Cek melalui pencetakan history BMN pada Aplikasi SIMAK BMN atau Modul
Aset Tetap SAKTI apakah kode barang dan NUP berkenaan bernilai minus.

3. Jika history BMN pada Aplikasi SIMAK BMN menunjukkan nilai minus, satker
dapat melakukan normalisasi BMN melalui menu Normalisasi. Perekaman

normalisasi BMN harus ditindaklanjuti dengan memastikan substansi

N /

—@
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-

keberadaan BMN. BMN yang secara substansi ada dilakukan perekaman\

melalui menu Input Normalisasi. Sedangkan BMN yang secara substansi
tidak ada dilakukan perekaman melalui menu Penghapusan Normalisasi.
Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA
selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.

Jika history BMN pada SIMAK BMN tidak menunjukkan adanya nilai minus,
satker agar melakukan pencatatan atas permasalahan tersebut dan
penyelesaiannya agar menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan e-Rekon&LK
yang telah dikembangkan terkait penyelesaian selisih data antar aplikasi.
Pada Modul Aset Tetap SAKTI seharusnya tidak dimungkinkan adanya BMN
bernilai minus. Dalam hal terdapat BMN bernilai minus, satker dapat

menyampaikan permasalahan tersebut melalui layanan

https://hai.kemenkeu.go.id/. J

Flag SAP Kosong

Kebijakan terkait Flag SAP, yaitu = (Y) untuk BMN intrakomptabel atau = (T) untuk
BMN ekstrakomptabel. Apabila terdapat data BMN dengan Flag SAP kosong, Flag
selain Y atau T, atau Flag SAP menggunakan huruf kecil (y atau t), maka BMN tersebut

tidak disajikan sebagai aset intrakomptabel maupun ekstrakomptabel dan muncul

dalam monitoring ini. llustrasi validasi flag SAP kosong adalah sebagai berikut:

validasi flag sap QadvanceFiter

Kode  *  Nama Satker Kode Barang o Aset TelPerolehan InsTrn Flag SAP

No dats svailablein table

(Troubleshooting lf

1. Jika ditemukan validasi Flag SAP Kosong pada Aplikasi e-Rekon&LK catat
kode barang dan NUP berkenaan.

2. Satker dapat melakukan normalisasi atas BMN tersebut pada Aplikasi SIMAK
BMN selanjutnya melakukan tindak lanjut berupa Input Normalisasi atau
Penghapusan Normalisasi.

3. Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA

selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.

—@

J
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4. Pada Modul Aset Tetap SAKTI seharusnya tidak dimungkinkan adanya BMN
dengan flag SAP kosong. Dalam hal terdapat flag SAP kosong, satker dapat
menyampaikan permasalahan tersebut melalui layanan

https://hai.kemenkeu.go.id/.

Kode Barang Non Ref

Kode Barang Non Referensi menunjukkan adanya data tidak normal BMN berupa kode
barang yang referensinya tidak standar atau tidak ada dalam tabel referensi BMN atau
tidak sesuai dengan PMK dan KMK mengenai penggolongan dan kodefikasi BMN, baik
yang kosong, jumlah digitnya tidak sesuai ketentuan, maupun rangkaian kodenya tidak
sesuai ketentuan. Kondisi ini dapat disebabkan adanya kesalahan dalam penggunaan
aplikasi. Satker harus melakukan penelusuran atas ketidaknormalan tersebut pada
Aplikasi SIMAK BMN atau Modul Aset Tetap SAKTI. llustrasi validasi kode barang non

referensi adalah sebagai berikut:

validasi kode barang

Excel | Show[10 W entries

No Kode “  Mama Satker Kode Barang No Aset

Troubleshooting B ff\

1. Jika ditemukan validasi Kode Barang Non Referensi pada Aplikasi e-
Rekon&LK pastikan validasi tersebut hanya muncul pada tahun berjalan.

2. Pastikan pada Aplikasi SIMAK BMN tidak terdapat indikasi adanya kode
barang non referensi baik pada history maupun laporan BMN.

3. Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA
selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.

4. Pada Modul Aset Tetap SAKTI seharusnya tidak dimungkinkan adanya BMN

dengan kode barang non referensi. Dalam hal terdapat kode barang non

referensi, satker dapat menyampaikan permasalahan tersebut melalui
\Iayanan https://hai.kemenkeu.go.id/. /

Perolehan Ganda

o 71
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Perolehan Ganda terjadi apabila terdapat data BMN yang mengandung transaksi induk
(transaksi perolehan awal) lebih dari satu, di mana data satu NUP dengan transaksi
perolehan lebih dari 1 (satu) transaksi. Misalnya, untuk 1 NUP barang terdapat
transaksi pembelian dan transfer masuk. llustrasi validasi perolehan ganda adalah

sebagai berikut:

Validasi Perolehan

el | Show[10  |entries

No Kode 4 Nama Satker Kode Barang Ho Aset JnsTran

No data availsble in table

Troubleshooting _@:

1. Jika ditemukan validasi perolehan ganda pada Aplikasi e-Rekon&LK cata{?

kode barang dan NUP berkenaan.

2. Satker dapat melakukan normalisasi atas BMN tersebut pada Aplikasi SIMAK
BMN selanjutnya melakukan tindak lanjut berupa Input Normalisasi atau
Penghapusan Normalisasi.

3. Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA
selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.

4. Pada Modul Aset Tetap SAKTI seharusnya tidak dimungkinkan adanya BMN
dengan perolehan ganda. Dalam hal terdapat perolehan ganda, satker dapat

menyampaikan permasalahan tersebut melalui layanan https://hai.

kemenkeu.go.id/. J

Tanggal Buku

Validitas ini muncul apabila terdapat data BMN dengan tanggal buku transaksi non
induk (transaksi lanjutan) mendahului tanggal buku transaksi induk (transaksi
perolehan awal), data BMN dengan tanggal buku yang mendahului tanggal perolehan,
data BMN dengan tanggal buku transaksi induk kosong, atau data BMN dengan
tanggal buku transaksi non induk kosong. llustrasi validasi tanggal buku adalah

sebagai berikut:



Validasi Tanggal Buku

fcel | Show[10 ¥ |entries

No Kode Hama Satker

|
- P

/ Troubleshooting ) @\

1. Jika ditemukan validasi tanggal buku pada Aplikasi e-Rekon&LK catat kode
barang dan NUP berkenaan.

2. Satker dapat melakukan normalisasi atas BMN tersebut pada Aplikasi SIMAK
BMN selanjutnya melakukan tindak lanjut berupa Input Normalisasi atau
Penghapusan Normalisasi.

3. Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA
selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.

4. Pada Modul Aset Tetap SAKTI seharusnya tidak dimungkinkan adanya BMN
dengan tanggal buku tidak normal. Dalam hal terdapat validasi tanggal

buku, satker dapat menyampaikan permasalahan tersebut melalui layanan

\ https://hai. kemenkeu.go.id/. /

13.7 Tanggal Perolehan < 1945

Perolehan BMN seharusnya paling awal adalah sejak Indonesia merdeka yaitu tanggal
17 Agustus 1945. Monitoring submenu ini muncul apabila terdapat data BMN dengan
tanggal perolehan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 (tanggal perolehan < 17 Agustus
1945) atau tanggal perolehan 0 atau kosong. llustrasi validasi tanggal perolehan <1945

adalah sebagai berikut:

Validasi Tanggal Perolehan < 1945 A

et | Show[I0 %] entries

No Kode * NamaSatker Kode Barang Ho Aset Tel Buku TelPerolehan

Troubleshooting .

1. Jika ditemukan validasi tanggal perolehan pada Aplikasi e-Rekon&LK catat
kode barang dan NUP berkenaan.
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4 )

2. Satker dapat melakukan normalisasi atas BMN tersebut pada Aplikasi SIMAK
BMN selanjutnya melakukan tindak lanjut berupa Input Normalisasi atau
Penghapusan Normalisasi.

3. Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA
selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.

4. Pada Modul Aset Tetap SAKTI perbaikan dapat dilakukan melalui perekaman
pada menu Koreksi Pencatatan selanjutnya BMN dengan tanggal perolehan
yang benar direkam kembali melalui menu Saldo Awal jika merupakan
perolehan tahun anggaran yang lalu atau Perolehan Lainnya apabila
merupakan perolehan tahun berjalan selanjutnya melakukan perekaman
jurnal manual melalui Modul Akuntansi dan Pelaporan untuk mengeliminasi
akun Pendapatan Perolehan Aset Lainnya dan akun Koreksi Nilai Aset

\ Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi. j

Kuantitas Kosong

Validitas Kuantitas Kosong muncul apabila terdapat data BMN dengan kuantitas nol,
namun nilainya tidak nol, data BMN dengan kuantitas minus, atau data BMN dengan
kuantitas tidak nol namun nilai perolehannya nol atau tidak ada. llustrasi validasi

kuantitas kosong adalah sebagai berikut:

Validasi Kuantitas et

Wams Sabbar ModeBarang NeAst O Mas ntitan Bph At

/ Troubleshooting B % A

1. Jika ditemukan validasi kuantitas kosong pada Aplikasi e-Rekon&LK catat

kode barang dan NUP berkenaan.

2. Satker dapat melakukan normalisasi atas BMN tersebut pada Aplikasi SIMAK
BMN selanjutnya melakukan tindak lanjut berupa Input Normalisasi atau
Penghapusan Normalisasi.

3. Lakukan pengiriman ulang ADK dari Aplikasi SIMAK BMN ke SAIBA
selanjutnya lakukan upload ulang ADK SAIBA ke e-Rekon&LK.

4. Pada Modul Aset Tetap SAKTI seharusnya tidak dimungkinkan adanya BMN

dengan kuantitas kosong. Dalam hal terdapat kuantitas kosong, satker dapat

\_ )




menyampaikan permasalahan tersebut melalui layanan https://hai.

kemenkeu.go.id/.

13.9 SP2D Transaksi BMN

Submenu ini menyajikan daftar SP2D dengan akun belanja yang dicatat dengan
menggunakan pendekatan aset atau akun belanja yang menghasilkan aset. Daftar
SP2D dapat dipilih dengan parameter Belanja Barang (52), Belanja Modal (53), atau

Belanja Bantuan Sosial (57).

Daftar SP2D Transaksi BMN e it

13.10 Daftar SP2D BMN Non 53

Submenu ini menyajikan data SPM/SP2D dengan akun selain Belanja Modal (53) pada
Aplikasi SIMAK BMN atau Modul Aset, yang direkam oleh satker pada saat terjadi
transaksi perolehan BMN yang disertai penerbitan SPM/SP2D (misalnya pembelian
atau pengembangan). Daftar ini menunjukkan adanya indikasi ketidaktepatan
pengunaan akun belanja yang seharusnya menggunakan akun Belanja Modal (53).
Untuk itu, atas ketidaktepatan akun belanja tersebut perlu ditindaklanjuti melalui
koreksi dokumen anggaran dan/atau dokumen pelaksanaan anggaran.

Daftar Kapitalisasi SP2D Non 53 Qpmeaie
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13.11 Daftar Transaksi BMN

Submenu ini menyajikan daftar seluruh transaksi BMN per satker. Melalui submenu ini,
satker dapat memperoleh informasi mengenai transaksi apa saja yang terjadi atas
masing-masing jenis aset (berdasarkan klasifikasi akun aset pada neraca dan bidang
barang) beserta kuantitas barang dan nilai transaksinya. Daftar Transaksi BMN dapat
dimanfaatkan untuk menganalisis mutasi keluar dan masuk BMN sampai dengan kode

bidang barang dan akun neraca terkait.

Daftar Transaksi BMN QAdvance s

Oitonr - il - n

el | Show[10 ¥ |entries

No Kode Satker * Kuantitas Nilai

ALAT EKEPLORAS 202 Transfer Kelusr 5 14,467,000

PUBLIK

13.12 Rekap Transaksi BMN per KL

Submenu ini merupakan rekapitulasi dari submenu Daftar Transaksi BMN di mana

datanya disajikan per K/L.

Rekapitulasi Daftar Transaksi BMN per K/L

et | Show (10 ] entries

No Kode Uraian Akun Uraian Akun Bidang Uraian Bidang Transaksi Transaksi Kuantitas nilai

305 ALAT KANTOR & RUMAH 108 Pembelian 50 808,610,000
TANGGA

TUSYAWARATAN 162151 Software 201 ASET TAK BERWUJUD

ASET TAK BERWUJUD

14. Referensi COA Entitas

Menu Referensi CoA Entitas menyajikan data, identitas, atau informasi mengenai
entitas akuntansi, entitas pelaporan, serta pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan
laporan keuangan yang terdiri dari Eselon |, UAPPAW, Satker, KPPN, Kanwil DJPDb,
Wilayah, KPKNL, dan Kanwil DJKN.



15.

16.

Referensi COA Non Entitas

Menu Referensi COA Non Entitas menyajikan referensi terkait penganggaran dan

pelaksanaan anggaran, antara lain Akun, Program, Kegiatan, Fungsi, dan Output.

Referensi Lainnya

Referensi Lainnya menyajikan referensi di luar COA Entitas dan COA Non Entitas, di
antaranya Posting Rule, Posting Rule SIMAK, Posting Rule Persediaan, Kode Barang,
Cara Perolehan, dan Sumber Dana.

Submenu Posting Rule, Posting Rule SIMAK, dan Posting Rule Persediaan
menggambarkan jurnal-jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SAIBA atau Modul
Akuntansi dan Pelaporan SAKTI, SIMAK BMN atau Modul Aset, dan Persediaan atau
Modul Persediaan ketika satker melakukan perekaman transaksi atas akun-akun

tertentu.

Submenu Kode Barang menyaijikan referensi kode barang sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Negara beserta aturan perubahannya.

Submenu Cara Perolehan menyajikan referensi jenis transaksi persediaan serta aset
tetap/aset lainnya beserta kode transaksinya.

Submenu Sumber Dana menyajikan variasi sumber dana yang digunakan dalam
membiayai pengeluaran negara, antara lain rupiah murni, pinjaman, hibah, PNBP,
BLU, dan lain-lain.



ATR

BAR

BLU

BUN

COA

Ekstrakomptabel

Flag SAP

GL

Modul Akuntansi dan

Pelaporan

Intrakomptabel

MPHL-BJS

GLOSARIUM

Aset Tetap Renovasi adalah biaya renovasi atas Aset Tetap yang
bukan milik entitas yang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.
Berita Acara Rekonsiliasi adalah dokumen yang menyatakan bahwa
proses rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukan hasil
yang sama atau telah memenubhi kriteria untuk diterbitkan.

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efsiensi dan produktivitas.
Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas
menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara.

Chart of Account atau Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun
secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan
pemerintah.

BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan tidak disajikan
dalam neraca.

Flag SAP merupakan penanda BMN apakah termasuk dalam
kategori intrakomptabel (Y) atau ekstrakomptabel (T).

General Ledger atau Buku Besar adalah buku utama pencatatan
transaksi keuangan yang menggabungkan masukan dari semua
jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis.
Bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk pengintegrasian data jurnal
dari semua modul SAKTI dalam rangka penyusunan laporan
keuangan.

BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam Neraca
Pemerintah Pusat.

Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat

Berharga adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat



OLAP

POK

Posting

Posting Rule

PKLK

Akun Resiprokal

SABUN

lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan
Hibah, dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk
barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui
Kuasa BUN.

Online analytical processing pada Aplikasi e-Rekon&LK merupakan
kebijakan schedule pelaporan pada Aplikasi e-Rekon&LK untuk
pembentukan laporan keuangan atau laporan BMN.

Petunjuk Operasional Kegiatan adalah dokumen yang memuat
uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan
kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari
DIPA.

Proses memindahkan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke
dalam setiap akun buku besar yang sesuai.

Jurnal standar yang dibutuhkan untuk membukukan, melakukan
proses posting, dan melakukan proses penutupan suatu transaksi
keuangan pemerintah pada suatu sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan.

Profil Kualitas Laporan Keuangan adalah menu pada Aplikasi e-
Rekon&LK yang menunjukkan kualitas laporan keuangan tingkat
satker sampai dengan K/L yang meliputi kepatuhan pelaksanaan
rekonsiliasi eksternal, kelengkapan elemen data rekonsiliasi, dan
validasi data keuangan dan BMN.

Akun timbal balik seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban
yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas
pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA
yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum
Negara adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku

BUN dan pengguna anggaran Bagian Anggaran BUN.



SAl

SAPP

SIAP

TDK

TDK COA

TUP

UAKPA

UAKPB

UAPA

Sistem - Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian
negara/lembaga.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi
sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada
Pemerintah Pusat.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat adalah
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai
dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada
Kementerian Keuangan selaku BUN.

Transaksi Dalam Konfirmasi merupakan transaksi yang
menunjukkan adanya selisih jumlah rupiah antara data SAl dan SiAP
yang memerlukan tindak lanjut.

Transaksi Dalam Konfirmasi Chart of Account merupakan transaksi
yang menunjukkan adanya selisih data antara SAI dan SiAP yang
memerlukan tindak lanjut hingga tingkat COA.

Tambahan Uang Persediaan adalah uang muka yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat
mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah
ditetapkan.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna
Anggaran  adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan
akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang adalah
Satker/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang
mengurus dan/atau menggunakan BMN.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran.



UAPB

UAPPA-E1

UAPPA-W

UAPPB-Es1

UAPPB-W

upP

adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara/ lembaga
(Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan
Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang yang selanjutnya
singkat UAPB adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian
negara/ lembaga (Pengguna Barang) yang melakukan kegiatan
penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-E1 yang berada di
bawahnya.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna
Anggaran Eselon | adalah unit akuntansi pada unit eselon | yang
melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh
UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang
langsung berada di bawahnya.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah adalah unit akuntansi pada tingkat wilayah atau
unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W yang melakukan
kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang
berada dalam wilayah kerjanya.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon
| yang selanjutnya disebut UAPPB-E1 adalah unit akuntansi pada
tingkat Eselon | yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan
BMN seluruh UAPPB-W yang berada di wilayah kerj anya serta
UAKPB yang langsung berada di bawahnya.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah
adalah unit akuntansi pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain
yang ditetapkan sebagai UAPPB-W yang melakukan kegiatan
penggabungan Laporan BMN seluruh UAKPB yang berada dalam
wilayah kerjanya.

Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu
yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin

dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
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Hal . Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (Unaudited) serta
Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun

Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/ Direktur
Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
(sesuai Lampiran 1)

2. Inspektur Jenderal/lnspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawas Intern
Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (sesuai Lampiran Il)

Dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (Unaudited), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan
menyampaikan LKKL yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (LK BLU) pada
masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L). LKKL Unaudited disampaikan kepada
Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Penyusunan LKKL Tahun 2021 (Unaudited) berpedoman pada format sebagaimana diatur
dalam BAB Il Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

3. Setiap Pengguna Anggaran agar menandatangani lembar muka/face masing-masing
komponen LKKL Tahun 2021 (Unaudited).

4. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian LK setiap entitas akuntansi pada K/L
agar berpedoman pada Lampiran Il surat ini.

5. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi pada akhir tahun anggaran 2021
untuk satuan kerja (satker) non BLU berpedoman pada Lampiran IV surat ini. Pengaturan
untuk satker BLU diatur dalam surat terpisah.

6. Pengungkapan atas pelaksanaan Program PC-PEN serta dampak pandemi COVID-19
dalam CalLK berpedoman pada Lampiran V surat ini.

7. Bagi K/L yang memiliki satker BLU, periode pemeriksaan LK BLU oleh auditor eksternal,
agar selaras dengan periode pemeriksaan LKKL Tahun 2021.

8. Bagi K/L yang memiliki transaksi keuangan bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah
Terencana Luar Negeri (PHLN) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. K/L agar menyusun ikhtisar LK PHLN untuk dilampirkan dalam LKKL Tahun 2021
dengan berpedoman pada Lampiran VI dan/atau VII surat ini, serta mengungkapkan
secara memadai pada Catatan Penting Lainnya di CalLK;

b. K/L yang memiliki Program Percepatan Penurunan Stunting (terdapat di 9 K/L) agar
dapat mengungkapkan ikhtisar keuangan program tersebut pada Catatan Penting
Lainnya di CaLK dengan berpedoman pada Lampiran VIl surat ini;
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c. Laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh masing masing lender/donor agar
disampaikan sesuai periodisasi, format, dan/atau mekanisme yang ditetapkan oleh
masing-masing lender/donor.

9. Untuk meningkatkan kualitas LKKL Tahun 2021, setiap K/L agar melakukan langkah-
langkah sebagai berikut:

a. Memastikan permasalahan pada LKKL Triwulan Ill Tahun 2021 telah ditindaklanjuti;

b. Memanfaatkan menu Profil Kualitas LK dan menu Telaah LK pada aplikasi e-Rekon&LK
untuk monitoring dan evaluasi atas kepatuhan, kelengkapan, dan validitas data LK serta
analisis telaah LK tingkat satker (UAKPA);

c. Melakukan telaah atas LK tingkat Wilayah, Eselon I, hingga K/L dengan bantuan kertas
kerja telaah sebagaimana terdapat pada Lampiran IX surat ini.

d. Menatausahakan dan mendigitalisasi seluruh dokumen sumber transaksi keuangan,
termasuk Memo Penyesuaian;

e. Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai
dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan
Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

f. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga
keandalan dan kualitas penyajian LKKL.

10. LKKL Tahun 2021 (Unaudited) dalam bentuk softcopy dapat disampaikan ke alamat email
bai.dit.apk.djpb@kemenkeu.go.id cc  direktoratapk.djpb@kemenkeu.go.id dan dalam
bentuk hardcopy disampaikan ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan, Ditien Perbendaharaan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIl lantai 1,
Jalan Budi Utomo No.6 Jakarta 10710.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
Fahma Sari Fatma

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan

2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara

3. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia

4. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara seluruh Indonesia

5. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia

6. Para Kepala Kantor Pelayananan Kekayaan Negara dan Lelang seluruh Indonesia

>
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LAMPIRAN |

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S-27/PB/PB.6/2021
Tanggal : 31 Desember 2021

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/
KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

No. Kementerian Negara/Lembaga
1. | Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2. | Dewan Perwakilan Rakyat Rl
3. | Dewan Perwakilan Daerah RI
4. | Badan Pemeriksa Keuangan RI
5. | Mahkamah Agung RI
6. | Mahkamah Konstitusi RI
7. | Komisi Yudisial RI
8. | Kejaksaan Agung RI
9. | Kementerian Sekretariat Negara RI
10. | Kementerian Dalam Negeri RI
11. | Kementerian Luar Negeri RI
12. | Kementerian Pertahanan RI
13. | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14. | Kementerian Keuangan Rl
15. | Kementerian Pertanian RI
16. | Kementerian Perindustrian RI
17. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18. | Kementerian Perhubungan RI
19. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
20. | Kementerian Kesehatan RI
21. | Kementerian Agama RI
22. | Kementerian Ketenagakerjaan RI
23. | Kementerian Sosial RI
24. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25. | Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rl
27. | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29. | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rl

o




No. Kementerian Negara/Lembaga
30. | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

31. | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. | Kementerian Badan Usaha Milik Negara Rl

33. | Badan Riset dan Inovasi Nasional

34. | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI

35. | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36. | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37. | Badan Intelijen Negara

38. | Badan Siber dan Sandi Negara

39. | Dewan Ketahanan Nasional

40. | Badan Pusat Statistik

41. | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

42. | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

43. | Perpustakaan Nasional

44. | Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

45. | Kepolisian Negara RI

46. | Badan Pengawas Obat dan Makanan

47. | Lembaga Ketahanan Nasional

48. | Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

49. | Badan Narkotika Nasional

50. | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51. | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

52. | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

53. | Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

54. | Komisi Pemilihan Umum

55. | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

56. | Lembaga limu Pengetahuan Indonesia

57. | Badan Tenaga Nuklir Nasional

58. | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

59. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

60. | Badan Informasi Geospasial

61. | Badan Standardisasi Nasional

62. | Badan Pengawas Tenaga Nuklir

63. | Lembaga Administrasi Negara

64. | Arsip Nasional RI

65. | Badan Kepegawaian Negara




No. Kementerian Negara/Lembaga
66. | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

67. | Kementerian Perdagangan RI

68. | Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

69. | Komisi Pemberantasan Korupsi

70. | Badan Nasional Penanggulangan Bencana

71. | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

72. | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

73. | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

74. | Komisi Pengawas Persaingan Usaha

75. | Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura

76. | Ombudsman RI

77. | Badan Nasional Pengelola Perbatasan

78. | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79. | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

80. | Sekretaris Kabinet

81. | Badan Pengawas Pemilu

82. | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

83. | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

84. | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85. | Badan Keamanan Laut

86. | Badan Pembinaan ldeologi Pancasila

87. | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban




LAMPIRAN lI

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S-27/PB/PB.6/2021
Tanggal : 31 Desember 2021

DAFTAR INSPEKTUR JENDERAL/INSPEKTUR UTAMA/INSPEKTUR/KEPALA SPI/
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No. Kementerian Negara/Lembaga
1. | Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2. | Dewan Perwakilan Rakyat Rl
3. | Dewan Perwakilan Daerah RI
4. | Badan Pemeriksa Keuangan RI
5. | Mahkamah Agung RI
6. | Mahkamah Konstitusi RI
7. | Komisi Yudisial RI
8. | Kejaksaan Agung RI
9. | Kementerian Sekretariat Negara RI
10. | Kementerian Dalam Negeri RI
11. | Kementerian Luar Negeri RI
12. | Kementerian Pertahanan RI
13. | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14. | Kementerian Keuangan Rl
15. | Kementerian Pertanian RI
16. | Kementerian Perindustrian RI
17. | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18. | Kementerian Perhubungan RI
19. | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI
20. | Kementerian Kesehatan RI
21. | Kementerian Agama RI
22. | Kementerian Ketenagakerjaan RI
23. | Kementerian Sosial RI
24. | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25. | Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26. | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rl
27. | Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29. | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rl

o




No. Kementerian Negara/Lembaga
30. | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

31. | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
32. | Kementerian Badan Usaha Milik Negara Rl

33. | Badan Riset dan Inovasi Nasional

34. | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI

35. | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36. | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37. | Badan Intelijen Negara

38. | Badan Siber dan Sandi Negara

39. | Dewan Ketahanan Nasional

40. | Badan Pusat Statistik

41. | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

42. | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

43. | Perpustakaan Nasional

44. | Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

45. | Kepolisian Negara RI

46. | Badan Pengawas Obat dan Makanan

47. | Lembaga Ketahanan Nasional

48. | Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

49. | Badan Narkotika Nasional

50. | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51. | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

52. | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

53. | Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

54. | Komisi Pemilihan Umum

55. | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

56. | Lembaga limu Pengetahuan Indonesia

57. | Badan Tenaga Nuklir Nasional

58. | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

59. | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

60. | Badan Informasi Geospasial

61. | Badan Standardisasi Nasional

62. | Badan Pengawas Tenaga Nuklir

63. | Lembaga Administrasi Negara

64. | Arsip Nasional RI

65. | Badan Kepegawaian Negara




No. Kementerian Negara/Lembaga
66. | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

67. | Kementerian Perdagangan RI

68. | Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

69. | Komisi Pemberantasan Korupsi

70. | Badan Nasional Penanggulangan Bencana

71. | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

72. | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

73. | Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

74. | Komisi Pengawas Persaingan Usaha

75. | Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura

76. | Ombudsman RI

77. | Badan Nasional Pengelola Perbatasan

78. | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79. | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

80. | Sekretaris Kabinet

81. | Badan Pengawas Pemilu

82. | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

83. | Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

84. | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85. | Badan Keamanan Laut

86. | Badan Pembinaan ldeologi Pancasila

87. | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban




1.

2.

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S-27/PB/PB.6/2021
Tanggal : 31 Desember 2021

Jadwal Rekonsiliasi dan Penyampaian

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021 (Unaudited)

Pelaksanaan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan

Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

Jadwal Open/Closed period rekonsiliasi periode Desember 2021 (Tahun 2021
Unaudited) sebagai berikut:

a. Bagi K/L dengan jumlah satker maksimal 10 (sepuluh) satker dan tidak memiliki
belanja PC-PEN
1) Open period e-Rekon&LK Tahap | dilaksanakan pada tanggal 4 - 21 Januari 2022
dan open period e-Rekon&LK Tahap Il pada tanggal 25 Januari - 14 Februari
2022.
2) Closed period e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Januari 2022.
b. Bagi K/L dengan jumlah satker maksimal 10 (sepuluh) satker dan memiliki
belanja PC-PEN
1) Open period e-Rekon&LK Tahap | dilaksanakan pada tanggal 4 - 21 Januari
2022 dan open period e-Rekon&LK Tahap Il pada tanggal 25 Januari - 22
Februari 2022.
2) Closed period e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Januari 2022.
c. Bagi K/L dengan jumlah satker 11 (sebelas) satker atau lebih
1) Open period e-Rekon&LK Tahap | dilaksanakan pada tanggal 4 - 21 Januari
2022 dan open period e-Rekon&LK Tahap Il pada tanggal 25 Januari - 22
Februari 2022.
2) Closed period e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Januari 2022.
d. Masa penyelesaian rekonsiliasi dilaksanakan pada tanggal 6 - 24 Januari 2022.
Pengenaan sanksi rekonsiliasi tanggal 25 Januari 2022.
e. Dalam rangka meningkatkan kualitas data LKKL Tahun 2021, jadwal open/closed
period di luar jadwal sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas dapat
diberikan berdasarkan permintaan K/L kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan

c.g. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui sarana tercepat.




3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang telah terbit pada periode tanggal 6 - 24 Januari
2022 dapat dilakukan reset BAR apabila masih terdapat dokumen/data transaksi
maupun pengesahan pendapatan dan belanja setelah tanggal penerbitan BAR.

Selanjutnya satker wajib melakukan rekonsiliasi ulang untuk mendapatkan BAR dari

KPPN.

4. Batas waktu penyampaian LKKL Tahun 2021 (Unaudited) diatur sebagai berikut:

K/L dengan jumlah satker maksimal K/L dengan
Unit Akuntansi/ 10 (sepuluh) satker jumlah satker 11
No. Pelanoran (sebelas) satker

P tidak memiliki memiliki belanja atau lebih

belanja PC-PEN PC-PEN

1. | UAKPA 25 Januari 2022 | 25 Januari 2022 | 25 Januari 2022
2. | UAPPA-W 2 Februari 2022 7 Februari 2022 | 7 Februari 2022
3. | UAPPA-E1 10 Februari 2022 | 18 Februari 2022 | 18 Februari 2022
4, UAPA 18 Februari 2022 | 28 Februari 2022 | 28 Februari 2022

5. Jadwal open/closed period e-Rekon&LK dan batas penyampaian LKKL dalam rangka

LKKL Tahun 2021 (Audited) akan diatur lebih lanjut.




LAMPIRAN IV

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal: 31 Desember 2021

Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021

Sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun
anggaran, serta untuk memitigasi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
pada keuangan negara di akhir tahun 2021, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal
(Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 pada tanggal 30 September 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
2021.

Selain penetapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tersebut, terdapat pula
penerbitan peraturan perundang-undangan, perumusan draft Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, serta dinamika proses bisnis yang dapat
berdampak pada transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran negara pada akhir tahun
anggaran serta penyusunan laporan keuangan tahun 2021.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, diperlukan adanya perlakuan akuntansi atas
transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran sebagai acuan
dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2021.
Untuk memberikan pedoman/panduan terhadap perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi
yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, telah terbit Panduan Teknis
Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021 (dapat

diakses/diunduh melalui tautan https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/panduan-
teknis/panduan-teknis-pa-dan-app.html).

Adapun hal-hal yang dibahas dalam Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi
Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021 antara lain:

1. Pencatatan kontrak wanprestasi atau pencairan klaim jaminan kontrak di akhir tahun
anggaran 2021, yang meliputi jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dan jaminan
pemeliharaan.

Perlakuan atas beban tahun 2021 yang dibayarkan menggunakan DIPA tahun 2022.
Pencatatan transaksi terkait Uang Persediaan dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah.
Pencatatan transaksi terkait Uang Persediaan dalam bentuk tunai.

Penyajian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam mata uang asing.

Pencatatan dan penyajian hibah langsung yang belum disahkan.

Pencatatan kas dan setara kas pada bendahara.

No ok wN

Selain hal-hal yang telah dibahas dalam Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan
Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun 2021, terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan
dalam pengaturan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan
pada akhir tahun anggaran, antara lain:



https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/panduan-teknis/panduan-teknis-pa-dan-app.html
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/panduan-teknis/panduan-teknis-pa-dan-app.html
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7.

Penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi COVID-19 yang tidak terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022
sesuai PMK Nomor 184/PMK.05/2021.

Perlakuan atas beban penyisihan piutang tidak tertagih bersaldo minus.

Penggunaan akun pendapatan yang masih harus diterima.

Perlakuan atas saldo kas di bendahara dalam mata uang asing.

Satker Konsolidasi pada K/L yang telah menerapkan SAKTI secara full module.
Pencatatan atas barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi
COVID-19 yang memperoleh fasilitas perpajakan (Pajak Ditanggung Pemerintah/Pajak
DTP).

Pencatatan dan penyajian persediaan berupa cukai, meterai, dan leges serta meterai.

Penjelasan lebih detail mengenai hal-hal di atas adalah sebagai berikut:

1.

Penyelesaian Pekerjaan pada Masa Pandemi COVID-19 yang Tidak Terselesaikan
sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan akan Dilanjutkan pada Tahun
Anggaran 2022 sesuai PMK Nomor 184/PMK.05/2021

Dalam rangka mendukung optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran, pada tanggal
14 Desember 2021, telah ditetapkan PMK Nomor 184/PMK.05//2021 tentang Pelaksanaan
Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus
Disease 2019 Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan
Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022.

PMK Nomor 184/PMK.05/2021 mengatur bahwa pekerjaan pada masa pandemi COVID-19

yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dapat dilanjutkan pada

tahun anggaran 2022 selama pekerjaan tersebut merupakan suatu kontrak yang:

a. Dibiayai dari Rupiah Murni dan/atau PNBP;

b. Pembayarannya dilakukan melalui mekanisme LS kontraktual dengan lampiran
Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran; dan

c. Ditandatangani paling lambat tanggal 30 November 2021.

Kontrak tersebut dapat berupa kontrak tahunan dan kontrak tahun jamak pada akhir masa
kontrak, namun tidak termasuk pekerjaan dari suatu kontrak yang dibiayai dari pendapatan
BLU dan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia.

Sesuai Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 PMK Nomor 184/PMK.05/2021, penyelesaian
pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan
dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 tersebut harus didukung dengan:

a. Surat pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan
pekerjaan paling lama 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan
pekerjaan;

b. Perubahan kontrak yang dilaksanakan sebelum jangka waktu kontrak berakhir;

Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan;

d. Perpanjangan masa berlaku atau penggantian Jaminan Pembayaran Akhir Tahun
Anggaran, dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan batas waktu sesuai
surat pernyataan kesanggupan.

o

Selanjutnya KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas penyelesaian sisa
pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan
dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 paling lambat 5 hari kerja setelah masa berakhirnya



kontrak, dengan dilampiri dokumen pendukung yang dipersyaratkan. KPPN
menatausahakan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan asli Surat Kuasa
Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK.

Perlakuan akuntansi atas pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun
anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 sebagaimana diatur
dalam PMK Nomor 184/PMK.05/2021, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam PMK
Nomor 225/PMK.05/2016 adalah sebagai berikut:

1) Satker tidak menyajikan perpanjangan masa berlaku atau penggantian Jaminan
Pembayaran Akhir Tahun Anggaran di dalam Neraca tetapi cukup mengungkapkan
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Pada Neraca per 31 Desember 2021, satker menyajikan Belanja Dibayar di Muka
sekaligus menyesuaikan pencatatan Beban/Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya
sebesar nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan dan akan dilanjutkan pada tahun
anggaran 2022.

a) Aplikasi SAIBA

Satker mencatat Belanja Dibayar di Muka dengan melakukan jurnal penyesuaian
melalui Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

(1) Jika terkait akun belanja barang yang menghasilkan persediaan

D/K Kode Uraian Akun Rp Laporan
Akun

D 114112 | Belanja Barang Dibayar di Muka XXXX Neraca

117911 | Persediaan yang Belum Diregister XXXX Neraca

(2) Jika terkait akun belanja modal

D/K Kode Uraian Akun Rp Laporan
Akun
114115 | Belanja Modal Dibayar di Muka XXXX Neraca
13xxxx/ | Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum | xxxx Neraca
16xxxx | Diregister

(3) Jika terkait akun belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan

D/K Kode Uraian Akun Rp Laporan
Akun
D 114112 | Belanja Barang Dibayar di Muka XXXX Neraca
52xxxx | Beban xxx XXXX LO

b) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, proses perekaman BAST Bank Garansi (Jaminan
Pembayaran Akhir Tahun Anggaran) yang lama sebelum dilakukan perpanjangan



masa berlaku atau penggantian sampai dengan terbitnya SP2D telah menghasilkan
jurnal akhir sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 114112/ | Belanja Barang Dibayar di Muka/ | xxxx Neraca
114115 | Belanja Modal Dibayar di Muka
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXXX LPE

Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan
realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI

Dengan adanya perpanjangan batas waktu atau penggantian Jaminan Pembayaran
Akhir Tahun, satker merekam dokumen tersebut melalui Modul Komitmen SAKTI
Perekaman ini tidak

menu Addendum Bank Garansi/JAT (Jaminan Akhir Tahun).

berdampak pada penyajian dalam laporan keuangan.

3) Apabila pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2021 dan akan
dilanjutkan pada tahun anggaran 2022 tersebut terkait perolehan KDP, ATB dalam
Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam Proses, satker agar memastikan bahwa KDP,
ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan dalam proses tersebut disajikan sebesar
nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi nilai pekerjaan yang belum terselesaikan
sampai dengan akhir tahun 2021. Oleh karena itu, apabila satker telah mencatat
seluruh realisasi belanja sebagai KDP, ATB dalam Pengerjaan, dan/atau Persediaan
dalam Proses, satker agar melakukan pengurangan nilai KDP, ATB dalam Pengerjaan,
dan/atau Persediaan dalam Proses sebesar nilai pekerjaan yang belum terselesaikan
dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2022.

a) Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN

Penyesuaian nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan dilakukan melalui Menu
Transaksi KDP >> Koreksi Perubahan Nilai KDP, sehingga menghasilkan jurnal
sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 391116/ | Koreksi Nilai Aset Tetap Non | Xxxx LPE
391118 Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya
Non Revaluasi
K 136111/ | Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset | XXxX Neraca
162311 Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, satker agar melakukan jurnal
secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum
Diregister sebagai berikut:

D/K

D 13xxxx/
16XXXX

Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan

Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Neraca

Diregister

XXXX




391116/
391118

Koreksi Nilai Aset Tetap Non
Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya
Non Revaluasi

XXXX

LPE

b) Aplikasi SAIBA dan Persediaan

Penyesuaian nilai Persediaan dalam Proses dilakukan melalui Menu Koreksi Nilai
Persediaan (Koreksi Kurang), sehingga menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Diserahkan kepada Masyarakat -
Dalam Proses

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | xxxx LO
K 117129 Persediaan Lainnya untuk | Xxxx Neraca

c) Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, satker agar melakukan jurnal
secara manual untuk mengeliminasi akun Persediaan yang Belum Diregister
sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117911 Persediaan Belum Diregister XXXX Neraca
K 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | xxxx LO

d) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, selama BAST Final belum diterima oleh satker seharusnya
masih tersaji saldo Belanja Dibayar di Muka dalam laporan keuangan, yang timbul
dari perekaman BAST Bank Garansi (Jaminan Pembayaran Akhir Tahun) awal
maupun Jaminan Pembayaran Akhir Tahun yang telah diperpanjang masa
berlakunya atau diganti. Dengan demikian, nilai KDP, ATB dalam Pengerjaan,
dan/atau Persediaan dalam Proses telah disajikan sesuai dengan kemajuan
pekerjaan fisik. Untuk itu, tidak diperlukan tambahan jurnal penyesuaian pada
Aplikasi SAKTI.

4) Dalam hal terdapat denda yang timbul karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan
dan belum dilakukan pembayaran oleh wajib bayar sampai dengan 31 Desember 2021,
satker agar memastikan bahwa surat tagihan dan/atau surat ketetapan telah diterbitkan,
dan satker melakukan penagihan. Satker mencatat jurnal penyesuaian pada Aplikasi
SAIBA dan SAKTI untuk mengakui piutang dan pendapatan denda dengan jurnal
sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 115211 Piutang PNBP XXXX Neraca
K 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian | XxxX LO

Pekerjaan Pemerintah

2. Perlakuan atas Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bersaldo Minus




Sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual serta
PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, piutang disajikan dalam laporan
keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk itu,
perlu dilakukan penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak
tertagih dengan berpedoman pada PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan
Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK
Nomor 207/PMK.06/2019.

Sesuai PMK mengenai kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, penyisihan piutang tidak
tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja atau Belanja
Dibayar di Muka serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode
kompensasi dengan pembayaran belanja pada periode berikutnya.

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman
Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga:

a. Selisih kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak
tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak
tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai penambah
(didebet ke) Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dan sebagai penambah (dikredit
ke) Penyisihan Piutang tidak Tertagih.

b. Selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang
tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang
tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai pengurang
(dikredit ke) Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih dan sebagai pengurang (didebet
ke) Penyisihan Piutang tidak Tertagih.

c. Dalam hal selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih menyebabkan Beban
Penyisihan Piutang tidak Tertagih bersaldo negatif (kredit), disajikan di dalam Laporan
Operasional (LO) sebagai beban negatif.

Meski diperkenankan, Beban Penyisihan Piutang tidak Tertagih bersaldo negatif (kredit)
dalam LO akan termonitor sebagai saldo tidak normal pada Aplikasi e-Rekon&LK. Dalam
rangka penyajian laporan keuangan yang lebih wajar, dalam hal terdapat saldo Beban
Penyisihan Piutang tidak Tertagih dalam LO di sisi kredit, satker dapat melakukan jurnal
penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 59421x Beban' Penyisihan  Piutang tidak XX LO
Tertagih
K 391119 Koreksi Lainnya XXXX LPE

. Penggunaan Akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, pendapatan yang masih harus
diterima merupakan pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi
sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya
untuk dibayar/ditagih. Pendapatan yang masih harus diterima berbeda dengan piutang
PNBP, di mana piutang PNBP merupakan pendapatan PNBP yang seharusnya telah




dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh Pemerintah (telah jatuh
tempo) namun belum diterima pembayarannya. Sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 16
tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual dan PMK mengenai Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Pusat, piutang dapat diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat juga mengatur pendapatan yang masih harus
diterima sebagai berikut:

No Aspek Keterangan

1 | Dasar pengakuan Perhitungan akuntansi

2 | Dokumen sumber Perhitungan dan memo penyesuaian

3 | Hak tagih Belum memiliki hak tagih

4 | Perlakuan akuntansi e Dilakukan jurnal balik pada awal

periode berikutnya
e Tidak disisihkan

5 | Porsi pendapatan Hanya sebagian dari jumlah pendapatan
yang ada pada kontrak pendapatan/ hak
pemerintah yang akan diterima

Pada praktiknya, dimungkinkan terdapat kondisi di mana terdapat hak pemerintah yang
sudah dapat dipastikan nilainya, belum diterima pembayarannya, namun karena satu dan
lain hal belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya oleh satker. Untuk
kondisi demikian, satker belum dapat mencatat piutang dikarenakan kriteria pengakuan
piutang belum terpenuhi. Dalam rangka penyajian laporan keuangan yang lebih wajar, atas
kondisi tersebut satker dapat mencatat dan menyajikan hak tersebut sebagai pendapatan
yang masih harus diterima dengan melakukan jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA
atau SAKTI sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 114311 Pendapatan yang Masih Harus Diterima | Xxxx Neraca
K 425xxX Pendapatan xxx XXXX LO

. Perlakuan atas Saldo Kas di Bendahara dalam Valuta Asing

Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 31 Tahun
2021 telah mengatur penyajian selisih kurs atas atas sisa dana Uang Persediaan (UP)
dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) dalam mata uang asing pada tanggal 31
Desember 2021, dengan berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor S-21/PB/PB.6/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi atas Penggunaan
Kurs Penutup dan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-
3466/PB.6/2017 Tanggal 6 April 2017 hal Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara
Pengeluaran Dalam Mata Uang Asing.

Mengingat bahwa kas yang dikelola oleh bendahara satker bukan hanya berasal dari
UP/TUP, sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Buletin Teknis SAP,
serta PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat maka penjabaran dalam mata



uang Rupiah menggunakan kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021 agar dilakukan
terhadap seluruh jenis kas dalam mata uang asing yang dikuasai oleh satker.

Khusus untuk Kas dan Bank BLU serta Kas Lainnya di K/L dari Hibah, di mana kas
tersebut disajikan dalam LKKL dan LKBUN serta termasuk elemen data yang dilakukan
rekonsiliasi, penyesuaian saldo kas akibat pengakuan selisih kurs belum terealisasi harus
dilakukan oleh satker dan KPPN. Untuk itu, satker agar berkoordinasi dengan KPPN mitra
dan/atau KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk menyepakati kurs penutup pada
tanggal 31 Desember 2021 yang digunakan dalam melakukan jurnal penyesuaian.

Sedangkan untuk jenis kas selain Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dan Bank BLU,
serta Kas Lainnya di K/L dari Hibah, di mana kas-kas tersebut hanya dicatat dan disajikan
dalam LKKL, penyesuaian saldo kas berdasarkan kurs penutup pada tanggal 31 Desember
2021 hanya dilakukan oleh satker.

. Satker Konsolidasi pada K/L yang Telah Menerapkan SAKTI secara Full Module

Sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-
2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 hal Pembentukan Satker Konsolidasi, setiap K/L
dapat membentuk Satker Konsolidasi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Satker Konsolidasi merupakan satker yang dibentuk dalam rangka mencatat transaksi
tertentu yang tidak dapat dicatat pada satker lingkup K/L tersebut, dalam rangka
penyajian LKKL yang komprehensif dan berkualitas.

b. Transaksi yang diperkenankan untuk dicatat pada Satker Konsolidasi adalah transaksi
tertentu dengan ketentuan:
1) Diamanatkan dalam kebijakan akuntansi K/L tersebut.
2) Eliminasi transaksi intra K/L.
3) Koreksi BPK.

c. Koreksi BPK sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 3) adalah koreksi dari BPK
yang tidak secara spesifik menyebutkan agar koreksi tersebut dilakukan di satker
tertentu, atau koreksi dari BPK yang penyampaiannya mendekati batas waktu
penyampaian LKKL audited sehingga pencatatan koreksi pada masing-masing satker
tidak dimungkinkan lagi. Penggunaan Satker Konsolidasi dalam rangka pencatatan
koreksi BPK tersebut hanya dapat dilakukan pada saat penyusunan LKKL audited, dan
harus ditindaklanjuti dengan pencatatan koreksi pada satker yang seharusnya pada
awal tahun berikutnya.

d. Satker Konsolidasi tidak dapat digunakan untuk melakukan jurnal koreksi terkait Kas di
Bendahara Pengeluaran UP/TUP, Kas Lainnya di K/L dari Hibah, serta Kas dan Bank
BLU.

e. Satker Konsolidasi diselenggarakan oleh unit eselon Il yang memiliki tugas dan fungsi
penyusunan laporan keuangan tingkat K/L.

f. Satker Konsolidasi wajib direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
masing-masing K/L.

g. Satker Konsolidasi menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dengan berpedoman pada PMK
Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang



Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.

h. Satker Konsolidasi tidak memiliki DIPA, sehingga LRA belanja maupun pendapatan
seharusnya bersaldo nihil.

i. Satker Konsolidasi tidak melakukan rekonsiliasi dengan KPPN.
j- Kodefikasi Satker Konsolidasi bagi masing-masing K/L ditetapkan sebagai berikut:

Kode BA xxx (3 digit kode BA K/L)

Kode Eselon | 55

Kode Satker 555xxx (3 digit terakhir merupakan kode BA K/L)
Kode Lokasi 0199 (Kantor Pusat)

Kode Kewenangan KP (Kantor Pusat)

Kode KPPN 555 (KPPN Konsolidasi)

Selanjutnya, sehubungan dengan implementasi SAKTI di seluruh K/L pada tahun 2022
sesuai PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, hingga saat ini
terdapat 11 K/L yang telah menerapkan SAKTI secara full module. Dalam hal diperlukan,
K/L yang telah menerapkan SAKTI secara full module dapat membentuk Satker
Konsolidasi pada SAKTI. Untuk dapat mengoperasikan Satker Konsolidasi pada SAKTI,
K/L yang mulai menerapkan SAKTI pada tahun 2021, agar:

a. Memastikan bahwa identitas Satker Konsolidasi telah terdaftar pada SAKTI. Apabila
belum terdaftar, K/L dapat mendaftarkan identitas Satker Konsolidasi dengan
mencantumkan kode dan uraian satker secara lengkap.

b. Mengajukan permintaan user Aplikasi SAKTI yang terdiri dari:
1) User operator Modul Akuntansi dan Pelaporan.
2) User operator Modul Aset Tetap.
3) User approver Modul Persediaan.
User operator Modul Akuntansi dan Pelaporan dan operator Modul Aset Tetap dapat
dirangkap oleh satu orang.

c. Transaksi yang diperkenankan untuk dibukukan oleh Satker Konsolidasi hanya
mencakup jurnal yang direkam oleh user operator Modul Akuntansi dan Pelaporan.
Sedangkan user operator Modul Aset Tetap dan approver Modul Persediaan hanya
diperlukan untuk melakukan penutupan periode (tutup buku), sebelum Modul
Akuntansi dan Pelaporan melakukan tutup buku.

d. Pendaftaran identitas dan permintaan user Satker Konsolidasi dapat diajukan melalui
hai Kemenkeu dengan alamat https://hai.kemenkeu.go.id.

. Pencatatan atas Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan
Pandemi COVID-19 yang Memperoleh Fasilitas Perpajakan (Pajak Ditanggung
Pemerintah/Pajak DTP)

Sesuai PMK Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap
Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka
Penanganan COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 83/PMK.03/2021:



Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberikan kepada pihak tertentu
(badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain) atas impor atau perolehan
barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak
dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diperlukan dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19.

Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam
PMK Nomor 239/PMK.03/2020 oleh pengusaha kena pajak kepada pihak tertentu
ditanggung pemerintah.

Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh
pihak tertentu ditanggung pemerintah.

Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa
kena pajak kepada pihak tertentu membuat:

1) Faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan
faktur pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat
keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR
.../[PMK.03/2020”; dan

2) Laporan realisasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Pihak tertentu yang melakukan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean
di dalam daerah pabean membuat:

1) SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPN ditanggung
pemerintah eks PMK Nomor .../PMK.03/2020”; dan
2) Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP).

PPh Pasal 22 dipungut oleh pihak tertentu, di antaranya adalah instansi pemerintah
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.

Pihak tertentu termasuk badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang
melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19 sesuai PMK Nomor 239/PMK.03/2020 diberikan
pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau PPh Pasal 22.

Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dilakukan Ditjen Bea dan Cukai
tanpa Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22 diberikan melalui Surat Keterangan
Bebas Pemungutan PPh Pasal 22, di mana pihak tertentu harus mengajukan
permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak tertentu
terdaftar, yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan PPh Pasal 22 atau Surat Penolakan.

Pihak tertentu yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22
Impor harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh
Pasal 22 Impor atau PPh Pasal 22.

Penghasilan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konsultan, dan
jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak
badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa imbalan dengan hama dan bentuk
apapun, dipotong PPh Pasal 23.

Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau
memperoleh imbalan dari pihak tertentu (badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau



m.

pihak lain) atas penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi
COVID-19 diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23.

Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 diberikan melalui Surat Keterangan
Bebas Pemotongan PPh Pasal 23.

Berdasarkan ketentuan di atas:

1)

2)

3)

4)

Bendahara Pengeluaran pada satker/instansi pemerintah yang melakukan pengadaan
barang dan/atau jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana
diatur dalam PMK Nomor 239/PMK.03/2020 dapat diberikan insentif PPN serta
dibebaskan dari kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan/atau memotong PPh Pasal
23.

Hal ini dikarenakan PPN dan PPh tersebut ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi (BA
999.07).

Dengan adanya insentif PPN serta pembebasan dari kewajiban memungut PPh Pasal
22 dan/atau memotong PPh Pasal 23 dimaksud, maka realisasi pembayaran atas
pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang
membebani DIPA satker adalah sebesar nilai netto (harga barang dan/atau jasa
dikurangi PPN dan PPh).

Atas hal tersebut, satker mencatat pengadaan jasa dan/atau barang sebesar nilai
netto yang membebani DIPA satker:

a) Pengadaan jasa (belanja barang non persediaan)

D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D BXXXXX Belanja xxx XXXX LRA
K 115612 Piutang dari KPPN XXXX -

e Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA, dicatat sebesar nilai SP2D
yang membebani DIPA satker.

e Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak
Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 52XXXX Belanja Barang xxx XXXX LRA
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXXX -

¢ Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI, dicatat sebesar nilai SP2D
yang membebani DIPA satker.

o Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak
Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 52XXXX Beban xxx XXXX LO

K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXXX LPE




e Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA dan SAKTI.
e Disisilain, BA 999.07 mencatat Beban Subsidi

b) Pengadaan barang (belanja modal atau belanja barang persediaan)

D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 53xxxx/ Belanja Modal xxx/ belanja XXXX LRA
B52XXXX barang persediaan
K 115612 Piutang dari KPPN XXXX -

Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA, dicatat sebesar nilai SP2D
yang membebani DIPA satker.

Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak
Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D B3xxxx/ Belanja Modal xxx/ belanja XXXX LRA
52XXXX barang persediaan
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXXX -

Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI, dicatat sebesar nilai SP2D
yang membebani DIPA satker.

Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117911/ ] XXXX Neraca
135000x/ Pe.rsedlaan/Aset . .Tetap/Aset
Lainnya Belum Diregister
16xxxx
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXXX LPE
e Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI.
¢ BMN dicatat sesuai nilai SP2D yang membebani DIPA satker.
D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D Persediaan/Aset Tetap/Aset XXXX Neraca
IXXXXX .
Lainnya
K 117911/ ] XXXX Neraca
13533/ Pe.rsedlaan/Aset . .Tetap/Aset
Lainnya Belum Diregister
16Xxxxx

Pencatatan pembelian BMN pada Aplikasi Persediaan atau SIMAK BMN.




¢ Pencatatan BAST BMN pada Modul Komitmen dan pendetailan BMN pada
Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI.

e BMN dicatat sebesar nilai perolehan, dalam hal ini nilai SP2D yang
membebani DIPA satker.

7. Pencatatan dan Penyajian Persediaan berupa Cukai, Meterai, dan Leges serta
Meterai.

Sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-301/PB.6/2019
tanggal 17 Mei 2019 Hal Rilis Aplikasi SAIBA Tahun 2019 Versi 19.0.0, SIMAK BMN Versi
19.0 dan Persediaan Versi 19.0 dalam Rangka Penyusunan LKKL 2019, disebutkan bahwa
dalam rangka menata kembali penggunaan kode barang berupa Pita Cukai, Meterai, dan
Leges, dilakukan penambahan referensi kode barang sebagaimana diatur dalam Lampiran
I KMK Nomor 231/KMK.06/2018 tentang Perubahan Kedelapan atas Lampiran PMK
Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, di
mana meterai dikelompokkan menjadi dua, yaitu meterai untuk dijual/diserahkan kepada
masyarakat dan meterai yang digunakan sebagai barang konsumsi. Dengan demikian,
sejak tahun 2019 penggunaan kode barang diatur adalah sebagai berikut:

a. Kode barang 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Meterai, dan Leges) yang merupakan
persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat digunakan oleh satker-
satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pengeluaran persediaan dimaksud dilakukan melalui menu Penyerahan/Penjualan
kepada Masyarakat dan akan membentuk Beban Barang untuk Diserahkan, yang
disajikan sebagai bagian dari Pos Beban Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat dalam LO.

b. Kode barang 1.01.03.09.001 (Meterai) yang merupakan barang untuk konsumsi
digunakan oleh seluruh satker. Bagi satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen
Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dimungkinkan pula untuk menggunakan
kode barang ini. Pengeluaran persediaan ini dilakukan melalui menu Pemakaian,
dan akan membentuk Beban Barang Konsumsi, yang disajikan sebagai bagian dari
Pos Beban Persediaan dalam LO.

Namun hingga saat ini, masih ditemukan indikasi adanya ketidaktepatan penggunaan kode
barang di satker yang dapat berdampak pada pencatatan akun beban yang tidak tepat,
yaitu adanya Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai, dan Leges (593121) pada satker di
luar lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Untuk itu,
bagi satker yang mengalami hal ini agar melakukan jurnal koreksi dari akun Beban
Persediaan Pita Cukai, Meterai, dan Leges (593121) menjadi Beban Persediaan konsumsi
(593111). Jurnal koreksi agar dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan dilampiri dokumen pendukung terkait. Selanjutnya, atas
persediaan yang belum digunakan agar dilakukan reklasifikasi kode barang dari
1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Meterai, dan Leges) menjadi 1.01.03.09.001 (Meterai).

Adapun jurnal koreksi antar beban adalah sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan

D 593111 Beban Persediaan Konsumsi XXXX LO




593121

Beban Persediaan Pita Cukai, Meterai, dan
Leges

XXXX

LO

Sedangkan jurnal yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi adalah sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 319151 Koreksi atas Rekla3|f|ka5| Persediaan/Aset X LPE
Tetap/Aset Lainnya
K 117121 Pita Cukai, Meterai, Leges XXXX Neraca
Jurnal reklasifikasi keluar
D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117111 Barang Konsumsi XXXX Neraca
K 319151 Koreksi atas Rekla3|f|ka5| Persediaan/Aset SO LPE
Tetap/Aset Lainnya
Jurnal reklasifikasi masuk

Bagi satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
agar memastikan bahwa kode barang 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Meterai, dan Leges)
telah digunakan sesuai peruntukannya. Dalam hal barang berupa pita cukai, meterai, dan
leges yang diniatkan untuk dijual/diserahkan masih dicatat menggunakan kode barang lain,
satker agar melakukan reklasifikasi, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 319151 Koreksi atas Rekla3|f|ka3| Persediaan/Aset .. LPE
Tetap/Aset Lainnya
K 117xxx Barang Persediaan xxx XXXX Neraca
Jurnal reklasifikasi keluar
D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 117121 Pita Cukai, Meterai, Leges XXXX Neraca
K 319151 Koreksi atas RekIaS|f|kaS| Persediaan/Aset SO LPE
Tetap/Aset Lainnya
Jurnal reklasifikasi masuk

8. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh K/L

Sesuai PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, laporan keuangan
konsolidasian disusun melalui penggabungan laporan keuangan entitas akuntansi dengan
menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,
belanja, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi
keuangan sebagai satu kesatuan ekonomi, diperlukan eliminasi atas transaksi dan saldo



resiprokal sepanjang transaksinya secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat

diukur secara handal. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan LKKL

tahun 2021 masing-masing K/L agar mengidentifikasi transaksi atau akun-akun yang timbul
dari transaksi resiprokal antar satker dalam lingkup 1 (satu) K/L serta melakukan eliminasi
melalui jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI pada Satker Konsolidasi.

Transaksi atau akun/pos yang memerlukan eliminasi tersebut antara lain:

a. Transaksi antara satker BLU dengan satker BLU atau satker non BLU dalam 1 (satu)
K/L, di mana satker BLU bertindak selaku penerima kerja dan satker BLU lain atau
satker non BLU bertindak selaku pemberi kerja.

b. Transaksi terkait dana bergulir dan/atau investasi non permanen lainnya pada satker
BLU pengelola dana.



LAMPIRAN V

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor :S-27/PB/PB.6/2021
Tanggal : 31 Desember 2021

Pengungkapan atas Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) serta Dampak Pandemi COVID-19

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (Program PEN), Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk
pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan
negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi
COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Selain yang
masuk dalam kerangka Program PEN, Pemerintah juga melakukan serangkaian kegiatan
maupun tindakan terkait untuk mencegah, mengendalikan, dan mengatasi dampak dari
pandemi COVID-19 di lingkungan pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan
baik oleh satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga maupun oleh satuan kerja lingkup
Bendahara Umum Negara.

Program PC - PEN sudah dimulai sejak tahun 2020 dan pada tahun 2021 tetap dilanjutkan
yang meliputi klaster sebagai berikut:

a. Klaster Kesehatan

b. Klaster Perlindungan Sosial

c. Klaster Program Prioritas

d. Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi

e. Klaster Insentif Usaha

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, penggunaan anggaran dalam rangka
pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk menghadapi pandemi COVID-19 termasuk
pemulihan ekonomi nasional dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP). Menjalankan amanat dimaksud, mekanisme pelaporan dari tingkat satuan
kerja sampai ke LKKL dan LKBUN serta konsolidasi dalam LKPP berdasarkan pada Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) dan pengakuan maupun
pengukuran transaksi keuangan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Pusat.




4. Bentuk penggunaan anggaran maupun kebijakan keuangan negara dalam rangka
pelaksanaan program PC-PEN secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Penggunaan anggaran melalui Bagian Anggaran K/L maupun Bagian Anggaran BUN
yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran/DIPA, dan direalisasikan
sesuai mekanisme perbendaharaan yang berlaku. Penggunaan anggaran ini ada yang
dikategorikan dalam program PEN (yang terbagi dalam beberapa klaster dan
dilaksanakan oleh beberapa K/L maupun Bagian Anggaran BUN), maupun
penggunaan anggaran sebagai bagian dari operasional pencegahan dan penanganan
COVID-19 di seluruh KI/L.

b. Kebijakan keuangan negara yang bukan bersifat secara langsung sebagai
penggunaan anggaran atau tidak ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran
sehingga tidak melalui mekanisme perbendaharaan. Kebijakan keuangan Negara ini
antara lain berupa pemberian insentif perpajakan yang dilaksanakan oleh Kementerian
Keuangan.

5. Pelaporan dan pengungkapan pelaksanaan Program PC-PEN serta dampak pandemi
COVID-19 pada LKKL, LKBUN, dan LKPP diperlukan untuk membantu pengguna laporan
keuangan pemerintah dalam memahami dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan
PC-PEN. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan mengungkapkan
dampak pandemi COVID-19 dan upaya yang telah dilakukan serta hasil (output) yang
dicapai dalam pelaksanaan Program PC-PEN secara sistematis dan terstruktur untuk
kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan
evaluasi kinerja. Pengungkapan tersebut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) sebagai penjelas dan pelengkap atas lembar muka/face Laporan Keuangan.

6. Pengungkapan pelaksanaan Program PC-PEN dalam CalLK tidak hanya terbatas pada
alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja pada CaLK LRA dan beban pada CaLK LO,
namun juga dampaknya terhadap penyajian saldo pos-pos keuangan pada CaLK LPE dan
CaLK Neraca. Beberapa pengungkapan yang perlu diungkapkan oleh K/L secara umum
terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Pengungkapan pada CaLK Pendahuluan

b. Pengungkapan pada CalLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh (CaLK LRA,

CaLK LO, CaLK Neraca dan CaLK LPE)
c. Lampiran LKKL (sesuai kebutuhan seperti rincian SP2D Realisasi Program PC-PEN
Tahun 2021).



Pengungkapan pada CaLK Pendahuluan setidaknya memuat beberapa penjelasan sebagai

berikut:

a. Pengungkapan mengenai kebijakan-kebijakan umum, pedoman teknis maupun panduan
yang dikeluarkan oleh K/L dalam rangka menghadapi Pandemi COVID-19 maupun yang
terkait dengan pelaksanaan Program PEN (khusus K/L pelaksana Program PC-PEN).

b. Pengungkapan mengenai besaran alokasi dan realisasi anggaran secara keseluruhan
terkait Program PC-PEN vyaitu:

1) Seluruh K/L (K/L pelaksana program PC-PEN maupun K/L non pelaksana program
PC-PEN) mengungkapkan besaran Anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan
untuk operasional pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan K/L
(merupakan biaya operasional yang dialokasikan oleh seluruh K/L).

Satker/ Pagu Anggaran Realisasi Anggaran

Kode Belanja | Belanja | Belanja | Total | Belanja | Belanja | Belanja Total
Satker Barang Modal Bansos | Pagu | Barang | Modal | Bansos | Realisasi

* untuk K/L dengan jumlah Satker 11 (sebelas) satker atau lebih dapat ditempatkan di

lampiran detail Satkernya.

2) Khusus untuk K/L pelaksana program PC-PEN, selain mengungkapkan sebagaimana
dimaksud pada angka 1), juga mengungkapkan besaran anggaran yang dialokasikan
dan direalisasikan untuk pelaksanaan program PC-PEN yang dikelompokkan dalam
klaster-klaster dan sub klaster.

Klaster : xxxx

Satker/ Pagu Anggaran Realisasi Anggaran

Kode Belanja | Belanja | Belanja | Total | Belanja | Belanja | Belanja Total
Satker Barang Modal Bansos | Pagu | Barang | Modal | Bansos | Realisasi

* untuk K/L dengan jumlah Satker 11 (sebelas) satker atau lebih dapat ditempatkan di

lampiran LKKL untuk menjelaskan detail Satkernya.

Pengungkapan atas besaran alokasi juga dapat dilengkapi dengan menyebutkan
sumber alokasi yaitu:
1) Refocussing kegiatan/realokasi anggaran

Contoh: Penjelasan Refocussing kegiatan/realokasi anggaran



Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada
klaster kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan refocussing kegiatan/realokasi
anggaran untuk program-program sebagai berikut:
a) Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp xxxx
b) Insentif tenaga medis pusat sebesar Rp xxxx
c) Santunan kematian tenaga medis sebesar Rp xxxx
d) Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya
manusia bagi Gugus Tugas COVID-19/Satuan Tugas COVID-19 sebesar Rp xxxx
2) Tambahan anggaran dari pergeseran anggaran yang berasal dari BA BUN
K/L menjelaskan tambahan anggaran yang berasal dari pergeseran anggaran BA
BUN dengan menyebutkan besaran alokasi tambahan, surat/dokumen
pemberitahuan yang menjadi dasar penambahan anggaran Program PEN.
. Pengungkapan mengenai bentuk kegiatan maupun penjelasan secara umum bentuk
output strategis pada masing-masing K/L
1) Untuk seluruh K/L mengungkapkan bentuk-bentuk kegiatan secara umum dari
penggunaan anggaran untuk operasional pencegahan dan penanganan Covid di
lingkungan K/L. Sebagai contoh, pengadaan alat-alat protocol kesehatan, kegiatan
sosialisasi/lkampanye protokol kesehatan.
2) Khusus untuk K/L pelaksana Program PEN, selain mengungkapkan terkait angka 1),
juga mengungkapkan output yang dicapai untuk pelaksanaan program PC-PEN yang
dikelompokan dalam klaster dan sub klaster.

Klaster Kesehatan

Klaster/Sub Alokasi Reallsr_;13| Persentase Target Realisasi Keterang
No Klaster Anggaran Belanja Penyerapan | Keluaran Volume an
(Rp) (Rp) keluaran
1 Rp xxxx Rp Xxxx XX, XX % XX unit XX unit
2 Rp yyyy Rp yyyy yy.yy % | yypaket | yy paket
Dst

. Pengungkapan mengenai realisasi insentif perpajakan pada Laporan Keuangan BA 015
(Kementerian Keuangan)

Khusus untuk LK BA 015 (Kementerian Keuangan) agar melaporkan dan
mengungkapkan mengenai insentif perpajakan dalam rangka pelaksanaan program PC-
PEN mengikuti ketentuan yang di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
510/KMK.01/2021 tentang Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban atas

Pemberian Insentif dan Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan



Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pengungkapan pada CalLK Pendahuluan ini

juga dapat dilengkapi dengan penambahan informasi yang dibutuhkan secara lebih

terperinci pada lampiran LKKL.

8. Pengungkapan pada CalLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh (termasuk

Catatan Penting Lainnya jika diperlukan) mulai dari level UAKPA s.d. UAPA dapat

mencakup, antara lain:

No. Data Uraian Jenis Pengungkapan
Laporan Realisasi Anggaran
a. | Pagu Belanja Perubahan pagu belanja atas Jenis Belanja
kebijakan Refocussing Pagu Awal sebelum Refocussing
kegiatan/Realokasi anggaran kegiatan/Realokasi anggaran
dan/atau tambahan alokasi dan/atau tambahan alokasi melalui
melalui pergeseran anggaran pergeseran anggaran dari BA BUN
dari  Bagian  Anggaran Jumlah Refocussing
Bendahara Umum Negara kegiatan/Realokasi anggaran
(BA BUN) terkait dan/atau tambahan alokasi melalui
pelaksanaan PC PEN pergeseran anggaran dari BA BUN
Pagu akhir setelah Refocussing
kegiatan/Realokasi anggaran
dan/atau tambahan alokasi melalui
pergeseran anggaran dari BA BUN
Penjelasan  bilamana  terdapat
tambahan alokasi melalui
pergeseran anggaran dari BA BUN
yang belum masuk dalam DIPA K/L
Penjelasan atas penyerapan
anggaran
b. | Realisasi Belanja | Yang menggunakan akun Jenis Belanja
khusus penanganan Jumlah
Pandemi COVID-19
Yang tidak menggunakan Jenis Belanja
akun khusus penanganan Jumlah
Pandemi COVID-19
c. | Estimasi Kenaikan/penurunan Jenis Pendapatan
Pendapatan estimasi Pendapatan Jumlah
(Perpajakan (Perpajakan dan/atau PNBP) Revisi estimasi pendapatan
dan/atau PNBP) terkait dampak Pandemi
COVID-19
d. | Realisasi Kenaikan/penurunan Jenis Pendapatan
Pendapatan realisasi Pendapatan Realisasi pendapatan (perpajakan
(Perpajakan dan/atau PNBP) dan/atau PNBP) tahun 2021 dan
terkait dampak Pandemi perbandingan dengan tahun 2020.
COVID-19 Penjelasan penyebab
kenaikan/penurunan realisasi




No. Data | Uraian Jenis Pengungkapan
Laporan Operasional
a. | Pendapatan Kenaikan/penurunan e Jenis Pendapatan (perpajakan
(Perpajakan realisasi Pendapatan dan/atau PNBP)
dan/atau PNBP) (Perpajakan dan/atau PNBP) e Jumlah pendapatan (perpajakan
terkait dampak Pandemi dan/atau PNBP) tahun 2021 dan
COVID-19 perbandingan dengan tahun 2020.
e Penjelasan penyebab
kenaikan/penurunan realisasi
b. | Beban Yang menggunakan akun | e Jenis Beban
khusus COVID-19 e Jumlah
Yang tidak menggunakan | e Jenis Beban
akun khusus COVID-19 e Jumlah
Laporan Perubahan Ekuitas
a. | Transfer Antar Transaksi  Antar Entitas | @ Jenis Transfer Antar Entitas
Entitas (Transfer berupa Transfer Masuk - (Transfer Masuk - Transfer Keluar)
Masuk - Transfer | Transfer Keluar, meliputi e Satker yang melakukan Transfer
Keluar) persediaan, peralatan dan Masuk, kuantitas, dan nilai nominal
mesin berupa  alat| ¢ gatker yang melakukan Transfer
J!(eensighaSIICI'N d?;ﬁ‘;?: 1;6/2:12 Keluar, kuantitas, dan nilai nominal
spesifik untuk penanganan e Penjelasan atas selisih, jika ada
pandemi COVID-19
b. | Pengesahan Hibah  langsung berupa | @ Jenis penerimaan hibah langsung
Hibah Langsung | uang, barang, maupun jasa | e Tanggal perjanjian hibah langsung
yang diterima oleh KIL | o  pihak pemberi hibah
tertentu dalam rangka ° Estimapsi enerimaan hibah
penanganan COVID-19 akan lanasun TahEn 2021
berdampak pada kenaikan g_ g :
pengesahan hibah langsung. | ® Realisasi penerimaan dan
pengesahan hibah langsung
sampai dengan Tahun 2021, dan
perbandingan dengan Tahun 2020
Neraca
Piutang Kenaikan/penurunan piutang | @ Jenis Piutang Perpajakan
Perpajakan perpajakan termasuk pada | ¢ Jumlah bruto, penyisihan piutang
penyajian penyisihan piutang dan neto per 31 Desember 2021
tak tertagih. e Penjelasan atas
kenaikan/penurunan dibandingkan
saldo tahun lalu
b. | Piutang PNBP Penagihan Piutang PNBP Jenis Piutang PNBP
yang terhambat  karena Jumlah bruto, penyisihan piutang

dampak pandemi COVID-19
sehingga meningkatkan
jumlah penyisihan piutang
dan piutang yang mengalami
penurunan kualitas.

dan neto per 31 Desember 2021
Penjelasan atas
kenaikan/penurunan dibandingkan
saldo tahun lalu




No. Data Uraian Jenis Pengungkapan
c. | Persediaan Persediaan dalam rangka Jenis Persediaan dalam rangka
penanganan pandemi penanganan pandemi COVID-19
COVID-19, antara lain sisa Jumlah  Persediaan per 31
pembelian, transfer masuk, Desember 2021 dan
atau hibah masuk berupa perbandingannya  dengan 31
persediaan dalam rangka Desember 2020
penanganan pandemi Sumber  perolehan persediaan
COVID-19 ~ yang  belum (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
terpakai/ terdistribusikan.
d. | Gedung dan Gedung dan  Bangunan Jenis Gedung dan Bangunan dalam
Bangunan dalam rangka penanganan rangka  penanganan pandemi
pandemi COVID-19 COVID-19
Jumlah Gedung dan Bangunan per
31 Desember 2020 dan
perbandingannya dengan 31
Desember 2020
Sumber perolehan Gedung dan
Bangunan (Pembelian, TK-TM, atau
Hibah)
e. | Peralatan dan Peralatan dan Mesin dalam Jenis Peralatan dan Mesin dalam
Mesin rangka penanganan pandemi rangka  penanganan pandemi
COVID-19 COVID-19
Jumlah Peralatan dan Mesin per 31
Desember 2021 dan
perbandingannya dengan 31
Desember 2020
Sumber perolehan Peralatan dan
Mesin (Pembelian, TK-TM, atau
Hibah)
f. | Aset Tetap Aset Tetap Lainnya dalam Jenis Aset Tetap Lainnya dalam
Lainnya rangka penanganan pandemi rangka  penanganan pandemi
COVID-19 COVID-19
Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31
Desember 2020 dan
perbandingannya dengan 31
Desember 2020
Sumber perolehan Aset Tetap
Lainnya (Pembelian, TK-TM, atau
Hibah)
g. | Konstruksi Dalam | Penyelesaian KDP yang Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan.

Pengerjaan (KDP)

terhambat sebagai dampak
perubahan alokasi anggaran
belanja modal.

Realisasi pekerjaan sampai dengan
Tahun 2021 dan perbandingan
dengan Tahun 2020.

Penyebab tertundanya
penyelesaian KDP
Kemungkinan tindak lanjut

pengembangan atau penyelesaian
KDP pada tahun anggaran
berikutnya




No.

Data

Uraian

Jenis Pengungkapan

h. | Aset Lainnya — Aset Lainnya - Aset Tak | @ Jenis Aset Tak Berwujud dalam
Aset Tak Berwujud dalam rangka rangka  penanganan pandemi
Berwujud penanganan pandemi COVID-19

COVID-19 e Jumlah Aset Tak Berwujud per 31
Desember 2021 dan
perbandingannya dengan 31
Desember 2020
e Sumber perolehan Aset Tak

Berwujud (Pembelian, TK-TM, atau
Hibah)

Utang Kepada

Utang Kepada Pihak Ketiga | o

Jumlah per 31 Desember 2021 dan

Pihak Ketiga yang berasal dari belanja perbandingannya  dengan 31
penanganan pandemi Desember 2020.
COVID-19  yang secara | ¢ Kemungkinan tindak lanjut

signifikan belum terbayar.

penyelesaian kewajiban pada tahun
anggaran berikutnya

Pos-pos lainnya di Neraca yang terdampak

Contoh: Misal di Kementerian ABCD terdapat Pos Aset Lainnya berupa Dana Yang Dibatasi
Penggunaanya dari Rekening Penampungan, yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga
mendapatkan dispensasi perpanjangan untuk penggunaannya.

Penggunaan Kas BLU untuk penanganan Pandemi Covid-19

Terkait dengan CaLK LRA, dapat dilengkapi informasi pada Catatan Penting Lainnya atas

LRA dengan mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Total alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja PC PEN:

1) khusus untuk K/L pelaksana program PC-PEN menginformasikan alokasi anggaran
dan realisasi yang telah di-tagging maupun yang belum di-tagging sesuai dengan
ketentuan (berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran)

2) yang menggunakan akun khusus COVID-19, dan/atau

3) yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19

K/L melakukan identifikasi untuk menghimpun seluruh informasi alokasi anggaran dan

realisasinya yang secara substansi merupakan belanja dalam rangka penanganan

dan/atau pencegahan COVID-19 serta program PC-PEN. Hasil identifikasi atas alokasi
anggaran dan realisasi baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan akun

khusus COVID-19 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

No Akun Alokasi Realisasi

(dalam 6 digit) Anggaran/DIPA (kas) Keterangan

Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Penanganan/Pencegahan Covid-19 di
Lingkungan K/L

A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19

1 | 52xxxx | Rp | Rp |




No Akun Alokasi Realisasi

(dalam 6 digit) Anggaran/DIPA (kas) Keterangan

52XXXX

53xXxXX

53xXxXX

57XXXX

57XXXX

N[O~ lWIN

Dst

o
o

ak Menggunakan Akun Khusus COVID-19

S52XXXX Rp Rp

52XXXX

53xXxxX

53xXxxX

57XXXX

57XXXX

~|o|a|a|w|N|k| g

Dst

Total Anggaran dan Realisasi
Anggaran Operasional
Penanganan/Pencegahan
Covid-19

Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Khusus K/L
pelaksana Program PEN)

A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19

52XXXX Rp Rp

52XXXX

53xxxx

53xxxx

57XxXXX

57XxXXX

N0 WIN|F

Dst

Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19

52XXXX Rp Rp

52XXXX

53xxxx

53xxxx

57XXXX

57XXXX

~N|O|ORWIN|F

Dst

Total Anggaran dan Realisasi
Anggaran Operasional Program
Pemulihan Ekonomi Nasional

b. Informasi mengenai kendala tidak dapat dilakukannya tagging alokasi anggaran dan

realisasi program PC-PEN.



c. Informasi mengenai Hibah langsung yang diterima untuk penanganan COVID-19

Untuk penanganan COVID-19 K/L juga dapat menerima hibah langsung berupa uang

dan barang/jasa pada tahun 2021. K/L mengungkapkan Rincian Hibah Langsung yang

telah disahkan maupun belum per Satker sebagai berikut:

No

Nama dan
Kode Satker

Hibah Langsung
Barang/Jasa (Rp)

Hibah Langsung
Uang (Rp)

Total Hibah

* Apabila terdapat hibah langsung yang belum disahkan, K/L mengungkapkan secara memadai

d. Informasi mengenai Pengembalian Belanja atas Program PC-PEN Tahun 2020 (khusus
K/L Pelaksana Program PC-PEN TA 2020) yang disetorkan pada tahun 2021

No

Nama/Kode
Satker

Klaster
PC-
PEN

Nilai
Pengembalian
Belanja

Rincian

Setoran

NTPN

Pengembalian Belanja
atas SP2D Tahun
2020 Nomor

Keterangan

*Apabila rincian tabel di atas sangat banyak dapat ditempatkan di lampiran

e. Informasi mengenai tunggakan kegiatan PC-PEN Tahun 2020 (khusus K/L Pelaksana
Program PC-PEN TA 2020) yang telah dibayarkan pada tahun 2021

Nomor DIPA
Nilai Tunggakan yang .
Nama Nama Kegiatan PC-PEN menampung Nilai
dan . Tunggakan Ket/ No
No Program 2020 yang belum alokasi .
Kode IKeai dib K d b yang telah di | SP2D/SPM
Satker egiatan ibayarkan pada pembayaran bayar
akhir tahun 2020 tunggakan di
tahun 2021
1
2
3
4
5
6
7

*Apabila rincian tabel di atas sangat banyak dapat ditempatkan di lampiran




LAMPIRAN VI

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor :S-27/PB/PB.6/2021
Tanggal : 31 Desember 2021

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PADA KEMENTERIAN XXX
PER 31 DESEMBER 2021

LK PLN 1

LK PLN 2

Jumlah *)

Nama Pinjaman Luar Negeri

Pemberi Pinjaman

Nama Proyek

Loan ID

No. Register

Date Sign

Date Effective

Closing Date

Loan Amount

Disbursement s.d 2020

Disbursement pada tahun 2021

PR
SlEB|olo|~Njo|o| s win|-

Belanja Tahun 2021 (Rupiah)

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang

c. Belanja Modal

d. Belanja Bansos

13

Neraca (Rupiah)

a. Aset Lancar

b. Aset Tetap

c. Aset Lainnya

d. Kewajiban

14

Executing Agency

15

Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)

Isian

Lampiran VI ini yang telah dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program/kegiatan yang

bersumber dari Pinjaman Luar Negeri menggunakan data realisasi Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember
2021, disampaikan kepada:

a. Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan, selaku penanggung jawab LK
999.01;

b. K/L koordinator Project/Program Loan, yang dilaksanakan oleh beberapa satker dalam K/L yang sama
ataupun antar lintas beberapa KI/L;

c. Auditor BPK masing-masing PHLN terkait.

Keterangan :

1.  Diisi dengan nama Pinjaman Luar Negeri *) Dalam hal ikhtisar LK PLN

2.  Diisi dengan nama pemberi pinjaman (Lender) lebih dari satu halaman, maka

3.  Diisi dengan nama Proyek yang dibiayai dengan pinjaman kolom ini diisi dengan subtotal

4.  Diisi dengan Loan ID per halaman dan pada

5.  Diisi dengan Nomor Register Pinjaman halaman terakhir ditambahkan

6. Diisi dengan tanggal Penandatanganan Pinjaman satu kolom “Total Jumlah”

7.  Diisi dengan tanggal efektif pinjaman

8.  Diisi dengan tanggal berakhirnya pinjaman

9. Diisi dengan nilai pinjaman (loan)

10. Diisi dengan Penarikan Pinjaman s.d tahun 2020

11. Diisi dengan Penarikan Pinjaman dalam tahun 2021

12.a. Diisi dengan realisasi Belanja Pegawai yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri

12.b. Diisi dengan realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri

12.c. Diisi dengan realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri

12.d. Diisi dengan realisasi Belanja Bansos yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri

13.a. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri

13.b. Diisi dengan nilai aset tetap dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri

13.c. Diisi dengan nilai aset lainnya dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri

13.d. Diisi dengan kewajiban yang timbul berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Pinjaman Luar@

14. Diisi dengan nama Unit yang menjadi Executing Agency T

15. Diisi dengan nama Lembaga Audit yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melakukan pemeriksaa=3

%

BPKP / KAP)




LAMPIRAN VII

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-27/PB/PB.6/2021
Tanggal : 31 Desember 2021

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI

PADA KEMENTERIAN XXX
PER 31 DESEMBER 2021

LKHLN 1

LK HLN 2

Jumlah *)

Nama Hibah Luar Negeri

Pemberi Hibah

Nama Proyek

Grant ID

No Register

Date Sign

Date Effective

Closing Date

Grant Amount

Disbursement s.d 2020

Disbursement pada tahun 2021

[y P
KlEIB|o|lo~lojo|swin-

Belanja Tahun 2021 (Rupiah)

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang

c. Belanja Modal

d. Belanja bansos

13 | Neraca (Rupiah)

a. Aset Lancar

b. Aset Tetap

c. Aset Lainnya

d. Kewajiban

14 | Executing Agency

15

Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)

Isian Lampiran VIl ini yang telah dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program/kegiatan yang
bersumber dari Hibah Luar Negeri menggunakan realisasi Hibah Luar Negeri per 31 Desember 2021,
disampaikan kepada:

Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan selaku penanggung jawab LK

K/L koordinator Project/Program Grant, yang dilaksanakan oleh beberapa satker dalam K/L yang sama

*) Dalam hal ikhtisar LK HLN
lebih dari satu halaman, maka
kolom ini diisi dengan subtotal
per halaman dan pada
halaman terakhir ditambahkan
satu kolom “Total Jumlah”

. Diisi dengan kewajiban yang timbul berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Hibah Luar Nejgz% o

a.
999.02;
b.
ataupun antar lintas beberapa K/L;
c. Auditor BPK pemeriksa masing-masing PHLN terkait.
Keterangan :
1.  Diisi dengan nama Hibah Luar Negeri
2. Diisi dengan nama pemberi Hibah Luar Negeri
3.  Diisi dengan nama Proyek yang dibiayai dengan Hibah Luar Negeri
4.  Diisi dengan Loan ID
5.  Diisi dengan Nomor Register Hibah Luar Negeri
6.  Diisi dengan tanggal Penandatanganan Perjanjian Hibah Luar Negeri
7.  Diisi dengan tanggal efektif Perjanjian Hibah
8.  Diisi dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Hibah Luar Negeri
9. Diisi dengan nilai Hibah Luar Negeri
10. Diisi dengan Penarikan Hibah s.d tahun 2020
11. Diisi dengan Penarikan Hibah dalam tahun 2021
12.a. Diisi dengan realisasi Belanja Pegawai yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
12.b. Diisi dengan realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
12.c. Diisi dengan realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
12.d. Diisi dengan realisasi Belanja Bansos yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
13.a. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
13.b. Diisi dengan nilai aset tetap dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
13.c. Diisi dengan nilai aset lainnya dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
13d
14. Diisi dengan nama Unit yang menjadi Executing Agency
15

BPKP / KAP)




1.

5.

6.

LAMPIRAN VIII

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor :S-27/PB/PB.6/2021

Tanggal : 31 Desember 2021

Pengungkapan terkait Program Percepatan Penurunan Stunting

Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan Bank Dunia untuk melakukan kegiatan
percepatan penurunan stunting melalui pinjaman Program Investment in Nutrition and
Early Years (INEY) dengan mekanisme Program for Result (PforR).

Terdapat 9 K/L yang berkaitan dengan pelaksanaan program percepatan penurunan

stunting dengan Disbursement Linked Indicators (DLI) dari pelaksanaan Program INEY,

sebagai berikut:

a. Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Kementerian Keuangan selaku BA BUN 999.05 (Pengelola Belanja Transfer ke

Daerah dan Dana Desa)

Kementerian Kesehatan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Sosial

i. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bagi 9 K/L sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas agar menyampaikan LKKL

Tahun 2021 yang dilengkapi dengan pengungkapan terkait program percepatan

penurunan stunting pada CalLK, yaitu pada bagian Catatan Penting Lainnya, dengan

menggunakan data hasil penandaan (tagging) Tahun 2021 yang dilakukan Bappenas dan

Kementerian Keuangan.

LKKL Tahun 2021 yang dilengkapi dengan CalLK pengungkapan terkait program

percepatan penurunan stunting disampaikan kepada:

a. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai bagian dari LKKL;

b. Ditlen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan, selaku
penanggung jawab LK 999.01 dan 999.02 ;

c. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan
Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden dan softcopy melalui alamat email
info@stunting.go.id dan sekretariat.stunting@gmail.com

d. Auditor BPK Program Percepatan Penurunan Stunting.

Untuk kepentingan audit BPK, atas laporan keuangan dari K/L yang terkait dengan

program percepatan penurunan stunting dilakukan konsolidasi.

Format pengungkapan program percepatan penurunan stunting adalah sebagai berikut:

oo

SQ o



mailto:info@stunting.go.id
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1. FORMAT UNTUK KEMENTERIAN KEUANGAN SELAKU PENGELOLA BA BUN BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA
DESA (BA BUN 999.05)

NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN (DJPK)
1.1. PROGRAM/KEGIATAN, PAGU DAN REALISASI

Jumlah Anggaran Anggaran Realisasi
1 0,
No. HROEIR AL TSN OB CRE Kabupaten/Kota Semula Setelah Revisi Penyaluran? %
(a) Q) (c) ©) (e) (f) (9)

A | Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) NON Fisik

TOTAL

1 Nama Program/Kegiatan /Output atas Jenis Bidang DAK Stunting Tahun 2021, mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian DAK
terkait Stunting Tahun 2021.

2 Data realisasi penyerapan DAK Stunting sampai 31 Desember 2021 di daerah masih berproses sesuai dengan mekanisme pelaporan DAK (seperti UP) yang akan melewati tahun berjalan
(N+1), sehingga diusulkan terkait realisasi adalah Realisasi Penyaluran.



2. FORMAT UNTUK K/L NON KEMENKEU
NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA:

21 PROGRAM/KEGIATAN, PAGU DAN REALISASI

Kode Nama Program
Program

Kode Nama Kegiatan
Kegiatan

Kode Nama Output
Output

3 Jenis Intervensi: Intervensi Spesifik atau Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis (sesuai hasil tagging yang dilakukan oleh Bappenas dan Kemenkeu

Tahun Anggaran 2021)
4Untuk Jenis Intervensi lainnya apakah Intervensi Spesifik atau Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis (sesuai hasil tagging yang dilakukan oleh

Bappenas dan Kemenkeu Tahun Anggaran 2021)




KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT KL
PERIODE TA. 2021 UNAUDITED

Kode BA dan Nama BA: ( ......... ) e
Objek Penelaahan Kondisi LK Seharusnya
Beri tanda centang (V) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy) Ada Tidak | Seharusnya
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab Ada
3. LRA, Neraca, LO dan LPE face Ada
4. Catatan atas Laporan Keuangan Ada
Laporan Keuangan Tambahan Ada Tidak | Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual Ada
2. Neraca Percobaan Kas Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK
Sama Tidak | Seharusnya
Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk Sama

perbandingan dengan tahun 2020?

Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran

Telaah dan penyebabnya.

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Neraca Balance Ada Tidak | Seharusnya
Adakah Satker Neracanya tidak balance ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> i
. Tidak
Neraca Tidak Balance "
Saldo antar Laporan Sama Tidak | Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas"” di Neraca Sama
Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi
NERACA PERCOBAAN AKRUAL
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA Ada Tidak Seharusnya
1 Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Tidak
" Daftar >> Akun Non Ref) 1ca
) Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), Tidak
" kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" da
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN
AKUN ASET (1xxxxx) Ada Tidak | Seharusnya
Adakah akun Aset [Ixxxxx] yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan
1. Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang Tidak
i i ikti
Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari Tidak
1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN) da
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, .
c g . Ada Tidak | Seharusnya
Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)
Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka Tidak
(prepaid) ca
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain Tidak




AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx) Ada Tidak | Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211) Ya Tidak | Seharusnya
Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di .
1. Ya/Tidak
Neraca Percobaan saldo awal)
Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-
2. Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (untuk mengecek akun 391133, Ya
Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021)
Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Tidak
i

Hibah TAYL yang belum disahkan?

Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/
Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan

hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran
Berjalan yang belum disahkan.

Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya < akun
Ya
2182117
AKUN EKUITAS (3xxxxx) Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap Ya
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Ada/Tidak
Tika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasitikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset
Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat
5. el . . Ya
yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau
sebaliknva
Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung 2 akun 111822-Kas Lainnya di
6. . - Ya
Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah
Sargo akun 391151 hanyd berasal aart Selisii GRUMulasT penyusutan aset yang dilaKuKan TeKIas Keluar dan Tekias Mmasuk. INITar aset

yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa
ditelusuri dari menu iurnal nenvesuaian di Anlikasi F-rekon

Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)

Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-

. 0
! Rekon&LK
Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK
dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara
manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan | 0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx) Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ? Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBP Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS) Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621 Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx Tidak
4 Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, Tidak
' 425772,425773, 425774, 425815, 425816, 425998 da




Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN

Ada Tidak | Seharusnya

Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/
lain-lain/transfer TAYL

Tidak

Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas

Ada Tidak | Seharusnya

Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/

L Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan Tidak
Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan X
2. . Tidak
Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx) Ya Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Ya Tidak | Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya? Ya/Tidak
Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode .
. Ya/Tidak
akun saat menjurnal?
AKUN BELANJA (5xxxxx) Ya Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ? Tidak

TELAAH TERKAIT BLU Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" Tidak
Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? ( cek pada Aplikasi e- Tidak

Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)

Jika TIDAK Memiliki Satker BLU

Ada Tidak | Seharusnya

1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU) Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU) Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian .
Nilai Persediaan Ya Tidak | Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311
3. lIsi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311 -
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil? | | Tidak

Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker

dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar),
Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.

atau membuat benchmark per

Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas
Masuk(MO07)

Tidak

Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-

Koreksi atas Reklasifikasi

Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut

belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari.

Untuk menelusuri dapat dilakukan

dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07

6.. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? Ya/Tidak
Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah

7. belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid- Ya
19?




LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015) Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah Tidak
3. Adakah beban bunga Tidak
4. Adakah beban subsidi Tidak
5. Adakah beban hibah Tidak
6. Adakah beban transfer Tidak
7. Adakah beban lain-lain Tidak
Pengecekan saldo Normal Ada Tidak | Seharusnya
Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan Tidak
karena belum dilakukan update aplikasi)
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali
beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada
LO dapat bernilai Negatif).

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015 Ya Tidak | Seharusnya

10 Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang v
" (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO a

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada,
kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ada Tidak | Seharusnya

1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset" Tidak

Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.

2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir" | | Sama

Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111

Pengecekan akun koreksi Ya Tidak | Seharusnya

Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119

1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ? | | Ya

Contoh 1: Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal
(100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.

Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang
senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun

herialan

NERACA
Ya Tidak Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ? Tidak

Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan
memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan
mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian” di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ"
dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)

Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020 adakah
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa Tidak
penjelasan?

4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian? Ya




TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban

sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran Ya Tidak | Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendhara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ? Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang Ada Tidak | Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun: Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca) Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO) Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang Ada Tidak | Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun: Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Ada
Pengecekan persediaan Ada Tidak | Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun: Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO) Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap Ada Tidak | Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun: Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca) Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO) Ada
Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester Il
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos Ada Tidak | Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat? Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ? Ya
7. Adakah beban bansos? Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ? Ya
Pengecekan Jurnal Akrual Ada Tidak | Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)? Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ? Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ? Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ? Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN Ya/Ada | Tidak | Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK? Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK? Tidak
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMIN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"
Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim)
3. vyaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Tidak
SIMAK ?
4. lika ada, apakah jurnal tersebut telah benar? Ya




Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon Ada Tidak | Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang
1. meliputi, Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dIl. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK,
kemudian pilih "daftar BMN")
MENU DAFTAR BMN Seharusnyd Ya Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)? Tidak
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)? Tidak |
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus") Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Tidak
Pengecekan TDK
1 Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak Tidak
" bersaldo da
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ? Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS Tidak
Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif .
4. Tidak
tidak bersaldo
Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan i
5 s Tidak
tidak aktif tidak bersaldo
6 Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak Tidak
. i

bersaldo

e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo

dan tidak aktif tidak bersaldo

SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah

ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Satker Konsolidasian Ya Tidak | Seharusnya
1.  Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?
2.  Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?
Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi .
. . Ya Tidak | Seharusnya
masing-masing satker)
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ? Ya
Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta
2. ) Ya
dokumen pendukung terkait?
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan Tidak
4. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat) Ya
5. Adakan PNBP digunakan langsung? Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)? Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)? Ya
8. Ya




CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK Sama Tidak Seharusnya
1. Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan) Sama
Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada) Ya/Ada | Tidak | Seharusnya
Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE Va
dan Neraca ?
Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara va
memadai sesuai format ?
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai? Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ? Ada

Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh

perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.

akun tsb., bila

7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ? Ya
Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun ¥
Koreksi? 2

9 Apakah belanja dalam rangkan penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK? Ya
ANALISIS LAINNYA
Analisis Laporan Keuangan Lainnya Ya Tidak | Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional Ya
) Apakabh realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- y
" Hibah Langsung Barang a
Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo
3 L Ya
Awal Penyusutan/Amortisasi 2021
4 Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (rumus perhitungan y
" beban persediaan terlampir) a
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19
Kecukupan pengungkapan pada CalK - LRA Ada Tidak
1 Apakah terdapat pengungkapan atas Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA
" terkait penanganan Pandemi Covid-19
Jika terdapat Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan
2. Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total Rp
anggaran K/L
3 Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau
PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19
4 Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP)
" khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19
s Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi
" Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19
6 Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi
" Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19
Kecukupan pengungkapan pada CalLK - Laporan Operasional Ada Tidak

Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau

7 PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19

Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi
Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19

Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi
Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19




Kecukupan pengungkapan pada CalLK - Laporan Perubahan Ekuitas Ada Tidak

Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer

Masuk — Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin
berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan
pandemi COVID-19.

10.

Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa
11. uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi
COVID-19

Kecukupan pengungkapan pada CalLK - Neraca Ada Tidak

12. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :

a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19

b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19

c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19

d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan .........cc........

13. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :

a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19

b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis
penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA,
serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL, Penelaah,

NIP NIP



KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT ESELON |
PERIODE TA. 2021 UNAUDITED

Kode BA dan Nama BA: ( ......... ) e
Kode Es1 dan Nama Esl: ( ......... ) e e
Objek Penelaahan | Kondisi LK Seharusnya
Beri tanda centang (V) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy) Ada Tidak | Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan Ada
Laporan Keuangan Tambahan Ada Tidak | Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual Ada
2. Neraca Percobaan Kas Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK
Sama Tidak | Seharusnya
Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk Sama

perbandingan dengan tahun 2020?

Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran

Telaah dan penyebabnya.

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Neraca Balance Ada Tidak | Seharusnya
Adakah Satker Neracanya tidak balance ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> X
. " Tidak
Neraca Tidak Balance
Saldo antar Laporan Sama Tidak | Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas"” di Neraca Sama
Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi
NERACA PERCOBAAN AKRUAL
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA Ada Tidak Seharusnya
1 Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Tidak
" Daftar >> Akun Non Ref) 1aa
) Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), Tidak
" kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang” dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" da
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN
AKUN ASET (1xxxxx) Ada Tidak | Seharusnya
Adakah akun Aset (Ixxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan
1. Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang Tidak
BLU lavanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.
Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari Tidak
1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN) da
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, .
c g . Ada Tidak | Seharusnya
Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)
Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka Tidak

(prepaid)




2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx) Ada Tidak | Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211) Ya Tidak | Seharusnya
Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di .
1. Ya/Tidak
Neraca Percobaan saldo awal )
Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-
2. Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (untuk mengecek akun 391133, Ya
Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021)
Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Tidak
ida

Hibah TAYL yang belum disahkan?

Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/
Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan

hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran
Berjalan yang belum disahkan.

Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya < akun

2182117 Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx) Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap Ya
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Ada/Tidak
Jika ada, Apakah Saldo akun 39T151-Koreksi atas Reklasitikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset
Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat
5. I . . Ya
yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau
sebaliknva
6 Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung 2 akun 111822-Kas Lainnya di va

Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah

Saldo akun 391151 hanya berasal aari Selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan rekias Keluar aan rekias masuk. INilar aset
yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa
ditelusuri dari menu iurnal nenvesuaian di Anlikasi E-rekon

Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)

Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-

1 Rekon&LK 0
Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK
dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara
manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?

2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan | 0

AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx) Ada Tidak | Seharusnya

1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ? Tidak

Ketepatan penggunaan Akun PNBP Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS) Ada Tidak | Seharusnya

1. Adakah akun 423xxx Tidak

2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621 Tidak

3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx Tidak

4 Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, Tidak

. i

425772,425773, 425774, 425815, 425816, 425998




Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN

Ada Tidak | Seharusnya

Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/
lain-lain/transfer TAYL

Tidak

Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas

Ada Tidak | Seharusnya

Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/

L Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan Tidak
Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan X
2. . Tidak
Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx) Ya Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Ya Tidak | Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya? Ya/Tidak
Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode .
. Ya/Tidak
akun saat menjurnal?
AKUN BELANJA (5xxxxx) Ya Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ? Tidak

TELAAH TERKAIT BLU Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" Tidak
Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? ( cek pada Aplikasi e- Tidak

Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)

Jika TIDAK Memiliki Satker BLU

Ada Tidak | Seharusnya

1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU) Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU) Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian .
Nilai Persediaan Ya Tidak | Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311
3. lIsi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311 -
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil? | | Tidak

Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker

dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar),
Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.

atau membuat benchmark per

Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas
Masuk(MO07)

Tidak

Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut

belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari.

Untuk menelusuri dapat dilakukan

dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07

6.  Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?

Ya/Tidak

PENdng d Panac OovVIaO- PaRdn

7.  belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-
192

Ya




LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015) Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah Tidak
3. Adakah beban bunga Tidak
4. Adakah beban subsidi Tidak
5. Adakah beban hibah Tidak
6. Adakah beban transfer Tidak
7. Adakah beban lain-lain Tidak
Pengecekan saldo Normal Ada Tidak | Seharusnya
Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan Tidak
karena belum dilakukan update aplikasi)
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali
beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada
LO dapat bernilai Negatif).

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015 Ya Tidak | Seharusnya

10 Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang v
" (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO a

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada,
kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ada Tidak | Seharusnya

1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset" Tidak

Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.

2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir" | | Sama

Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111

Pengecekan akun koreksi Ya Tidak | Seharusnya

Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119

1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ? | | Ya

Contoh 1: Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal
(100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.

Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang
senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun

herialan

NERACA
Ya Tidak Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ? Tidak

Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan
memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan
mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian” di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ"
dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)

Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020 adakah
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa Tidak
penjelasan?

4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian? Ya




TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban

sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran Ya Tidak | Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ? Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang Ada Tidak | Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun: Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca) Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO) Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang Ada Tidak | Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun: Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Ada
Pengecekan persediaan Ada Tidak | Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun: Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO) Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap Ada Tidak | Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun: Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca) Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO) Ada
Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester Il
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos Ada Tidak | Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat? Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ? Ya
7. Adakah beban bansos? Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ? Ya
Pengecekan Jurnal Akrual Ada Tidak | Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)? Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ? Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ? Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ? Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN Ya/Ada | Tidak | Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK? Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK? Tidak
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMIN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"
Apakah menurut e-Rekon-Ik terdapat Jurnal Tidak Tazim {menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim)
3. vyaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Tidak
SIMAK ?
4. lika ada, apakah jurnal tersebut telah benar? Ya




Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon Ada Tidak | Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang
1. meliputi, Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dIl. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK,
kemudian pilih "daftar BMN")
MENU DAFTAR BMN beharusny{ Ya Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)? Tidak
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)? Tidak |
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus") Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Tidak
Pengecekan TDK
1 Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak Tidak
" bersaldo da
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ? Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS Tidak
Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif .
4. Tidak
tidak bersaldo
Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan i
5 s Tidak
tidak aktif tidak bersaldo
6 Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak Tidak
. i

bersaldo

e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo

dan tidak aktif tidak bersaldo

SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah

ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Satker Konsolidasian Ya Tidak | Seharusnya
1.  Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?
2.  Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?
Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi )
masing-masing satker) Ya Tidak | Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ? Ya
5 Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta va
dokumen pendukung terkait?
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan Tidak
4. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat) Ya
5. Adakan PNBP digunakan langsung? Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)? Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)? Ya
8. Ya




CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK Sama Tidak Seharusnya
1. Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan) Sama
Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada) Ya/Ada | Tidak | Seharusnya
Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE Va
dan Neraca ?
Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara va
memadai sesuai format ?
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai? Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ? Ada

Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh

perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.

akun tsb., bila

7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ? Ya
Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun ¥
Koreksi? 2

9 Apakah belanja dalam rangkan penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK? Ya
ANALISIS LAINNYA
Analisis Laporan Keuangan Lainnya Ya Tidak | Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional Ya
) Apakabh realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- y
" Hibah Langsung Barang a
Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo
3 L Ya
Awal Penyusutan/Amortisasi 2021
4 Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (rumus perhitungan y
" beban persediaan terlampir) a
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19
Kecukupan pengungkapan pada CalK - LRA Ada Tidak
1 Apakah terdapat pengungkapan atas Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA
" terkait penanganan Pandemi Covid-19
Jika terdapat Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan
2. Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total Rp
anggaran K/L
3 Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau
PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19
4 Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP)
" khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19
s Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi
" Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19
6 Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi
" Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19
Kecukupan pengungkapan pada CalLK - Laporan Operasional Ada Tidak

Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau

7 PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19

8 Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi
" Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19

9 Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi

Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19




Kecukupan pengungkapan pada CalLK - Laporan Perubahan Ekuitas Ada Tidak

Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer

Masuk — Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin
berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan
pandemi COVID-19.

10.

Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa
11. uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi
COVID-19

Kecukupan pengungkapan pada CalLK - Neraca Ada Tidak

12. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :

a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19

b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19

c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19

d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan .........cc........

13. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :

a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19

b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis
penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA,
serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui e,

Pejabat Penyusun LKKL, Penelaah,

NIP NIP



KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT WILAYAH
PERIODE TA. 2021 UNAUDITED

Kode BA dan Nama BA : (
Kode Es1 dan Nama Es1: (

Objek Penelaahan Kondisi LK Seharusnya
Beri tanda centang (V) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy) Ada Tidak | Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan Ada
Laporan Keuangan Tambahan Ada Tidak | Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual Ada
2. Neraca Percobaan Kas Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK
Sama Tidak | Seharusnya
Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk Sama

perbandingan dengan tahun 2020?

Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran

Telaah dan penyebabnya.

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Neraca Balance Ada Tidak | Seharusnya
Adakah Satker Neracanya tidak balance ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> X
. " Tidak
Neraca Tidak Balance
Saldo antar Laporan Sama Tidak | Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas"” di Neraca Sama
Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi
NERACA PERCOBAAN AKRUAL
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA Ada Tidak | Seharusnya
1 Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Tidak
" Daftar >> Akun Non Ref) 1ca
) Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), Tidak
" kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" da
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN
AKUN ASET (1xxxxx) Ada Tidak | Seharusnya
Adakah akun Aset (Ixxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan
1. Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang Tidak
BLU lavanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.
) Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari Tidak
1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN) da
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, )
ey . Ada Tidak | Seharusnya
Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)
Akun I141137476]7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-Tain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka Tidak
i

1. ’ id)




2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx) Ada Tidak | Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211) Ya Tidak | Seharusnya
Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di .
1. Ya/Tidak
Neraca Percobaan saldo awal )
Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-
2. Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (untuk mengecek akun 391133, Ya
Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021)
Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Tidak
ida

Hibah TAYL yang belum disahkan?

Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/
Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan

hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran
Berjalan yang belum disahkan.

Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya < akun

2182117 Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx) Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap Ya
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Ada/Tidak
Jika ada, Apakah Saldo akun 39T151-Koreksi atas Reklasitikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset
Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat
5. I . . Ya
yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau
sebaliknva
6 Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung 2 akun 111822-Kas Lainnya di va

Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah

Saldo akun 391151 hanya berasal aari Selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan rekias Keluar aan rekias masuk. INilar aset
yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa
ditelusuri dari menu iurnal nenvesuaian di Anlikasi E-rekon

Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)

Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-

1 Rekon&LK 0
Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK
dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara
manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?

2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan | 0

AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx) Ada Tidak | Seharusnya

1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ? Tidak

Ketepatan penggunaan Akun PNBP Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS) Ada Tidak | Seharusnya

1. Adakah akun 423xxx Tidak

2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621 Tidak

3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx Tidak

4 Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, Tidak

. i

425772,425773, 425774, 425815, 425816, 425998




Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN

Ada Tidak | Seharusnya

Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/
lain-lain/transfer TAYL

Tidak

Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas

Ada Tidak | Seharusnya

Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/

L Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan Tidak
Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan X
2. . Tidak
Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx) Ya Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Ya Tidak | Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya? Ya/Tidak
Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode .
. Ya/Tidak
akun saat menjurnal?
AKUN BELANJA (5xxxxx) Ya Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ? Tidak

TELAAH TERKAIT BLU Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" Tidak
Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? ( cek pada Aplikasi e- Tidak

Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)

Jika TIDAK Memiliki Satker BLU

Ada Tidak | Seharusnya

1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU) Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU) Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian .
Nilai Persediaan Ya Tidak | Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311
3. lIsi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311 -
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil? | | Tidak

Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker

dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar),
Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.

atau membuat benchmark per

Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas
Masuk(MO07)

Tidak

Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-

Koreksi atas Reklasifikasi

Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut

belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari.

Untuk menelusuri dapat dilakukan

dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07

6.  Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? Ya/Tidak
Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah

7. belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid- Ya
19?




LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015) Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah Tidak
3. Adakah beban bunga Tidak
4. Adakah beban subsidi Tidak
5. Adakah beban hibah Tidak
6. Adakah beban transfer Tidak
7. Adakah beban lain-lain Tidak
Pengecekan saldo Normal Ada Tidak | Seharusnya
Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan Tidak
karena belum dilakukan update aplikasi)
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali
beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada
LO dapat bernilai Negatif).

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015 Ya Tidak | Seharusnya

10 Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang v
" (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO a

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada,
kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ada Tidak | Seharusnya

1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset" Tidak

Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.

2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir" | | Sama

Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111

Pengecekan akun koreksi Ya Tidak | Seharusnya

Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119

1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ? | | Ya

Contoh 1: Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal
(100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.

Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang
senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun

herialan

NERACA
Ya Tidak Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ? Tidak

Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan
memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan
mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian” di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ"
dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)

Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020 adakah
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa Tidak
penjelasan?

4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian? Ya




TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban

sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran Ya Tidak | Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ? Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang Ada Tidak | Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun: Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca) Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO) Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang Ada Tidak | Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun: Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Ada
Pengecekan persediaan Ada Tidak | Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun: Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO) Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap Ada Tidak | Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun: Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca) Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO) Ada
Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester Il
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos Ada Tidak | Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat? Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ? Ya
7. Adakah beban bansos? Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ? Ya
Pengecekan Jurnal Akrual Ada Tidak | Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)? Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ? Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas ? Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ? Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN Ya/Ada | Tidak | Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK? Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2021 di e-Rekon&LK? Tidak
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMIN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"
Apakah menurut e-Rekon-Ik terdapat Jurnal Tidak Tazim {menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim)
3. vyaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Tidak
SIMAK ?
4. lika ada, apakah jurnal tersebut telah benar? Ya




Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon Ada Tidak | Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang
1. meliputi, Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dIl. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK,
kemudian pilih "daftar BMN")
MENU DAFTAR BMN beharusny{ Ya Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)? Tidak
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)? Tidak |
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus") Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Tidak
Pengecekan TDK
1 Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak Tidak
" bersaldo da
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ? Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS Tidak
Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif .
4. Tidak
tidak bersaldo
Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan i
5 s Tidak
tidak aktif tidak bersaldo
6 Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak Tidak
. i

bersaldo

e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo

dan tidak aktif tidak bersaldo

SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah

ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Satker Konsolidasian Ya Tidak | Seharusnya
1.  Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?
2.  Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?
Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2021
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi )
masing-masing satker) Ya Tidak | Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ? Ya
5 Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta va
dokumen pendukung terkait?
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan Tidak
4. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat) Ya
5. Adakan PNBP digunakan langsung? Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)? Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)? Ya
8. Ya




CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK Sama Tidak Seharusnya
1. Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan) Sama
Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada) Ya/Ada | Tidak | Seharusnya
Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE Va
dan Neraca ?
Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara va
memadai sesuai format ?
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai? Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ? Ada

Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh

perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.

akun tsb., bila

7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ? Ya
Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun ¥
Koreksi? 2

9 Apakah belanja dalam rangkan penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK? Ya
ANALISIS LAINNYA
Analisis Laporan Keuangan Lainnya Ya Tidak | Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional Ya
) Apakabh realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- y
" Hibah Langsung Barang a
Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo
3 L Ya
Awal Penyusutan/Amortisasi 2021
4 Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (rumus perhitungan y
" beban persediaan terlampir) a
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19
Kecukupan pengungkapan pada CalK - LRA Ada Tidak
1 Apakah terdapat pengungkapan atas Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA
" terkait penanganan Pandemi Covid-19
Jika terdapat Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan
2. Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total Rp
anggaran K/L
3 Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau
PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19
4 Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP)
" khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19
s Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi
" Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19
6 Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi
" Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19
Kecukupan pengungkapan pada CalLK - Laporan Operasional Ada Tidak

Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau

7 PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19

8 Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi
" Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19

9 Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi

Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19




Kecukupan pengungkapan pada CalLK - Laporan Perubahan Ekuitas Ada Tidak

Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer

Masuk — Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin
berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan
pandemi COVID-19.

10.

Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa
11. uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi
COVID-19

Kecukupan pengungkapan pada CalLK - Neraca Ada Tidak

12. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :

a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19

b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19

c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19

d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan .........cc........

13. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :

a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19

b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis
penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA,
serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui e

Pejabat Penyusun LKKL, Penelaah,

NIP NIP
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Rata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke
hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala
rahmat  dan karunia-Nya, Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan telah
menyelesaikan penyusunan Buku Panduan
Teknis  Pelaksanaan  Anggaran  dan
Akuntansi Pemerintah Pusat (Buku Panduan
Teknis) Edisi 31 Tahun 2021. Penyusunan
Buku Panduan Teknis merupakan salah satu
agenda rutin Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPDb) yang
dikoordinasikan oleh Direktorat Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan dalam rangka
meningkatkan peran edukasi dan pembinaan
di bidang pelaksanaan anggaran serta
akuntansi dan pelaporan keuangan di
lingkungan satuan kerja Pemerintah Pusat,
termasuk  Kanwil DJPb dan Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Buku Panduan Teknis merupakan
salah satu alternatif referensi yang dapat
digunakan oleh para Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam mengimplementasikan secara
teknis terkait pelaksanaan anggaran serta
akuntansi dan  pelaporan  keuangan
Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, Buku
Panduan Teknis ini bersifat melengkapi
regulasi/ketentuan pelaksanaan yang
berlaku. Buku Panduan Teknis juga menjadi
salah satu media publikasi informasi DJPb
yang disampaikan secara berkala kepada
para stakeholder (pemangku kepentingan).

Panduan Teknis Edisi 31 kali ini
terdiri dari 2 (dua) buah artikel vyaitu
Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir
Tahun Anggaran 2021 dan Akuntansi Hibah
pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

Tingkat keandalan informasi laporan
keuangan akan berdampak terhadap tingkat
relevansi penggunaan informasi akuntansi di
dalam pengambilan keputusan  dan
kebijakan. Untuk itu di artikel kebijakan
akuntansi akhir tahun 2021 akan membahas
mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi
dan pengeluaran negara yang dimungkinkan
terjadi menjelang dan pada akhir tahun 2021.

Selanjutnya, dalam artikel Akuntansi
Hibah pada Satuan Kerja Badan Layanan
Umum akan membahas gambaran umum
BLU, kekhususan Satker BLU dibandingkan
dengan Satker Biasa, ilustrasi penerimaan
hibah langsung uang, ilustrasi hibah
langsung barang/jasa, pengungkapan dalam
CaLK dan kesimpulan.

Kami berharap buku panduan teknis
ini dapat digunakan sebagai salah satu
referensi para pengelola keuangan lingkup
satuan kerja Pemerintah Pusat, termasuk
pada Kanwil DJPb dan KPPN dalam
pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan
pelaporan keuangan di lingkungan
Pemerintah  Pusat. Tak Ilupa kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Tim Penyusun termasuk
para Editor yang telah memberikan masukan
dalam penyusunan Buku Panduan Teknis
Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi
Pemerintah Pusat edisi 31 tahun 2021.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,
éiﬁlﬂt—.

ﬁ Fahma Sari Fatma 7*
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Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021

Oleh: Hesti Pratiwi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

. Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk akuntabilitas keuangan
pemerintah kepada publik. Pada tingkat Pemerintah Pusat, pemerintah menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas
PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat, LKPP merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN)
dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). LKPP disusun berdasarkan
sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) berbasis akrual.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi
keuangan secara andal. Tingkat keandalan informasi laporan keuangan akan berdampak
terhadap tingkat relevansi penggunaan informasi akuntansi di dalam proses pengambilan
keputusan dan kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap entitas akuntansi/pelaporan
perlu melakukan langkah-langkah pengendalian untuk menjaga keandalan data yang disajikan
di dalam laporan keuangan. Langkah-langkah pengendalian sebagaimana dimaksud dapat
diwujudkan antara lain melalui kegiatan identifikasi dan verifikasi terhadap perlakuan akuntansi
atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran 2021.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 ini telah diterbitkan ketentuan
yang mengatur mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi dan pada
akhir tahun anggaran 2021, yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan
Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021. Namun demikian, di masa pandemi
tahun 2020 dan 2021 ini terdapat beberapa kebijakan dan regulasi khususnya terkait
penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) yang dapat
berdampak pula terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun

anggaran 2021 serta penyusunan laporan keuangan tahun 2021.

Menindaklanjuti pengaturan dalam PER-9/PB/2021 tersebut, panduan teknis kali ini akan
membahas mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi penerimaan dan pengeluaran negara
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yang dimungkinkan terjadi menjelang dan pada akhir tahun 2021, sehingga dapat memberikan
panduan dan informasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengimplementasikan
secara teknis pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah
Pusat.

1l Ruang Lingkup

Dalam panduan teknis ini akan dibahas mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi-
transaksi yang dimungkinkan terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, dalam rangka
penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2021 untuk
satuan kerja (Satker) non Badan Layanan Umum (non-BLU).

Adapun hal-hal yang dibahas di panduan teknis ini antara lain:

1. Pencatatan kontrak wanprestasi atau pencairan klaim jaminan kontrak di akhir tahun
anggaran 2021, yang meliputi jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dan jaminan
pemeliharaan.

Perlakuan atas beban tahun 2021 yang dibayarkan menggunakan DIPA tahun 2022.
Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Kartu Kredit Pemerintah
Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Tunai

Penyajian Selisih Kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang Asing

o a0k w N

Pencatatan kas dan setara kas pada bendahara.

lll. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada

akhir tahun anggaran

3.1. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Kontrak di Akhir
Tahun Anggaran 2021

a. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran

Perdirien Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2021 mengatur hal-hal
sebagai berikut:

1) Pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN yang pembuatan Berita Acara Serah Terima
(BAST) atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)-nya dibuat tanggal 21
sampai dengan 31 Desember 2021 wajib dilampiri antara lain asli Jaminan Pembayaran
Akhir Tahun Anggaran dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dengan nilai jaminan
paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada prestasinya, dan masa
pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan
tersebut.
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2) Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan

jumlahnya sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk

pekerjaan yang BAST/BAPP-nya dibuat tanggal 21 sampai dengan 31 Desember 2021,

asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran digantikan dengan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1) dan 2) tidak

diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak

atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun

anggaran berikutnya, maka pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran

diatur sebagai berikut:

a) KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada

tahun anggaran berikutnya dilampiri fotokopi surat pernyataan kesanggupan

menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak

berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya,

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

b) Pada hari kerja berikutnya, setelah menerima pemberitahuan tersebut, Kepala

KPPN mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran

sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya

(selisih antara nilai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dengan nilai

pekerjaan yang telah diselesaikan) untuk untung kas negara.

c) Apabila terdapat kelebihan atas pencairan klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun

Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN mengembalikan kelebihan

pencairan klaim dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan.

4) Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100%

sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember

2021 dan dinyatakan wanprestasi, maka pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun

diatur sebagai berikut:

a) KPA/PPK menerbitkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak

dan Surat Penetapan Nilai Pengembalian kepada Negara (SPNP).

b) Surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud

pada huruf a diterbitkan sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak dalam

perjanjian/kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan barang/jasa dan/atau

peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
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c)

SPNP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat berdasarkan surat pernyataan
wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak dan hasil pemeriksaan pekerjaan yang
telah ditandatangani oleh PPK dan/atau konsultan pengawas. Nilai pengembalian
kepada negara yang tercantum dalam SPNP adalah sebesar nilai bruto pembayaran
yang telah dibayarkan oleh negara namun belum ada prestasi pekerjaan karena

adanya wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak.

KPA/PPK menyampaikan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan
kontrak, SPNP, dan Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) kepada
penyedia barang/jasa sebagai penagihan pertama, dengan tembusan kepada
Kepala KPPN mitra kerja dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak, SPNP dan
SP3, penyedia barang/jasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lambat
7 (tujuh) hari kerja setelah SP3 diterbitkan oleh KPA/PPK.

Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e
penyedia barang/jasa tidak melakukan pengembalian ke kas negara, pengembalian
kepada negara dilakukan melalui klaim jaminan oleh Kepala KPPN berdasarkan
surat kuasa klaim/pencairan jaminan dari KPA/PPK sebelum berakhirnya masa

klaim sebagaimana diatur dalam surat jaminan berkenaan.

Perlakuan akuntansi terkait kejadian tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam
PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat diatur sebagai berikut:

1) Satker tidak menyajikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran di dalam Neraca

tetapi cukup mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK).

2) Apabila pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran ke kas

negara dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maka:

a)

Penyetoran ke kas negara tersebut diperlakukan sebagai pengembalian belanja
Tahun Anggaran Berjalan (TAB), dilakukan dengan mencantumkan kode BA, Eselon
I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun belanja yang
bersangkutan (5xxxxx). Apabila penyetoran ke kas negara dilakukan oleh KPPN,
Bukti Penerimaan Negara (BPN) disampaikan kepada Satker yang bersangkutan
dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan

pertanggungjawaban atau pelaporan Satker.
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b) Pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran
pengembalian belanja ke kas negara tersebut dicatat oleh Satker yang

bersangkutan sebagai berikut:
(1) Buku Besar Kas

Pada saat Satker membukukan BPN, Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara
otomatis akan mencatat sebagai pengembalian/pengurang belanja tahun

anggaran berjalan dengan jurnal sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan
D 115612 Piutang dari KPPN XXXX -
K B5XXXXX Belanja xxx XXXX LRA

Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXXX -
K 5XXXXX Belanja xxx XXXX LRA

Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI

(2) Buku Besar Akrual

(a) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang menghasilkan
barang persediaan (persediaan yang perolehannya menggunakan sistem
termin/persediaan dalam proses), pencatatan pada Aplikasi SAIBA dan
SAKTI adalah sebagai berikut:

i. Aplikasi SAIBA

Pencatatan BPN atas pengembalian belanja persediaan pada Aplikasi
SAIBA secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain XXXX LPE
K 117911 | Persediaan yang Belum | xxxx | Neraca
Diregister
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA

Jurnal tersebut secara otomatis akan mengeliminasi/mengurangi akun
Persediaan yang Belum Diregister yang terbentuk pada saat realisasi
belanja (pencatatan SP2D pada Aplikasi SAIBA). Atas kondisi ini,

seharusnya Satker belum melakukan pencatatan persentase
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persediaan yang belum diterima/belum diselesaikan pekerjaannya pada
Aplikasi Persediaan, karena pencatatan pada Aplikasi Persediaan baru
dilakukan ketika Satker menerima barang disertai BAST. Dengan
demikian, Satker tidak perlu melakukan koreksi nilai atau kuantitas

persediaan pada Aplikasi Persediaan.
Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, perekaman BPN atas pengembalian belanja
persediaan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain XXXX LPE
K 5218xx/ | Belanja Barang yang | XXxx -
523xxx/ | Menghasilkan Persediaan *)
526xxx
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAKTI

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun

Persediaan yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Untuk transaksi terkait jaminan akhir tahun anggaran, Aplikasi SAKTI
telah mencatat beberapa tahapan transaksi sejak BAST Bank Garansi
sampai dengan terbitnya SP2D, sehingga dihasilkan jurnal akhir

sebagai berikut:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 114112 | Belanja Barang Dibayar di Muka | xxxx | Neraca
K 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain XXXX LPE

Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi
sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI

Dengan demikian, perekaman BPN atas pengembalian belanja
persediaan tersebut memerlukan tambahan jurnal penyesuaian sebagai
berikut:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 5218xx/ | Belanja Barang yang | XXxx -
523xxx/ | Menghasilkan Persediaan *)
526xxx
K 114112 | Belanja Barang Dibayar di Muka | xxxx | Neraca
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*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun

Persediaan yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Selain itu, pencatatan persediaan yang telah diselesaikan sampai
dengan tanggal pelaporan dilakukan melalui perekaman BAST Final

yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 117911 | Persediaan yang Belum | xxx | Neraca
Diregister
K 114112 | Belanja Barang Dibayar di Muka | xxxx | Neraca

Jurnal pada Aplikasi SAKTI untuk mencatat riil penyelesaian pekerjaan
sampai dengan tanggal pelaporan

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan persediaan pada
Aplikasi SAKTI adalah:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 1171xx | Persediaan xxx | Neraca
K 117911 | Persediaan yang Belum | xxx | Neraca
Diregister
Jurnal pendetailan persediaan pada Aplikasi SAKTI

(b) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja modal, pencatatan pada
Aplikasi SAIBA atau SAKTI adalah sebagai berikut:

i. Aplikasi SAIBA

Pencatatan BPN atas pengembalian belanja modal pada Aplikasi SAIBA

secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain XXXX LPE

K 13xxxx/ | Aset Tetap/Aset Lainnya yang | xxxx | Neraca
16xxxx | Belum Diregister

Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA

Apabila belanja modal dimaksud menghasilkan Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP) dan/atau Aset Tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan,
maka nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai
realisasi pembayaran kontrak dikurangi pengembalian belanja. Oleh

karena itu, apabila Satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal
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sebagai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan pada Aplikasi SIMAK
BMN, Satker harus melakukan pengurangan nilai KDP dan/atau ATB

dalam Pengerjaan sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan atau

belanja modal yang dikembalikan ke kas negara melalui Menu Transaksi
KDP >> Koreksi Perubahan Nilai KDP.

Atas transaksi koreksi nilai tersebut, Aplikasi SIMAK BMN akan

menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 391116/ | Koreksi Nilai Aset Tetap Non | xxxx LPE
391118 | Revaluasi/Koreksi Nilai ~ Aset
Lainnya Non Revaluasi
K 136111/ | Konstruksi Dalam | xxxx | Neraca
162311 | Pengerjaan/Aset Tak Berwujud
dalam Pengerjaan

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, Satker agar

melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset

Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun

D 13xxxx/ | Aset Tetap/Aset Lainnya yang | xxxx | Neraca
16xxxx | Belum Diregister

K 391116/ | Koreksi Nilai Aset Tetap Non | xxxx LPE
391118 | Revaluasi/Koreksi Nilai  Aset

Lainnya Non Revaluasi
ii. Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, pencatatan BPN atas pengembalian belanja modal

secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain XXXX LPE
K 53xxxx | Belanja Modal xxx *) XXXX -
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAKTI

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun

Aset yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.
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Untuk transaksi terkait jaminan akhir tahun anggaran, Aplikasi SAKTI
telah mencatat beberapa tahapan transaksi sejak BAST Bank Garansi

sampai dengan terbitnya SP2D dengan jurnal akhir sebagai berikut:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 114115 | Belanja Modal Dibayar di Muka xxxx | Neraca
K 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain XXXX LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai
dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI

Dengan demikian, perekaman BPN atas pengembalian belanja modal

tersebut memerlukan tambahan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 53xxxx | Belanja Modal xxx XXXX -

K 114115 | Belanja Modal Dibayar di Muka xxxx | Neraca

Jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAKTI untuk mengeliminasi Belanja Modal
Dibayar di Muka yang tercatat pada saat BAST Bank Garansi

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun
Aset yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Selain itu, pencatatan aset tetap/aset lainnya yang telah diselesaikan
sampai dengan tanggal pelaporan dilakukan melalui perekaman BAST

Final yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun

D 13xxxx/ | Aset Tetap/Aset Lainnya yang | xxxx | Neraca
16xxxx | Belum Diregister

K 114115 | Belanja Modal Dibayar di Muka xxxx | Neraca

Jurnal pada Aplikasi SAKTI untuk mencatat rill penyelesaian pekerjaan
sampai dengan tanggal pelaporan

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan aset tetap/aset

lainnya pada Aplikasi SAKTI adalah:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 13xxxx/ | Aset Tetap/Aset Lainnya XXXX Neraca
16XxxX
K 13xxxx/ | Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum | xxxx Neraca
16xxxx | Diregister
Jurnal pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI
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(c) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang tidak
menghasilkan barang persediaan, pada Buku Besar Akrual dicatat sebagai
pengurang beban. Pembukuan BPN atas pengembalian belanja yang tidak
menghasilkan persediaan/aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAIBA dan

SAKTI secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain xxxx | Neraca
K 52xxxx | Beban xxx xxxx | Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA dan SAKTI

3) Apabila pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran ke kas

negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2021, maka:

a) Pada Neraca per 31 Desember 2021, Satker menyajikan Piutang Lainnya sekaligus
mengoreksi pencatatan Beban/Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar nilai
pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.

(1) Aplikasi SAIBA
Satker mencatat Piutang Lainnya dengan melakukan jurnal manual pada

Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

(a) Jika terkait akun belanja barang yang menghasilkan persediaan:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun

D 115212 | Piutang Lainnya xxxx | Neraca

K 117911 | Persediaan yang Belum Diregister xxxx | Neraca

(b) Jika terkait akun belanja modal:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 115212 | Piutang Lainnya xxxx | Neraca

K 13xxxx/ | Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum | xxxx | Neraca
16xxxx | Diregister

(c) Jika terkait akun belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 115212 | Piutang Lainnya xxxx | Neraca
K 52xxxx | Beban xxx XXXX LO
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(2) Aplikasi SAKTI
Pada Aplikasi SAKTI, sejak proses perekaman BAST Bank Garansi sampai

dengan terbitnya SP2D telah tercatat jurnal akhir sebagai berikut:

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp | Laporan
D 114112/ | Belanja Barang Dibayar di Muka/ | xxxx | Neraca
114115 Belanja Modal Dibayar di Muka
K 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain XXXX LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai
dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI

Untuk itu, perlu dilakukan jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi Belanja

Dibayar di Muka menjadi Piutang Lainnya sebagai berikut:

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp | Laporan
D 115212 Piutang Lainnya xxxx | Neraca
K 114112/ | Belanja Barang Dibayar di Muka/ | xxxx | Neraca

114115 Belanja Modal Dibayar di Muka

Pengakuan Piutang Lainnya sebagaimana dijelaskan di atas dilakukan dengan
memperhatikan terpenuhinya kriteria sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis
Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis
Akrual dan PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Pusat, yaitu telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah
dilaksanakan penagihan.

Atas Piutang Lainnya tersebut, dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih
dengan kualitas lancar dengan memperhitungkan nilai Jaminan Pembayaran
Akhir Tahun Anggaran, sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor
69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan
Bendahara Umum Negara, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor
207/PMK.06/2019. Adapun tata cara pencatatan dan penyajian penyisihan
piutang tak tertagih dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga.

b) Penyesuaian Nilai BMN
(1) Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN

Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank/penyetoran ke kas negara terkait
perolehan KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan, nilai KDP dan/atau ATB dalam
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Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi nilai

belanja yang dikembalikan. Oleh karena itu, apabila Satker telah mencatat

seluruh realisasi Belanja Modal sebagai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan

pada Aplikasi SIMAK BMN, Satker harus melakukan pengurangan nilai KDP

dan/atau ATB dalam Pengerjaan sebesar

nilai

pekerjaan yang tidak

diselesaikan/belanja yang dikembalikan ke kas negara melalui Menu Transaksi
KDP >> Koreksi Perubahan Nilai KDP.

Atas transaksi koreksi tersebut, Aplikasi SIMAK BMN akan menghasilkan jurnal

sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 391116/ | Koreksi Nilai Aset Tetap Non | xxxx LPE
391118 Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya
Non Revaluasi
K 136111/ | Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset | xxxx | Neraca
162311 Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, Satker agar melakukan

jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya Yang

Belum Diregister sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 13xxxx/ | Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum | xxxx | Neraca
16XXXX Diregister
K 391116/ | Koreksi Nilai Aset Tetap Non | xxxx LPE
391118 Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya
Non Revaluasi

(2) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, dilakukan pencatatan BMN yang telah diselesaikan

sampai dengan tanggal pelaporan melalui perekaman BAST Final, sehingga

terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 117911/ | Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya | xxxx | Neraca
13xxxx/ | yang Belum Diregister
16XXXX
K 114112/ | Belanja Barang Dibayar di Muka/ | xxxx | Neraca
114115 Belanja Modal Dibayar di Muka

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan persediaan/aset

tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI adalah:
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D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 1XXXXX Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya | xxxx | Neraca
K 117911/ | Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya | xxxx | Neraca

13xxxx/ | yang Belum Diregister
16xxXX

Jurnal pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI

c) Penyetoran ke kas negara pada tahun anggaran berikutnya (tahun 2022)

Penyetoran ke kas negara dilakukan dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan

Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun Penerimaan Kembali

Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (42591x). Apabila penyetoran dilakukan oleh

KPPN, BPN disampaikan kepada Satker yang bersangkutan dan merupakan

dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau

pelaporan Satker.

(1) Penyetoran pengembalian belanja

tersebut dicatat

bersangkutan pada tahun 2021 sebagai berikut:

(a) Buku Besar Kas

oleh Satker

yang

Pada saat Satker membukukan BPN, Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara

otomatis akan mencatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun

Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D/K Kode Uraian Akun Rp | Laporan
Akun
D 219711 | Utang kepada KUN XXXX -
K 42591x | Penerimaan Kembali Belanja xxx | xxxx LRA
Tahun Anggaran yang Lalu
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA
D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 313121 Diterima dari Entitas Lain XXXX -
K 42591x Penerimaan Kembali Belanja xxx | xxxx LRA
Tahun Anggaran yang Lalu
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI

(b) Buku Besar Akrual

Pada saat Satker membukukan BPN atas pengembalian belanja TAYL,

Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara otomatis akan mencatat sebagai
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Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal
sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp | Laporan
D 313121 Diterima dari Entitas Lain XXXX LPE
K 42591x Penerimaan Kembali Belanja xxx | xxxx LO

Tahun Anggaran yang Lalu

Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI

Selanjutnya, Satker agar melakukan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau
Modul GLP Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp | Laporan

D 42591x Penerimaan Kembali Belanja xxx | xxxx LO
Tahun Anggaran yang Lalu

K 115212 Piutang Lainnya xxxx | Neraca

Jurnal pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI untuk mengeliminasi Piutang
Lainnya yang telah dicatat pada tanggal 31 Desember 2021

b. Jaminan Pemeliharaan

Sesuai Pasal 23 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2021,

disebutkan bahwa penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan (retensi)

5% dari nilai kontrak diatur sebagai berikut:

a.

b.

Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%.

Untuk masa pemeliharaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 atau yang
melampaui tahun anggaran 2021, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun
anggaran 2021 dengan dilampiri fotokopi jaminan pemeliharaan yang telah disahkan
oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada
uraian SPM berkenaan.

SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM
pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik.

Jaminan pemeliharaan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus
sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran
atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima.

Perlakuan akuntansi terkait dengan kejadian tersebut diatur sebagai berikut:

a. Jaminan pemeliharaaan/garansi bank tidak perlu disajikan di dalam Neraca, namun

cukup diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
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b. Apabila dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan
pemeliharaan dicairkan dan disetor ke kas negara oleh Satker menggunakan BPN
sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (kode akun 425999).

c. Setoran pencairan jaminan pemeliharaan tersebut tidak mengurangi nilai
Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

d. Pencairan jaminan pemeliharaan dan penyetoran yang dilakukan pada tahun 2021
atau setelah tanggal 31 Desember 2021 direkam pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI
berdasarkan BPN, dan secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

1) Buku Besar Kas:

D/K Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 219711 Utang kepada KUN XXXX -
K 425999 | Pendapatan Anggaran lain-lain | xxxx LRA

Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA

D/K Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 313121 Diterima dari Entitas Lain XXXX -
K 425999 | Pendapatan Anggaran lain-lain | xxxx LRA

Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI

2) Buku Besar Akrual:

D/K Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 313121 Diterima dari Entitas Lain XXXX LPE
K 425999 | Pendapatan Anggaran lain-lain | xxxx LO
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI

3.2. Perlakuan atas Beban Tahun 2021 yang Dibayarkan Menggunakan DIPA Tahun 2022

Pasal 16 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2021
mengatur bahwa:

a. Belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2021 dapat dibayarkan
dengan menggunakan mekanisme UP/TUP dengan memperhatikan ketersediaan pagu
anggaran dalam DIPA tahun 2021.
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b.

Dalam hal Satker tidak memiliki besaran UP/TUP dan/atau Bendahara Pengeluaran,
belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2021 diatur dengan
ketentuan:

1) Dalam hal Satker tidak memiliki besaran UP/TUP, Satker dapat mengajukan
pembayaran uang makan dan uang lembur sampai dengan tanggal 14 Desember
2021 dengan menggunakan SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran. Uang makan dan
uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2021 dibayarkan
menggunakan beban DIPA tahun 2022.

2) Dalam hal Satker tidak mempunyai Bendahara Pengeluaran, Satker dapat
mengajukan pembayaran uang makan dan uang lembur sampai dengan tanggal 14
Desember 2021 dengan menggunakan SPM-LS kepada penerima. Uang makan dan
lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2020 dibayarkan menggunakan
beban DIPA tahun 2022.

Perlakuan atas uang makan dan uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember

2021 yang dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a)

Sebagaimana dituangkan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, penyesuaian
dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan beban sehingga laporan
yang disajikan memenuhi konsep periodisitas. Dengan demikian, beban dapat disajikan
sesuai nilai yang sesungguhnya yaitu mencerminkan kewajiban yang terjadi pada
periode akuntansi berkenaan, tidak sebatas pada kas yang dibayarkan saja.

Uang makan dan uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2021 yang akan
dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2022 merupakan kewajiban pemerintah
kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan (31
Desember 2021). Atas hal tersebut, Satker agar mencatat dan menyajikannya sebagai
Belanja yang Masih Harus Dibayar.

Untuk memastikan nilai Belanja yang Masih Harus Dibayar, Satker agar
mengidentifikasi berdasarkan dokumen pendukung dan bukan hanya perkiraan atau
estimasi. Dokumen pendukung terkait perhitungan uang lembur dan uang makan antara
lain daftar hadir pegawai, Surat Perintah Kerja (SPK) Lembur, Daftar Perhitungan Uang
Makan dan Uang Lembur, dan lain sebagainya.

Berdasarkan perhitungan dimaksud, Satker melakukan jurnal penyesuaian melalui
Aplikasi SAIBA atau Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

D/K Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan

D 511129/ | Beban Uang Makan PNS/ Beban | xxxx LO
512211 | Uang Lembur
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K 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus | xxxx Neraca
Dbayar

Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI

e) Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016, jurnal penyesuaian tersebut agar dilakukan

jurnal balik pada awal periode selanjutnya.

3.3. Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Kartu Kredit Pemerintah

Berdasarkan Pasal 17 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 serta aturan-

aturan terkait:

1.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi Satker perwakilan RI di luar negeri
dibatasai sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021, sedangkan bagi selain Satker
perwakilan di luar negeri dibatasi sampai dengan tanggal 17 Desember 2021.

Selanjutnya, pertanggungjawaban atas penggunaan KKP (SPM-GUP/SPM-PTUP KKP)
harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 21 Desember 2021 pada jam kerja
untuk selain Satker perwakilan di luar negeri. Sedangkan bagi Satker perwakilan di luar
negeri, SPM-PTUP sebagai pertanggungjawaban pembayaran tagihan KKP harus sudah
diterima KPPN paling lambat tanggal 30 November 2021 pada jam kerja.

Pembayaran tagihan KKP dilakukan melalui pendebitan rekening Bendahara
Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) ke rekening bank
penerbit KKP setelah pencairan dana SP2D diterima atau masuk ke rekening BP atau
BPP.

Mekanisme pelaksanaan pembayaran dengan KKP berpedoman pada PMK Nomor
196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 97/PMK.05/2021 atau
Perdirjen Perbendaharaan mengenai Uji Coba Pembayaran dan Penggunaan Kartu

Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Dalam hal pencairan dana SP2D telah diterima di rekening BP atau BPP namun sampai
dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dilakukan pendebitan ke rekening bank
penerbit KKP, Satker agar melakukan pencatatan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi

SAIBA untuk menyajikan Kas Lainnya di Bendahar Pengeluaran sebagai berikut:

D/K Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan

D 111821 Kas Lainnya di Bendahara| xxxx Neraca
Pengeluaran

K 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya XXXX Neraca

Selanjutnya, pada awal tahun anggaran berikutnya setelah dilakukan pendebitan dari
rekening BP atau BPP ke rekening bank penerbit KKP, Satker melakukan jurnal balik
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6.

untuk mengeliminasi Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dari Neraca sebagai
berikut:

D/K Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya XXXX Neraca
K 111821 Kas Lainnya di Bendahara| xxxx Neraca

Pengeluaran

Bagi Satker pengguna SAKTI, jurnal Kas Lainnya di BP terkait UP KKP terbentuk pada
saat dilakukan perekaman mutasi masuk dan keluar kas melalui Modul Bendahara.

3.4. Pencatatan Transaksi terkait Uang Persediaan dalam Bentuk Tunai

Sehubungan dengan sisa dana UP/TUP Tunai tahun anggaran 2021, Pasal 37 dan 38
Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 mengatur bahwa:

1.

Bendahaa Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/TUP Tunai tahun anggaran
2021 yang berada pada kas bendahara tunai maupun dalam rekening bank ke kas
negara paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dengan menggunakan akun
pengembalian UP/TUP Tunai.

Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pencocokan data dengan KPPN sebelum
melaksanakan penyetoran untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP/TUP yang harus

disetor.

Atas penyetoran sisa dana UP/TUP Tunai, Bendahara Pengeluaran menyampaikan
fotokopi BPN yang disahkan oleh KPA ke KPPN.

Pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP atas pertanggungjawaban UP/TUP Tunai
tahun anggaran 2021 dilakukan paling lambat tanggal 7 Januari 2022 dan diberi tanggal
31 Desember 2021. Selanjutnya, KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-GUP Nihil dan
SPM-PTUP Tunai paling lambat tanggal 11 Januari 2022 dan diberi tanggal 31
Desember 2021.

Berdasarkan ketentuan di atas, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam

laporan keuangan tahun 2021 seharusnya nihil. Namun demikian, apabila karena satu dan

lain hal Satker belum menyetorkan sisa dana UP/TUP Tunai sampai dengan tanggal 31

Desember 2021, dan baru menyetorkan ke kas negara pada tahun anggaran berikutnya

(misalnya bersamaan dengan pengajuan SPM-GUP Nihil atau SPM-PTUP yang dilakukan

paling lambat tanggal 7 Januari 2022) sehingga terbit BPN dengan tanggal buku tahun 2022,

maka sisa dana UP/TUP tersebut tetap disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran

dalam laporan keuangan tahun 2021.
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Atas kondisi ini, Satker tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian karena saldo Kas di
Bendahara Pengeluaran secara otomatis tetap disajikan dalam Neraca selama belum
dilakukan penyelesaian UP/TUP serta penyetoran sisa dana UP/TUP ke kas negara. Saldo
Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut secara otomatis tereliminasi setelah Satker
melakukan perekaman BPN melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI.

Selain itu, Pasal 41 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 menyatakan bahwa
apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 masih terdapat sisa UP/TUP Tunai yang
belum dipertanggungjawabkan namun tahun anggaran berikutnya Satker tersebut tidak
memperoleh DIPA, Kepala KPPN agar segera menyampaikan surat teguran kepada KPA
terkait, dengan tembusan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada K/L
terkait, Kepala Perwakilan BPKP setempat, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Merujuk pada PMK Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas
Akuntansi dan Entitas Pelaproran pada Kementerian Negara/Lembaga, Satker yang tidak
lagi memperoleh DIPA pada tahun anggaran berikutnya memenuhi kriteria likuidasi,
sehingga diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya sampai dengan
Neraca dan Laporan BMN bersaldo nihil. Salah satu dari hak dan kewajiban yang harus
diselesaikan adalah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, yang penyelesaiannya dilakukan
melalui pertanggungjawaban atau pengajuan SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP serta
penyetoran sisa dana UP/TUP ke kas negara. Dengan demikian, Satker yang tidak lagi
memperoleh alokasi anggaran pada tahun 2022 agar memastikan bahwa seluruh UP/TUP
tahun 2021 beserta sisa dananya telah dipertanggungjawabkan sesuai batas waktu yang
ditentukan, sehingga saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam laporan keuangan tahun
2021 bersaldo nihil.

3.5. Penyajian Selisih Kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang Asing

Pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki Satker perwakilan di luar
negeri, dimungkinkan mengelola UP dalam bentuk valuta asing (valas) sebagaimana diatur
dalam PMK Nomor 160/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Berdasarkan Pasal 43 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2020, pengajuan
SPM-GUP Nihil sebagai pertanggungjawaban UP dalam bentuk valas disampaikan ke
KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021.
Selanjutnya, KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-GUP Nihil paling lambat tanggal 11
Januari 2022 dan diberi tanggal 31 Desember 2021.
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Dalam hal Bendahara Pengeluaran tidak/belum menyetorkan sisa dana UP ke kas negara
sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sisa dana UP akan diperhitungkan pada saat
pengajuan SPM-UP tahun anggaran 2022.

Atas kondisi ini, di mana pada tanggal 31 Desember 2021 masih terdapat sisa UP dalam
valas yang belum disetorkan ke kas negara, maka Satker tetap menyajikan saldo Kas di
Bendahara Pengeluaran dalam laporan keuangan tahun 2021. Dalam rangka penyusunan
laporan keuangan tahun 2021, Satker agar berpedoman pada PMK yang mengatur
mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat serta Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-21/PB/PB.6/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi
atas Penggunaan Kurs Penutup, di mana saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas
tersebut dijabarkan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs penutup pada tanggal 31
Desember 2021, yang dapat diakses melalui menu referensi pada Aplikasi OMSPAN. Tata
cara penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas pada tanggal pelaporan
dilakukan dengan berpedoman pada Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Nomor S-3466/PB.6/2017 Tanggal 6 April 2017 hal Kebijakan Penyajian Akun Kas di
Bendahara Pengeluaran Dalam Mata Uang Asing. Langkah-langkah yang perlu dilakukan
adalah sebagai berikut:

a. Satker perlu memastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas telah

sama dengan nilai nominal dalam valas pada KPPN mitra kerja.

b. Satker melakukan jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA terhadap akun Kas di
Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN, dengan mengakui pendapatan

dan/atau beban selisih kurs belum terealisasi.

c. Mengingat bahwa penyesuaian atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran ini harus
dilakukan baik oleh Satker maupun KPPN mitra, Satker agar berkoordinasi dengan
KPPN mitra kerja masing-masing terkait kurs penutup pada tanggal 31 Desember 2021

yang digunakan dalam melakukan jurnal penyesuaian.

Adapun jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut:

1) Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil
penjabaran kurs penutup lebih besar dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara

Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

Pengakuan saldo selisih kurs belum terealisasi sebagai pendapatan dilakukan

melalui jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 11161x | Kas di Bendahara Pengeluaran | xxxx Neraca
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491111

Pendapatan Selisih Kurs Yang
Belum Terealisasi

XXXX

LO

Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 596211 Beban Kerugian Selisih Kurs | xxxx LO
Belum Terealisasi
K 219511 Uang Muka dari KPPN XXXX Neraca

2) Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil
penjabaran kurs penutup lebih kecil dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara

Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

Pengakuan saldo selisih kurs belum terealisasi sebagai beban dilakukan melalui
jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 596211 Beban Kerugian Selisih Kurs | xxxx Neraca
Belum Terealisasi
K 11161x Kas di Bendahara Pengeluaran | xxxx LO

Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN dilakukan melalui Aplikasi SAIBA atau

SAKTI:
D/K Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 219511 Uang Muka dari KPPN XXXX Neraca
K Pendapatan Selisih Kurs Yang | xxxx LO
491111 s
Belum Terealisasi

3.6. Pencatatan dan Penyajian Hibah Langsung yang Belum Disahkan

Pasal 46 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 telah mengatur batas waktu
terkait pengajuan penerbitan nomor register hibah langsung, permohonan surat izin
pembukaan rekening, revisi anggaran hibah langsung, serta penyampaian dokumen

pengesahan hibah langsung.

Selain itu, prosedur penatausahaan dan pencatatan hibah langsung bentuk
uang/barang/jasa yang diterima selama tahun 2021 telah diatur dalam PMK Nomor
99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah dan PMK Nomor

225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Pusat. Sedangkan penyelesaian hibah langsung bentuk uang/barang/jasa

yang diterima pada tahun anggaran yang lalu telah diatur dalam Surat Dirjen
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Perbendaharaan Nomor S-876/PB/2020 tanggal 10 Desember 2020 hal Penyelesaian
Hibah Langsung bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu.

Dalam hal masih terdapat hibah langsung bentuk uang/barang/jasa baik yang diterima pada
tahun 2021 maupun tahun-tahun sebelumnya yang belum dipertanggungjawabkan sampai
dengan batas waktu pengajuan pengesahan hibah, Satker agar tetap mencatat dan
menyajikan saldo Hibah Langsung yang Belum Disahkan dalam laporan keuangan tahun

2021 dengan berpedoman pada ketentuan di atas.

Pada Aplikasi SAIBA, akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dicatat melalui jurnal
penyesuaian secara manual dengan berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.05/2016.
Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan terbentuk

secara otomatis ketika Satker melakukan perekaman BAST Hibah.

Meskipun hibah langsung yang belum disahkan tersebut telah dicatat dan disajikan dalam
laporan keuangan tahun 2021, hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Satker untuk
menyelesaikan administrasi dan pertanggungjawaban hibah langsung. Hal tersebut tidak
pula membebaskan Satker dari potensi risiko audit berupa ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan serta pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam PMK
Nomor 99/PMK.05/2017.

3.7. Pencatatan Kas dan Setara Kas pada Bendahara

Sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Kas
dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L antara lain terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan,
Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, serta Kas dan Setara Kas Lainnya. Kas
dan Setara Kas Lainnya pada K/L mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas
Lainnya di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dari Hibah, serta Dana yang Dibatasi

Penggunaannya.

Perlakuan dan pencatatan atas Kas dan Setara Kas telah diatur dalam PMK Nomor
225/PMK.06/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Pusat dan PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Adapun pengaturan mengenai pencatatan dan penyajian Kas dan Setara Kas Lainnya
adalah sebagai berikut:

a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang
persediaan, dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka
oleh K/L dan juga pendapatan bunga, jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja
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yang belum disetor ke kas negara, serta belanja yang sudah dicairkan dari rekening kas

negara ke rekening bendahara namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.05/2019

tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga, saldo yang

terdapat dalam rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal

pelaporan dicatat sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. Sedangkan untuk

pasangan jurnalnya ditentukan berdasarkan kondisinya, antara lain:

1) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan bunga atau jasa

giro yang belum disetorkan ke kas negara.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
111821 Kas Lainnya di Bendahara Neraca
D XXXX
Pengeluaran
K 425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan LO
. XXXX
(Jasa Giro)

2) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan
pungutan/potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke kas
negara.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Neraca
XXXX
Pengeluaran
K 219961 Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Neraca
: XXXX
yang Belum Disetor

3) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan uang pihak ketiga

namun belum diserahkan kepada yang berhak.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Neraca
XXXX
Pengeluaran
K 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya XXXX Neraca

4) Terdapat saldo pada Rekening Penyaluran Dana Bantuan yang harus disetorkan ke

kas negara karena merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAYL atau

TAB.
D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Neraca
XXXX
Pengeluaran
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K 5XXXXX Beban xxx XXXX LO
Jurnal penyesuaian yang dicatat dalam hal hak pemerintah tersebut berasal dari
belanja TAB

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan

D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Neraca

XXXX
Pengeluaran
K 42591x Penerimaan Kembali Belanja TAYL XXXX LO

Jurnal penyesuaian yang dicatat dalam hal hak pemerintah tersebut berasal dari
belanja TAYL

5) Saldo pada Rekening Penampungan yang tidak lagi dipergunakan untuk kegiatan

kerja sama/kemitraan dan menurut perjanjian harus dikembalikan kepada pihak

pemberi dana.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Neraca
XXXX
Pengeluaran
K 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya XXXX Neraca

6) Saldo pada Rekening Penampungan yang masih akan dibayarkan oleh pihak

penerima dana kepada pihak ketiga (penyedia barang/jasa) berdasarkan tagihan

yang telah dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Neraca
XXXX
Pengeluaran
K 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya XXXX Neraca

7) Saldo pada Rekening Penampungan yang tidak digunakan untuk kegiatan kerja

sama/kemitraan dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 111821 Kas Lainnya di Bendahara Neraca
XXXX
Pengeluaran
K 425xxx Pendapatan PNBP Lainnya XXXX LO
Jurnal penyesuaian ini dicatat oleh K/L penerima dana kerja sama/kemitraan

8) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana

Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang belum terdapat
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kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan

ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan

111821 Kas Lainnya di Bendahara

D Pengeluaran

XXXX Neraca

K 212192 Dana Pihak Ketiga XXXX Neraca

Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya
kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau
kewajiban pemerintah

9) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana
Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang telah dapat diakui
sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan

111821 Kas Lainnya di Bendahara

D Pengeluaran

XXXX Neraca

K 425xxx Pendapatan PNBP Lainnya XXXX LO

Jurnal-jurnal terkait Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dilakukan secara manual
pada Aplikasi SAIBA. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, jurnal-jurnal tersebut terbentuk
melalui perekaman pada Modul Bendahara.

b. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas dalam pengelolaan Bendahara
Penerimaan, baik yang telah maupun belum menjadi hak pemerintah, misalnya berupa
saldo kas yang terdapat pada rekening penampungan atau rekening pemerintah lainnya
pada KJ/L.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.05/2019
tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga, saldo yang
terdapat dalam rekening yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan pada tanggal
pelaporan dicatat sebagai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan. Sedangkan untuk
pasangan jurnalnya ditentukan berdasarkan kondisinya, antara lain:

1) Saldo pada Rekening Bendahara Penerimaan yang merupakan pungutan/potongan
pajak oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke kas negara.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 111825 Kas Lainnya di Bendahara
. XXXX Neraca
Penerimaan
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219963

Utang Pajak Bendahara Penerimaan
yang Belum Disetor

XXXX

Neraca

2) Saldo pada Rekening Bendahara Penerimaan yang merupakan belanja yang sudah

dicairkan dari rekening kas negara ke rekening Bendahara Penerimaan namun

belum diserahkan kepada pihak ketiga yang berhak.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
111825 Kas Lainnya di Bendahara
D . XXXX Neraca
Penerimaan
K 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya XXXX Neraca

3) Saldo pada Rekening Penyaluran Dana Bantuan yang harus disetorkan ke kas

negara karena merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAB.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 111825 Kas Lainnya di Bendahara XXX Neraca
Penerimaan
K BXXXXX Beban xxx XXXX LO

4) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana

Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang belum terdapat

kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan

ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
111825 Kas Lainnya di Bendahara
D . XXXX Neraca
Penerimaan
K 212192 Dana Pihak Ketiga XXXX Neraca

Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya
kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau
kewajiban pemerintah

5) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana

Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang telah dapat diakui

sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan

D 111825 Kas Lainnya di Bendahara XXX Neraca
Penerimaan

K 425xxx Pendapatan PNBP Lainnya XXXX Neraca
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Jurnal-jurnal terkait Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dilakukan secara manual

pada Aplikasi SAIBA. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, jurnal-jurnal tersebut terbentuk

melalui perekaman pada Modul Bendahara.

c. Kas Lainnya dari Hibah

Kas Lainnya dari Hibah dapat berupa kas dari pemberi hibah yang belum atau telah

dilakukan pengesahan. Kas dari pemberi hibah yang telah dilakukan pengesahan

dicatat sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah (kode akun 111822) dalam neraca, di

mana pencatatan tersebut terbentuk secara otomatis pada saat dokumen pengesahan

hibah langsung (SPHL) telah terbit.

Sedangkan untuk kas dari pemberi hibah yang belum dilakukan pengesahan dicatat

sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan (kode akun 111827) dalam

neraca. Pencatatan dimaksud dilakukan secara manual melalui Aplikasi SAIBA pada

saat kas diterima dari pemberi hibah. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, pencatatan

tersebut terbentuk secara otomatis ketika Satker melakukan perekaman BAST Hibah

melalui Modul Bendahara. Untuk lebih detailnya, pencatatan Kas Lainnya dari Hibah
agar dilakukan dengan berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Selain Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan,

serta Kas Lainnya dari Hibah, dimungkinkan terdapat kas dan setara kas yang dikelola

oleh Satker di K/L, yang teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya.

Dana tersebut terikat pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Saldo

kas yang memenuhi definisi dana yang dibatasi penggunaanya dicatat dan disajikan

sebagai Aset Lainnya di neraca. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam
PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian

Negara/Lembaga, pencatatan dana yang dibatasi penggunaannya berdasarkan

kondisinya adalah sebagai berikut:

1) Dana yang dibatasi penggunaannya pada Rekening Penampungan Dana Titipan,

Rekening Penampungan Dana Jaminan, atau Rekening Penampungan Sementara,

yang berdasarkan ketentuan belum/tidak menjadi hak negara.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 163xxx Dana yang Dibatasi Penggunaannya XXXX Neraca
K BXXXXX Beban xxx XXXX LO
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2) Dana yang dibatasi penggunaannya pada Rekening Penampungan Dana Titipan,
Rekening Penampungan Dana Jaminan, atau Rekening Penampungan Sementara,
yang berdasarkan ketentuan belum/tidak menjadi hak negara dan masih
dimungkinkan untuk dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K | Kode Akun | Uraian Akun Rp Laporan
D 163xxx Dana yang Dibatasi Penggunaannya XXXX Neraca
K 212192 Dana Pihak Ketiga XXXX Neraca

Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya
kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau
kewajiban pemerintah

Selain itu, untuk keperluan penyeragaman kebijakan akuntansi atas uang untuk diserahkan
kepada masyarakat atau pemerintah daerah (pemda), khususnya terkait penyajian kas yang
belum disalurkan kepada penerima atau telah disalurkan namun belum diterima laporan
pertanggungjawabannya pada tanggal pelaporan, telah diterbitkan Surat Dirjen
Perbendaharaan Nomor S-950/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Kebijakan Akuntansi
atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk
Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Selanjutnya, untuk

dipedomani oleh seluruh Satker.
Iv. Kesimpulan

Penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi panduan bagi penyusun laporan
keuangan baik di tingkat Satker maupun di tingkat Kementerian Negara/Lembaga (K/L)
dalam memahami kebijakan akuntansi menjelang akhir tahun dan pada akhir tahun 2021
untuk lebih meningkatkan lagi keandalan laporan keuangan sehingga memperoleh opini
terbaik laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
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Akuntansi Hibah pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Oleh:
1. Fitra Riadian, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara

2. Muh. Faisal Naim, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
3. Didied Ary Setyanang, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pendahuluan
a. Latar Belakang

Badan Layanan Umum (BLU) sebagai badan pemerintah yang mengutamakan
layanan publik mempunyai peran penting selama masa pandemi ini, terutama dalam hal
kesehatan dan pendidikan. Kemampuan menjalankan aktivitas bisnis yang fleksibel
dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas membuat BLU harus
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat, disampaikan oleh Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum tahun
2021 dengan tema BLU Berstrategi Pulihkan Ekonomi secara video conference, Jumat
19/03/21.

Untuk memenuhi kebutuhannya di masa pandemi, BLU harus menjadi agensi
lembaga yang dapat menjalankan tujuan pemberian pelayanan barang/jasa kepada
masyarakat dengan tetap memperhatikan tata kelola dan manajemen yang baik.
Manajemen harus efektif, efisien, dan akuntabel mengelola keuangan, pengadaan
barang /jasa dan semua sumber daya yang dimiliki serta segala fleksibilitas pengelolaan

yang dimilikinya.

Dalam masa pandemi Covid-19 banyak BLU yang menerima hibah langsung dalam
rangka penangananan pandemi Covid-19, terutama Rumah Sakit. Pendapatan hibah
dari masyarakat atau pihak ketiga umumnya diberikan dalam bentuk uang atau
peralatan kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD), tabung oksigen, dan jasa pelatihan.
Semua bentuk hibah yang diterima BLU tersebut membutuhkan proses administrasi dan
akuntansi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku, sehingga semua

hibah yang diterima dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Sampai saat ini masih sering ditemukan kerancuan pemahaman untuk perlakuan
administrasi dan akuntansi atas hibah langsung pada satuan kerja (Satker) BLU.
Perbedaan proses akuntansi atas hibah yang diterima oleh satker biasa dengan satker
BLU belum sepenuhnya dipahami oleh para pengelola keuangan BLU, dimana tidak
seperti bagaimana perlakuan perjanjian hibah, register hibah, rekening khusus hibah,
revisi DIPA dalam rangka hibah, serta bagaimana pengesahan pandapatan hibah pada
Kuasa Bendahara Umum Negara (dalam hal ini pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara/KPPN mitra kerja).

30



Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat edisi 31 Tahun 2021

Adanya pergantian personel pengelola keuangan pada Satker BLU maupun di
KPPN mita kerjanya juga ikut menyumbang kurangnya pemahaman dan pengetahuan
para pengelola hibah terkait dengan perlakuan akuntansi hibah pada Satker BLU.
Selanjutnya, tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman
terkait akuntansi pendapatan hibah Satker BLU. Oleh karena itu, fokus penyajian tulisan
kali ini adalah proses pencatatan transaksi yang bersifat khusus kepada ilustrasi alur

pelaporan keuangan pendapatan hibah BLU.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap uraian pembahasan akuntansi
pendapatan hibah pada satuan kerja BLU, tulisan ini disusun ke dalam beberapa bagian.
sistematika penyajian artikel ini terdiri dari pendahuluan, gambaran umum, Kekhususan
Satker BLU dibandingkan Satker biasa, ilustrasi penerimaan hibah langsung uang,
ilustrasi penerimaan hibah langsung barang/Jasa, pengungkapan dalam CaLK, dan
kesimpulan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi hibah dalam tulisan ini adalah kebijakan akuntansi hibah BLU
atas transaksi pendapatan Satker BLU berupa hibah langsung dalam bentuk uang dan
barang/jasa yang diterima dari entitas lain di luar pemerintah pusat, antara lain
perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, masyarakat perseorangan/kelompok

dan organisasi kemasyarakatan.

llustrasi contoh pendapatan hibah BLU yang disajikan adalah untuk Satker BLU
yang masih mempergunakan aplikasi eksisting (yaitu Aplikasi Persediaan, Aplikasi
SIMAK BMN dan Aplikasi SAIBA), tidak termasuk Satker BLU yang telah
mempergunakan Aplikasi SAKTI. Segala perekaman transaksi dan jurnal dilakukan
pada aplikasi eksisting.

Gambaran Umum

a. Jenis-Jenis Hibah Langsung Satker BLU

Sama dengan Satker biasa, Satker BLU juga menerima hibah, jenis pendapatan
hibah BLU dapat berbentuk uang dan barang/jasa/surat berharga. Pendapatan hibah
yang diterima BLU dari masyarakat atau badan lain tidak diikuti adanya kewajiban bagi
BLU untuk menyerahkan barang/jasa kepada pemberi hibah.

Pendapatan BLU dalam bentuk hibah uang merupakan pendapatan bukan pajak
pada BLU dan disajikan sebagai pendapatan bukan pajak di Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) dan di Laporan Operasional (LO), serta sebagai aktivitas operasi dalam
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Laporan Arus Kas (LAK). Sedangkan, pendapatan hibah BLU berupa barang/jasa tid
disajikan pada LRA karena pengakuan pendapatan di LRA yang berbasis kas, nam
pendapatan hibah barang/jasa BLU hanya disajikan sebagai pendapatan bukan paj
di LO.

b. Pengakuan dan Pengukuran pendapatan Hibah BLU

Terdapat hal penting yang membedakan pengakuan dan pengukuran pendapat

ak
un
ak

an

hibah BLU untuk jenis hibah berupa uang dan hibah berupa barang/jasa/surat berharga.

Untuk perolehan hibah BLU berupa uang, transaksi ini tidak hanya diakui dan diukur

pada saat terjadinya secara transaksional berupa penerimaan dana hibah oleh BLU

sesuai berita acara serah terima hibah, dokumen konfirmasi, atau dokumen lain ya
dipersamakan, tetapi juga dibutuhkan proses pengesahan ke KPPN mitra kerjan

ng
ya

menggunakan mekanisme penerbitan SP3B/SP2B-BLU pada periode pengesahan. Hal

ini sehubungan pengaruh transaksinya ke pencatatan dan penyajian Kas dan Bank BLU.

Kelalaian dalam melakukan pengesahan secara periodik tahun berjalan atas

pendapatan BLU dari perolehan hibah berupa uang berdampak pada selisih pencatat
dan penyajian Kas dan Bank BLU di Neraca BLU dan di Neraca KPPN selaku Kua
BUN, dan secara alamiah sistem akuntansi untuk konsolidasian pada Kementeri
Negara/Lembaga yang membawahi Satker BLU bahwa perolehan hibah BLU beru

uang belum diakui dan disajikan di laporan keuangan.

an
sa

an

pa

Untuk perolehan hibah BLU berupa barang/jasa/surat berharga, transaksi ini diakui

dan diukur pada saat terjadinya secara transaksional barang/jasa/surat berhar

diterima oleh BLU sesuai berita acara serah terima atau dokumen lain ya

ga
ng

dipersamakan. Transaksi ini tidak membutuhkan proses pengesahan ke KPPN mitra

kerjanya melalui mekanisme penerbitan SP3B/SP2B-BLU karena substansi

transaksinya tidak mempengaruhi pencatatan dan penyajian Kas dan dan Bank BLU

laporan keuangan.

di

c. Perbedaan Proses Administrasi Hibah pada Satker Biasa dengan Satker BLU

Tabel 1. Perbedaan Hibah pada Satker Biasa dengan Satker BLU

Uraian Hibah Uang

Satker Biasa Satker BLU
BAST/Perjanjian Hibah Ya Ya
Register Ya Tidak
ljin Rekening Ya Tidak
Revisi DIPA Ya Ya dan Tidak
Pengesahan ke KPPN Ya (SP2HL) Ya (SP3B-

BLU)
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Hibah Barang / Jasa / Surat
Berharga
Satker Biasa Satker BLU
BAST/Perjanjian Hibah Ya Ya
Register Ya Tidak
SPTMHL Ya Tidak
Pengesahan Ya (SP3HL- Tidak
BJS dan
MPHL-BJS)

Bentuk perjanjian hibah dan/atau BAST, baik pada Satker biasa maupun Satker
BLU, secara substansi relatif sama, yaitu memuat informasi paling sedikit antara lain
mengenai:

- Tanggal dokumen

- Pihak pemberi

- Pihak Penerima

- Pernyataan menghibahkan

- Jumlah/jenis uang/barang/jasa/surat berharga yang dihibahkan (jika selain uang,
diupayakan dicantumkan nilai rupiahnya)

- Tanda-tangan

Untuk kebutuhan akuntabilitas perolehan hibah langsung bentuk uang, hal yang
membedakan Satker BLU dengan Satker biasa yang tidak menerapkan pola
pengelolaan keuangan BLU adalah Satker BLU tidak perlu melakukan proses register
hibah langsung ke Kanwil Ditien Perbendaharaan dan rangkaian lanjutannya terkait
proses pengesahan hibah langsung bentuk uang sebagaimana dipersyaratkan kepada
Satker biasa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang
Adminisrasi Pengelolaan Hibah. Dana yang diperoleh dari substansi transaksi hibah
langsung bentuk uang secara periodik dilakukan proses pengesahan Pendapatan BLU
dengan mekanisme penerbitan SP3B/SP2B-BLU untuk dapat disajikan secara basis kas
di LRA sebagai pendapatan BLU pos PNBP dan di LO.

Demikian halnya untuk kebutuhan akuntabilitas perolehan hibah langsung bentuk
barang/jasa/surat berharga, hal yang membedakan Satker BLU dengan Satker yang
tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU adalah Satker BLU tidak perlu
melakukan proses pengajuan register hibah barang/jasa/surat berharga dan rangkaian
lanjutannya terkait proses pengesahan hibah langsung sampai dengan diterbitkannya
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga (SP3HL-BJS) dan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa
/Surat Berharga (MPHL-BJS) ke KPPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
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99/PMK.05/2017. Namun demikian terdapat kesamaan dalam akuntabilitas atas
barang/jasa/surat berharga yang diperoleh dari hibah langsung bahwa aktivitas subtansi
transaksi hibah tersebut dicatat dan diakui di LO dimana satu sisi sebagai pendapatan-
LO dan satu sisi lainnya untuk jasa, beban dan barang yang tidak memenuhi
karakteristik kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN), dan di Neraca untuk barang yang
memenuhi karakteristik kapitalisasi BMN.

Kekhususan Satker BLU dibandingkan Satker Biasa

Sebelum membahas ilustrasi contoh hibah pada BLU, perlu diketahui sedikit
perbedaan atau kekhusuan BLU dibanding Satker biasa yang akan sangat

mempengaruhi perlakuan akuntansi dan interpretasinya, yaitu:

a. Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan BLU atas Manajerial Transaksi Perolehan
Hibah Langsung

BLU merupakan satuan kerja pelayanan yang berdasarkan ketentuan perundang-
undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban walaupun bukan unit
berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.

laporan keuangan BLU juga diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Satker BLU dituntut secara mandiri menyusun sistem akuntansi manajerial untuk
mengukur dan mengakui belanja dan pendapatan transaksional, termasuk dalam hal ini
penerimaan hibah langsung bentuk uang, dengan mengembangkan proses bisnis

pencatatan manajerial, antara lain meliputi:

1. Dokumen sumber transaksional pendapatan BLU sesuai dengan karakteristik bisnis
BLU disertai nomor register pendapatan yang unik.

2. Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan
pendapatan BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail
kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen
akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.

3. Jurnal khusus transaksional atas penerimaan/pengembalian dan pengakuan
pendapatan secara kas.

Jurnal khusus transaksional atas penerimaan dan pengakuan pendapatan non kas.
Penggunaan buku pembantu pendapatan BLU.

Pengaturan mengenai mekanisme peringkasan (summary) pendapatan BLU yang
dicatat dengan akun internal BLU menjadi 6 digit akun pendapatan BLU sesuai
kodefikasi bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.
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b. Kas dan bank BLU belum disahkan diakui sebagai kas dan setara kas
Berdasarkan PSAP 13 paragraf 58, kas dan setara kas pada neraca BLU
merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU, baik yang telah maupun yang belum
diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Kas pada BLU yang
sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan

umum (dalam hal ini adalah KPPN) merupakan bagian dari saldo anggaran lebih.

Dengan demikian terhadap dana hibah langsung yang diterima BLU dan belum
dilakukan mekanisme pengesahan pendapatan BLU dari hibah bentuk uang dan kas
BLU yang mempengaruhinya, maka tidak diperhitungkan sebagai bagian dari saldo
anggaran lebih tahun anggaran berjalan. Penyajian kas dan bank BLU belum disahkan
di Neraca pada tanggal laporan keuangan tahunan menjadi bagian telaah dan analisis
bahwa terdapat proses bisnis pengelolaan keuangan BLU yang belum selesai pada saat
penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan dan perlu menjadi perhatian

manajemen dan satuan pengendalian internal BLU.

¢. Komponen Laporan Keuangan BLU

Selaku entitas pelaporan, Satker BLU menyusun dan menyampaikan komponen
laporan keuangan BLU terdiri atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Neraca;

d. Laporan Operasional (LO);

e. Laporan Arus Kas (LAK);

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

d. Memiliki akun-akun Khusus BLU

BLU memiliki dan mempergunakan akun-akun khusus dalam transaksinya seperti
akun belanja BLU menggunakan akun khusus yaitu 525xxx, sedangkan untuk
pendapatan juga menggunakan akun yang berbeda dengan yang digunakan Satker
biasa yaitu 424xxx. Kelompok akun terkait pendapatan Hibah pada BLU adalah:

424xxx Pendapatan BLU

4242xx Pendapatan Hibah BLU

42421x Pendapatan Hibah Terikat — Uang

42422x Pendapatan Hibah Tidak Terikat — Uang

42423x Pendapatan Hibah Terikat — Barang / Jasa
42424x Pendapatan Hibah Tidak Terikat — Barang / Jasa
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Terdapat akun khusus juga di BLU, yaitu akun Kas dan bank BLU belum disahkan
(111914), sebagaimana dinyatakan dalam PMK nomor: 220/PMK.05/2016 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa pendapatan
hibah bentuk uang diakui pada saat dana hibah diterima oleh BLU sesuai BAST Hibah,
atau dokumen konfirmasi atau dokumen yang dipersamakan dan dilakukan pengesahan

oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan Umum (dalam hal ini adalah KPPN).

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU dapat langsung digunakan

Bentuk-bentuk pendapatan BLU berupa PNBP (bukan PNBP Umum) seperti
pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, pendapatan hibah tidak
terikat atau hibah terikat, hasil kerjasama BLU dengan pihak lain, dan pendapatan
lainnya yang sah, semuanya dapat digunakan langsung untuk membiayai program dan
kegiatan yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU.

Besaran yang dapat digunakan langsung adalah sebesar yang ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan mengenai status penetapan instansi pemerintah yang
menerapkan pengelolaan keuangan BLU. Tentunya besaran yang dapat dipergunakan
dan pengesahan belanjanya harus memperhatikan juga ketersediaan pagu akun

belanja yang bersangkutan dalam DIPA Satker.

f. Pengesahan Pendapatan dan Belanja dapat dilakukan secara periodik

Pengesahan pendapatan hibah bentuk uang dilaksanakan berdasarkan asas bruto
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pengesahan pendapatan dan belanja BLU berupa uang dilakukan secara periodik
melalui KPPN mitra Kerja. Pengajuan proses pengesahan BLU secara periodik
dilakukan terhadap pendapatan dan belanja yang secara transaksional pada tahun
anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatan/belanjanya berdasarkan kas
yang diterima/dikeluarkan oleh BLU. Dengan demikian untuk akuntabilitas pengelolaan
keuangan BLU, pendapatan dan belanja BLU secara transaksional diakui dan dicatat
menggunakan sistem akuntansi manajerial yang dikembangkan secara mandiri sesuai
dengan karakteristik bisnis BLU.

Pengesahan pendapatan dan belanja BLU dalam rangka PNBP dilakukan secara
triwulanan, tetapi diperbolehkan melakukan pengesahan lebih dari satu kali dalam satu
triwulan. Kebijakan terhadap jumlah pengesahan yang dilakukan pada setiap triwulan
diserahkan kepada masing-masing Satker BLU

Untuk pengesahan pendapatan hibah BLU bentuk barang/jasa, maka tidak
dilakukan pengesahan pendapatan melalui pengesahan SP3B / SP2B — BLU dan tidak
juga melalui mekanisme penerbitan MPHL-BJS karena pendapatan hibah bentuk
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Iv.

barang atau jasa merupakan transaksi non kas, sehingga BLU hanya cukup melakukan
pencatatan jurnal penyesuaian secara manual ke dalam sistem aplikasi (SAIBA) untuk
pengakuan pendapatan hibah barang/jasa yang diterima.

llustrasi penerimaan hibah langsung uang

Untuk memberikan ilustrasi secara teknis proses akuntansi pendapatan hibah pada
BLU, maka akan disajikan ilustrasi beberapa transaksi pendapatan hibah berupa
uang/barang/jasa pada Satker BLU. Selanjutnya, untuk kebutuhan penyajian transaksi,
ilustrasi di bawah ini akan menggunakan kejadian keuangan BLU layanan kesehatan
(selanjutnya disebut Rumah Sakit (BLU) ABC) hanya sebagai identitas saja dan tidak
terkait dengan kekhususan tema penyajian pada panduan. Selanjutnya data yang
disajikan dalam ilustrasi transaksi berikut bukan merupakan data riil, dan diasumsikan
bahwa data yang ditampilkan berasal dari kertas kerja yang dihasilkan dari sistem

akuntansi manajerial yang dikembangkan secara mandiri oleh Satker BLU.

Untuk menyederhanakan tampilan dan optimalisasi penyajian ilustrasi, maka
penyajian gambar ilustrasi laporan keuangan telah dilakukan pengeditan/pemotongan
gambar terhadap laporan yang terlalu panjang dan pos-pos yang nilainya nihil dari asli

cetakan sistem aplikasi SAIBA.

Hal catatan penting yang menjadi perhatian dalam ilustrasi penerimaan hibah
langsung uang oleh Satker BLU antara lain:

1. Satker BLU didorong untuk mengembangkan secara mandiri sistem akuntansi
manajerial yang disesuaikan kerakteristik bisnis BLU, sehingga transaksi dan
kejadian keuangan secara transaksional BLU (dalam hal ini pendapatan hibah
langsung bentuk uang) diakui dan dicatat dalam buku pembantu, kertas kerja atau
perekaman transaksi yang dipersamakan yang ada dalam sistem akuntansi

manajerial BLU.

2. Pengakuan dan pencatatan hibah langsung bentuk uang secara transaksional

dalam ilustrasi berikut ini tidak diharapkan untuk dilakukan perekamannya di
Aplikasi SAIBA setiap terjadi kejadian transaksionalnya, tetapi terlebih dahulu
dicatat di sistem akuntansi manajerial yang dikembangkan secara mandiri oleh
BLU. Aplikasi SAIBA tidak digunakan dalam rangka perekaman tiap-tiap
transaksional manajerial BLU tetapi untuk kebutuhan agregat penyajian transaksi

pada penyusunan laporan keuangan BLU.

3. llustrasi berikut ini menampilkan perekaman transaksional penerimaan hibah

langsung bentuk uang menggunakan Aplikasi SAIBA dengan tujuan untuk
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memberikan perbedaan efisiensi pencatatan transaksi apabila Satker BLU tidak

mengembangkan sistem akuntansi manajerial secara mandiri.

llustrasi transaksi penerimaan hibah langsung uang, sebagai berikut:
a. Perjanjian dan Penerimaan Hibah pada Kas BLU

Pada tanggal 25 Juni 2021 Satker BLU Rumah Sakit ABC (Kode Satker
024.04.123456) menerima hibah berupa uang dari CSR Perusahaan PT.XYZ sebesar
Rp100.000.000. Uang tersebut dilakukan transfer ke Rekening BLU pada tanggal 29
Juni 2021, Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pada saat membuat perjanjian hibah.

Pada saat penandatanganan perjanjian hibah antara pihak pemberi hibah dan
penerima hibah tidak ada perlakuan akuntansi
Pada saat pengiriman / transfer uang ke Rekening Operasional BLU

Setelah BLU menerima uang rekening BLU pada tanggal 29 Juni 2021 sesuai BAST
hibah atau dokumen konfirmasi hibah, maka penerimaan uang tersebut diakui secara

transaksional sebagai pendapatan BLU dari hibah dan kas dan bank belum disahkan.

llustrasi jurnal transaksional penerimaan uang hibah yang belum diproses pengesahan

kasnya dapat menggunakan jurnal sebagai berikut:

D/K |Kode Akun Uraian Akun Rp
D 111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan 100.000.000
K 424212 Pendapatan Hibah Terikat DN- 100.000.000
Lembaga/Badan Usaha — Uang

Dalam hal jurnal transaksional penerimaan uang hibah yang belum diproses
pengesahan kasnya tersebut direkam pada Aplikasi SAIBA, maka jurnal direkam melalui

Aplikasi SAIBA melalui menu Transaksi - Jurnal Umum sebagai berikut:

Gambar 1. Jurnal Umum Penerimaan Hibah BLU

Kementrian / Lembaga (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Eselon 1 (04) Digen Pelayanan KesehatanO
Lokasi (2800) MALUKU UTARA

Satker (123456) RUMAH SAKIT (BLU) ABC

Tanggal [23-06-2021 |No. [123456 [oo1  |keew[os2 [+ TERNATE T.A‘

Akun [111914 JE Kas dan Bank BLU Belum Disahkan

424212 J |pT Pendapatan Hibah Terikat Dalam Megeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang

Rupiah | 100,000,000

Jns.Satk E

Keterangan | Fenerimaah Hibah berupa uang dari PT.XYZ berdasarkan Perjanjian hibah Nomaor:
01HLU0E21]

Simpan

sl
Batal

¥

Keluar
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Catatan: Kolom keterangan pada pengisian diatas agar selalu diisi, untuk memudahkan
mengetahui dasar / penyebab dilakukannya jurnal umum tersebut.

Setelah dilakukan posting aplikasi, maka laporan yang terpengaruh adalah LO, neraca,
neraca percobaan, dan LAK:

Gambar 2. Penyajian LO pada saat penerimaan dana hibah

oleh BLU
Valsman ¢
LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)
KEMENTE RIAN NEGARALEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI © 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH
JUMLAH Kenaikan (Penurur
URAIAN
2021 2020 Jumiah
1 2 3 4
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 i) o
Dari b Negara D 0 ] o
HKND)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 100,000,000 o 100,000,000
Jumiah Pendapatan Negara Bukan Pajak 100,000,000 0 100,000,000
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah ] 0 o
Jumiah Pendapatan Hibah o o o
JUMLAH PENDAPATAN OPE RASIONAL 100,000, 000 0 100,000,000
BEBAN OPERASIONAL
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 0 ] 0
SURPLU S/{DE FISIT) DARI KEGIATAN 100,000,000 o 100,000,000
OPE RASIONAL
KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLU S/(DE FISIT) DARI KEGIATAN NON ] 0
OPERASIONAL
POS LUAR BIASA
Beban Luar Biasa ] o 0
SURPLU S/{DE FISIT) DARI PO S LUAR
BIASA
SURPLUS / (DEFISIT) - LO 100,000,000 0 100,000,000

Terhadap jurnal transaksional pada Aplikasi SAIBA atas perekaman pengakuan
pendapatan BLU dari hibah dan kas dan bank BLU belum disahkan, maka pada LO
{disajikan PNBP Lainnya sebesar Rp100.000.000. Kas dan Bank BLU belum disahkan
(111914) merupakan kas yang diakui sebagai kas dan setara kas yang dikelola BLU.

Adapun Penyajian Neraca (Face) dari jurnal transaksional pada Aplikasi SAIBA atas
pengakuan Kas dan Bank BLU Belum Disahkan secara transaksional adalah sebagai

berikut:
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Gambar 3. Penyajian Neraca pada saat penerimaan dana hibah BLU

NERACA Kode Laporan: LSAIKB
TINGKAT SATUAN KERJA La;E;a\ : 01/08/2021
PER 30 JUNI 2021 man !
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI © 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA © 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN - KD KANTOR DAERAH
NAMA PERKIRAAN JUMLAH
1 2
ASET
ASET LANCAR
Kas pada Badan Layanan Umum 100,000,000
JUMLAH ASET LANCAR 100,000,000
JUMLAH ASET 100,000,000
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 100,000,000
JUMLAH EKUITAS 100,000,000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 100,000,000

Pada Neraca face Satker BLU di atas sudah disajikan adanya Kas Pada BLU belum
disahkan (111914), yaitu kas yang telah diterima BLU dari pemberi hibah. Namun akan
berbeda dengan Neraca yang ada di KPPN, karena yang ada dalam pencatatan KPPN
adalah hanya Kas dan bank BLU yang sudah disahkan saja, yaitu Akun 111911 (Kas

dan Bank BLU).

Hal ini dapat diperjelas dengan mencetak Neraca Percobaan Akrual BLU:

Gambar 4. Penyajian Neraca Percobaan pada saat penerimaan dana hibah BLU

NERACA PERCOBAAN foceLoporan:  NPSAKS
TINGKAT SATUAN KERJA ol B0
PER 30 JUNI 2021
{ DALAMRUPIAH )
KEMEMNTE RIAN NEGARA/ LEMBAG A 1 024 KEMENTE RIAN KESEHATAN
ESELONI T4 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI + 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
KODE KODE
TRANS| PERKIRAAN NAMA PE RKIRAAN DEBET KREDIT
1 Zz 3 4 5
0 111914  [Kas dan Bank BLU Belum Disahkan 100,000,000
3 424212 Pendapatan Hibah Terkat Dalam Neger-Lembaga/Badan Usaha - Uang 100,000,000
JUMLAH 100,000,000 100,000,000
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Gambar 5. Penyajian LAK pada saat penerimaan dana hibah BLU

LAPORAN ARUSKAS T
SATUAN KERJA BADAN LAYAMNAN UMUM
UNTUH PERIOCE YAMNG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUMI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)
KEMENTE RIAN NEGARNLEMBAGA : O KEMENTERIAN KE BEHATAN
UNIT ORGANISAS] : o DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH (PROPMAI . 3800  MALUKL UTARA
SATUAN KER 1A s 123456 RUMAH SAKIT [BLU) ABC
JENIEKEWEMANGAN + HD KANTOR DAERAH
JUMLAH Koaikan Ponurnan)
URAI AN
mon 2020 Jurmiah %
1 2 3 4 5
ARUS KAEDARI AKTMMTAS DPE RASI
ARUS NASUK KAS
PanIEpEIEN 0| BOLEE AR BN ) [] [ 0.00
Pendapatan darl )33 LEyanan kepada U seyarakat 0 o 9 0.00
Pandapatan darl J&sa Layansn kepada Enthas Lain [ [ [ 0.00
Pendapatan darl Haall Karl Sama ] o ¢ 0.00
Pandapatan darl HEkeh 100,000, D00 o 100,000,000 p.00
Pandagatan Usaha Lalnnye 1] o L] 0.00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAVL [} [ [ 0.00
Fendapaian PKEF Limum D [ [ 0.00
JUMLAH ARUEMASUK KAS 100,000,000 ] 100,000,000 0.00
KENAIKAN/F ENURUNAN KAS 100,000,000 ] 100,000,000 0.00
Panyebudlan aias Salieh Kum [ ] o 0.00
Saido Aual Kas a o .00
Koretai Saido Kas b 0 1 0.00
SALDO AKHIR KAS 109,000, 00 a 104,000,000 0.00
Rincian Salcky Akhir Las antara lain:
Salde Akhr Kaa pada BLU 104,000, 000 Q 100,080,000 0.00
Salde AN Kas Lalnnye dan 561 Kes o ] o 0.00
Investad Jangia Pendek BLU o 0 0 0.00
Sablo Athir Dona Kdolean BLU ] ] o .00
Salde Alhr KaaBLU yang Dbatesi Penpgunsanma b g 0 0.0
Jurriah RInclan $3id0 100,000, 000 a 10,000,000 .00
Rinclan Lalnnya PoaKas ol Nemca :
Saido Akhr Kas pada BLU [yang béum dBahian) 104,000, 000 [ 108,080,000 0.00
Saido alhr kKas dl Bendahan Pengalaran b Q 0 .00

Laporan arus kas menyajikan bahwa saldo kas pada BLU pada periode tersebut
masih merupakan kas pada BLU yang belum disahkan.

b. Pengesahan Pendapatan Hibah melalui SP3B-BLU

Selanjutnya penerimaan kas dan Bank BLU belum disahkan harus ditindaklanjuti
dengan pengesahan. Atas penerimaan hibah tersebut dilakukan pengesahan melalui
penyampaian SP3B-BLU ke KPPN, yaitu untuk mengesahkan adanya pendapatan
hibah sebesar Rp100.000.000.

Diterbitkan SP3B-BLU pada tanggal 28 September 2021.
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Pengesahan pendapatan dan belanja boleh diajukan lebih lama, karena BLU
sampai dengan saat ini masih diperbolehkan untuk melakukan pengesahan secara
periodik (1 kali dalam 1 triwulan).

Pada contoh ini, SP3B-BLU hanya mengesahkan pendapatan saja, namun pada
kenyataannya, tentunya BLU tidak hanya mengesahkan pendapatan hibah saja, tapi
juga pendapatan lainnya dan belanja-belanjanya dalam satu periode yang sama.

Gambar 6. Perekaman SP3B-BLU Pengesahan Pendapatan Hibah BLU

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA & SP2B
BADAN LAYANAN UMUM

i Tahun Anggaran 2021
Tol. SP38 BLU [28-09-2021 | No.5P38[ 00001 [Emida A o] e e |
riwulan | I "
Tgl. 5P2B BLU [25-09-2021 | No.SP2B[ 0000001 |Bxsmann 1UU‘UOU.DUU| 1 |
fogiy 3| KePN TERNATE
Saldo 100,000,000
Dasar Pengesahan F;I‘;QS\,. Sgtlr fungzl_ﬁf—t{lrirgﬁsl, Program
Dokumen :|p,-4_|3|_u kegiatan KRO Lokasi
Mo.Dokumen |1 |Tg\.Dukumen 31-12.2020 1001 | = | |EAC 82 ||23DD | ‘ |
Jenis Pembayaran : | 1 ‘engeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran @ (7 [+ || Pengesahan
BELANJA Sumber Dana / Cara Penarikan ! PENDAPATAN
Tujuan Transfer: BA Unit Satker Asal Transfer: BA Unit Satker
= 0 a24213] - | 100,000,000

424212

100,000,000

4] | E <] |
Total Rupiah MAK. I:l Total Rupish MaP | 100,000,000

SimpanDetil BatalDetil HapusDetil

TambahPenerimaan | UbahPenerimaan HapusPenerimaan

=2 X3
Simpan Batal

Dari Pengesahan SP3B-BLU diatas, apabila KPPN telah menerbitkan SP2B-BLU
dan telah diinput di Aplikasi SAIBA akan menghasilkan jurnal otomatis sebagai berikut:

D/K |Kode Akun Uraian Akun Rp
D 111911 Kas dan Bank BLU 100.000.000
K 424212 Pendapatan Hibah Terikat DN- 100.000.000
Lembaga/Badan Usaha -
Uang

Setelah dilakukan posting bulan September, maka laporan yang terpengaruh
adalah LO dan Neraca sebagai berikut:
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Gambar 7. Penyajian LO pada saat Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang

oleh KPPN
LAPORAN OPERASIONAL T '
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARALLEMBAGA @ 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI : 2800  MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH
JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
URAIAN
0 2020 Jumiah Y
1 2 3 4 5
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0 0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan 0 0 0 0.00
(KND}
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 200,000,000 0 200,000,000 0.00
Jumiah Pendapatan Negara Bukan Pajak 200,000,000 0 200,000,000 0.00
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah 0 0 0 0.00
Jumiah Pendapatan Hibah 0 0 0 0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPE RASIONAL 200,000,000 0 200,000,000 0.00
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegavai 0 0 0 0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 0 0 0 0.00
SURPLU S/(DE FISIT) DARI KEGIATAN 200,000,000 0 200,000,000 0.00
OPERASIONAL
KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLU S/(DE FISIT) DARI KEGIATAN NON 0 0
OPERASIONAL
POS LUAR BIASA
Beban LuarBiasa 0 0 0 0.00
SURPLU S/(DE FISIT) DARI POS LUAR
BIASA
SURPLUS | (DEFISIT) -LO 200,000,000 0 200,000,000 0,00
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Sedangkan penyajian Neraca (face) adalah sebagai berikut:

Gambar 8. Penyajian Neraca pada saat Pengesahan Hibah Langsung Bentuk
Uang oleh KPPN

NERACA Kode Laporan:  MSAIELT
TINGKAT SATUAN KER.JA E:rlfgél ¢ OLE(2021
Blaman H
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 !
(DALAM RUPIAH)
KE MENTERIAN NE GARA/LEMBAGA 1 024 KEMENTERIAN KE SEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPIN 51 1 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA 1 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN . KD KANTOR DAE RAH
JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
NAMA PERKIRAAN
2021 2020 Jumlah %
1 2 3 4 5
ASET
ASET LANCAR
Kas pada Badan Layanan Umum 200,000,000 0 200,000,000 0.00
JUMLAH ASET LANCAR 200,000,000 0 200,000,000 0.00
JUMLAH ASET 200,000,000 0 200,000,000 0.00
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 200,000,000 0 200,000,000 0.00
JUMLAH EKUITAS 200,000,000 0 200,000,000 0.00
JUMLAH KE WAJIBAN DAN E KUITAS | 200,000,000 o 200,000,000 0.00

Sedangkan untuk penyajian Neraca Percobaan Akrual adalah sebagai berikut:
Gambar 9. Penyajian Neraca Percobaan pada saat Pengesahan Hibah Langsung
Bentuk Uang oleh KPPN

NERACA PERCOBAAN focsLsporent NPSAKT
TINGKAT SATUAN KERJA i
PER 31 DESEMBER 2021
{ DALAM RUPIAH }
KEMENTE RIAN NEGARA/ LEMBAGA : 024 KEMENTE RIAN KESEHATAN
ESELONI © 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI ¢ 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA ¢+ 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
KCDE KODE
TRANS| PERKIRAAN NAMA PE RKIRAAN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5
0 111911 | Kas dan Bank -BLU 100,000,000
0 111914 | Kas dan Bank BLU Belum Disahkan 100,000,000
3 424212 | Pendapatan Hibah Terkat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Uzaha - Uang 200,000,000
JUMLAH 200,000,000 200,000,000

Berdasarkan hasil cetak LO, neraca, dan neraca percobaan terlihat dampak
terhadap perekaman jurnal transaksional penerimaan hibah langsung bentuk uang
dilakukan di Aplikasi SAIBA yaitu pada LO tersaji bahwa pendapatan PNBP lainnya
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nilainya menjadi dua kali lipat, yaitu Rp200.000.000, pada Neraca (face) tersaji nilai Kas
Pada BLU menjadi dua kali lipat juga, yaitu Rp200.000.000, dan pada Neraca
Percobaan terlihat bahwa untuk akun Kas terbentuk menjadi dua akun, yaitu 111911
dan 111914 masing-masing senilai Rp100.000.000, yang pada saat disajikan di Neraca
disajikan menyatu dalam akun “Kas pada BLU” dengan total nilai Rp200.000.000.

Konsekuensi atas perekaman jurnal transaksional penerimaan hibah langsung
bentuk uang, maka diperlukan untuk mengembalikan nilai kas dan bank BLU pada posisi
yang sebenarnya, yaitu dilakukan jurnal balik atas jurnal awal transaksional penerimaan
hibah yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021.

Jurnal Balik dibuat pada tanggal terbitnya SP3B-BLU, yaitu tanggal 29 September
2021, sebagai berikut:

D/K | Kode Akun Uraian Akun Rp
D 424212 Pendapatan Hibah Terikat DN- | 100.000.000
Lembaga/Badan Usaha — Uang
K 111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan 100.000.000

Gambar 10. Jurnal Balik pada saat pengesahan Kas dan Bank-BLU

Kementrian / Lembaga (024) KEMEMTERIAN KESEHATAN

Eselon 1 (04) Dijen Pelayanan KesehatanOd

Lokasi (2800) MALUKU UTARA

Satker (123456) RUMAH SAKIT (BLU) ABC

Tanggal [29-09-2021 |No. [123456 |02 |«pPu[os2 [~ | TERNATE TA. [2021 |

] J[o|
s |

100,000,000

Jurnal Balik atas Jurnal Pendapatan Hibah pada tgl 29 Juni 2021 yang telah disahkan
melalui SP3b-BLU no.0001

Catatan: Kolom keterangan pada pengisian diatas agar selalu diisi, untuk memudahkan
mengetahui dasar / penyebab dilakukannya jurnal umum tersebut.

Setelah dilakukan posting pada aplikasi SAIBA bulan September 2021, maka atas jurnal
balik yang dilakukan akan mengubah atau berpengaruh pada LO, neraca, neraca
percobaan, dan LAK sebagai berikut:
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Gambar 11. Penyajian LO setelah dilakukan Jurnal Balik atas Kas Bank BLU
Belum disahkan

LAPORAN OPERASIONAL i
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)
KEMENTE RIAN NEGARA/LEMBAGA 1 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI 1 04 DITJEN PELAYANAN KE SEHATAN
WILAYAH/PROPINSI © 2800  MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH
JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
URAIAN
202 2020 Jumlah %
1 2 3 - §
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0 0.00
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan 0 0 0 0.00
(KND)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 100,000,000 0 100,000,000 0.00
Jumiah Pendapatan Negara Bukan Pajak 100,000,000 0 100,000,000 0.00
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah 0 0 0 0.00
Jumiah Pendapatan Hibah 0 0 0 0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPE RASIONAL 100,000,000 0 100,000,000 0,00
BEBAN OPERASIONAL
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 0 0 0 0.00
SURPLUS/DEFISIT) DARI KEGIATAN 100,000,000 0 100,000,000 0.00
OPERASIONAL
KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLU SI(DE FISIT) DARI KEGIATAN NON 0 0
OPERASIONAL
POS LUAR BIASA
Beban Luar Biasa 0 0 0 0.00
SURPLU S/{DE FISIT) DARI POS LUAR
BIASA
SURPLUS | (DEFISIT) - LO 100,000,000 0 100,000,000 0.00

46



Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat edisi 31 Tahun 2021

Nilai PNBP lainnya menjadi nilai yang sebenarnya yaitu sebesar Rp100.000.000
sedangkan untuk Neracanya adalah sebagai berikut:

Gambar 12. Penyajian Neraca setelah dilakukan Jurnal Balik atas Kas Bank BLU

Belum disahkan

NERACA Kode Laporzn:  NSAIELT
TINGKAT SATUAN KERJA :ﬂ;gél ¢ 01082021
zlaman : 1
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NE GARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KE SEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPIN 51 1 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAE RAH
JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
NAMA PERKIRAAN
2021 2020 Jumlah %
1 2 3 4 5
ASET
ASET LANCAR
Kas pada Badan Layanan Umum 100,000,000 o 100,000,000 0.00
JUMLAH ASET LANCAR 100,000,000 o 100,000,000 0.00
JUMLAH ASET 100,000,000 0 100,000,000 0.00
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 100,000,000 0 100,000,000 0.00
JUMLAH EKUITAS 100,000,000 o 100,000,000 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 100,000,000 o 100,000,000 0.00

Neraca menyajikan aset lancar (Kas dan Bank BLU) sebesar Rp100.000.000 yang
sebelumnya bernilai Rp200.000.000, sebagaimana dalam Neraca Percobaan Akrual
yang juga menyajikan tidak adanya akun kas dan bank BLU belum disahkan (111914).

Gambar 13. Penyajian Neraca Percobaan setelah dilakukan Jurnal Balik atas Kas
Bank BLU Belum disahkan

NERACA PERCOBAAN KoceLzporan: NPT
TINGKAT SATUAN KERJA toan e
PER 31 DESEMBER 2021
{ DALAM RUPIAH )
KEMENTE RIAN NEGARA/ LEMBAGA : 024 KEMENTE RIAN KE SEHATAN
ESELONI 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI + 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA ¢ 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
KODE KODE
TRANS| PERKIRAAN NAMA PE RKIRAAN DEBET KREDIT
1 Zz 3 4 5
0 111811 Kas dan Bank -BLU 100,000,000
3 424212 |Pendapatan Hibah Terkat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha -Uang 100,000,000
JUMLAH 100,000,000 100,000,000

Terlihat bahwa baik pada LO, Neraca (Face) maupun Neraca Percobaan telah tersaji
dengan nilai yang benar, yaitu kas dan bank BLU Rp100.000.000 (Kas dan Bank-BLU
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belum disahkan- 111914 sudah tidak ada), dan pendapatan hibah sebesar
Rp100.000.000

Gambar 14. Penyajian LAK setelah dilakukan Jurnal Bali katas Kas Bank BLU
belum disahkan

LAPORAN ARUSKAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIDDE YANG BERAKHIR SAMPAI CENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUFIAH)
KEMENTE RIAN HEGARMLEMBAGA H KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI ] DITJEN PELAYANAN KE SEHATAN
WILAYAH PROPIN I : 200 MALUKU UTARA
SATUAN KER.JA 1 1256 RUMAH SAKIT [BLU) ABC
JENIE KEWENANGAN : HD KANTOR DAERAH
JUMLAH Kevaikan Penurunan)
URA AN
blikg] 1020 Jurrish L
1 2 3 4 5
ARUS KAS DARI AKTMTAS DPE RASI
ARUS MASUK KAS
Pandapatan el AkLa 2P BN ] 0 q 000
Pendapatan darl Jaga Layanan kepada W asarakat 1] ] 3 p.oo
Pandapatan darl Ja sl Layinan kepada Entfea Lain ] 0 ] 0.00
Pandagutan el Hasl Kerg Sama ] o ] 0.00
Pandapatan oarl Hban 104,000,000 ] 130,000,000 0.00
Pandapatan Usaha Lalmya ] 0 ] 0.00
Pandapstan tarl P ingambalen Balnja BLU TAYL 0 (] ] 0.O0
Pandagatan PRBP Umum ] o ] 0.00
JUMLAH ARUE MASUK KAS 100, 000,M0 o 100,000,000 0.00
ICENAICAN/PENURUN AN KAS 100,000,000 L] 100,000,000 0.00
PanyiBuslan alaa Saleh Kum [ [ 0 0.00
Raldo Aual Kas i 0 o 0.00
Koreiai Saldo Kas 0 0 0.00
SALDOU AKHIR KAS 100,00, (00 L] 104,000 000 0.00
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain:
Salde Alhr Kaapada BLU 100,000,000 ] 100,040,000 0.00
Salde ALK KeaLalnnya dan S4lars Kaa & U] ] 000
Inveatad J angka Pendak BILU b ] ] .00
Sakls Athr Dona Kdclsan BLU [ [ o 0.00
Salde Alhir KeaBLU yarg DbatesiPenpgunaannys 0 0 0 0.00
Jumiah Rinclan $3ido 100 e, (00 9 100,000,000 .00
Rincian Lalnrya PoaKae ol Nemca :
3aide K Kag pada BLU (yang ke um dBahkan} [ 2 0 £.08
Salde ALK Kag di Bendahan Pengaliaran b ] 0 0.00

Sama dengan laporan-laporan sebelumnya laporan arus kas menyajikan sudah tidak
adanya nilai kas pada BLU (yang belum disahkan)
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c. Penggunaan atau Pembelanjaan atas Pendapatan Hibah Uang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005, bahwa pendapatan
yang diterima BLU dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA,

termasuk pendapatan hibah berupa uang.

Pengelolaan belanja atas pendapatan hibah dilaksanakan fleksibel dengan
mengikuti praktik bisnis yang sehat. Mengingat pendapatan hibah adalah merupakan
PNBP BLU, maka fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dalam ambang batas yang
telah ditetapkan dan memperhatikan besarnya pagu yang tersedia dalam DIPA.

Apabila tidak ada/tidak tersedia dana yang cukup atas akun belanja yang akan
digunakan maka diperlukan revisi DIPA untuk menambah jumlah akun belanja yang
dimaksud. Pengajuan revisi tambahan disampaikan melalui Menteri Keuangan c.q
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Setelah Satker dapat memastikan belanja atas pendapatan hibah uang tidak
melebihi ambang batas dan pagu DIPA, maka pengelola BLU dapat melakukan
pengesahan atas pembelanjaan yang dilakukan. Pengesahan pendapatan dan belanja
BLU dilaksanakan melalui pengajuan SP3B-BLU ke KPPN.

llustrasi penerimaan hibah langsung barang/jasa
Pada tanggal 25 Juni 2021 Satker BLU Rumah Sakit ABC menerima hibah berupa

barang-barang dari perseorangan yaitu Mr.X berupa :

- APD sebanyak 1000 buah dengan harga @Rp300.000,- Total Rp300.000.000.

- Tabung Oksigen sebanyak 100 buah dengan harga @Rp5.000.000, total
Rp500.000.000.

- Alat deteksi suhu sebanyak 20 buah dengan harga @Rp600.000, total
Rp12.000.000.

- Jasa penyelengaraan pelatihan Penanganan Covid-19 kepada para Tenaga
Kesehatan dengan nilai Rp10.000.000.

Bagaimana perlakuan akuntansinya?

Pada saat membuat perjanjian hibah.
Pada saat penandatanganan perjanjian hibah tidak ada perlakuan akuntansi

Penerimaan Hibah Barang

Barang-barang hibah diterima pada tanggal 29 Juni 2021, sedangkan pelatihan
dilakukan pada tanggal 15 Juli 2021.
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Untuk Hibah berupa barang, berdasarkan BAST maka dilakukan input pada
masing-masing aplikasi dengan tanggal buku 29 Juni 2021 (tanggal diterimanya APD,
Tabung Oksigen, dan Alat Deteksi Suhu. Perekaman dilakukan sebagai berikut:

- untuk APD senilai Rp300.000.000 direkam melalui aplikasi persediaan
- untuk Tabung Oksigen senilai Rp500.000.000 dan Alat Deteksi Suhu senilai

Rp12.000.000 direkam melalui aplikasi SIMAK-BMN

APD direkam pada Aplikasi Persediaan menggunakan menu Transaksi -

Persediaan Masuk = Hibah Masuk.

Gambar 15. Perekaman pada Aplikasi Persediaan atas Penerimaan APD

Terbilang

Keterangan

FESTIGA RATUS JUTA RUPIAH™™™

Hibah dari Mr.x]

No. Dokumen 024042800123456000K0 20210000 1M No. Bukti/BAST : 001/HB/2021
Tanagal Dokumen = 29-06-2021 Tanggal Buku @ 29-06-2021

Kode Persediaan [1 o1[=] 03[~ 07[=| oo7 [=] ooooo1 [=]| . | AlstPelindung Dir (APD) Kesehatan

Jumiah Masuk 1000 set

Harga Beli Satuan - Rp. 300,000 HargaTotal : Rp. 300,000,000

E———
Gambar 16. Jurnal otomatis atas perekaman hibah APD
JURNAL PERSEDIAAN PERJENIS TRANSAKSI
PERIODE BULAN 062021 Tanggal 02082021
Halaman @ f
024042800123456000KD Rumah Sakit (BLU) ABC
KODE
AKUN NAMA PERKIRAAN SATKER INTRACO TRN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5 [
117111 |Barang Konsumsi Mo4 300,000,000
117911 |Persediaan yang Belum Mo4 300.000.000
Diregister
JUMLAH TOTAL 300,000,000 300,000,000

Penerimaan tabung Oksigen dan Alat Deteksi Suhu diinput di Aplikasi SIMAK
menggunakan menu: Transaksi BMN - Perolehan BMN - Hibah (Masuk)

Untuk Tabung oksigen menggunakan kode 3.07.01.01.026 : Tabung O2
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Gambar 17. Perekaman pada Aplikasi SIMAK atas Penerimaan Hibah berupa

tabung oksigen

HIBAH MASUK

Perolehan
Taksiran

. ] 4 : :
RINCIAN KAPITALISASI RINCIAN LAIN ASET

aumiah item [ T Asdl Perolehian [y
r Urut Pendaftaran Mo:Bukti Perolehan [liEN giipal
Nilai per

-
il S 5,000,000 Tdl BAST

Tal .Perolehan  [EERNIrIrEl Merk Aset FrEeReS
UE=ELRERE 1 set lengkap dengan regulator

Untuk Alat Deteksi Suhu menggunakan kode 3.07.01.01.171 : Thermometer Gun

Gambar 18. Perekaman pada Aplikasi SIMAK atas Penerimaan Hibah Alat
Deteksi Suhu (Thermometer Gun)

HIBAH MASUK

. Dasar Harga @ Perolehan
@ Taksiran

RINCIAN KAPITALISASI RINCIAN LAIN ASET

R Sl Hibah dari Mr, X
Nemor Urut Pendaftaran Mo.Bukti Perolehan [N e eal
Milai per

An Akhi
o - Satian s Rl 7= 0c 2021

Tal Perolehan  [EERa e il Merk Aset RO
Keterangan

Catatan, karena Satker simulasi merupakan Rumah Sakit, maka harus menggunakan
Kode kelompok Barang 3.07 = Alat Kedokteran dan Kesehatan

Berdasarkan input-input tersebut, akan menghasilkan jurnal otomatis dari Aplikasi
SIMAK, sebagai berikut:
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Gambar 19. Jurnal Otomatis atas perekaman hibah Tabung Oksigen

NAMA UAKPB : 024.04.2800.1234356 RUMAHSAKIT (BLU) ABC
KODE BuLay  INE
PERKIRAAN NAMA PERKIRAAN TRN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5 €

132111 Peralatan dan Mesin 06 103 500,000,000

132211 Peralatan dan Mesin Belum 06 103 500,000,000
Diregister

591111 Beban Penyusutan Peralatan dan 06 502 50,000,000
Mesin

137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan 06 502 50,000,000
dan Mesin
JUMLAH 550,000,000 550,000,000

Berdasarkan Jurnal otomatis Aplikasi SIMAK di atas, diketahui:

1. Jurnal Peralatan dan Mesin dan Peralatan dan Mesin Belum Diregister hanya
berjumlah Rp500.000.000. Ini hanya berasal dari input Tabung Oksigen
(intrakomtabel). Sedangkan nilai penyusutan yang terbentuk karena pengiriman
data bulan 6 yang berarti Semester 1, sehingga otomatis dihitung nilai penyusutan
dari Tabung Oksigen, dalam hal ini Rp50.000.000.

2. Untuk penerimaan Alat Deteksi Suhu (Thermometer Gun) senilai Total
Rp12.000.000 tidak menghasilkan jurnal. karena harga satuannya hanya
@Rp600.000 dibawah nilai minimum Kapitalisasi sebesar Rp1.000.000
(ekstrakomtabel).

Setelah proses kirim dan terima ADK transaksi dari ke Aplikasi Persediaan, SIMAK dan
SAIBA, maka akan menghasilkan Laporan Semester 1 Tahun 2021 sebagai berikut:
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Gambar 20. Penyajian LO Semester | Tahun 2021

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)
KEMENTE RIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI : 2800  MALUKU UTARA
SATUAN KERJA ¢ 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH
JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
URAIAN
2021 2020 Jumiah %
1 2 3 4 5
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 o 0.00
Pendapatan Dan Kekayaan Negara Dipsahkan (] [ o 0.00
{KND)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 100,000,000 0 100,000, 000 0.00
Jumiah Pendapatan N egara Bukan Pajak 100,000,000 L] 100,000,000 0.00
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah 1] 0 ] 0.00
Jumlah Pendapatan Hibah o 1] o 0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPE RASIONAL 100,000,000 0 100,000,000 0.00
BEBAN OPERASIONAL
Beban Penyusutan dan Amortisasi 50,000,000 o 50,000,000 0.00
Beban Penyishan Piutang Tak Teragih ] ] 0 0.00
Beban Transfer ] o 0 0.00
Beban Lain-Lain 0 o 0 0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 50,000,000 o 50,000,000 0.00
SURPLU S/(DE FISIT) DARI KEGIATAN 50,000,000 0 50,000,000 0.00
OPE RASIONAL
KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLU S/DE FISIT) DARI KEGIATAN NON L] 0
OPE RASIONAL
POS LUAR BIASA
Beban Luar Biasa ] o 0 0.00
SURPLU S/(DE FISIT) DARI PO S LUAR
BIASA
SURPLUS | (DEFISIT) - LO 50,000,000 0 50,000,000 0.00
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Gambar 21. Penyajian Neraca Face per Semester | Tahun 2021

NERACA KodeLaporan: LSHKE
TINGKAT SATUAN KERJA ;irl:;gal ¢ 02/08/2021
alaman H
PER 30 JUNI2021 !
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA @ 024 KEMENTERIAMN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAY ANAN KESEHATAN
WILAY AHIPROPINSI 1 2800 MALUKL UTARA
SATUAN KERJA 1 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JEMIS KEWEMNAMNGAN - KD KANTOR DAERAH
NAMA PERKIRAAN JUMLAH
1 2
ASET
ASET LANCAR
Kas pada Badan Layanan Umum 100,000,000
Persediaan 300,000,000
Persediaan yang Belum Diregister { 300,000,000)
JUMLAH ASET LANCAR 100,000,000
ASET TETAP
Peralatan dan Mesin 500,000,000
Peralatan dan Mesin Belum Diregister { 500,000,000)
Akumulasi Penyusutan { 50,000,000)
JUMLAH ASETTETAP { 50,000,000}
JUMLAH ASET 50,000,000
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 50,000,000
JUMLAH EKUITAS 50,000,000
T

Gambar 22. Penyajian Neraca Percobaan Akrual per Semester | Tahun 2021

NERACA PERCOBAAN fodeloporant  NPSAKS
TINGKAT SATUAN KERJA foloman 4 e
PER 30 JUNI 2021
{ DALAM RUPIAH )
KEMENTE RIAN NEGARA/ LEMBAGA 1 024 KEMENTE RIAN KE SEHATAN
ESELONI HE DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI + 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA ¢ 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
KODE KODE
TRAN S| PERKIRAA NAMA PE RKIRAAN DEBET KREDIT
1 2 3 4 3
0 111814 | Kas dan Bank BLU Belum Disahkan 100,000,000
o M7 Barang Konsumsi 300,000,000
i} 117911 Perzediaan yang Belum Diregister 300,000,000
0 132111 Peralatan dan Mesin 500,000,000
o 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister 500,000,000
o 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 50,000,000
3 424212 |Pendapatan Hibah Terkat Dalam Neger-lembaga/Badan Usaha - Uang 100,000,000
3 591111 Beban Penyusutan P eralatan dan Mesin 50,000,000
JUMLAH 950,000,000 950,000,000

Berdasarkan laporan-laporan di atas, dapat diketahui data semester | Tahun 2021

Satker Rumah Sakit (BLU) ABC adalah sebagai berikut:

- Sesuai LO

o terdapat pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp100.000.000 yang berasal
dari Pendapatan Hibah berupa Uang dari PT.XYZ
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o

o

terdapat beban Penyusutan sebesar Rp50.000.000 yang berasal dari
penyusutan hibah Tabung Oksigen yang bernilai Rp500.000.000 dari Mr.X
LO belum mencatat Pendapatan Hibah yang berupa BMN/barang

- Sesuai Neraca

o

o

Pada Neraca sudah terinput aset berupa Kas pada Badan Layanan Umum
Pada Neraca tercatat Persediaan, namun juga masih terdapat Persediaan
belum diregister dengan nilai yang sama yaitu Rp300.000.000, berasal dari
hibah APD dari Mr.X

Pada Neraca sudah terinput Peralatan dan Mesin, namun juga terdapat
Peralatan belum diregister sejumlah yang sama Rp500.000.000, yaitu dari
hibah Tabung Oksigen.

Neraca juga mencatat akumulasi penyusutan sebesar Rp50.000.000 dari
Tabung Oksigen

hibah Alat Deteksi Suhu (Thermometer Gun) tidak masuk dalam Neraca

Akun “Persediaan/Aset Belum Diregister’ tidak akan hilang secara otomatis. Untuk

menghilangkannya maka perlu dilakukan Jurnal di Aplikasi SAIBA pada tanggal 29 Juni

2021 yang secara otomatis juga akan memunculkan pendapatan hibah BLU, untuk

perekaman atas hibah berupa persediaan APD sebagai berikut:

D/K |Kode Akun Uraian Akun Rp
D 117911 Persediaan Belum Diregister 300.000.000
K 424241 Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-| 300.000.000
Perorangan-Barang/Jasa BLU

Gambar 23. Jurnal atas Persediaan belum diregister dan pendapatan hibah

Kementrian / Lembaga (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Eselon 1 (04) Dijen Pelayanan KesehatanO

Lokasi (2800) MALUKU UTARA

Satker (123456) RUMAH SAKIT (BLU) ABC

Tanggal [29-06-2021 |No. [123456 |03 |keew[os2 [+ TERNATE TA.

.o
e [

300,000,000

Jurnal Eliminasi akun "Belum Diregister” dan Pencatatan Pendapatan Hibah berupa
barang Persediaan dari Mr.X sesuai perjanjian Hibah N0.02ﬂ—|EJ2021|

55



Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat edisi 31 Tahun 2021

Selanjutnya jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk penerimaan peralatan dan mesin berupa
tabung oksigen,

D/K |Kode Akun Uraian Akun Rp
D 132211 Peralatan dan Mesin Belum Diregister | 500.000.000
K 424241 Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN- | 500.000.000
Perorangan-Barang/Jasa BLU

Gambar 24. Jurnal atas Peralatan dan Mesin belum diregister dan pendapatan

hibah
Kementrian [ Lembaga (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Eselon 1 (04) Ditjen Pelayanan KesehatanO
Lokasi (2800) MALUKU UTARA
Satker (123456} RUMAH SAKIT (BLU) ABC
Tanggal [29-06-2021 |No.[123456 |04 |kepu[os2 [+] TERNATE TA.

el
i

500,000,000

Jurnal eliminasi akun "Belum Diregister” dan pencatatan Pendapatan Hibah berupa
barang dari Mr.X sesuai perjanjian hibah No.UZﬂ-IEh'2021|

Kemudian dilakukan juga jurnal pada Aplikasi SAIBA untuk yang penerimaan Alat
Deteksi Suhu sebagai berikut:

D/K |Kode Akun Uraian Akun Rp
D 595122 Beban Aset Ekstrakomptabel PM-BLU 12.000.000
K 424241 Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-| 12.000.000
Perorangan-Barang/Jasa BLU

Gambar 25. Jurnal atas beban Aset Ekstrakomtabel PM dan pendapatan hibah

Kementrian / Lembaga (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Eselon 1 (04) Dijen Pelayanan KesehatanO

Lokasi (2800) MALUKU UTARA

Satker (123456) RUMAH SAKIT (BLU) ABC

Tanggal [29-06-2021 |No. [123456 o5 |kppn[os2 [~] TERNATE TA.

sosizz_ || o |
EZomie o

12,000,000

Jurnal pencatatan beban Aset Ekstra dan pendapatan hibah berupa barang dari Mr.x
sesuai perjanjian Hibah No.02/HB/2021 berupa Alat Pendeteksi Suhu yang bernilai
dibawah nilai kapitalisasi aset tetap.
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Setelah dilakukan posting bulan Juni 2021, maka untuk Laporan-laporan Semester 1
Tahun 2021 Rumah Sakit (BLU) ABC adalah sebagai berikut:

Gambar 26. LO Semester | Tahun 2021 setelah Jurnal manual

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTE RIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KE SEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI 1 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA : 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH
JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
URAIAN
2021 2020 Jurniah %
1 2 3 4 5

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Sumber Daya Alam 0 ] o 0.00

Pendapatan Cari Kekayaan Negara Dipsahkan (] ] 0 0.00

(KND)

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 912,000,000 0 912,000,000 0.00

Jumiah Pendapatan Negara Bukan Pajak 912,000, 000 o 912,000, 000 0.00
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah (] o 0 0.00
Jumriah Pendapatan Hibah 0 a o 0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPE RASIONAL 912,000,000 0 912,000,000 0,00
BEBAN OPERASIONAL

Beban Barang dan Jasa 12,000,000 0 12,000,000 0.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi 50,000,000 o 50,000,000 0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 62,000,000 0 62,000,000 0.00
SURPLU S/{DE FISIT) DARI KEGIATAN 850,000,000 0 850,000,000 0.00
OPE RASIONAL

KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLU S/{DE FISIT) DARI KEGIATAN NON a 0
OPE RASIONAL
POS LUAR BIASA

Beban Luar Biasa 0 o o 0.00
SURPLU S/(DE FISIT) DARI PO S LUAR
BIASA

SURPLUS [ (DEFISIT) - LO 850,000,000 0 850,000,000 0.00

Dalam LO Semester | tahun 2021, terlihat

- Pendapatan PNBP Lainnya, dalam hal ini pendapatan hibah telah bernilai
Rp912.000.000, yaitu Rp100.000.000 hibah uang, Rp300.000.000 hibah barang
berupa APD, Rp500.000.000 hibah barang berupa Tabung Oksigen dan
Rp12.000.000 hibah barang berupa Alat Pendeteksi Suhu (seluruh pendapatan
hibah telah tercatat melalui aplikasi SAIBA).
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Gambar 27. Neraca Semester | Tahun 2021 setelah Jurnal manual

NERACA KodeLaporan: LSHKE
TINGKAT SATUAN KERJA ;ifgal 1 02/08/2021
alaman H
PER 30 JUNI2021 !
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA & 024 KEMEMNTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAY AHIPROPINSI 1 2800 MALUKL UTARA
SATUAN KERJA 1 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JEMIS KEWENANGAN - KD KANTOR DAERAH
NAMA PERKIRAAN JUMLAH
1 2
ASET
ASET LANCAR
Kas pada Badan Layanan Umum 100,000,000
Persediaan 300,000,000
JUMLAH ASET LANCAR 400,000,000
ASET TETAP
Peralatan dan Mesin 500,000,000
Akumulasi Penyusutan 50,000,000)
JUMLAH ASETTETAP 450,000,000
JUMLAH ASET 850,000,000
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 850,000,000
JUMLAH EKUITAS 850,000,000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 850,000,000

Gambar 28. Neraca Percobaan Akrual Semester | Tahun 2021 setelah Jurnal

manual
NERACA PERCOBAAN fodelzporan: PSS
TINGKAT SATUAN KERJA foiaman s LoER
PER 30 JUNI 2021
({ DALAMRUPIAH )
KEMENTE RIAN NEGARA/ LEMBAGA : 024 KEMENTE RIAN KESEHATAN
ESELONI L 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
WILAYAH/PROPINSI + 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA t 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
KODE KODE
TRANS | PERKIRAAN NAMA PE RKIRAAN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5
o 111914  [Kas dan Bank BLU Belum Disahkan 100,000,000
o 117111 Barang Konsumsi 300,000,000
o 132111 Peralatan dan Mesin 500,000,000
o 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin S0,000,000
3 424212  |Pendapatan Hibah Terkat Dalam Megerilembaga/Badan Usaha - Uang 100,000,000
3 424241 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa 12,000,000
3 551111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 50,000,000
3 585122 |Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin -BLU 12,000,000
JUMLAH 962,000,000 962,000,000

Dari neraca dan neraca percobaan dapat dilihat bahwa:

Sudah tidak ada lagi akun “Belum Diregister”
Untuk akun kas dan bank BLU belum disahkan (111914) muncul karena laporan

yang dicetak merupakan neraca percobaan Semester |, apabila yang dicetak neraca
percobaan September 2021 maka yang akan muncul adalah akun 111911

sebagaimana Gambar 13.
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b. Penerimaan Hibah Jasa

Pada tanggal 15 Juli 2021 dilaksanakan kegiatan Pelatihan Penanganan Covid-19
kepada para Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (BLU) ABC yang dibiayai oleh Mr.X
sebesar Rp10.000.000. Berdasarkan BAST dan Pelaksanaan Kegiatan, penerimaan

Hibah berupa Jasa tersebut dilakukan jurnal di SAIBA sebagai berikut:

D/K |Kode Akun Uraian Akun Rp

D 525154 Beban Jasa BLU- Penanganan Pandemi| 10.000.000
COVID-19
K 424241 Pendapatan Hibah Tidak Terikat DN-| 10.000.000
Perorangan-Barang/Jasa BLU

Gambar 29. Jurnal Beban Jasa BLU dan pendapatan Hibah Jasa

Kementrian / Lembaga (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Eselon 1 (04) Ditjen Pelayanan KesehatanO

Lokasi (2800) MALUKU UTARA

Satker (123456) RUMAH SAKIT (BLU) ABC

Tanggal [15-07-2021 |No. [123456 |08 | kpPN[052 TERNATE TA.

10,000,000

Penerimaan Hibah dalam bentuk Jasa Pelatihan Penanganan Covid dari MrX sesuai
BAST No.03/Hl/2021
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Setelah posting, maka LO, neraca dan neraca percobaan Triwulan Il (September)
Rumah Sakit (BLU) ABC sebagai berikut:

Gambar 30. LO per September 2021

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2021

(DALAM RUPIAH)

KEMENTE RIAN NEGARA/LEMBAGA + 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAYANAN KE SEHATAN
WILAYAH/PROPINSI 1 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA + 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH
URALAN JUMLAH

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN

Pendapatan Sumber Daya Alam

PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah
Jurriah Pendapatan Hibah

BEBAN OPERASIONAL

Beban Barang dan Jasa

KEGIATAN NON OPERASIONAL

POS LUAR BIASA

Beban Luar Biasa

SURPLUS / (DEFISIT) -LO

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan Megara Bukan Pajak Lainnya
Jumiah Pendapatan Negara Bukan Pajak

JUMLAH PENDAPATAN OPE RASIONAL

Beban Penyusutan dan Amortisasi
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL
SURPLU S/{DEFISIT) DARI KEGIATAN OPE RASIONAL

SURPLU S/(DE FISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/{DE FISIT) DARI POS LUAR BIASA

0

0
522,000,000
922,000,000

0
0

922,000,000

22,000,000
50,000,000
72,000,000
850,000,000

o

850,000,000

Dari LO di atas tersaji:

- Pendapatan PNBP Lainnya dari Hibah bertambah Rp10.000.000 dan Beban Barang
dan Jasa bertambah juga Rp10.000.000.
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Gambar 31. Neraca per September 2021

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA © 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PELAY ANAN KESEHATAN
WILAY AHIPROPINSI 1 2800 MALUKL UTARA
SATUAN KERJA 0 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
JEMIS KEWEMNAMNGAN : KD KANTOR DAERAH
NAMA PERKIRAAN JUMLAH
1 2
ASET
ASET LANCAR
Kas pada Badan Layanan Umum 100,000,000
Persediaan 300,000,000
JUMLAH ASET LANCAR 400,000,000
ASET TETAP
Peralatan dan Mesin 500,000,000
Akumulasi Penyusutan { 50,000,000)
JUMLAH ASETTETAP 450,000,000
JUMLAH ASET 850,000,000
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 850,000,000
JUMLAH EKUITAS 850,000,000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 850,000,000

Gambar 32. Neraca Percobaan Akrual per September 2021

NERACA PERCOBAAN focetzporan  NSALE
TINGKAT SATUAN KERJA folman 4 oe
PER 30 SEPTE MBER 2021
({ DALAM RUPIAH )
KEMENTE RIAN NEGARA/ LEMBAGA ;024 KEMENTE RIAN KESEHATAN
ESELONI t 04 DITJEN PELAYANAN KE SEHATAN
WILAYAH/PROPINSI + 2800 MALUKU UTARA
SATUAN KERJA + 123456 RUMAH SAKIT (BLU) ABC
KODE KODE
TRANS| PERKIRAAN NAMA PE RKIRAAN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5
0 111811 | Kas dan Bank -BLU 100,000,000
o MARARNI Barang Konsumsi 300,000,000
o 13211 Peralatan dan Mesin 500,000,000
o 13711 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 50,000,000
3 424212 | Pendapatan Hibah Terkat Dalam Negerlembaga/Badan Usaha - Uang 100,000,000
3 424241 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Pemrangan - Barang / Jasa 822,000,000
3 525154 |[Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-1% 10,000,000
3 551111 Beban Penyusutan Permlatan dan Mesin 50,000,000
3 585122 |DBeban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU 12,000,000
JUMLAH 972,000,000, 972,000,000,

Untuk Neraca (face) tidak ada perubahan, hanya ada perubahan di Neraca Percobaan,
yang kesemuanya berkaitan dengan penambahan beban dan pendapatan pada LO.
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VL.

Pengungkapan dalam CaLK

Meskipun tidak diatur secara khusus dan detail, pengungkapan atas transaksi yang

berkaitan dengan pendapatan hibah langsung BLU dapat mengikuti prinsip penyusunan
CalLK yang tertuang dalam PMK 220/PMK.05/2016.

a.

Penjelasan atas Pos Pendapatan LRA

Pendapatan hibah bentuk uang dapat diungkapkan pada CalLK berupa penjelasan
lebih lanjut rincian pendapatan menurut sumber pendapatan. Dalam hal ini hanya
merupakan pendapatan hibah langsung berupa uang yang berbasis kas,
sebagaimana basis LRA, sedangkan hibah selain bentuk uang tidak dapat
diungkapkan pada pos LRA.

Penjelasan atas Pos Kegiatan Operasional LO

Sebagimana diketahui bahwa pendapatan hibah dalam LO dicatat sebagai PNPB
pada pos kegiatan opersional. Selanjutnya CaLK perlu mengungkapkan nilai rincian
pendapatan hibah dibandingkan dengan klasifikasi pendapatan lainnya. Dalam LO
seluruh pendapatan hibah berupa uang dan barang/jasa/surat berharga perlu
diungkapkan dalam LO. Pengungkapan rincian penerimaan hibah dibandingkan
dengan pendapatan pada pos kegiatan operasional lainnya perlu diungkapkan pada
CalLK

Penjelasan atas akun aset pada Neraca

CaLK secara umum mengungkapkan masing-masing akun-akun aset dalam
neraca. Terkait dengan pendapatan hibah maka aset-aset yang terbentuk di neraca
dari transaksi pendapatan hibah perlu diungkapkan, seperti: Posisi kas dan Bank
BLU dan/atau rincian aset yang berasal dari hibah.

Penjelasan atas aktivitas operasi LAK

Pengungkapan secara memadai pendapatan hibah uang dapat juga dilakukan pada
pos LAK dengan merinci dan membandingkan arus masuk kas dari aktivitas operasi
terutama yang diperoleh dari pendapatan dari alokasi APBN, pendapatan layanan
yang bersumber dari masyarakat, pendapatan layanan yang bersumber dari entitas
akuntansi/entitas pelaporan, pendapatan hasil kerja sama, pendapatan yang
berasal dari hibah dalam bentuk uang, dan pendapatan BLU lainnya
Pengungkapan pada Catatan Penting Lainnya

Atas hal-hal penting yang terkait dengan pendapatan hibah BLU dan belum
terungkapkan dalam laporan keuangan (face) dan CalLK, dapat diungkapkan pada

catatan penting lainnya.
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VIL.

Kesimpulan
a. Pencatatan pendapatan hibah berupa uang dan barang/jasa/surat berharga pada

BLU dicatat dan disajikan sebagai bagian dari PNBP pada kementerian
negara/lembaga.

Pencatatan pendapatan hibah berupa uang dan barang/jasa/surat berharga pada
BLU tidak memerlukan register dari BUN karena BLU memiliki fleksibilitas
pengelolaan keuangan, dan sebagai pengganti akuntabilitasnya BLU secara mandiri
menyusun sistem akuntansi manajerial untuk mengukur dan mengakui pendapatan
transaksionalnya.

Berbeda dengan Satker biasa yang pengesahan pendapatan hibah berupa uangnya
harus mengajukan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hlbah Langsung
(SP3HL), Satker BLU mengajukan pengesahan atas hibah uang melalui Surat
Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja BLU (SP3B-BLU). Pengesahan hibah
uang BLU juga dapat dilakukan periodik (triwulanan atau lebih dari satu kali per
teriwulan) bersamaan dengan pendapatan dan belanja yang berada dalam periode
yang sama. Kebijakan pengesahan yang dilakukan pada setiap triwulan diserahkan
kepada masing-masing Satker BLU.

Pendapatan hibah berupa barang/jasa oleh BLU tidak memerlukan pengesahan ke
KPPN dengan MPHL-BJS sebagaimana Satker biasa, namun pendapatan hibah
berupa barang/jasa oleh BLU dicatat langsung melalui pengimputan pada Aplikasi
Persediaan/SIMAK dan proses jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAIBA.
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Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran Lampiran III

BA : (005) Mahkamah Agung
Eselon I 5
Wilayah
Satuan Kerja
Kode Saldo Per 31 Desember 2021
No . Nama Wilayah Kode Satker Nama Satker . Saldo Bank KET
Wilayah
i Tuuas Saldo Bank dan No Rek i
.................. , Januari 2022
SeKTBLATIS. .. vivinsvuin i




Rincian Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Lampiran IV

BA : (005) Mahkamah Agung
Eselon I ¢
Wilayah
Satuan Kerja
Kode Saldo Per 31 Desember 2021
No i Nama Wilayah Kode Satker Nama Satker ; Saldo Bank KET
Wilayah Tu
¥ i Saldo Bank dan No Rek Teieel
.................. , Januari 2022
21 o o L R




Rincian Nilai Kas di Bendahara Penerima Lampiran V

BA : (005) Mahkamah Agung
Eselon I :
Wilayah
Satuan Kerja
Kode Saldo Per 31 Desember 2021
No # Nama Wilayah Kode Satker Nama Satker - Saldo Bank KET
Wilayah
— W Saldo Bankdan NoRek | ot
.................... , Januari 2022
Sekretaris..........cociiieiiiiinan,




Rincian Nilai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Lampiran VI

BA : (005) Mahkamah Agung
Eselon I %
Wilayah
Satuan Kerja

Kode Saldo Per 31 Desember 2021

No ; Nama Wilayah Kode Satker Nama Satker . Saldo Bank KET
Wi
i e Saldo Bank dan No Rek | Ot
................... , Januari 2022




K/L

BAES1
Wilayah
Satuan Kerja

DAFTAR PERHITUNGAN PIUTANG NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG PNBP
per 31 Desember 2021

: (005) Mahkamah Agung

Lampiran VII

i e Sl Tk Penyisihan Piutang
al o Piutang = 3 =
No Na{na Uraian Piutang PNBP sitaan yang setelah agunan/ i Hid —Lseng ; S0% H (e Jumlah Saldo Akhir Keterangan
Debitur g : : (lancar) lancar) (diragukan)
diperhitungkan sitaan
1 |Bapak A [Sewa Kantin 300.000 300.000 1.500 - - 298.500 Lancar
2 |Bapak B [Sewa Kantin 2.000.000 2.000.000 - 200.000 - 1.800.000 | Kurang Lancar
3 |Bapak C |Sewa Kantin 3.500.000 3.500.000 3.500.000 - Macet




DAFTAR PERHITUNGAN BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR
per 31 Desember 2021

Lampiran VIII

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :
Wilayah
Satuan Kerja
Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Nama ] Piutang Angsuran s.d 31 : Bagian Lancar - 5/1000 10% 50% 100% Jumlah Saldo
L Debitur Uraian TP/TGR Desember 2021 Slan TEFIGR Tagihan TGR (lancar) (kurang | (diragukan) (macet) Akhir Keterangan
lancar)
Bapak A [Kehilangan mobil 81.000.000 57.375.000 23.625.000 13.500.000 67.500 - - - 13.432.500 Lancar
2 [Bapak B [Kehilangan motor 9.200.000 7.666.680 1.533.320 1.533.320 7.667 - - - 1.525.653 Lancar
3 |Bapak C |Kehilangan mobil 200.000.000 - 200.000.000 - * - - - - Macet
.................. , Januari 2022
SeKIetariS. ...iiivnvisrnnmernnmunsns
DAFTAR PERHITUNGAN PIUTANG TAGIHAN TP/TGR DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - TP/TGR
per 31 Desember 2021

K/L : (005) Mahkamah Agung

BAES1 ;

Wilayah

Satuan Kerja

Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Nama ; Piutang Angsuran s.d 31 ; Bagian Lancar - J 5/1000 10% 50% 100% (macet) | Jumlah Saldo
No| pebitur Ursian TPJTGR | Desember 2020 | SIS TP/TGR | " ginan ToR | 28080 TOR | ancan) | (kurang | (diragukan) Akhir Bewmeangal
lancar)
Bapak A |Kehilangan mobil 81.000.000 57.375.000 23.625.000 13.500.000 10.125.000 50.625 - 10.074.375 Lancar
2 |Bapak C Kehilangan mobil 200.000.000 - 200.000.000 - 200.000.000 - 200.000.000 - Macet
................ " Januari 2022
Sekretaris.....ccoiveeeinrienninnns

NIP...




K/L
BAES1
Wilayah

KARTU RINCIAN NILAI PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

: (005) Mahkamah Agung

Satuan Kerja

per 31 Desember 2021

Lampiran IX

Daluwarsa
Jangka Waktu s.d 31 Penidapacan
No Uraian Nilai SSBP | V218 TMT Jatuh Tempo : Tahun Diterima di
Bl Dessnbier | g ot 5681 Muka
2020 1
1 |Sewa ATM BRI 24.000.000 24 01 November 2020 01 November 2022 2.000.000 12.000.000 10.000.000
2 |Sewa Lahan 18.000.000 18 01 Desember 2020 25 November 2022 1.000.000 |  12.000.000 5.000.000
g [FEUE 120.000.000 60 01 November 2021 03 Januari 2023 4,000,000 | 24.000.000 | 92.000.000
Ruang/Gedung
................... , Januari 2022
SekretariS. . v s



KARTU RINCIAN BELANJA BARANG DIBAYAR DI MUKA (SEWA RUMAH DINAS) Lampiran X
per 31 Desember 2021

K/L : {005) Mahkamah Agung
BAES1 :
Wilayah
Satuan Kerja
Lama Jumlah Total Sisa Sisa Rincian Angsuran per Akun
No Nama Pegawai Nilai SP2D Angsuran Ang;ﬁ:ﬁ per TMT Jatuh Tempo Angsuran Angsuran | Angsuran [ Angsuran (rupiah) Jumﬁ.{hhisraldo
(bulan) (bulan) (rupiah) (bulan) (rupiah) 522141
1 |[Rumah Dinas Wakil Ketua 30.000.000 24 1.250.000| 02 Januari 2020 02 Januari 2022 12 15.000.000 12 15.000.000 15.000.000 15.000.000
2 |Rumah Dinas Tipikor 12.000.000 12 1.000.000| 21 November 2020 | 21 November 2021 1 1.000.000 11 11.000.000 11.000.000 11.000.000
ssssennanasy. JANUATL 20022
SERTEEATIR o vuvwmnawwusivsaniovas



KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR) Lampiran XI
per 31 Desember 2021
K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :
Wilayah
Satuan Kerja
KODE KODE BELANJA YANG
No WILAYAH SATKER TA AKUN URAIAN MASIH HARUS DOKUMEN SUMBER KETERANGAN
WILAYAH SATKER DIBAYAR
1 AAAA BBBBBB CEGCEE DDDDDD 2019 | 511111 |Belanja Gaji Pokok PNS 939.600 SPM NO: 00005 TANGGAL 19-01-2022 Kekurangan Gaji 3
Bulan atas kenaikan
511121 [Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 93.960 SK DIRJEN BADILAG NO: pangkat nama
1716/DJU/SK/KP04.1/10/2018 TENTANG Bapak/Ibu
KENAIKAN PANGKAT PNS
511122 [Belanja Tunj. Anak PNS 26.226
511125 [Belanja Tunj. PPh PNS 30.210
2 AAAA BBBBBB Ceceee DDDDDD 2019 | 511129 |Belanja Uang Makan PNS 21.844.000 SPM NO: 00005 TANGGAL 19-01-2022 Susulan uang makan
bulan Desember 2021
3 AAAA BBBBBB CEeeec DDDDDD 2019 | 522111 [Belanja Langganan Listrik 11.826.900 REKENING TAGIHAN LISTRIK TANGGAL 7 Beban Langganan
JANUARI 2022 Listrik Bulan
Desember 2021
4 AAAA BBBBBB ceeeee DDDDDD 2019 | 522112 |Belanja Langganan Telepon 564.960 REKENING TAGIHAN TELEPON TANGGAL 8 Beban Langganan
JANUARI 2022 Telepon Bulan
Desember 2021
5 AAAA BBBBBB CCCCCC DDDDDD 2019 | 522113 |Belanja Langganan Air 71.000 | REKENING TAGIHAN AIR TANGGAL 8 JANUARI Beban Langanan Air
2022 Bulan Desember 2021
JUMLAH TOTAL 35.396.856
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